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Kata Pengantar Penerbit

METODE-METODE penetapan hukum Islam yang mendominasi
khazanah kajian hukum sekarang ini masih berpola istinbézi dalam
bentuk giyds usili, istibsén, dan maslahah mursalah. Tetapi, metode
yang berpola istinbiyi ini masih menyisakan problem metodologis,
antara lain kesatuan dasar-dasar syarf'zh cenderung terabaikan,
mengingat aplikasinya dilakukan secara parsial. Karena itulah,
berbagai masalah metodologis ini tentu saja akan sangat mengurangi
kevalidan sebuah produk hukum, karena memang adakalanya bisa
menjadi kabur jika hanya dikonstruk dengan menggunakan satu
atau beberapa dalil dari nash-nash yang ada kaitannya langsung
maupun yang tidak terkait secara langsung.

Karena itulah untuk mengisi masalah atau kekurangan
metodologis ini, Asy-Syatibi mengeluarkan sebuah metode
alternatif yang berpola a/-istigri% dalam menetapkan hukum Islam
yang bernama metode al-istigrd’ al-ma'nawi, yaitu suatu metode
penetapan hukum Islam yang dalam prosedurnya memanfaatkan
kolektivitas dalil dalam berbagai bentuknya, mempertimbang-
kan gard’in apwil (indikasi-indikasi keadaan tertentu) baik yang
berkaitan dengan nash tersebut secara langsung (manqulah)
maupun tidak berkaitan secara langsung (ghairu manqulah),
termasuk mempertimbangkan kondisi sosial dan memerankan
akal dalam merespons perkembangan atau perubahan yang terjadi



dalam masyarakat.

Karena bagaimanapun juga, zaman akan selalu berkembang
dengan berbagai kompleksitas yang mengiringinya schingga
terjadilah berbagai masalah hukum yang memang belum ada atau
tidak terjadi pada masa-masa sebelumnya schingga memerlukan
sebuah pemecahan hukum yang tepat dan bisa membawa kepada
kemaslahatan. Karena itulah, kekuatan ijtihad harus dihidupkan
kembali dengan menggunakan metode yang tepat dan efektif
yang mencerminkan sebuah produk hukum Islam yang berlaku
di segala ruang dan waktu. Hal ini penting dilakukan, karena
untuk menghindari adanya ketidakrelevanan hukum Islam dalam
menjawab tantangan zaman. Padahal Islam adalah agama yang
tentu saja selalu up 20 date dalam mengayomi dan memayungi
umatnya di segala zaman dan makan.

Karena itulah, metode alternatif yang dikembangkan oleh Asy-
Syatibi menarik untuk dikemukakan dan diaplikasikan. meskipun
pada dasarnya metode a/-istigri bukannya asli dari gagasan Asy-
Syatibi sendiri, karena memang sudah ada pendahulunya yang
menggunakannya. Karena itu, metode al-istigrd’ al-manawi yang
dikembangkan Asy-Syatibi merupakan pengembangan dari metode
al-istiqri’ para pendahulunya.

Sekalipun metode al-istiqra’ al-ma’naws ini sebenarnya
pengembangan dari metode a/-istigr4’yang dikemukakan para ahli
hukum Islam lain, seperti Al-Ghazalf, namun paling tidak, menurut
buku ini, ada tiga perbedaan signifikan yang dapat diidentifikasi
sebagai suatu kemajuan pengembangan metode tersebur, sekaligus
membedakannya dari konsep ulama lain: Pertama, penyebutan
al-istigré’ al-ma'nawt hanya ditemukan dalam terma Asy-Syatibi,
'sementara sebelumnya hanya disebut a/-istigra’ saja. Penyempur-
naan kata tersebut dimaksudkannya sebagai upaya pemanfaatan
nash-nash hukum, baik yang partikular maupun yang universal,
dalam rangka mempertahankan kesatuan dasar-dasar syariah, yang
menjadi obsesinya. Kedua, konsep al-istigrd’para ulama sebelumnya
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masih mengikuti konsep ilmu mantig, terlihat dari definisi yang
mereka kemukakan dan pembagian kepada al-istigrd’ at-tdmm dan
al-istigrd’ an-ndqis, suatu formulasi yang sangat familiar di kalangan
ahli ilmu mantig, sementara Asy-Syitibi telah mengarahkannya
kepada pemanfaatan nash-nash hukum secara integral, sekalipun
pengaruh mantig tetap ada dalam realitasnya. Ketiga, aplikasi
metode tersebut bagi ulama sebelumnya, secara umum, hanya
terbatas kepada penetapan hukum spesifik. Sementara Asy-Syatibi
telah mengaplikasikannya dalam menetapkan dan menguji kaidah-
kaidah #s4/, kaidah-kaidah fiqih, dan hukum spesifik. Namun yang
paling penting dari hal ini adalah metode al-istigré’ al-manawt ini
dapat menyelesaikan persoalan hukum dalam bentuk pembuktian
dan perumusan kaidah #s4/, kaidah figih, yang dalam konteks ini
disebut Asy-Sytibi dengan hukum asliyah, dan penetapan hukum
Islam spesifik.

Dari fakta ini, tentu saja sangat menarik untuk membaca
buku ini, sebab hal ini akan memberikan cakrawala baru dalam
melihat hukum Islam yang selama ini dianggap kaku, rigid, tidak
manusiawi, dan bahkan mengalami kejumudan sehingga tidak
bisa diaplikasikan dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi
sekarang ini. Lalu apa dan bagaimanakah sebenarnya metode a/-
istiqrd’ al-manawi yang ditawarkan Asy-Syatibi ini? Bagaimanakah
konsepnya, apa yang ditawarkan di dalamnya, serta bagaimana cara
mengaplikasikannya dan bagaimana kekuatan dan kelemahannya
dibandingkan dengan metode-metode lain yang diajukan oleh para
ahli hukum Islam Jain? Maka buku inilah jawabannya.

Buku ini akan memberikan segala hal tentang metode al-istigrd’
al-manawi yang ditawarkan Asy-Syitibi ini dalam menetapkan
hukum Islam, sehingga bisa diaplikasikan dan sanggup memenuhi
tantangan zaman beserta kompleksitasnya. Karena itulah, buku
ini menjadi sangat penting artinya dalam melengkapi khazanah
keilmuan di bidang hukum Islam yang sudah ada selama ini, dan
menjadi salah satu mutiara berharga di tengah samudera ilmu yang
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patut untuk diapresiasi dan dijadikan pedoman bagi keberlang-
sungan ajaran Islam yang tinggi dan agung sehingga bisa menjadi
rahmat bagi sekalian alam

Akhirnya, kami merasa bangga menghadirkan buku berharga
ini dan ikut meramaikan proses pembelajaran terhadap hukum
Islam tentunya. Selamat membaca, semoga Allah meridhai
perjalanan dan aktivitas hidup kita. Amin.

Jogjakarta, 10 Juni 2008

Redaksi
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Bab I
Pendahuluan

A. Melacak Akar Masalah

Sumber pokok hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah.
Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum,
baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan,
Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran untuk menjelaskannya.
Rasul, sebagai muballig, menyampaikan penjelasan ini kepada
umatnya untuk diikuti. Kendati demikian, penjelasan Al-Quran
tersebut tidak selamanya tegas dan teperinci (#2f57/f), melainkan
kebanyakannya hanya berifat garis besar (ijmdlf), sehingga
dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Rasul. Sebagai orang yang
diberi wewenang memberi penjelasan di satu sisi, dan menghadapi
realitas sosial yang berkembang di sisi lain, Rasul terkadang harus
menggunakan akal yang disebut dengan ijtihad dalam penerapan
hukum.

Ijihad Rasul tersebut pada dasarnya merupakan pengungkap-
an ilhim ildhi dan pemahaman mendalam terhadap semangat
hukum (rih ar-tasyri’), mengingat apa pun yang diucapkan-



nya bukanlah berdasarkan hawa nafsa melainkan wahyu Tuhan
kepadanya. Adapun bentuknya rerkadang dilakulan secara
kolektif, yakni musyawarah bersama para sahabat atau dilakukan
secara pribadi dengan memproyeksikan kasus yang tidak ada aturan
hukumnya dengan kasus yang ada aturan hukumnya dalam Al-
Quran, yang disebut dengan al-giyds,' sekalipun dalam pengertian
luas. Namun, apa pun yang ditetapkan Rasul merupakan pendapat
yang terpelihara dan menjadi Sunnah sebagai bagian dari nash-
nash.?

Setelah Rasul meninggal dunia, pengemban amanah untuk
menyelesaikan masalah hukum beralih kepada para sahabat. Mereka
mengikuti cara-cara yang dilakukan Rasul dalam penyelesaiannya,
yaitu mula-mula merujuk kepada Al-Quran dan selanjutnya beralih
kepada Sunnah, pada saat tidak ditemukan aturan hukumnya dalam
Kitab Suci tersebut. Ketika dibutuhkan, mereka melakukan ijtihad
berdasarkan kemampuan pandangan terhadap makna-makna nash
dari aspek latar belakang historis, tujuan-tujuan dan alasan-alasan
hukum, serta berdasarkan pengetahuan bahasa Arab yang dimiliki.
Mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah sistematik dan ketat
seperti yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam (usiliyyin)
sesudahnya.?

Kendati demikian, para ahli hukum Islam belakangan
banyak memberi penafsiran metode ijtihad yang dilakukan oleh
para sahabat, sekalipun cenderung memproyeksikannya kepada
konsep-konsep yang berkembang pada periode kematangan
pemikiran hukum Islam. Khudhart Bik (w. 1938 M.) mengatakan
bahwa ijtihad para sahabat semuanya terhimpun ke dalam konsep

1. Saefuddin Al-Amidi, a/-Tbkam S Usiid al-Abkim, jilid 3, (Beirtit: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1983), him. 141.

2. Nashiruddin, ’Abdurrahmin Al-Angiri Al-Masyhr bi Ibn Al-Hanbali, Kizdb Aqyi-
sah an-Nabi al-Mugtafé Mubammad Saw., (Mesir: al-Kutub al-Hadigah, 1973),
hlm. 75. .

3. Sayyid Muhammad Mas3, al-ljtihid wa Madi Hajéting Haih 2 Hézd al-Asr, (Mesir:
Daral-Kutub al-Had#$ah, t.t.), hlm. 37. ’
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al-giyds.* Abli Zahrah mengatakan bahwa sebagian sahabat
berijtihad dalam batas-batas pemahaman Al-Quran dan Sunnah,
sedang sebagian lain menggunakan al-giyds dan al-maslapah.®
Sementara Salaim Madkir berpendapat bahwa ijtihad para sahabat
itu tersimpul dalam tiga bentuk, yaitu (1) menafsirkan nash-
nash; (2) menggunakan metode a/-qiyds; dan (3) menggunakan
magslabah mursalah dan istibsin.® Terlepas dari apa pun interpreta-
si tentang bentuknya, kreasi ijtihad mereka disebabkan kuantitas
nash hukum terbatas, sedangkan kasus hukum yang muncul tidak
terbatas. Sesuatu yang tidak terbatas tidak akan tercakup oleh yang
terbatas.”

Seiring dengan meluasnya wilayah kekuasan Islam dan
terjadinya interaksi sosial antara kaum muslimin dan penduduk asli,
terutama setelah periode sahabat, kasus-kasus baru yang diperlukan
aturan hukumnya juga bermunculan. Dalam menghadapi berbagai
persoalan hukum yang semakin kompleks ini, para #2bi%n dan atbd’
t4bi’in berusaha secara maksimal untuk menyelesaikannya dengan
mengikuti langkah Rasul dan para sahabat, bahkan mengembang-
kan metode-metodenya. Ahli-ahli hukum Irak seperti Ab& Hanifah
(w.150 H.), di samping menerapkan Al-Quran, Sunnah, dan
ijma’ sahabat, banyak menggunakan akal dalam bentuk giyds dan
istibsin, sehingga ia sering disebut Imam aliran abl ar-rayi. Hal ini
tampaknya karena peradaban Irak pada saat itu relatif telah maju.
Sementara ahli-ahli hukum Madinah seperti Malik (w. 179 H.)
banyak menggunakan nash-nash Al-Quran, Sunnah, #jmd4’, atau
wmal ahli Madinah, dan dalam kondisi mendesak ia menggunakan

4. Muhammad Al-Khudhart Bik, Usil al-Figh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1988),
hlm. 115.

5. Muhammad Abt Zahrah, Tarikh al-Mazihib al-Islimiyab, jilid 2, (Mesir: Dér al-
Fikr al-‘Arabt, t.t), him. 23.

6. Muhammad Saldm Madkiir, al-Madkbal I; al-Figh al-Islimi, (Beire: Dar al-Fikr,
t.t.). him. 22

7. Muhammad Abt Bakar asy-Syahrastini, al-Milal wa an-Nipal, (Beirtr: Dér al-
Fiks, t.t.), him. 202.
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metode al-giyds, sehingga ia dinobatkan sebagai imam aliran wh/
al-padis. Hal ini, karena masyarakat Madinah masih sederhana ®
Tetapi, para pengikut Malik mengembangkan metode maglabalh
mursalah.’ |

Adanya perbedaan dua aliran di atas, membuat Asy-Syafi’t (w.
204 H.) merasa terpanggil untuk melakukan moderasi. Ia mencoba
merumuskan teori hukum yang memadukan pemikiran Hanafiyah
yang rasional dan pemikiran Maliki yang tradisional. Usaha ini
terlihat dari semangatnya berdiskusi dengan murid-murid Abt
Hanifah terutama Abt Yosuf (w. 182 H.) dan Asy-Syaibani (w.
189), setelah terlebih dahulu berguru kepada pemuka aliran zh/ a/-
hadis, Tmam Malik. Karena itu, N.J. Coulson menyebut Asy-SyAfi't
sebagai figur yang muncul secara tiba-tiba dalam menyelesaikan
masalah yang sulit.! Hasil usahanya ini melahirkan antara lain
teori hukum Islam dalam kemasan empat sumber hukum yang
banyak dipedomani oleh ahli hukum Tslam, yaitu Al-Quran ,
Sunnah, 5jm4’ dan giy4s,"! tepatnya qiyés ugiili.

Prosedur istinbigi (penetapan hukum) dalam bentuk qiyds
usili, istihsin, dan masiahah mursalsh yang telah disinggung
sebelumnya, sekalipun dalam realitas sejarah telah mendominasi
pemikiran hukum Islam dan memang efektif dalam penyelesaian
berbagai persoalan hukum, namun ketiganya masih menyisakan
problem metodologis. Kesatuan dasar-dasar syari'ah cenderung
terabaikan, mengingat aplikasinya dilakukan secara parsial.
Artinya, ada kecenderungan kurang merespons atau memanfaat-

8. Farouq Abi Zaid, asy-Syari'ah al-Isldmiyah bain al-Mubafizhin wa al-Mujadd;-
din, (Damaskus: Dar al-Maugif al-Arab, t.t.), him. 19-33.

9. Muhammad Ism#’il Sya'ban, ar- Tasyri” al-Islami Masidirubs, wa Atwérub, (Kairo:
Makrabah an-Nahdhah al-Migriyah, 1985), him. 324.

10. N.J. Coulson, 4 History of Islamic Law, (London: Edinburg University Press,
1964), him. 53.

11. Joseph Schacht, The Origin of Mubammadan Law, (London: Oxford Universi-
ty Press, 1971), hlm. 1. Lihat juga Muhammad ibn Idrs Asy-Syafi’t, ar-Risslab,
(Kairo: Dar at-Turas, 1979).
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kan dalil-dalil hukum secara komprehensif. Kelemahan lain, bahwa
prosedur istinbisi dalam giyds, istihsin, dan maslahah mursalah
cenderung mengutamakan aturan manusiawi dan menimbulkan
kesemenaan individual atas aturan Tuhan.!? Sejalan dengan ini,
untuk waktu yang cukup lama, giyés menjadi prosedur pokok
untuk memperluas aturan hukum Islam kepada peristiwa baru.
Namun, prosedur semacam ini memiliki dua kekurangan. Pertama,
pecluasan yang dilakukan antara dua juziyah (maqis dan maqis
“laiby ini harus benar-benar dipahami kesamaan illabnya, suatu
syarat yang sangat sulit untuk diaplikasikan, sehingga banyak
yang beralih dari metode giyds kepada metode lain yang berpola
sama, umpamanya istibsdn. Kedua, dengan sulitnya mendapatkan
kepastian tersebut, berakibat kepada terjadinya fragmentasi aturan-
aturan hukum Islam.'* Fragmentasi dan variasi hukum cabang
memang dapat ditoleransi, sebagai bukti watak dinamis hukum
Islam, tetapi persoalannya adalah menyangkut prosedur dan
metode yang terkesan diskriminatif dalam penggunan dalil-dalil
yang relevan.

Kelemahan-kelemahan metode-metode di atas sejak semula
sebenarnya telah disadari oleh sebagian kecil ahli hukum Islam,
sehingga mereka telah memikirkan bahkan menerapkan metode
yang berpola istigrd’i (semacam induktif), sekalipun belum
dilakukan secara serius terutama dalam perumusannya. Asy-
Syaf’f umpamanya telah menggunakannya ketika ia menetapkan
batas maksimal-minimal masa faidh bagi seorang perempuan, '
sekalipun bentuknya melalui media a/-u7f. Kemudian diikuti
oleh umpamanya Al-Ghazali (w.505 H.) yang telah lebih tegas

12. M. Arkoun, Membedah Pemikiran Islam, penerj. Hidayatullah, (Bandung; Pusta-
ka, 2000), him. 22.

13. Safi Louay, The Foundation of Knowledge: A Compaeatif Study in Islamic and Western
Metods of Inquiry, (1999), hlm. 112. Lihat juga Yasuf ibn Abt Bakar As-Sikaki,
Mifish al-Ulizm, (Beirtit: Dar a-Kutub al-‘Tmiyah, t.t), hlm. 504.

14. Muhammad ’Abdu Rabbih, Bubits f al-Adillah al-Mukhtalaf Fihé Inda al-Usili-
yin, (Kairo: Dir al-Fikr al-’Arabi, 1980), him. 43.
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mengintroduksi metode ini dan telah mengaplikasikannya dalam

penetapan beberapa kasus hukum % D; kalangan pemikic Tolarm
kontemporer, kesadaran semacam in;i rerdihar pada umpamanya
Abt Hamid Abd Sulayman yang menyarankan para sarjana Muslim
untuk dapat menciptakan atau mengembangkan metodologi kajian
Islam, baik mainstreams (arus utama) dedukeif maupun indukeif
yang komprehensif dalam upaya mengantisipasi perkembangan
masyarakat Islam.6

Di antara ahli hukum Islam yang sedikit di atas, ulama yang
mencoba secara serius merumuskan dan menerapkan metode yang
berpola istigra’i adalah Asy-Syétibi (w. 790 H.). Dia memandang
- bahwa hukum-hukum Islam juzyah (partikular) dibangun atas
dasar hukum-hukum kulliyab (universal), dan hukum-hukum
kulliyah tersebut didapatkan melalui survei menyeluruh terhadap
pernyataan-pernyataan hukum, dengan menggunakan metode yang
berpola istigrd%, yang secara spesifik disebutnya sebagai metode
al-istigrd’ al-manawt. Ini bukan berarti ia tidak mengakui metode-
metode seperti yang dikembangkan para ulama sebelumnya,
namun ia telah mencoba merekonstruksi pemikiran hukum Islam
aspek metodologis untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang
ada dalam pola-pola yang berkembang sebelumnya tersebut.

Dalam al-Muwifagait, Asy-Syatibi menggambarkan bahwa
al-istiqri’ al-ma'nawi adalah suatu metode penetapan hukum yang
bukan hanya dengan satu dalil saja, tetapi dengan beberapa dalil
yang digabungkan antara satu sama lain sehingga terbentuklah
suatu hukum berdasarkan gabungan dalil tersebur. Para ahli hukum
Islam, ungkapnya lebih lanjut, tidak boleh menetapkan tujuan asy-

15. Abti Himid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, Magdsid al-Falésifah,
(Kairo: Dar al-Md'4rif; 1961), hlm. 89-90. Lihat juga al-Mustasfi Ff Usiid al-Figh.
Jilid 1, (Beirtit: Dar al-Fikr, 1322 H), him. 51. Lihat juga Miyir al-Tlm fi Fann
al—Man,tiq, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1961), him. 27.

16. Abtt Hamid Abt Sulayméin, Towards an Ilamic Theory of International Relations:
New Directions For Methodology and Thought, (Herndon Virginia USA: The Inter-
national Institute of Islamic Thought), 1993, him. 65.

16



Sydri’ hanya berdasarkan dalil tertentu secara terpisah-pisah. Tujuan
tersebut akan mereka dapatkan hanya dengan meneliti semua
dalil yang relevan, baik sifatnya zhdhir, umim, mutlaq, muqayyad,
maupun juz?. Selain itu, haruslah mempertimbangkan gard’in
ahwil (indikasi-indikasi keadaan), baik yang dinashkan (mangiilah)
maupun yang tidak dinashkan (ghairu mangilah).” Istilah al-
manawi yang merupakan kata sifat dari al-istigri’ dalam konteks
metode ini dipinjam dari konsep mutawditir manawi dalam ilmu
badis, yang dalam konteks ini mengandung pengertian ungkapan
berbeda tetapi semuanya menuju kepada satu makna tertentu.'®

Formulasi atau rumusan di atas, dengan demikian, telah
mencerminkan prinsip-prinsip dan karakteristik metode a/-
istiqrd’ al-manawi ini, yaitu: Pertama, kolektivitas dalil, yakni
tidak menganggap cukup menetapkan suatu hukum hanya
dengan satu dalil saja, seperti yang sering dilakukan oleh para
ahli hukum Islam kebanyakan. Kedwua, dalil-dalil hukum yang
dihimpun tersebut ada yang sifatnya kulliyah (universal) dan ada
yang juziyab (partikular). Ketiga, memerhatikan gard’in apwilbaik
yang berkaitan dengan nash tersebut secara langsung (gard’in abwil
mangiilah) maupun tidak berkaitan secara langsung (gard’in abwail
ghairu mangilah), termasuk dalam makna ini mempertimbang-
kan kondisi sosial masyarakat, di samping memerankan akal dalam
merespons perkembangan yang terjadi. Dengan metode inilah teori
magslabah dalam kemasan magdsid asy-syari ahnya yang terkenal itu
dirumuskan.

Mengapa metode al-istigrd’ al-manawi menurut Asy-Syatibi
yang dipilih? Selain dari gambaran yang telah dikemukakan,
alasan-alasan signifikan mengapa saya menjatuhkan pilihan kepada
pemikiran tokoh yang sering menjadi rujukan para pembaru

17. Abt Ishaq Ibrahim ibn Misa Asy-Syatibl, al-Muwéfagir fi Uil asy-
Syariah, jilid 2, (Beirtit: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, tt.), hlm. 39.

18. ‘Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz f§ Usil al-Figh, (Beirtt: Mu’assasah ar-Risa-
lah,1998), hlm. 170.
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pemikiran hukum Islam ini, adalah sebagai berikut: Pertama,
hukum Islam, berbeda dari hukum sekular, bersumber dari
wahyu Tuhan, yang diperuntukkan bagi umat manusia. Sebab
itu, kajian pemikiran hukum Islam paling tidak harus melibatkan
unsur-unsur sebagai berikut: (1) wahyu yang terwujud dalam
bentuk nash-nash hukum, yang di kalangan para ahli hukum
Islam dikenal dengan dalil-dalil hukum, baik Al-Quran maupun
Sunnah. Mengingat ia bersumber dari wahyu Tuhan, unsur
teologis haruslah dipertimbangkan dalam epistemologinya, di
samping pada gilirannya akan membawa kepada arti penting akal
dalam perumusan pemikiran hukum Islam; (2) karena hukum
itu diperuntukkan bagi manusia yang selalu berkembang dan
berubah, maka unsur sosial dan perubahannya haruslah diperhati-
kan, supaya aturan-aturan hukum Islam yang dirumuskan bersifat
aplikatif. Metode alternatif yang dapat merespons unsur-unsur ini
adalah metode al-istigrd’ al-ma'nawi. Kedua, dua sumber hukum
Islam pokok yang berasal dari wahyu Tuhan, seperti yang telah
disinggung di atas, sama-sama bertujuan mengayomi kepentingan
manusia. Ini berarti kesatuan dasar-dasar syari’zh dan kesejalan-
annya dengan kepentingan hidup manusia yang dinamis sedapat
mungkin harus dipertahankan. Metode al-istigra’ al-manaws yang
diintroduksi Asy-Syétibf tersebut, hemat saya, dapat mempertahan-
kan kesatuan ini. Ketiga, sebagai alasan tambahan, dewasa ini
metode al-istiqr’ al-manawt belum mendapat perhatian serius.
Pada mulanya, metode al-istigré’ telah dirintis dan ditawarkan oleh
para ahli hukum Islam, tetapi sekarang benar-benar terabaikan.
Sebagai bukti sederhana, metode ini tidak ditemukan dalam
kurikulum dan silabus mata kuliah #g/ alfigh di Fakultas Syariah,
suatu lembaga pendidikan tinggi yang bertujuan mencetak ahli
hukum Islam yang kompeten. Inilah pemikiran yang melatarbela-
kangi pentingnya penulisan buku ini.

18



B. Merumuskan Akar Masalah

Istilah metode penetapan hukum Islam identik dengan
metode istinbdt, yaitu upaya mengeluarkan kandungan hukum
dari nash-nash dengan pemikiran maksimal.”” Ini sejalan dengan
istilah metode 7tihid, yaitu “upaya pengerahan segenap kemampuan
oleh seorang mujtahid dalam mencari hukum-hukum syari'ah.”*
Istilah hukum diartikan sebagai k4iz2b Allah yang berkaitan dengan
perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, kebolehan memilih, atau
suatu pengantar adanya hukum lain.*’ Dalam perkembanganya,
para pemikir hukum Islam modern, dengan memerhatikan aspek
sumber dan aplikasinya, memandang perlu untuk membedakan
pengertian asy-syariah dan al-figh, sebagai kandungan kata hukum
Islam. A.A. Fyzee menyebut syari'ah sebagai canon law of Islam,
yaitu keseluruhan perintah Allah berupa nash-nash. Sedangkan /-
figh atau ilmu hukum Islam adalah pengetahuan tentang hak dan
kewajiban seseorang yang diketahui dari Al-Quran dan Sunnah
atau disimpulkan dari keduanya atau apa yang telah disepakati
oleh para ahli hukum agama.?? Sejalan dengan ini, Satria Effendi
(w. 2002 M.) mengemukakan bahwa syari'ah adalah an-nugis
al-muqaddasah (nash-nash yang suci) dalam Al-Quran dan as-
sunnab al-mutawitirab (hadis-hadis mutawatir). Sedangkan figh
adalah pemahaman terhadap nash-nash tersebut.?® Pengertian figh
semacam ini senada dengan rumusan Abdul Wahhéb Khallaf (w.
1956 M.), yaitu al-figh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum

19. Syarif Sayyid ‘Ali Muhammad ibn ‘Ali Al-Jurjani, az- Tarifir, (BeirGe: Dar al-Fikr,
1989), him. 10.

20. Abé Hamid Muhammad Al-Ghazali, a/-Mustasfi Fi Usid al-Figh., jilid
2, hlm. 350.

21. Muhammad Al-Khudhari Bik, Us#! a/-Figh, hlm. 18.

22. Asaf A.A. Fyzee, The Outlines of Mubammadan Law (Delhi: 1darah-I Adabiyat-
1, 1981), him. 19-20.

23. Satria Effendi, “Dinamika Hukum Islam” dalam Tijubh Pulub Tabun Ibrahim
Hosein, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1990), hlm. 312.
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syara’ amaliyah yang diusahakan (al-muktasab) dari dalil-dalilnya
yang teperinci.”* Adanya kata al-mukbtasab dalam definisi ini jelas
menunjukkan unsur manusiawi dalam proses memproduksi
hukum-hukum Islam. Terlepas dari adanya perbedaan pengertian
antara syariah dan figih, istilah hukum Islam yang merupakan
terjemahan dari bahasa Inggris Jslamic law telah mencakup kedua
pengertian tersebut.? Perlu dikemukakan bahwa kata abkém al-
Islim juga digunakan Asy-Syaribi untuk dua pengertian tersebut,?
dan pengertian ini pula yang dijadikan acuan dalam buku ini.

Ketika menyebut metode penetapan hukum Islam dengan
pengertian-pengertian di atas, akan muncul banyak persoalan.
Metode apa saja yang dapat dilakukan dalam penetapan hukum
Islam? Apakah semua metode yang ada itu disepakati oleh para
ahli hukum Islam? Ini terkait dengan problem dalil-dalil yang
disepakati oleh mayoritas ulama dan yang diperselisihkan mereka.
Persoalan lain, bagaimana mekanisme kerja masing-masing metode
penetapan hukum Islam? Apakah metode penetapan hukum
Islam itu dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang berasal dari
luar ajaran Islam? Selain itu, masih banyak persoalan yang akan
muncul.

Ketika kajian dikaitkan dengan seorang tokoh Asy-Syatibi,
persoalan-persoalan yang akan muncul adalah: Bagaimana
pandangan Asy-Syatibi terhadap masing-masing metode penetapan
hukum Islam yang dilakukan oleh ulama lain? Bagaimana
pandangannya tentang peran akal dalam memahami nash-nash
hukum dan apa bedanya dari ahli hukum Islam lain? Bagaimana
pandangannya tentang adanya pengaruh ajaran luar Islam terhadap
metode penetapan hukum Islam? Apakah Asy-Syatibi telah

24. Abdul Wahhab Khallaf, 7hn Usil al-Figh, (Beirtit: ad-Dir al-Kuwaitiyah,
1968), hlm. 11.

25. Fathurrahman Dijamil, Filsafat Hukum Ilam, (Jakarta: Logos, 1997), him. 12.

26. AbiiIshiq Ibrahim ibn Misa Asy-Syatibi, al-Muwdfaqar f; Usil asy-Syari ab, Jilid
4, him. 145.
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melakukan rekonstruksi metode-metode penetapan hukum yang
dirumuskan oleh ulama lain, termasuk metode al-istigrd’, sehingga
ia benar-benar telah melahirkan metode baru dalam penetapan
hukum Islam?

Dari sekian banyak masalah yang muncul, buku ini hanya
akan membahas persoalan tentang konsep al-istiqrd’ al-manawi
menurut Asy-Syatibi sebagai metode penetapan hukum Islam dan
sebagai metode perumusan kaidah-kaidah hukum. Mengingat
metode penetapan hukum Islam ini tidak terlepas dari dalil-dalil,
maka masalah itu juga akan dikemukakan secara garis besar, sebagai
kerangka teoretis-analisis, untuk mempertajam fokus kajian.

Berdasarkan berbagai hal di atas, maka masalah yang akan
menjadi bahasan buku ini Bagaimana konsep Asy-Syitibi tentang
metode al-istiqrd’ al-manawi dalam penetapan hukum Islam?
Permasalahan pokok ini dapat dijabarkan pada beberapa pertanyaan
yang merupakan variabel-variabel bahasan sebagai berikut: Apa
yang melatarbelakangi Asy-Syatibi merumuskan metode al-istigri’
al-ma'nawt dalam penetapan hukum Islam? Apa yang dimaksud
dengan metode al-istigré’ al-manawi dalam penetapan hukum
Islam? Apa sumber pembentukan konsep al-istiqrd’ al-ma'nawi
sebagai metode penetapan hukum Islam? Bagaimana cara kerja
metode al-istiqrd’ al-manawi dalam proses penetapan hukum
Islam? Bagaimana bentuk-bentuk produk metode al-istigrd’ al-
ma'nawi dalam hukum Islam? Apa persamaan dan perbedaan
metode al-istigrd’ al-manawi dengan metode penetapan hukum
Islam lain? Bagaimana relevansi dan implementasi metode al-istigrd’
al-manawi dengan perkembangan hukum Islam kontemporer?

C. Memetakan Akar Masalah dalam Kerangka Teoretis

Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, secara garis besar,
ditemukan dua aliran uiil al-figh, yang berbeda dalam perumusan
kaidah-kaidah usitl. Pertama, alivan Mutakalliméin atau Syfi iyah.
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Mereka membangun kaidah-kaidah us/ al-figh secara teoretis,
logis, dan rasional, dengan didukung oleh alasan kuat baik naqli
maupun zqli. Kedua, aliran Hanifiyah atau Fugahi. Mereka ini
membangun dan merumuskan kaidah-kaidah ugsi/ dengan beranjak
dari masalah-masalah cabang dalam mazhab, setelah meneliti dan
menganalisis masalah-masalah cabang tersebut. Pada gilirannya,
muncullah aliran konvergensi, yaitu berusaha memadukan metode
perumusan kaidah yang ditempuh oleh dua aliran di atas.?” Asy-
Syatibi termasuk dalam aliran konvergensi ini.

Selanjutnya, di kalangan mereka dikenal bentuk-bentuk
metode penetapan hukum Islam, yang secara umum dapat
dikelompokkan kepada dua macam?: Pertama, metode verbal (ar-
turuq al-lafehiyah), yaitu metode penetapan hukum yang bertumpu
kepada analisis kebahasaan. Umpamanya, lafaz-lafaz %mm, khay,
mutlaq, mugayyad, amar, nabi. Kedua, metode substansial (ap-turug
al-manawiyah), yaitu metode penetapan hukum yang bercumpu
kepada pengertian implisit nash dengan menggali substansi-
substansi hukum Islam (al-ilsifiz ilé al-ma'ini wa al-magésid), yang
terwujud dalam bentuk metode giyds, istibsin, maglalah mursalah,
dan lain-lain.

Pengklasifikasian di atas telah memberikan informasi yang
memadai tentang metode-metode penetapan hukum Islam. Tetapi,
masih menyisakan metode yang cukup urgen, yaitu metode #stigri7.
Secara etimologis, kata al-istigrd’ adalah bentuk magdar dari kata
istaqra-yastqri-istiqrd an, yang berasal dari kata qard-yaqri, seperti
istaqrd al-amr, artinya seseorang telah meneliti suatu persoalan.?
Dari sini, ungkapan istagraitu al-asyy# dapat diartikan dengan

27. Zakariya Sabri, Magidir al-Abkam al-Iilims, (Kairo: Kulliyah al-Hugqtiq Jimizh
al-Qahirah, 1973), him. 11.

28. Muhammad Abt Zahrah, Uss/ al-Figh, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arab,
1958), him. 115.

29. Louis Maltf, al-Munjid f; al-Lugah wa al-Adab, (Beirtie: Diar al-Fikr, 1947), hlm.
626. '
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“saya telah meneliti banyak hal secara satu persatu untuk mengetahui
keadaan-keadaan dan kekhususan-kekbususannya”® Dalam istilah
yang umumnya disetujui, a/-istiqrd’ didefinsikan sebagai suatu
penelitian terhadap perkara-perkara juziyah (partikular), yang
berdasarkan hukum-hukumnya, ditetapkan hukum kulliyah
(universal) yang meliputi juziyah-juziyah tersebut®

Mengenai validitas a/-istiqrd’ sebagai metode penetapan
hukum Islam, dapat dikelompokkan kepada dua kecenderungan.
Pertama, mereka yang berpendapat bahwa al-istigrd’ tidak dapat
dijadikan sebagai metode penetapan hukum Islam yang valid,
umpamanya menurut Ar-Rézi (w. 606). Alasannya, karena ada
kemungkinan ditemukan nuansa perbedaan dalam hukum-hukum
juz’iyah yang tidak tersentuh, sehingga tidak dapar digeneralisasi-
kan. Kedua, mereka yang berpandangan sebaliknya, yakni sebagai
metode penetapan hukum Islam yang valid, dengan alasan bahwa
partikular-partikular yang tidak terobservasi dalam metode ini,
karena kuantitasnya sedikit, dianggap sama dengan juz’iyah-
juzliyah yang diteliti. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ulama
Syaf’iyah dan ulama Malikiyah seperti Al-Qarafi (w. 684 H.). Perlu
dikemukakan bahwa yang diperselisihkan adalah al-istigrd” an-
niqis, yaitu penelitian terhadap sebagian besar juziyah. Sedangkan
al-istiqrd’ ar-thmm, yaitu penelitian terhadap semua juz’iyah, tidak
diperselisihkan eksistensinya oleh mereka.”

Dengan demikian, kerangka teoretis yang akan dijadikan
panduan dalam buku ini adalah perumusan kaidah-kaidah #gi/ dan
metode-metode penetapan hukum yang telah ditawarkan para ahli
hukum Islam seperti yang telah digambarkan. Sedangkan kerangka
konseptual adalah penelusuran konsep-konsep Asy-Syatibi tentang

30. Muhammad ’Abdu Rabbih, Bubsis £ al-Adillah al-Mukbtalaf Fibi Inda al-Usili-
yin, hlm. 35.

31. Abd Himid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazili, Op.Cit., hlm. 51.

32. Muhammad ‘Abdu Rabbih, Bubis f# al-Adillah al-Mukhtalaf Fihd ‘Inda al-Usiili-
yin, hlm.36-40.
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dalil-dalil hukum, hubungan nash-nash dengan akal, hubungan
nash-nash dengan tradisi masyarakat, prinsip murdab al-khilsf di
kalangan aliran hukum Maliki, metode-metode penetapan hukum,
yang semuanya merupakan stimulan-stimulan penting dalam
perumusan konsep metode al-istigrd’ al-ma'nawi.
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Bab II
Biografi Asy-Syatibi dan Setting

Sosialnya

A. Biografi Asy-Syatibi
1. Kelahiran

Dalam berbagai sumber yang memperkenalkan pribadi
Asy-Syatibi, disebutkan bahwa nama lengkapnya adalah Abd
Ishaq Ibrahim ibn Misi ibn Muhammad Al-Lakhmi Al-Garnati.
Dia dilahirkan di Granada pada tanggal dan tahun yang belum
ditemukan. Muhammad Abét Al-Ajfin mengatakan bahwa para
penulis biografi (muzarjimiin) tokoh ini tidak menjelaskan tahun
kelahirannya. Tetapi, perkiraan yang mungkin dilakukan adalah
berdasarkan wafatnya Abi Ja'far Ahmad ibn Az-Ziyit, gurunya yang
paling dahulu meninggal dunia, yaitu pada tahun 728 H. Dari
kenyataan ini, diduga kuat bahwa kelahirannya adalah menjelang
tahun 720 H.! Ta meninggal dunia pada hari selasa ranggal 8

1. Muhammad Abt Al-Ajfan, Min Asar Fuqahi’ al-Andalus: Fatdwé al-Imim
asy-Syitibi, (Tunis: Matba'ah al-Kawikib, 1985), him. 32.



Sya’bin 790 H.2

Penghubungan (nisbah) nama akhir Asy-Syatibi dengan Al
Lakhmi menunjukkan bahwa dia adalah dari suku Arab, mengingat
kaum a/-lakhmiyah adalah bagian dari suku Arab yang menetap
di Andalus. Kemudian, penghubungan al-garniti di belakang
namanya mengisyaratkan bahwa dia lahir, besar, dan berkarier di
Garnitah (Granada).® Perlu dikemukakan bahwa tokoh dalam
kajian ini bukanlah Asy-Syatibi, seorang syaikh sif? dan ahli gird'ah
penduduk a/-Iskandariyah yang lahir tahun 585 H dan wafat tahun
672 H.A

2. Pendidikan

Pendidikan awal Asy-Syitibi setelah belajar langsung kepada
orangtuanya tidak diketahui secara jelas. Tetapi, mempertimbang-
kan kondisi umum pendidikan anak di Granada yang sifatnya
tradisional pada saat itu, dengan menjadikan masjid-masjid
sebagai pusat kebudayaan dan peradaban, saya berkesimpulan
bahwa dia mencari ilmu melalui balagah-halagah atau kelompok-
kelompok belajar di rumah-rumah ibadah tersebut dari para ahli
di bidangnya, yang mayoritas bermazhab Maliki. Tidak ditemukan
informasi akurat tentang aktivitas belajarnya di lembaga formal,
sekalipun masa itu telah ada Universitas Granada, yang menjadi
pusat kajian ilmiah.

Dalam proses pembelajaran, Asy-Syatibi mula-mula
mempelajari ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok agama
(Al-Quran dan Sunnah), kemudian ilmu-ilmu lain, baik yang

2. Mustafa Al-Marigl, Fath al-Mubin fi Tabagit al-Usiiliyin, (Beirtic: Muham-
mad Amin Ramj wa asy-Syirkah, 1974), hlm. 204.

3. Muhammad Abt Al-Ajfan, Min Asar Fugahd’ al-Andalus, hlm. 32.

4. Lihat Tim HQ, Qaidah-Qaidab Qira'ar Tujub, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1996),
hlm. 16-20.

5. Philip K. Hitdi, History of The Arab, (London: The Macmillan Press, 1974), him.
363. '
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sifatnya al-wasd’l (alat) maupun al-maqisid (sasaran yang dituju).
[a menggambarkan bahwa sejak dini akalnya ingin mengetahui
dan mencari arah pengetahuann agama yang sesungguhnya,
dengan meneliti segi-segi rasionalitas, legalitas, pokok, dan cabang-
cabangnya. Dalam pencariannya tersebut, tidak terbatas kepada
ilmu-ilmu tertentu, tidak mengabaikan bagian yang lain dan tidak
memisah-misahkannya, sesuai dengan tuntutan masa dan tempat.
Setelah melalui proses panjang dengan mengalami berbagai kendala
bahkan kebingungan akibat berbagai pengetahuan dan perbedaan
pendapat ulama yang dipelajarinya, ia mendapatkan hidayah
Tuhan untuk dapat memahami tujuan-tujuan syarizh dalam Al-
Quran dan Sunnah yang tidak didapatkan sebelumnya.®
Pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab didapatkan Asy-
Syaribi dari beberapa orang guru kenamaan, seperti Abti Abdilldh
Muhammad ibn Al-Fakkhar Al-Biri (w. 754 H.), seorang imam
besar berwawasan dan berpengetahuan luas dan sangart ahli dalam
bidangnya. Ta belajar selama beberapa tahun, hingga guru tersebut
meninggal dunia. Kemudian Abtt Qasim Muhammad ibn Ahmad
As-Sabti (w. 760 H.), seorang imam penyandang gelar raja bahasa
Arab. Berikutnya Abti Ja'far Ahmad Asy-Syaqwart (w. 762 H.),
yang memberikan pelajaran Kizdb Sibawaih dan Alfiah Tbn Malik
kepadanya. Pengetahuan tafsir didapatkannya dari Abfi Abdillah
Al-Balanst (765 H.), seorang ahli tafsir dan penulis terkenal pada
masanya. Pengetahuan tentang badi$ didapatkan dari Abt Al-
Qasim ibn Bina dan Syamsuddin At-Tilimsani (w. 767 H.), yang
mengajarkan kitab al-jdmi’ as-Sahih al-Bukhiri dan al-Muwatpa’
Iméam Malik. Pengetahuan ilmu kalam dan filsafat didapatkannya
dari Abu Ali Mangtir Az-Zawawi (w. 753 H.), seorang peneliti dan
ahli ilmu ws#il ad-din (lmu kalam). Pengetahuan sastra ia dapatkan
dari Abti Bakar Al-Qarsyi Al-Hasymi (w. 769 H.). Pengetahuan

6. Ab( Ishiq Ibrihim ibn Miisa Asy-Syatibi, al-I'tisém, jilid 1, (Beirf: Déir al-Fikr,
1981), hlm. 8-9. '
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ilmu ugil al-figh didapatkannya dari Abti Abdillzh Muhammad
ibn Ahmad Al-Miqarri (w. 761 H.) dan Abt Abdillsh Muhammad
ibn Ahmad Asy-Syarif At-Tilimsani (w. 771 H.). Pengetahuan-
nya tentang hukum Islam dan metode berfatwa diperolehnya dari
Ab Said Ibn Lubb (w. 764 H.), seorang ahli hukum dan pemberi
fatwa di Andalus. Perlu dikemukakan bahwa Asy-Syatibi pernah
bersilang pendapat dengan gurunya ini.”

Dalam proses belajar secara otodidak, Asy-Syitibi sangat
selektif dan mempunyai prinsip menekuni kitab-kitab para ulama
mutagaddimin lebih utama dari ulama mutaakhkhirin, dengan
alasan bahwa periode terbaik dalam memahami nash-nash adalah
masa tersebut, mengingat merekalah orang yang dianggap Nabi
sebagai generasi terbaik. Dalam kesimpulannya, Asy-Syatibi
menyatakan bahwa kitab-kitab karya ulama mutagaddimin,
perkataan dan perilaku mereka lebih bermanfaat bagi orang yang
berhati-hati dalam menekuni pengetahuan, khususnya ilmu syariah
(hukum Islam) sebagai a/- urwah al-wusqi (pegangan kokoh) dan
al-wazar al-ahmé (tempat berlindung yang aman).® Tidak begitu
jelas batasan karya-karya ulama mutagaddimin yang dimaksudkan-
nya. Sebab pada kenyataannya, dia juga banyak mempelajari
kitab-kitab karangan ulama yang secara umum diidentifikasi
sebagai mutaakhkhirin, dengan indikasi adanya penyebutan nama-
nama seperti Ibn Al-’Arabi (w. 442 H.), Al-Juwaini (w. 438 H.),
Al-Ghazili, “Tzz Ad-Din ibn ‘Abd As-Salam (w. 660 H.), Ar-Razi (w.
606 H.), Al-Qarafi (w. 684 H.), Ibn Rusyd (w. 520 H.), dan lain-lain
dalam kitab a/-Muwifagir dan al-I'tisamnya. Namun, penekanan
terhadap kitab karya ulama mutagaddimin tampaknya karena
ulama-ulama periode mutaakhkbirin cenderung mempermudah
(mutasihil) dalam memperlakukan dan mengapresiasi nash-nash,
dengan menggunakannya secara parsial atau terpisah-pisah, tidak

7. Muhammad Abd Al-Ajfan, Min Assr Fuqahd’ al-Andalus, hlm. 33-40.
8. Abi Ishaq Ibrahim ibn Miisa Asy-Syatibi, al-Muwifagét 3 Usiil asy-Syari ah jilid
’ 1, (Beirie: Dar al-Kutub al-‘Iimiyah, tr), hlm. 68-69.
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memerhatikan prinsip kesatuan dasar-dasar syari'zh.

Dengan demikian, dalam perjalanan intelektualnya, Asy-
Syatibi dipengaruhi oleh para pemikir hukum Islam sebelumnya
baik secara langsung atau tidak, sehingga ia menjadi seorang
pemikir hukum yang andal. Kendati demikian, dalam pengembang-
an dan pengaplikasiannya, ia tidak terikat dengan pemikir-pemikir
tertentu secara kaku. Ta mempunyai konstruk pemikiran hukum
tersendiri yang orisinalitasnya jelas, sehingga ia dapat tampil
beda dari pemikir hukum Islam lain seperti terlihat antara lain
dalam konsepnya yang terkenal, maqdsid asy-Syari'ah, yang selalu
dijadikan acuan oleh kaum modernis dan para pembaru dalam
merumuskan pemikiran hukum Islam yang sesuai dengan kondisi
masyarakat modern. Ini tampaknya karena Asy-Syatibi dianggap
mempunyai gagasan yang segar dan bermasa depan, dengan
mengapresiasi berbagai macam pengetahuan, termasuk filsafat,
kalam, akhlak, tasawuf, di samping pemikiran hukum Islam itu
sendiri. Karya orisinilnya, al-Muwiéfaqét, jelas memperlihatkan
hal ini, sekalipun bagian-bagian tertentu dari materinya masih
mengambil konsep-konsep pemikir hukum Islam pendahulunya.
Berbekal pengerahuan hukum Islam yang mendalam, Asy-Syatibi
mulai meniti karier intelektualnya di Andalus

3. Karier dan Kiprah di Andalus

Karier intelektual Asy-Syatibi banyak diketahui melalui
pernyataan para murid dan pengakuan ulama semasa. Salah
seorang muridnya, Ibn ‘Ali Al-Mujari (w. 801 H.), menyatakan
bahwa Asy-Syatibi adalah asy-syaikh al-imim, al-'allimah yang
masyhur dan istimewa. Ibn Marziq (w. 805 H.) menyatakan
bahwa Asy-Syatibi adalah asy-syaikh al-ustiZ, ahli hukum, imam,
peneliti, @llimab, dan silih. Ahmad Baba As-Stdani menyatakan
bahwa Asy-Syatibi adalah seorang imam, peneliti, ikutan, héfizh,
dan mujtahid. Pengarang Jabagéir al-Milikiyah menyatakan
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bahwa Asy-Syatibi adalah imam “lldmah, peneliti, dan mujtahid.’
Informasi-informasi semacam ini menggambarkan bahwa Asy-
Syatibi adalah seorang ulama yang mempunyai karier penting pada
masanya.

Sebagai salah seorang ulama, yang berpredikat warasah
al-anbiyd’, Asy-Syatibi telah menjadi rujukan masyarakat dan
penguasa dalam menyelesaikan berbagai problem keagamaan.
Predikat ini membawanya kepada semangat untuk berinterak-
si dengan masyarakat dan mendorongnya untuk memperdalam
pengetahuan melalui studi-studi secara otodidak.® Konsekuensi
logis dari keahlian dan interaktifnya adalah bahwa dia berprofesi
sebagai mufii, imam (khdfib), guru, dan penulis produkiif.

Sebagai seorang mufti, Asy-Syitibi banyak memberikan
fatwa-fatwa keagamaan kepada para peminta fatwa. Apakah karier
sebagai mufii ini diangkar oleh penguasa atau hanya pengakuan
masyarakat? Pertanyaan ini penting, karena dalam sistem hukum
Islam di Andalus ditemukan lembaga fatwa, yang para mufiinya
diangkat oleh penguasa dan mereka terdiri dari para fugahs’,
seperti akan dikemukakan dalam uraian nanti. Tidak ditemukan
informasi tentang pengangkatannya sebagai mufi oleh penguasa,
schingga kuat dugaan bahwa kariernya sebagai seorang mufi hanya
pengakuan dari masyarakat saja, bukan diangkat oleh penguasa.

Sebagai seorang guru, Asy-Syitibi mengajar mengembang-
kan ilmunya melalui murid-murid, antara lain: Ab#i Yahy4 ibn
Muhammad ibn Agim, seorang 4lim, khatib, penulis, sastrawan,
pewaris pemikiran Asy-Syatibi. Kemudian Abti Bakar Al-Qadht,
saudara Abti Yiyah Muhammad Al-Bayin, seorang faqih Granada.
Kemudian Abt Jatar Ahmad, yang selain sebagai murid juga
sebagai partner diskusi. Abt Abdillsh Ibn Marziiq, mengemuka- -
kan bahwa Asy-Syatibi sering mendiskusikan kitab al-Muwéifagit

9. Muhammad Abt Al-Ajfin, Min Asir Fuqahi al-Andalus, hlm. 56.
10. Ibid., hlm. 43.
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dengan muridnya tersebut. Di hadapan murid-murid ini, Asy-
Syatibi mengajarkan kitab-kitab antara lain: Alfiyab ibn Milik,
Kitib Sibawaih, Mukhtasar Ibn Al-H3jib, al-Muwagta’ Imam Malik,
dan tentu saja karya-karyanya sendiri."!

Sebagai imdm dan kharib, Asy-Syitibi sering memimpin
shalat berjamaah dan melakukan khutbah-khutbah di berbagai
masjid.’? Dalam khutbah-khutbahnya, dia sangat bersemangart
untuk menentang apa-apa yang dianggapnya sebagai bid ah. Sikap
ini mengantarnya kepada predikat ulama yang mutasyaddid (ketar)
dalam masalah ibadah."® Sebagai contoh, ia tidak berpegang kepada
praktik doa secara berjamaah sesudah shalat, sekalipun tidak
membencinya. Dalam khutbah Jum’at, menurutnya, tidak ada
keterikatan kita untuk menyebutkan Khulafd’ ar-Risyidin, dan dia
juga tidak menyetujui pendapat tentang pentingnya memasukkan
doa untuk sultan atau menyebutkan nama sultan dalam khutbah,
yang pada saat itu penyebutan khalifah dan sultan dianggap
sebagai bagian dari khutbah yang tidak boleh ditinggalkan. Prinsip
mutasyaddid dalam ibadah dimaksud, seperti dikemukakannya
dalam kitab a/-I'tisim, adalah bahwa asy-Sydri (Tuhan) tidak
mewakilkan suatu apa pun dari ibadah-ibadah kepada pemikiran
hamba, dengan demikian, kita harus berbuat sesuai dengan apa-
apa yang telah digariskan-Nya, menambahnya adalah 6idzh, dan
menguranginya juga bidah."

Tetapi dalam masalah mudmalah, Asy-Syhtibi tampak sebagai
seorang yang longgar (mutaséhil). Umpamanya, ia membolehkan

11. Muhammad Rasyid Ridhi dalam pengantar Kitdb al-I'tisim, jilid 1 (Beirlit: Dér
al-Fikr, tt.), him. 12.

12. IThid.

13. Abdurrahman Ibrahim Al-Kailani, Qewd’id al-Maqdshid ‘Inda al-Imém
asy-Syatibi ‘aradhan wa dirdsatan wa tablilan, (Damaskus: Dar al-Fikr,
2000), hlm. 21.

14. Muhammad Abf Al-Ajfan, Min Asar Fuqah&’ al-Andalus, hlm. 53.

15. Abi Ishiq Ibrahim ibn Mbsi Asy-Syatibi, al-Muwdifagér fi Usiil asy-
Syariab, jilid 2, blm. 135.
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pemanfaatan dana yang berasal dari Bait al-M4l untuk merehabili-
tasi benteng-benteng pertahanan seperti keingingan pemerintah
Granada ketika itu. Pendapat ini berbeda dari pendapat para ahli
hukum Islam terkemuka pada masanya seperti Said Faraj ibn
Lubb, dengan alasan tidak ada dalam ajaran Islam dan dalam
tradisi pun tidak ditemukan.'® Kemudian, pada ketika sultan
mengembangkan benda-benda yang dikenakan pajak, para ulama
seperti Ibn Lubb menentang dan menyatakan bahwa pajak tersebut
tidak dibenarkan, sementara ia berpendapat sebaliknya. Bagi Asy-
Syé4tibi, dalam kondisi negara membutuhkan, perluasan benda
pajak dapat dilakukan dengan alasan untuk memelihara kepenting-
an umum (z/-magslahah al-4mmah) yang merupakan tanggung
jawab masyarakat. Tidak hanya itu, barang-barang produksi pun
bila diperlukan menurutnya dapat dikenakan pajak."”

B. Karya-Karya Asy-Syitibi.

1. Karya-Karya

Sebagai pengarang, menurut Ahmad Babi yang dikutip
Muhammad Ab Al-Ajfan, Asy-Syatibi telah menghasilkan karya-
karya ilmiah, yang dapat diklasifikasikan kepada dua jenis, yaitu:
Tihrivit li al-qawd’id, dan tabgiqit i mubimmit al-fawd’id. Jenis
pertama antara lain: Syarh jalil alé al-Khulésah fi an-nabwi tentang
tata bahasa Arab yang terdiri dari empat jilid dan dipandang Bab4
sebagai bahasan terbaik masa itu. Masih dalam disiplin yang sama,
ia menulis Syarh Rajaz ibn Malik f; an-Nabwi (al-Alfiyah). Adapun
jenis kedua antara lain adalah Kitéb al-Majilis yang merupakan
syarah Sahih Al-Bukhiri bab tentang jual-beli (a/-buys). Kemudian
al-Muwifaqét f} usil asy-Syariah dan al-I'tisam,'® yang dijadikan

16. Muhammad Abd Al-Ajfan, Min Asiar Fuqah’ al-Andalus, hlm. 28.
17. Ibid., him. 187-188.

18. Ibid.,hlm. 43.
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rujukan utama buku ini. Dua karya terakhir inilah yang dicetak
dan beredar hingga sekarang.

a. Al-Muwifaqgit dan Sistematikanya

Pada mulanya, kitab al-Muwifagér ini berjudul ‘Unwin at-
ta’rif bi asrir at-taklif. Latar belakang perubahan nama tersebut,
seperti diakui sendiri oleh Asy-Syétibi, rampaknya kurang logis.
Ia mengisahkan bahwa muatan karya ilmiah yang dihasilkannya
ini adalah tentang rahasia-rahasia hukum yang berkaitan dengan
syari ah yang lurus (asy-syart ah al-hanifiyah), karena itu diberi judul
seperti di atas. Kemudian ada petunjuk dengan sandaran yang unik
(sanad garib) berupa suatu kecerdasan yang jarang terjadi, dalam
bentuk mimpi pertemuan dengan beberapa orang guru. Dalam
pertemuan itu, salah seorang gurunya menanyakan tentang buku
yang berada di tangannya. Ja memberikan jawaban bahwa buku
tersebut berjudul al-Muwdfaqait, yang mengandung makna implisit
perpaduan antara mazhab Ibn Al-Qésim dan Abi Hanifah."” Ibn
Al-Qisim (w. 181 H.), menurut Muhammad Al-Khidir Husain
(w. 1926 H.), adalah seorang ahli hukum aliran Mélikiyah yang
banyak berbeda pendapat dengan Imam Malik, sehingga sebagian
pengamat memandangnya sebagai mujtahid mutlak, sekalipun
mayoritas ahli hukum Mélikiyah memandangnya sebagai muj tahid
mazhab, yang pemikirannnya masih terikat dengan dasar-dasar
yang digunakan Imam Malik » Terlepas dari latar belakang unik di
atas, yang ingin saya sampaikan bahwa ada perubahan nama dari
Unwin at-tavif bi asrér at-taklif menjadi al-Muwdfaqit.

Kitab tersebut diterbitkan pertama kali tahun 1884 di Tunis
oleh penerbit pemerintah, disunting oleh Salih Qfiji, ‘All Asy-

19. Abi Ishaq Ibrahim ibn Msi Asy-Syétibi, al-Muwdfagat f Usiil asy-Syari ah, jilid
2, him. 17. .

20. Lihat komentar Muhammad Al-Khidr Husain dalam al-Muwifaqés fi Uil al-
Abkam, jilid 1, (Beirat: Dér al-Fikr, tr). him. 7.
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Syaniifi, dan Ahmad Al-Wartani. Kemudian dicetak ulang bagian
pertama dengan pendahuluan dalam bahasa Turki oleh Misa
Jarulldh pada tahun 1909. Lalu dicetak ulang secara lengkap tahun
1923 di Kairo oleh penerbit Matba’ah Salafiyah, disunting oleh
Muhammad Al-Khidr Al-Husain, rektor Universitas Al-Azhar pada
saat itu, dan sebagian disunting oleh Hasanain Al-’Adawi, Menteri
Agama Mesir pada masa itu. Berikutnya dicetak oleh percetakan
Matba’ah Mustafs Muhammad tanpa tahun, disunting dan
dikomentari oleh Syaikh Abdulldh Darriz, cucu Muhammad. Al-
Khidr Husain. Selanjutnya dicetak di Kairo oleh penerbit Matba’ah
Muhammad Ali tahun 1969, disunting oleh Muhyiddin Abdul
Hamid.?! Dewasa ini, kitab tersebut telah dicetak berulang-ulang
oleh beberapa percetakan seperti Dar al-Fikr dengan berbagai edisi
dan suntingan serta penambahan nama akhir, sehingga muncul
judul al-Muwiéfaqéir fi Usil al-Abkim atau al-Muwdifaqir fi Usil
asy-Syari'ah. Asy-Syatibi sendiri hanya menyebutnya dengan
Kitdb al-Muwéfaqit, seperti telihat dalam penyataannya ketika
menggambarkan proses perubahan nama kitab tersebut.?? Perlu
dikemukakan bahwa di Indonesia, sepanjang penelitian ini, ada tiga
edisi yang tersebar, yaitu al-Muwdéfaqit fi Usiil al-Abkim dengan
komentator Muhammad Hasanain Makhtf dan Muhammad Al-
Khidr Husain yang diterbitkan oleh penerbit Dir al-Fikr (Beirtit),
al-Muwiéfaqér fi Ustil asy-Syariah dengan komentator Abdullih
Darriz dan pengantar oleh Muhammad Abdullih Darriz yang
diterbitkan oleh penerbit Maktabah ar-Riyidh al-Hadisah (Riyadh),
dan al-Muwifaqit fi Usil asy-Syari'ah dengan komentator dan
pentakhrij hadis-badisnya Abdullsh Darriz, pengantar Muhammad

21. Muhammad Abd Al-Ajfan, Min Asir Fuqah#’ al-Andalus, him. 43. Lihat
juga Muhammad Khiélid Mas'td, Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu
Lhag Al-Shatibis Life and Thought ((Delbi: International Islamic Publis-
her, 1987), hlm. 117.

22. Abii Ishaq Ibrahim ibn Mds asy-Syatibi, al-Muwdfaqét f2 Usil asy-Syari'ab, jilid
2, hlm. 17. ~
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Abdulldh Darréz, dan pentakbrij ayat Abdus Salim Abd Asy-Syafi
Muhammad yang diterbitkan oleh penerbit Dar al-Kutub al-
"lmiyah (Beir(it).

Kitab al-Muwiéfaqgiradalah koleksi kajian Asy-Syétibi tentang
metodologi dan teori hukum Islam (ugi/ al-Figh) yang bercorak
filosofis, yang karenanya sering disebut sebagai kitab filsafat hukum
Islam. Identifikasi semacam ini tidaklah menjadi persoalan serius,
karena wusil al-figh itu sendiri merupakan bagian dari filsafat
Islam, seperti yang pernah dikemukakan oleh Mustafd Abd Ar-
Riziq dalam bukunya Tambid li Tarikh al-Falsafah al-Islimiyah.*
Fazlur Rahman memandang bahwa, secara implisit, Asy-Syétibi
memang mengintrodkusi karya tersebut sebagai kitab filsafat
hukum Islam yang bertujuan memasukkan aspek substansi ke
dalam hukum. Namun, syariah itu sendiri dalam pandangan Asy-
Syatibi mencakup tindakan-tindakan batin dan tindakan-tindakan
lahir.®

Karya pemikiran hukum, yang menekankan arti penting
prinsip-prinsip universal dalam penetapan hukum terseburt,
ditulis dengan sistematika sebagai berikut: Perzama, muqaddimab
%bmiyah yang memperkenalkan problem penting gagasan yang akan
diuraikan dalam kitab tersebut. Kedua, bahasan tentang hukum-
hukum dan hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuknya,
baik hukum wadh’ maupun hukum zaklifi. Ketiga, bahasan
tentang tujuan-tujuan hukum Islam (al-maqésid asy-Syar’iyah)
dan rincian-rinciannya. Keempat, bahasan tentang dalil-dalil
syard’ dan cara-cara penggunaannya dalam penetapan hukum bagi
perbuatan-perbuatan mukallaf. Kelima, bahasan tentang hukum-
hukum ijtihad dan taklid, diiringi bahasan tentang ta'drudh dan

23. Mustafa Abd Ar-Réziq dalam bukunya Tamhid li Tarikh al-Falsafah al-Islémiyah,
(Beirtit: Lajnah at-Tolif wa at-Tarjamah wa an-nasyr, 1959), hlm. 123. Lihat juga
Muhammad Fahmi “Ulwan, 2l-Qiyam adb-Dhbariiriyah wa Magésid ar-Tasyri’ al-
Islimi, (Kairo: Al-Hai'ah al-Migriyah al-Ammah, 1989), him. 7.

24. Fazlur Rahman, Islam, (Chicago: University of Chicao, 1979), him. 159.
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tarjih, dan disusul dengan wacana soal-jawab.? Perlu dikemukakan
bahwa masing-masing bagian tersebut diberi tema-tema besar yang
mengantarkan kepada bahasan pokok, sebagai upayanya untuk
memudahkan para pembaca dalam memahami uraian-uraian yang
ditawarkan. Selain al-Muwdfagit, pemikir ini juga mempunyai
karya hukum Islam yang terfokus kepada masalah bid 2, yaitu al-
I'tisdgm, seperti akan diuraikan.

b. al-I'tisdm dan Sistematikanya

Kitab ini pada mulanya, sekalipun hanya sebagian, diterbitkan
dalam majalah 4/-Mandr. Kemudian diterbitkan oleh Matba’ah
Mugstafds Muhammad yang disunting oleh Muhammad Rasyid
Ridha (w. 1935 M.), penyunting majalah a/-Mandr. Pada mulanya,
kitab ini tidak dipedulikan sama sekali dalam rentang waktu
yang relatif lama, hingga Ridhi menemukan naskahnya dalam
Kitab Syaikh Muhammad Mahmd Asy-Syinqiti, yang tersimpan
di Dér al-Kutub al-Khadiwiyah, Maroko,* untuk selanjutnya
diterbitkan oleh penerbit Dér al-Fikr, yang diberi kata pengantar
oleh Muhammad Rasyld Ridha. Ridh4 mengatakan bahwa kitab
al-Muwifaqit merupakan karya terbaik di bidangnya, yang
merupakan perpaduan antara usil al-figh, hukum syari'ah, dan
rahasia-rahasianya, sedangkan kitab a/-/#isdm merupakan karya
terbaik yang memberi alternatif penyelesaian batas jelas inovasi
dalam hukum Islam, sekalipun secara eksplisit tidak dikemukakan
oleh pengarang.”’

Rasyid Ridh4 memandang Asy-Sy4tibi sebagai pembaru abad
ke-8 H/14 M., yang kontribusi pemikirannya setara dengan filosof
sejarah sosial (al-hékim al-ijtima’%), Abdurrahmén Ibn Khaldtn.

25. Abi Ishiq Ibrahim ibn Misk Asy-Syatibl, al-Muwdfagis i Usil asy-Syartab, jilid
2, him. 16.

26. Abi Ishaq Ibrahim ibn Masi Asy-Syatibi, al-Itisam, jilid 1, hlm. 7.

27. Ibid., hlm.4-5.
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Masing-masing keduanya menggagaskan pemikiran yang segar dan
belum ada sebelumnya.?® Melalui kitab a/-Itigdm ini, Asy-Syatibi
melahirkan gebrakan baru dalam melestarikan Sunnah, memperbai-
ki moral dan masyarakat, setelah merekonstruksi pemikiran hukum
Islam melalui a/-Muwdifaqit fi ugil asy-Syariab.

Kitab al-I'tisdm yang dianggap sebagai penyempurna kitab
al-Muwéfagar fi usil asy-Syari'ah, bertujuan untuk memberikan
uraian detail tentang konsep bid'ah yang sering disalahpahami
oleh sebagian pemikir Islam saat itu. Dalam uraiannya, Asy-
Syatibi berusaha menganalisis konsep bidah yang wajib, bid'ab
yang haram, bid'ah yang mandib, dan bid'ab yang mubih. Ini
merupakan respons terhadap para pemikir yang memandang bahwa
setiap yang baru adalah bid'ah (kullu jadid bid'ah). Akibatnya,
setiap inovasi dan pembaruan dianggap sebagai suatu bid'ah yang
harus ditentang.

Asy-SyAtibt menjelaskan bahwa asal kata bid'ah adalah badaa,
yang artinya menciptakan sesuatu tanpa ada contoh terlebih
dahulu. Manakala dikatakan “si fulan telah membuat bid'ah”, maka
berarti ia telah memulai sesuatu cara atau metode yang belum ada
orang lain mendahuluinya. Berawal dari sinilah perbuatan yang
belum pernah dilakukan oleh orang lain sebelumnya disebut
bidah. Tetapi, pengertian ini tidak mesti dipahami secara mutlak
dan keseluruhan, karena apabila menciptakan karya seni atau
memproduksi sesuatu atau apa saja yang dapat membantunya
untuk mencapai suatu kemajuan dan kesejahteraan maka disebut
juga bid'ab, tetapi bukan bidah yang sesat. Atas dasar ini, tidak
dinamakan bid’zh umpamanya menciptakan dan memahami ilmu-
ilmu nabwu, saraf, mufradér al-lugah, usil al-figh, usil ad-din,
dan semua ilmu yang dapat mempermudah memahami perkara-
perkara agama dan dunia. Sebab itu, #idah ini harus dipadukan
dengan lima kategori pola hukum, sehingga muncul pengakuan

28. Ibid., him.4.
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bid'ah wajib seperti menulis mushaf, bid'ah mandiib seperti ijtima’
dalam bulan Ramadhin, dan lain-lain. Dalam kesimpulannya, ia
menyatakan bahwa tidaklah setiap yang disebut bid’b itu tercela
secara keseluruhan, tetapi ada di antaranya yang wajib, mandib,
makrith, dan mubih, sebagaimana pola-pola hukum figih.”

Kitab yang bertema besar tentang bid’zh ini disajikan
Asy-Syitibi dengan sistematika sebagai berikut: Pertama,
memperkenalkan definisi bid'zh dan makna-maknanya. Kedua,
bahasan tentang celaan terhadap 6id’ah dan para pelakunya.
Ketiga, bahasan bahwa istilah bid'ah dan mubdas itu adalah umum,
yang didalamnya membicarakan tentang problem-problem dan
bahasan tentang klasifikasi bidah hasanah dan sayyiah. Keempat,
bahasan mengenai alasan-alasan atau dalil-dalil yang oleh ahli
bid'ah dianggap mendukung. Kelima, bahasan tentang bid ah-
bid'ah baqiqiyah dan idhifiyah dan perbedaan antara keduanya.
Keenam, bahasan tentang hukum-hukum melakukan 6id’zh.
Ketujuh, bahasan tentang bid'ah yang khusus mengenai masalah
ibadah dan masalah tradisi. Kedelapan, bahasan tentang perbedaan
antara bid’ah, maslabah mursalah, dan istibsin. Kesembilan,
bahasan tentang sebab yang menjadi faktor munculnya golongan
mubtadiah di kalangan umat Islam. Kesepuluh, bahasan tentang
cara yang ditempuh untuk menghancurkan bid’zh.

2. Kajian-Kajian Terhadap Karya-Karya Asy-Syitibi

Pada mulanya, keberadaan kitab al-Muwéfaqit dan al-
I'tigém ini betul-betul terlupakan atau setidaknya belum mendapat
tempat yang memadai di kalangan peneliti hukum Islam, sampai
munculnya Muhammad Abduh (w. 1905 M.) yang memperingat-
kan arti pentingnya dan menganjurkan para pemikir untuk
memahaminya, sejak lebih dari satu abad yang lalu. Dalam

29. Ibid, hlm. 96-97.
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beberapa dekade, Asy-Sytibi tampaknya memang menjadi pemikir
yang prihatin dan termarjinalkan. Pemikiran hukumnya tidak
diperhitungkan sama sekali, dengar: alasan yang tidak dikerahui
secara pasti. '

Dugaan sebagian orang, penyebabnya adalah karena ketidakte-
naran Asy-Syatibi pada saat itu, mengingat ia baru muncul pada
abad ke-8 hijriyah, sehingga pemikiran intelektualnya belum
pantas untuk dikaji dan disebarkan. Apabila ini alasannya, maka
merupakan suatu kekeliruan yang besar. Sebab pada kenyataan-
nya, kitab jam’ al-jawimi’ bi syarbh al-Mahalli, untuk rentang
waktu beberapa abad, adalah satu-satunya kitab Usdl al-Figh
yang dipelajari di Universitas Al-Azhar. Padahal, masih banyak
kitab- us#i! al-Figh yang dipandang lebih baik dan penulisnya
jauh lebih terkenal.®® Dengan demikian, problem ketidaktenaran
bukanlah suatu alasan untuk tidak mengkaji dan menekuni kitab
al-Muwdfaqat.

Alasan lain yang dapat dipertimbangkan adalah karena
konsep-konsep yang dikemukakan Asy-Syatibi dalam kitabnya
tersebut dipandang bukan hal yang baru dan alur pikirnya terlihat
kacau. Pandangan semacam ini menurut Muhammad ‘Ulwan
memang pernah ditemukan pada sebagian pemikir hukum Islam
di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Al-Azhar, yang
menganggap kitab a/-Muwdéfaqir dianggap sebagai karya yang
tidak bernilai dan berpola £bizdbi. Kalaupun ada konsep maglabah
dalam kemasan magdsid asy-syarfah yang ditawarkan dalam kitab
tersebut, eksistensinya tidak lain hanya konsep maglahah mursalah
yang telah dikemukakan oleh Imam Milik.

Alasan-alasan yang diperkirakan dapat menjawab mengapa
para pemikir hukum kurang memerhatikan karya-karya Asy-
Syatibi, terutama a/-Muwdfaqét, dapat diringkas sebagai berikut:

30. Ibid., him. 16.
31. Ibid., him. 16.
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Pertama, menurut Abdulldh Darriz, karena pemikiran Asy-
Syatibi terlalu sulit dan rumit untuk dapat diselami dan dipahami
dengan mudabh, sehingga untuk memahaminya haruslah ditelusuri
dengan tekun dan sabar.’?> Kedua, karena sikap skeptis para ahli
tentang Islam terhadap kajian-kajian mengenai ajaran Islam,
termasuk hukum pada tataran formal.® Ketiga, hemat saya, yang
pantas dipertimbangkan sebagai alasannya adalah karena kitab a/-
Muwiéfagér ini ditulis pada masa umat Islam yang, secara umum,
sedang mengalami kemunduran berpikir, dan lebih parah lagi jiwa
konformitas (r#h at-taglid) benar-benar telah menjadi dominan,
sehingga umat Islam, bahkan sebagian ulama besar, menganggap
lebih baik mengambil “hasil” dari mengambil metode. Kalaupun
mengambil metode, maka sifatnya hanya yang telah dianggap
mapan oleh salah satu atau beberapa aliran tertentu. Padahal /-
Muwifagir adalah buku metodologi atau paling tidak bahasannya
sarat dengan metode-metode berbeda dari buku ilmu wusi! al-figh
yang telah mapan tersebut. Orang-orang yang membaca kitab a/-
Muwifaqit akan segera menyadari, seakan-akan ia sedang membaca
kitab metodologi yang tampil beda,?* bukan kitab metodologi yang
manii (terikat) atau karya hukum spesifik (a/-fariyah) yang biasa.

Perhatian intensif terhadap al-Muwdfaqés, seperti telah
disinggung, tampaknya baru mulai muncul setelah periode
modern, ketika Muhammad Abduh mengingatkan arti pentingnya.
Tetapi, anjuran untuk menekuninya belum mendapat respons yang
layak, kecuali hanya komentar-komentar parsial dan pengalihan
beberapa bagian bahasannya, belum merupakan kajian yang utuh
dan komprehensif.?> Atas saran Muhammad ‘Abduh umpamanya,

32. AbiIshiq Ibrihim ibn Miisa Asy-Syitibi, al-Muwifagas f# Usil asy-Syari'ab, hlm.
11-12.

33. Muhammad Khalid Mas'td, Islamic Legal Philosophy, hlm. 205.

34. Muhammad Fahmi “Ulwan, al-Qiyam adh-Dhariiriyah wa Magésid at-
Tasyrt’ al-Islémi, hlm. 66.

35. Ibid, hlm. 15
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Muhammad Al-Khudhari Bik telah mengambil bagian penting
kajian hukum Islam dalam al-Muwéfagér, sebagai tambahan bagi
kumpulan tulisan yang telah dipersiapkannya, terutama mengenai
filsafat dan rahasia-rahasia hukum Islam. Ini dilakukannya pada
tahun 1905 ketika diberi tugas memberi kuliah mata pelajaran
usitl al-figh kepada mahasiswa Perguruan Tinggi Hukum Sudan,
yang dididik untuk menjadi hakim di pengadilan-pengadilan
Kalau kita mencermati tema-tema dan kajian-kajian yang terdapat
dalam kitab wugi! al-figh karya Al-Khudhari, memang jelas terlihat
dominasi pemikiran Asy-Syatibi, terutama tentang kajian dalil-
dalil hukum. Kemudian Abdullsh Darriz, mengiringi kakeknya,
Hasanain Makhlaf, telah memberi komentar-komentar yang
cukup baik dan dapat dipertimbangkan sebagai respons terhadap
anjuran ‘Abduh.

Pada gilirannya, hampir setiap karya pemikiran hukum
Islam atau usiil al-figh telah menampilkan pemikiran hukum Asy-
Syatibi, terutama teori magésid asy-syart ah, baik secara mendalam
maupun hanya sekilas. Mengingat banyaknya kajian yang telah
dilakukan dewasa ini dan kajian tersebut terlihat senada dan
cenderung deskriptif, maka tidak perlu dikemukakan secara
panjang lebar. Tetapi untuk menyebut di antaranya adalah Ahmad
Ar-Raistini melakukan kajian terhadap pemikiran hukum Asy-
Syatibi terutama tentang konsep maslahat, yang tertuang dalam
karyanya yang berjudul Nazhariyah al-maslahah Tnd al-Imam
Asy-Syéribi. Kajian yang memfokuskan kaidah-kaidah dalam a/-
Muwifagé dilakukan oleh Abdurrahmén Ibrahim dalam bukunya
yang berjudul Qewd’id al-Magishid ‘Inda al-Imém Asy-Syéribi
Aradban wa Dirisatan wa Tablilan. Di Indonesia, kajian tentang
al-Muwifaqit juga telah dilakukan oleh sejumlah pemikir hukum.
Hasbi Ash-Shiddieqy (w. 1974 M.) umpamanya, sekalipun tidak

36. Muhammad Al-Khudhari Bik, Usi! al-Figh, (Beirtt: Dar al-Fikr, 1988), him.
10-11. )
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menyatakan secara eksplisit, telah mengabadikan pemikir hukum
Asy-Syaribi dalam karyanya Falsafah Hukum Islam, terutama ketika
membahas tentang maqésid asy-syari'ah baik dimensi gasd asy-syiri’
maupun dimensi gasd al-mukallaf¥ Kemudian Asafri Jaya Bakri
juga telah menulis disertasi tentang pemikiran hukum Asy-Syatibi
dengan judul Konsep Magashid al-syari'at menurut Asy-Syatibi dan
Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini.

Yang menarik dikemukakan di sini adalah kajian Fazlur
Rahman (w. 1988 M.). Pemikir Islam kenamaan ini memandang
bahwa al-Muwdifagir adalah karya tentang filsafat hukum dan
yurisprudensi,” yang membicarakan tentang epistemologi hukum
Islam, tentang pengetahuan, peran akal dalam memperoleh
pengetahuan, dan tentang ijtihad-taklid. Tetapi, setelah megkaji
al-Muwéfagit dan al-I'tisdm, ia mengatakan bahwa Asy-Syatibt
tidak mempunyai perbedaan signifikan dengan pemikir Islam
lainnya dalam argumen pengingkaran paten terhadap keyakinan
pada kemampuan intelektual dan moral manusia.?* Rahman
menyatakan bahwa Asy-Syitibi memandang disiplin-disiplin
intelektual yang murni seperti pemikiran filosofis tidak boleh
dipergunakan, karena tidak ada hubungannya dengan amal
perbuatan dan sangat berbahaya. Selain itu, ia menolak pendapat
yang beranggapan bahwa pemikiran yang murni adalah perlu,
karena akan mendorong perumusan mengenai tujuan-tujuan dari
amal perbuatan manusia. Asy-Syatibi, kata Rahman selanjutnya,
dengan tegas menyangkal pendapat yang mengatakan bahwa
akal mempunyai peranan penting dalam membuat hukum maupun
di dalam merumuskan kewajiban-kewajiban moral, walaupun ia
sendiri telah banyak sekali mengerahkan akal pikirannya untuk

37. Hasbi Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

38. Fazlur Rahman, Llamic Metodologi in History, (Delhi India: Adams Publiser &
Distributors, 1984), hlm. 108.

39. Ibid, hlm. 154.
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menetapkan tujuan-tujuan hukum. %

Rahman tampaknya telah benar-benar masuk ke dalam
kerumitan pemikiran Asy-Syatibi, seperti yang disinggung oleh
Abdulldh Darriz, sehingga pandangan Rahman semacam ini
tampaknya perlu pengujian-pengujian. Dalam pernyataan Asy-
Syatibi tentang epistemologi hukum Islam, tidak ditemukan
proposisi akal tidak berperan dalam penetapan hukum Islam, seperti
yang ditafsirkan Rahman. Dalam proposisinya, “kemampuan akal
manusia dalam mencapai pengetahuan terbatas dan tidak semua
yang dicari manusia dapat diketahui oleh akal. Allah menjadikan
kemampuan persepsi akal (malakah al-idrék) manusia terbatas,
sehingga akal itu tidak mampu mendapatkan semua yang dicari.’
Dalam konteks ini, memang benar bahwa Asy-Syitibi tidak
berbeda dari pemikir-pemikir Islam lainnya, termasuk kaum
Mu'tazilah yang dikenal pengagum kemampuan akal atau kaum
rasionalis. Sebab, mereka pun mengakui keterbatasan kemampuan
akal manusia.

Asy-Syatibi memandang bahwa yang dimaksud dengan
akal tidak dapat berdiri sendiri dalam penemuan hukum-hukum
adalah bahwa penemuan akal itu ada konfirmasi dari nash-nash,
paling tidak yang sifatnya universal (k#lliyidt), bukan hanya nash-
nash partikular (juzyit) seperti yang dipahami oleh para ahli
hukum Islam, termasuk Rahman, terutama dalam menanggapi
epistemologi hukum Asy-Syatibi. Kebingungan Rahman semakin
tampak, ketika ia sering kontradiktif dalam memahami pemikiran
Asy-Syitibi atau minimal menampakkan keragu-raguan. Ini
dipahami dari ungkapannya: “Meskipun Asy-Syétibi secara kategori
mengingkari babwa akal memiliki peran wiama dalam pembuatan
hukum atau babkan perumusan perintab-perintah moral (moral
injunctions), namun dia sendiri telah menggunakan kemampuan

40. lbid., hlm. 204-205.
41. Abi Ishiq Ibrihim ibn Misa Asy-Syatibi, al-I'tisim, jilid 2, (Beirtic: Dér
al-Fikr, tt.), hlm. 318. ’
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akal dalam menetapkan tujuan-tujuan-tujuan syari ah (maqdsid asy-
Syari'ah).? Terlepas dari ini, untuk memahami pemikirannya secara
utuh, selain mencermati ungkapan-ungkapannya, kita juga harus
memahami latar belakang eksternal yang mengitarinya, seperti
akan diuraikan.

C. Kondisi Sosial-Politik

1. Iklim Politik

Hancurnya Andalus pada masa Muhammad An-Nésir,
putra Muhammad Al-Manstir, yang dikalahkan oleh suatu aliansi
kuat dari Kerajaan Kristen Spanyol yang bepusat di Las Navas de
Tolosa 1212 M. Setelah An-Najsir kalah, Andalus terpecah menjadi
kerajaan-kerajaan kecil (small kingdoms). Yang paling kuar di
antara kerajaan-kerajaan kecil itu adalah kerajaan Granada yang
berdiri sampai tahun 1492 M, ketika penguasa terakhir Granada
dikalahkan oleh pasukan Kristen dan dia diusir dari Spanyol.”?
Dalam iklim politik semacam inilah Asy-Syatibi hidup, yaitu
abad ke-8 H. Pada masa hidupnya inilah uraian akan difokuskan.
Kalaupun terikut beberapa masa sebelum dan sesudahnya,
mungkin karena sangat sulit dihindarkan, tetapi sedapat mungkin
yang dianggap benar-benar relevan.

Pada masa Asy-Syatibi, pengaruh Islam di Andalus hanya
terbatas pada kerajaan Granada, yang meliputi wilayah Almeria,
Malaga, dan Granada, sebagai ibukotanya, yang saat itu berada di
bawah kekuasaan Daulat Bani Ahmar (Bani Nagr).* Ibn Ahmar,
seorang tentara, yang bernama lengkap Muhammad ibn Yiisuf
ibn Nagr ibn Qais Al-Khajraj Al-Ansari, memproklamasikan

42. Ibid, hlm. 133-134.

43. Nasreen, The Story of Islam, dalam bahasan Islam in Spain, (London: Oxford
University Press, 1960).

44. Husain Mu'nis, Akbbér al-Asr f§ Ingidhd’ Daulat Bani Nast, ( Kairo: az-Zahr#' li
al-I'lam al-Arabi, 1988).
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kemerdekaannya pada tahun 629 H, setelah berhasil menghalau
pasukan Kristen di Jaen, dan merebut Sevilla dan Cordova dari
kekuasan Ibn Hiid. Setelah diangkat menjadi raja oleh rakyatnya
pada tahun 634 H, dia mulai bergerak maju dan merebut Granada.
Tidak lama berselang, dia menyatakan diri sebagai Sultan Andalusia
dengan gelar Al-Galib Billih. Dengan demikian, berdirilah Bani
Ahmar (Bani Nagr) di Andalusia, sebagai penguasa tunggal dengan
melakukan kebijakan politik damai. %

Dalam sikap politiknya, Ibn Ahmar menyatakan tunduk kepada
tetanga-tetangga Afrika dan mengadakan perjanjian-perjajian damai
dengan penguasa Kristen, sebagai upaya konsolidasi kekuatannya
secara aman. Dalam upaya memperoleh bantuan dari Bani Hafs
dan penguasa Abbasiyah di Afrika, dia memerintahkan supaya
nama-nama penguasa wilayah itu disebutkan dalam khutbah-
kutbah sebagai tanda kesetiaan dan ketundukan. Sedangkan
terhadap Ferdinand I1I, penguasa Kristen Kastilia, dia mengadakan
perjanjian damai pada tahun 643 H, sekalipun terkadang harus
ditebus dengan penyerahan sebagian wilayah kekuasaannya.*

Seperti dicatat dalam sejarah, seiring dengan jatuhnya daulat
Muwahbidin, di Afrika muncul tiga dinasti, yaitu dinasti Hafs di
Tunisia, dinasti Zayyani di Telmeen, dan dinasti Bani Marin di
Maroko.?” Dari tiga dinasti ini, pada gilirannya yang paling kuat dan
berkuasa adalah dinasti Bani Marin. Sebab itu, dalam menghadapi
musuh-musuh, Bani Nagr sering meminta bantuan kepada Banti
Marin tersebut. Datangnya bantuan ini ternyata bukanlah menjadi
rabmah bagi Bani Nagr, tetapi sebaliknya menjadi nigmah atau
bencana. Hal ini disebabkan paling tidak dua faktor: Pertama, Bani
Nagr sendiri banyak menyewa tentara Afrika. Kendatipun pucuk

45. Lisin Ad-Din As-Salméni Ibn Al-Khatib, al-lhatah fi Akhbir Ghirna-
sah,jilid 2 (Mesir: Maktabah al-Khéniji, tt.), hlm. 61.

46. lbid., hlm. 62.

47. Carl Brockelmann, History of The Islamic Pegple, (London: Rouledge & Kegan
Paul, 1982), him. 216.
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pimpinan tetap berada pada mereka, tetapi sering terjadi konflik
antara tentara sewaan dengan para wazir dan pimpinan yang
terkadang mencoba melakukan kontrol. Kedua, dengan demikian,
tentara-tentara sewaan tersebut merupakan ancaman serius, baik
bagi Bani Marin maupun Bani Nagr sendiri. Ancaman bagi Bani
Marin karena keberadaan mereka sebagai penuntut kekuasaan,
sedangkan ancaman bagi Bani Nagr karena mereka dijadikan alasan
oleh Bani Marin untuk campur tangan urusan dalam negeri Bani
Nagr,*® sehingga kondisi politik di Andalus sangat tidak kondusif
bagi keberadaan kaum muslimin.

Kondisi politik Andalus yang tidak kondusif ini terus berlanjut,
hingga datangnya Muhammad V yang bergelar Al-Gani Billdh yang
masih berumur enambelas tahun setelah ayahnya terbunuh. Tetapi,
dengan pertimbangan usia putra mahkota tersebut yang masih
sangat muda, pada saat itu urusan kenegaran berada di tangan Al-
Q#’id Abti Na'im Ridhw4n, yang berkedudukan resmi sebagai bijib
istana atau kepala urusan rumah tangga. Perlu dikemukakan bahwa
selain /4jib, jabatan-jabatan penting yang ada di istana Bani Nagr
adalah syaikh al-guzzah yang pada saat itu dipegang oleh Yahya ibn
‘Umar, qddhi al-jamé'ah yang dipegang oleh Abti Al-Qasim As-
Sabti, kitib as-sirr yang dipegang oleh Ibn Al-Khatib.®

Pada tahun 780 H., terjadi pemberontakan melawan
Muhammad V Al-Gani Billsh yang dilakukan oleh saudaranya lain
ibu. Seperti disebut dalam sejarah, Muhammad V Al-Gani Billah
mempunyai dua saudara laki-laki yang dipenjarakan oleh Al-Q%’id
Ab#i N2'im Ridhw4rn di Al-Hambra. Ibu mereka meminta bantuan
kepada Ra’is Muhammad, seorang pemimpin tentara saat itu. Atas
permintaan tersebut, Ra'ts Muhammad membunuh Ridhwén dan
menobatkan saudara Muhammad, yaitu Ism4il sebagai sultan
dan menyatakan dirinya sebagai wali. Sedangkan Ibn Al-Khatib

48. Muhammad Khélid Mas’dd, Ilamic Legal Philosophy, hlm. 38-39.
49. Ibid, hlm. 40. )
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dan para pendukung Ridhwin dipenjarakan. Sementara itu,
Muhammad V Al-Gani Billdh dapat melarikan diri ke Quadis. Di
sana, dia dikunjungi Abl Al-Q4sim As-Sabtl, mantan gadhinya
yang telah bergabung ke istana Bani Marin, kedatangan Aba Al-
Qasim tersebut pada dasarnya adalah diutus oleh Abt Salim dari
Bant Marin dan mengundang Sultan Muhammad V ke Fez untuk
menyatakan terima kasihnya atas perlindungan yang diterimanya
di istana Bani Nagr ketika ia melarikan diri dari saudaranya
seibu, Tnan. Muhammad V Al-Gani Billah menerima undangan
tersebut. Selanjutnya Abt Al-Q4sim As-Sabti meneruskan misinya
supaya Sultan Muhammad V dapat pergi ke Fez dengan aman dan
berusaha melakukan pembebasan tawanan-tawanan, termasuk
Ibn Al-Khatib.*® Usahanya sukses, Sultan Muhammad V dan para
pengikutnya tiba di Fez tahun 761 H, dan mendapat sambutan
hangat dari Sultan Bani Marin.

Sementara itu, Ra'is Muhammad membunuh Ism#’il yang
dahulu dinyatakannya sebagai Sultan, untuk selanjutnya memegang
tampuk kekuasaan. Tetapi, kekuasaannya ini tidak berlangsung
lama, karena ia dikalahkan oleh raja Kristen Kastilia, Pedro, dan
dibunuh secara kejam. Ini berdampak kepada mudahnya Sultan
Muhammad untuk kembali berkuasa.>!

Sultan Muhammad V Al-Gani Billsh kembali ke Andalusia
untuk mendapatkan kedudukannya. Dia banyak mendapat bantuan
dari amir di Ronda dan Malaga. Istana Ronda yang telah diambil
alih oleh ‘Umar ibn Abdulldh, gubernur Marin, dapat direbutnya
kembali.’? Dari sana, dia menuju Malaga untuk selanjutnya
merebut Granada. Pada tahun 763 H., Sultan Muhammad
V Al-Gant Billdh, yang usianya telah cukup matang untuk

50. Abdurrahman ibn Ibn Khaldén, Térikh Ibn Khaldin al-Musammé Kithb al- Sbar
wa Diwin al-Mubtada wa al-Khabar fi Ayyém al-Arab wa al-Ajam wa al-Barbar
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mengendalikan negara dari berbagai ancaman, kembali merebut
tahta kerajaan. Selanjutnya, sultan mulai melakukan kebijakan-
kebijakan politik. Ta berusaha menyingkirkan wazér yang diangkat
oleh penguasa yang menggulingkannya, seperti ‘Al ibn Yiisuf ibn
Kumas4, dan mengangkat Ibn Al-Khatib, yang kembali bergabung
dengannya, sebagai wazir yang diberi wewenang hampir semua
urusan kenegaraan.” Kebijakan berikutnya adalah mengangkat
‘Usmin, yang pernah membelot dari Ra'ts Muhammad, sebagai
syaikh al-guzzah. Sedangkan jabatan qddhi al-jaméi'ab dipercaya-
kannya kepada Qadhi Abti Al-Hasan An-Nubaht, dan jabatan kdzib
as-sirr dipercayakan kepada Ibn Zumriik, seorang penyair.5

Tetapi, tanpa alasan yang jelas, kemungkinan penyalahgunaan
wewenang, pada tahun 764 H., Sultan Muhammad V mengambil
kebijakan yang cukup mengejutkan, dengan menahan syaikh al-
guzzah bersama semua anggota keluarganya dan mengucilkan
mereka dari panggung politik. Sebagai gantinya, ia menunjuk Abi
- Al-Hasan ‘Ali ibn Badar Ad-Din, yang selanjutnya diganti oleh
Abdurrahmén ibn Abd Sa'id, keduanya dari Bani Marin. Tidak
diketahui secara pasti alasannya, tetapi diperkirakan karena balas
budi kepada Bani Marin yang pernah menyelamatkannya. Pada
tahun 767 H., Muhammad Al-Gani Billah melakukan serangkaian
serangan terhadap kaum Kristen untuk memperkokoh kedudukan-
nya sebagai pengawal Islam, dan berhasil merebut kembali benteng -
Malaga dan Ronda, wilayah Jaen, Sevilla, dan lain-lain.>

2. Struktur Politik

Dalam struktur politik di Andalus, sultan adalah pimpinan
tertinggi. Sedangkan jabatan-jabatan penting lain yang langsung
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bertanggung jawab kepadanya adalah syaikh al-guzzah, wazir,
dan gédhi al-jamd’ah. Syaikh al-guzzah, seperti dapat diduga dari
arti literalnya, adalah suatu jabatan yang membawahi para tentara
pejuang (gdz?) dan diberi wewenang penuh dalam departemennya.
Kenaikan pangkat, penentuan gaji, dan tunjangan-tunjangan lain
para tentara haruslah berdasarkan persetujuan dan rekomenda-
sinya. ‘

Syaikh al-guzzah yang paling terkemuka dalam sejarah Bani
Nagr adalah ‘Usmén ibn Abi Al- UlA. Sebelum menduduki jabatan
penting ini, Usmin merupakan pemimpin cabang suku Marin di
Afrika Barat, dan pernah menentang penguasa Ab{ Yisuf Yaqiib,
pemimpin tertinggi Bani Marin tersebut. Akibat penentangan ini,
ia dan para pengikutnya ditumpas, sehingga pada tahun 707 H.,
dia melarikan diri ke Andalus dan mendapat sambutan hangat
terutama di Granada, terbukti dengan diangkatnya ia sebagai syaikh
al-guzzah oleh penguasa Bani Nagr. Dengan berbekal otoritas luas
dalam bidang militer, Uémén secara leluasa mengambil kebijakan
dan cenderung menyalahgunakan wewenang dengan melakukan
tekanan-tekanan kepada wazir, Ibn Mahriiq, bahkan melakukan
pemaksaan terhadap Sultan Muhammad V Al-Gani Billih untuk
memberi persetujuan membunuh wazér tersebut. Gejala semacam
ini dianggap Sultan Muhammad Al-Gani Billih sangat berbahaya
bagi keutuhan negara, sehingga Yiisuf, putra Sultan Muhgmmad
V Al-Gani Billsh mengambil tindakan dengan mengganti ‘Usmin
ibn Abi Al-'Ul4 dengan ‘Uéman ibn Yahy4 dari Bani Rahi. Tetapi,
tindakan semacam ini ternyata tidak membawa banyak perubahan.
Syaikh al-guzzah masih memperlihatkan dominasinya dalam
urusan kenegaraan, bahkan berusaha melawan Sultan Muhammad
V serta mendukung para pesaing sultan. Namun, dengan bantuan
Raja Kastilia, yang merupakan sekutu Sultan pada saat itu, Sultan
Muhammad V Al-Gani Billih berhasil mematahkan perlawanan
syaikh al-guzzah. Setahun kemudian, ia menggempur syaikh al-
guzzah, ‘U$man ibn Yahya, dan menyingkirkan semua keluarganya
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dari panggung politik.

Dalam upaya memperbaiki kondisi politik, Sultan Muhammad
V Al-Gani Billih mengangkat orang-orang lain dari Bani Marin
untuk menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan yang diperlukan,
dengan mengurangi wewenang dan kekuasan mereka. Kebijakan
tersebut disusul dengan kebijakan lain, seperti dalam penyerangan-
penyerangan terhadap Kristen, dan Sultan sendiri yang memimpin,
bukan syaikh al-guzzah sebagaimana selama ini dilakukan.
Sedangkan syaikh al-guzzah yang notabene berasal dari Bant Marin
lebih diarahkan untuk memimpin penyerangan terhadap Bani
Marin sendiri.”” Langkah ini tampaknya dimaksudkan untuk tidak
menumbuhkan rasa kagum rakyat kepada syaikh al-guzzah yang
akan berakibat kepada munculnya kekuatan yang dapat menentang
sultan dengan berbasis rakyat.

Selanjutnya akan diuraikan tentang keberadaan wazir. Dalam
struktur politik Bani Nagr, wazir adalah pejabat tinggi yang paling
berkuasa setelah sultan. Sebelumnya, pada masa Umayyah di
Andalus, lembaga wizirah ini terdiri dari sekelompok tokoh yang
membantu khalifah dengan nasihat-nasihat dalam menjalankan
pemerintahan. Selain lembaga wizérah, ada salah seorang yang
ditunjuk oleh khalifah sebagai wakilnya yang disebut A4jib,
biasanya dari pihak keluarga sultan yang kedudukannya lebih
tinggi dari wazir.>®

Pada masa kekuasaan Bani Nagr, terjadi pergeseran struktur
politik, dengan adanya kekuasaan syaikh al-guzzah yang dibayangi
oleh héjib. Jabatan héjib dan wazir terkadang digabungkan atau
dijabat oleh satu orang. Wazir-wazir tersebut bahkan terkadang
menyatakan diri sebagai wali (gubernur) dari daulat-daulat kecil
yang mereka taklukkan. Dengan demikian, wazir-wazir itu

56. Ibid., him.20.
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50



mempunyai kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Jabatan wazir
pada Bani Nagr antara lain dipegang oleh Ibn Al-Hakim Al-Lakhmi
pada masa kekuasaan Muhammad Al-Makhlw’, Ibn Mabhrtq pada
masa kekuasaan Muhammad IV, Q#’id Ridhwan pada masa Abi
Al-Hajjij Yasuf dan Ibn Al-Khatib pada masa pemerintahan Sultan
Muhammad V. Wazir-wazir tersebut membawahi para sekretaris
(kuttdb) yang memegang jabatan-jabtan sipil di pemerintahan dan
membawahi polisi-polisi kota atau syursah.?

Sekarang beralih ke persoalan g4dhi al-jamé’ah. Dalam
struktur politik Bani Nagr, gidhi al-jami'ah adalah suatu jabatan
yang paling terhormat. Ja mempunyai tanggung jawab terhadap
pelaksanaan peradilan, inspeksi pasar-pasar, dan mengatur kontrak
dagang. Ia juga sering kali menjabat sebagai Khatib Agung
Granada. Tergambar dari sebutan itu, gddhi al-jama’ah tidak
mempunyai kekuasaan legislatif. Dalam pengambilan keputusan,
ia harus ditopang oleh kekusaan eksekutif (sultan). Ini berarti
memberi peluang kepada sultan dan para waz#r untuk melakukan
intervensi terhadap putusan dan pelaksanaan peradilan, sehingga
kekuasaan gddpi al-jami'ah dalam pengambilan keputusan terlihat
sangat semu. Tetapi dalam hal pengangkatan fungsionaris dalam
administrator peradilan dan keagamaan, ia memiliki peran yang
penting.*® Terlepas dari ini semua, yang ingin saya kemukakan
bahwa gddhi al-jamiah yang notabone adalah ahli hukum (fuguhs)
mempunyai peran penting dalam strukeur politik Islam di Andalus
pada masa Bani Nag, seperti terlihat dalam uraian berikut.

3. Peran Para Ahli Hukum dalam Struktur Politik

Seperti telah disinggung, para ahli hukum Islam (fuquhd)
memainkan peran penting dalam struktur politik di Andalus.
Peran ini terlihat lebih jelas dari jabatan keagamaan yang mereka

59. Carl Brockelmann, History of The Islamic People, hlm. 215.
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duduki dan hak kontrol terhadap perkembangan pemikiran
Islam, sebagai konsekuensi dari kedekatan mereka kepada para
penguasa. Jabatan keagamaan dan peradilan tertinggi di Andalus
adalah gddhi al-jamd’ah yang berasal dari para ahli hukum Islam,
dan mereka ini memiliki hak-hak istimewa. Dari kalangan mereka
juga, secara resmi, diberi kedudukan sebagai mufii-mufts, musyawir,
dan wus$ig. Administrasi perwakafan dan hibah juga menjadi
wewenang para ahli hukum Islam. Pemeriksaan dan pengontrolan
urusan perdagangan, bisnis, memastikan harga dan kualitas barang
dagangan di pasar-pasar, juga merupakan wewenang mereka.!

Para ahli hukum Islam juga mempunyai hak kontrol
terhadap lembaga-lembaga pendidikan, gerakan-gerakan intelektu-
al, tasawuf, dan tarekat. Pengontrolan aktivitas pendidikan,
umpamanya pemilihan materi pelajaran dalam proses belajar
mengajar, menjadi hak penuh mereka. Kondisi ini tampaknya
mendukung tersebarnya mazhab Maliki di Andalus, mengingat
mayoritas fuqahd’ adalah penganut mazhab tersebut. Pada saat
ajaran filsafat masuk di Andalus, hak kontrol mereka dilakukan
secara intensif, dengan memberi penilaian bahwa ilmu semacam itu
adalah bid'ah, sehingga harus dihindari dan dikutuk, sebagaima-
na mengutuk perbuatan-perbuatan bid’ah lainnya. Dengan peran
mereka yang besar dalam struktur pemerintahan Islam di Andalus,
penguasa pun terpengaruh untuk selanjutnya ikut mengutuk ilmu
filsafat. Seiring dengan itu, dengan dukungan penguasa, mereka
juga mengutuk tasawuf dan tarekat, berikut para sufi dan mursyid.
Sikap dan tindakan semacam ini secara tidak langsung menambah
kekacauan-kekacauan di Andalus, setelah didahului oleh faktor
politik.

Seperti telah disinggung tentang situasi politik saat Asy-
Syatibi muncul, bahwa seperti pada masa sebelumnya, masyarakat
Andalus-Islam benar-benar tidak bersatu. Para hakim dan pemimpin

61. Ibid., hlm. 262-268.

52



terpecah belah karena berebut kekuasaan dan pemerintah-
an menjadi bergolongan dan bersuku-suku, yang semuanya
menginginkan kekuasaan, dengan cara apa pun (67 ayyi Saménin
kéna), sekalipun dengan meminta bantuan kepada musuh untuk
memerangi saudaranya. Musuh pada mulanya memberi bantuan,
yang bertujuan tipu daya dalam upaya melemahkan kekuatan-
kekuatan kaum muslimin, untuk akhirnya dapat menguasai wilayah
kekuasaan Islam secara keseluruhan.’2 Kondisi semacam ini terjadi
secara berulang-ulang tanpa dijadikan nasihat dan pelajaran.®®

Kekacauan masyarakat akibat politik semakin diperparah
oleh berbagai kecenderungan masyarakatnya dalam merespons
dan mengamalkan ajaran agama. Sebagian penduduknya ada yang
memelihara prinsip-prinsip akhlak yang cenderung berlebihan.
Dalam waktu yang sama, ditemukan juga suatu kecenderung-
an kepada kebebasan, cinta kemudahan, dan benci pengaguman
tokoh tertentu. Ironisnya, masing-masing sering saling menuding
antara satu sama lain. Keadaan ini tampaknya menjadi stimulan
bagi Asy-Syatibi untuk merumuskan pemikiran-pemikirannya,
seperti tecermin dalam al-Muwéfaqér fi Usil asy-Syariah dan al-
I'tigdm. Jalan pikirannya dalam dua kitab tersebut merupakan
penggabungan antara kemudahan, kebencian terhadap sikap
pengaguman terhadap seorang tokoh dan ekstremis dalam agama,
serta memelihara dasar-dasar pokok syari ah. Konsep maqdsid asy-
syariah yang dibangun atau dirumuskannya secara utuh, diilhami
oleh kondisi lingkungan, peran akal, penelitian terhadap syari'ah,
dan maksud-maksudnya, yang mana hal itu mencerminkan suatu
misi persatuan.

Dengan demikian, konfigurasi politik di Andalus dan peran
politik para ahli hukum Islam tampaknya telah berpengaruh

62. Montgomery Watt, A History of Islamic Spain, (Edinburg: University Press, 1977),
hlm. 147-148.

63. Mugtafd Ahmad Az-Zarq4 dalam kata pengantar buku Muhammad Abfi Al-Ajfan,
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terhadap pemikiran hukum Asy-Sy4tibi, sehingga mendorongnya
untuk merumuskan konsep magésid asy-syari‘ah dan magdsid al-
mukallaf secara serius untuk menetralisasi pemikiran Islam yang
berkembang pada saat itu, dengan metode yang mengarah kepada
upaya mewujudkan kesatuan dasar-dasar syariah, yang disebut
metode al-istigrd’ al-ma'nawi, seperti akan diuraikan dalam bab
IV. Problem politik yang memengaruhi pemikiran Asy-Sy4tibi
diperkuat oleh pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, seperti
yang akan diuraikan berikutnya.

D. Kondisi Ekonomi

Pada mulanya, aktivitas perekonomian berupa pertukang-
an dan perdagangan di Andalus masih dalam bentuk yang sangat
sederhana. Perkembangan baru mulai tampak, seperti dikemukakan
Ira M. Lapidus, pada abad kesembilan dan sepuluh. Masyarakat
diperkenalkan dengan irigasi pertanian seperti dilakukan di negeri
Timur-Islam dalam upaya pembudidayaan berbagai jenis tanaman
yang dapat diperdagangkan, seperti apel, delima, tebu, pisang,
kapas, dan sutera.®

Perekonomian pedesaan yang secara ril merupakan pondasi
dari perekonomian perkotaan, telah mendongkrak perekonomian
perkotaan yang terpusat kepada barang-barang mewah. Kondisi
semacam ini membuat masyarakat pedesaan merasakan suatu
beban tersendiri, karena selalu berhadapan dengan perekonomi-
an perkotaan yang serba mewah, sehingga memaksa orang-orang
desa pergi ke kota-kota dan menjadi tenaga kerja. Namun, karena
konsumen produksi perkotaan hanya orang-orang tertentu, maka
biaya kehidupan kota menjadi mahal.®
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Kondisi perekonomian tersebut terus mengalami kemajuan,
hingga beberapa masa berikutnya dan menyentuh berbagai
sektor. Kaum bangsawan yang menguasai sumber produksi
hidup dalam kemewahan, terlihat dari perhiasan, berupa emas
dan perak yang dipakai oleh kaum wanita-wanitanya pada saat
itu, sehingga Ibn Batfita menggambarkan bahwa Granada pada
masa itu adalah kerajaan yang paling makmur di dunia Barat. Di
perkotaan, masyarakat telah mengenal berbagai aspek keuangan,
di antaranya persoalan pajak.°® Sumber keuangan kerajaan pada
umumnya berasal dari pajak tanah (al-kharsj) dan hasil sewa
tanah. Pajak-pajak tanah dipungut berdasarkan jenis hasil bumi,
tetapi dalam bentuk uang kontan (ducaz). Pada saat itu, terdapat
sistem pemungutan pajak yang agak rumit, para pemungut pajak
(mugarrif) bertanggung jawab kepada salah seorang katib sultan
yang disebut dengan §4hib al-asygdl.”

Seperti telah disinggung, pajak dipungut dalam bentuk uang.
Di dunia Islam, sikkah dan khatam, yakni percetakan dan cap uang
memang telah dimulai pada masa Khalifah Abdul Milik, yang
menyuruh Al-Hajjij mencetak uang logam, dan di atas koin ditulis
Allah Ahad dan Alléh As-Samad.*® Kemudian di Andalus pada masa
daulat Muwahhidin telah ditradisikan mencetak uang dirham yang
bentuknya persegi empat. Pada masa Bani Nagr, jenis dan nilai
mata uang adalah dindr dan dirhim.®

Kemajuan-kemajuan di bidang pembangunan perekonomi-
an di Andalus ini sering kali menjadi ganjalan-ganjalan para ahli
hukum Islam, terutama menyangkut masalah keberadaan pajak,
yang Asy-Syatibi juga turut serta mendiskusikannya bersama para
ahli hukum lain, seperti telah disinggung sebelumnya. Pandangan-

66. Ibid .

67. Ibid.
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nya mengenai masalah ini merupakan salah satu indikasi adanya
pengaruh kondisi ekonomi dalam pemikiran hukumnya. Sebagai
akibat logis dari suatu perkembangan di berbagai bidang,
kebudayaan-kebudayaan pun juga berkembang dengan pesat,
terutama budaya cinta ilmu pada masyarakat Andalus.

E. Kondisi Kebudayaan

Istilah kebudayaan yang dimaksudkan di sini mencakup
pengertian peradaban, yaitu suatu semangat yang ada dalam
suatu masyarakat, baik dalam bentuk pemikiran atau refleksinya
terhadap berbagai bidang yang menyangkut kebutuhan hidup
mereka. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan manusia itu ada
tiga wujud. Pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks
dari ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan-
peraturan, dan sebagainya; wujud ini berada pada alam pikiran
dari warga masyarakat atau dapat pula berupa tulisan-tulisan
atau karangan-karangan warga masyarakat yang bersangkut-
an. Kedua, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas
kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat; wujud ini berupa
sistem sosial dalam masyarakat yang bersangkutan. Ketiga, wujud
kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia; ia berupa
kebudayaan fisik yang berbentuk nyata.”® Kebudayaan Andalus
yang akan digambarkan di sini adalah dalam wujud pertama dan
kedua dalam kategori Koentjaraningrart di atas.

Masyarakat Islam Andalus sejak semula telah mencintai dan
menggemari berbagai cabang ilmu, sehingga melahirkan beraneka
ragam karya ilmiah para ahli di berbagai bidang yang sistematis
dan komprehensif. Kegemaran semacam ini semakin tampak ketika
berdirinya Universitas Cordoba pada masa pemerintahan An-Nasir
pada abad ke-10 M., suatu lembaga tinggi yang mengembang-
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kan berbagai disiplin ilmu, seperti filsafat, teologi, bahasa, dan
lain-lain termasuk hukum Islam.”” Perkembangan semacam ini,
selain karena perpindahan beberapa orang ulama dari Timur ke
Andalus,” dan kecenderungan para penguasa untuk menghidup-
kan himmah pengembangan ilmu, tampaknya memang umat
Islam saat itu mempunyai budaya membaca dan memahami ajaran
Islam dari berbagai seginya, sehingga muncul tokoh-tokoh dalam
berbagai disiplin ilmu, seperti akan dikemukakan dalam uraian
nanti dalam buku ini.

Masyarakat Andalus menganggap bahwa kebodohan adalah
suatu ketercelaan atau kerendahan; dan orang-orang yang bodoh
dipandang sebagai beban masyarakat. Sikap dasar semacam ini
secara tidak langsung telah melahirkan suatu pandangan positif
bahwa menuntut ilmu itu adalah hak semua lapisan masyarakat,
bukan hak perorangan atau golongan. Menarik dikemukakan,
bahwa mereka menganggap menuntut ilmu itu termasuk
kebutuhan primer bagi manusia dan menempatkannya dalam
kedudukan yang sama dengan mencari makanan pokok (g47).”?
Konsekuensinya, mereka sangat menghargai ilmu, menghormarti
para ulama atau kaum intelektual, dan menempatkan mereka pada
kedudukan yang pantas untuk diterimanya.

Kendati demikian, dalam perjalanan sejarah berikutnya,
masyarakat Andalus mengalami ‘bencana ilmu’ terutama pada
masa Yiisuf Tasyfin. Ia memang memberikan perhatian serius
terhadap berbagai cabang ilmu, kecuali filsafat (termasuk tasawuf)
dan astronomi, karena dianggap bid’zh dalam agama. Orang
yang menekuni filsafat dan astronomi dianggap sebagai orang
zindiq dan karenanya halal dibunuh. Tidak hanya itu, ia pun
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terkadang menyuruh rakyatnya untuk membakar buku-buku
filsafat, termasuk ilmu kalam. Kebencian dan pelarangan terhadap
beberapa disiplin ilmu ini, menurut M.M. Syarif, secara umum
telah dimulai sejak akhir abad ke-4 H.™

Apa yang menyebabkan kondisi semacam ini? Informasi
yang diperkirakan dapat menjawab pertanyaan ini adalah karena
adanya “kontrak unik” antara penguasa dan para ahli hukum Islam.
Pada masa Yasuf ibn Tasyfin berkuasa, para ahli hukum Islam
berusaha dan berhasil mendekatinya, sehingga raja pun menjadikan
mereka sebagai penasihat. Kesempatan “emas” ini dimanfaatkan
dengan baik oleh para ahli hukum Islam untuk menyerang para
filosof dan teolog dengan dalih bahwa filsafat dan ilmu kalam
adalah bid’ah yang harus diberantas. “Kontrak unik” semacam
ini, menurut Ibn Khalddn, juga sering terjadi pada masa-masa
sebelumnya”, disebabkan fanatisme masyarakat Andalus terhadap
mazhab Mailiki, sehingga memberikan peran penting kepada para
ahli hukum Islam dengan alasan merekalah yang dianggap dapat
memelibara tradisi.”

Kendati demikian, sudah merupakan hukum alam dan
memang watak manusia bahwa adanya larangan terhadap sesuatu
justru membangkitkan keinginan seseorang untuk menantang
atau minimal mengetahui larangan tersebut. Dua disiplin ilmu
filsafat dan ilmu kalam yang secara resmi dilarang penguasa tetap
dipelajari dan ditekuni oleh orang-orang tertentu secara sembunyi-
sembunyi, karena takut tekanan penguasa dan fitnah masyarakat.
Jauh sebelum masa Asy-Syatibi, munculnya para filosof dan teolog
di Andalus merupakan bukti nyata, sekalipun berada dalam
pengawasan ketat para petugas dan hakim-hakim dari kalangan
fugahd’. Untuk menyebut di antaranya adalah Ibn Tumart, Ibn
Bajah (w.533 H), Ibn Thufail (w. 531 H), Ibn Rusyd (w. 545 H),
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dan para filosof serta teolog lain yang sekaliber mereka, seperti
Ibn Khaldfin, seorang ahli filsafat sejarah, dan Abt Ya'qib ibn
Abdul Mukmin, dan tentunya tidak dapat ditinggalkan pendahulu
mereka Ibn Hazm, seorang pemikir Islam yang ahli dalam bidang
perbandingan agama, teologi, dan hukum Islam.

Ibn Tumart (1080-1130) adalah pendiri daulat Muwahbidin
dan pengajar ilmu tauhid, berasal dari suku Barbar di daerah
Maroko. Ia pernah berguru kepada hujjab al-Islim, Imam Al-
Ghazali, ketika berada di Irak, sehingga ada yang menyatakan
bahwa dia adalah penyebar ajaran kalam Asyariyah di Andalus,
sekalipun pandangannya tentang sifat-sifat Tuhan berbeda dari
ajaran Asyariyah.’® Walaupun Ibn Tumart sering tenggelam
dalam sejarah, namun semangat kebangkitan pemikirannya telah
mengilhami pemikir berikutnya, seperti Ibn Béjah.

Ibn Bajah (w. 1138 M) telah ikut meramaikan peradaban
Andalus melalui usaha intelektualnya yang berusaha memfokuskan
kepada wacana etika. Usaha semacam ini, secara tidak langsung,
bertujuan untuk mengkritisi pandangan materialistik dan
keduniawian masyarakat Andalus, khususnya kalangan atas.””
Dalam ajaran etikanya, ia menyatakan bahwa dikarenakan
kebutuhan alamiah tindakan manusia adalah hewani sekaligus
manusiawi. Makan umpamanya, bersifat hewani sepanjang
dilakukan demi memenuhi kebutuhan dan keinginan, juga
bersifat manusiawi sepanjang dimaksudkan menjaga kekuatan dan
kehidupan demi meraih karunia-karunia spiritual.”® Tekanannya
kepada sifat manusiawi dalam upaya mencapai spiritualitas telah
membawanya kepada kecenderungan tasawuf.

Sebagaimana kaum s4ff umumnya, Ibn Béjah sangat
menghormati para wali Allah (auliy4) dan menempatkan mereka di
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78. M.M. Syarif (Ed.), A History of Muslim Philosophy, hlm. 509.
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bawah Nabi. Dalam ajaran tasawufnya, sebagian manusia dikuasai
oleh keinginan jasmaniah semata-mata, sehingga mereka berada di
tingkat yang paling bawah, sedangkan sebagian yang lain dikuasai
oleh spiritual, sehingga berada di tingkat para auliy4’. Sehubungan
dengan ini, terhadap Tuhan dan irdah-Nya, dia cenderung sebagai
seorang fatalis. Ini dipahami dari pernyataannya bahwa seandainya
kita berpaling kepada ketetapan Tuhan dan kekuasaan-Nya, maka
kita benar-benar akan memperoleh kedamaian dan kebahagiaan,
karena semua yang ada berada dalam pengetahuan-Nya dan hanya
Dia yang mampu mendatangkan kebaikan kepada manusia.”
Terlepas dari ini, kendati pun Ibn B4jah memperjuangkan moral
dan cenderung kepada tasawuf, namun analisisnya yang mendalam
dengan memerankan akal membuat pemikirannya itu menarik para
generasi berikutnya, terutama Ibn Thufail.

Ibn Thufail (1105-1185) terkenal dengan romannya Hayy
ibn Yaqzén (orang hidup anak orang jaga), yang berisi tentang
perenungan pencarian kebenaran. Hayy ibn Yagzhin dikisahkan
sebagian pemikir sebagai sorang bayi yang dihanyutkan atau
dibuang di sungai, kemudian diselamatkan oleh seekor rusa dan
dibawanya ke suatu pulau tanpa penduduk. Dalam kesendiriannya,
dengan menggunakan akal, anak tersebut mencoba merumuskan
filsafat agama untuk dirinya sendiri dengan dilatarbelakangi oleh
pengalaman-pengalaman mistiknya. Suatu saat, datang seorang
pemuda, bernama As4/, dari pulau sekitarnya. Pemuda tersebut
dibesarkan dalam lingkungan agamis tradisional dan sudah
mendalami teologi, sehingga cenderung pada panafsiran metafora
dan pemahaman spiritual yang hanya diketahui oleh sebagian
orang saja. Ia bermaksud mengabdikan diri secara sungguh-
sungguh untuk menyembah Tuhan di tempat terpencil. Pada saat
berjumpa, Hayy ibn Yagzhin menemukan bahwa bentuk spiritual
dari agama tradisional yang dimiliki As4/ tersebut sama dengan

79. Ibid., him. 110.
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filsafat agamanya itu. 4s4/ menceritakan bahwa di pulau asalnya
diperintah oleh seorang raja yang bernama Salamdin. la penganut
paham literal terhadap agama tradisional, dan menolak penafsiran
metafora. Hayy dan As4l mendatangi pulau wilayah kekuasaan
Salamin dengan maksud untuk mengajarkan filsafat agama kepada
masyarakat. Tetapi, ketika menyadari bahwa tingkat kemampuan
intelektual mereka tidak akan dapat menyerap atau memahami
ajaran-ajarannya, pengajaran dihentikan dan keduanya kembali ke
pulau terpencil, menghabiskan waktu dan usia untuk mengabdi
kepada Tuhan.

Dalam kisah ini, terlihat bahwa Hayy ditafsirkan mewakili
filsafat murni, As4/ mewakili teologi filsafat, dan Salamin mewakili
kaum awam yang sama-sama menemukan kebenaran. Secara
ekstrem, sekalipun mungkin kurang tepat, Salamdn ditafsirkan
Watt sebagai ahli hukum penganut mazhab Maliki.*® Kendati
demikian, tafsiran Watt ini mengandung makna signifikan
dalam penggambaran tentang dominasi mazhab hukum Maliki
di Andalus, yang telah melahirkan beberapa pemikir kenamaan,
di antaranya Ibn Rusyd yang menyambut pemikiran filsafat Ibn
Thufail.®

Ibn Rusyd, yang juga telah memperkaya khazanah intelektu-
al Andalus, telah berusaha dan berhasil membuktikan bahwa
filsafat dan agama itu tidak bertentangan sama sekali. Baginya
aktivitas filsafat tidak lain adalah mempelajari dan merenungkan
tentang segala yang wujud sebagai bukti adanya pencipta. Sebab
itu, semakin sempurna pengetahuan tentang wujud, akan semakin
sempurna pengetahuan tentang Pencipta. Pandangannya tersebut
dikemukakan dengan dasar argumen logika yang kuat dan
metode berpikir yang digunakan oleh para ahli hukum yang telah
dituangkan dalam karya-karyanya, terutama Fas al-Magal.

80. Montgomery Watt, [slamic Theology and Philoshopy, hlm. 163.
81. Hamadi Al-Ubaidi, /bn Rusyd wa ‘Ulim asy-Syariah al-Islimiyah, (Beirtr: Dar
al-Fikr, 1991), hlm. 14.
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Menarik dikemukakan bahwa, selain sebagai filosof, Ibn
Rusyd (#/-bafid) juga sorang ahli hukum dan praktisi hukum
Islam. Di samping memang berasal dari keluarga ahli hukum yang
sangat terkenal, terutama kakeknya, Ibn Rusyd (a/-jadd), dia juga
pernah menjadi hakim di beberapa kota di sana, seperti Sevilla
dan Cordova, suatu jabatan terhormat pada masa itu. Pemikiran-
pemikiran hukumnya terabadikan dalam kitab Bidéyah al-Mujtahid
wa Nihdyah al-Mugtasid, sebuah kitab figih perbandingan. Dalam
pendahuluannya, secara garis besar dia telah mengemukakan
metode-metode penetapan hukum yang dapat ditempuh oleh
para ahli hukum, baik metode substansial (manawiyah) maupun
metode verbal (lafzhiyah).

Selanjutnya, di Andalus juga ditemukan orang-orang yang
menekuni ilmu kalam, di samping filsafat, umpamanya Abl Y2 qlib
ibn Abdul Mukmin, salah seorang khalifah keluarga Muwahhidin
(w. 558 H). Kecintaannya terhadap filsafat dan teologi dibuktikan
dengan usahanya mengoleksi karya-karya filsafat dan teologi yang
dicarinya di pelosok-pelosok Andalus dan Maroko dari para ulama
yang diperkirakan menyimpan dan memilikinya, terutama kaum
pemikir. Dengan demikian, meskipun dilarang penguasa dan
dikutuk fugahi’, teologi dan filsafat di Andalus berkembang dengan
pesat. Bukan hanya itu, filsafat sejarah sosial juga memperlihatkan
kemajuan yang sangat berarti, terutama dengan munculnya Ibn
Khaldan.

Ibn Khaldtn, salah seorang ahli filsafat sejarah, telah
memperkaya wacana pemikiran dalam pengembangan peradaban
Islam di Andalus dengan merintis dan mengembangkan sosiologi
Islam. Dalam pemikiran hukum Islam, dia telah memberikan
perhatian yang dapat dipertimbangkan untuk mempertajam
analisis dan mendayagunakan prinsip-prinsip hukum. Ini terlihat
dari anggapannya terhadap ilmu ugi/ al-figh sebagai bagian dari
ilmu rasional. Ia menyatakan bahwa ilmu usi/ al-figh adalah
pengetahuan tentang adab-adab berdialog (munizharah) yang
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berlaku di kalangan pemikir aliran-aliran figih dan selain mereka,
yang karenanya ilmu itu dikatakan sebagai pengetahuan tentang
kaidah-kaidah berupa batasan-batasan dan cara-cara beristidlal
(penggunaan dalil) yang menyampaikan kepada pemeliharaan
pemikiran dan pemeliharan dari kehancurannya, baik persoalan
figih atau lainnya.® Pandangan semacam ini merupakan tantangan
bagi para pemikir hukum berikutnya, sejauh mana mereka dapat
memanfaatkan dan mengimplementasikan kaidah-kaidah berpikir
dalam ilmu uss#/ al-figh terhadap persolan-persoalan yang berskala
besar, bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang
kasuistik, sebagaimana terjadi selama ini.

Sejarah mencatat bahwa dari berbagai aliran atau mazhab figih
yang ada di Andalus, mazhab unggulan masyarakat adalah mazhab
Maliki.®? Pada mulanya Andalus (Spanyol) mengikuti Damaskus
dalam hal hukum dan masalah-masalah agama lainnya, tetapi
dalam perkembangannya, mazhab Maliki menjadi dominan. Lutfi
Abdul Badi’ mengemukakan bahwa mayoritas penduduk Andalus
adalah penganut aliran hukum Maliki, suatu aliran hukum Islam
yang diperkenalkan pertama kali di wilayah ini oleh Ziy4d ibn
Abdurrahman ibn Ziyad Al-Lakhmi dan hidup pada masa Hisydm
I ibn Abdurrahmin Ad-Dikhil, dan belajar ilmu figih dari Imim
Malik ibn Anas. Langkahnya kemudian dilanjutkan oleh muridnya
Yahya ibn Yahya Al-Laisi, yang juga pernah belajar dengan Imdm
Malik. Al-Laiéi inilah yang lebih gencar mengembangkan aliran
hukum Milikiyah, sehingga mayoritas umat Islam di sana menjadi
penganutnya. Padahal sebelumnya, di sini masyarakat banyak yang
menganut aliran hukum Auz#1.% Tidak jelas, apakah itu terjadi
secara kebetulan ataukah karena mazhab Maliki mempunyai daya

82. ’Abdurrahman Ibn Khaldtin, Muqaddimah Ibn Khaldin, hlm. 359-360.

83. Hasan Ibrahim Hasan Tarikh al-Ilim, jiid 4, (Mesir: Matba'ah an-Nahdhah,
1967), him. 455.
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tarik khusus bagi watak orang-orang Andalusia.® Saya melihat,
masalah ini bukanlah faktor kebetulan, tetapi memang pemikiran
hukum Islam mazhab Maliki lebih dapat memenuhi keinginan
dan watak masyarakat Andalus yang relatif lebih maju dari dunia
Islam lainnya, dengan adanya metode maslahah mursalah dan
prinsip murd'ah al-khiléf yang dikembangkan dan dipertahankan
oleh fugahs’ Malikiyah. Kendati demikian, prinsip aliran hukum
ini tidak diterima secara universal, sehingga muncullah beberapa
pemikir hukum yang mencoba memberikan corak baru dalam
pemikiran hukum Islam di Andalus yang semakin menyemarakkan
kekayaan kebudayaan, seperti terlihat pada Ibn Hazm.

Ibn Hazm (384-456/993-1064), selain sebagai teolog, juga
terkenal sebagai ahli hukum dan pelanjut mainstreams (arus utama) -
aliran Zhahiriyah yang dirintis oleh D4ud Azh-Zhahiri, setelah
sebelumnya mendalami pemikiran hukum aliran Maliki dan Syaf’i,
yang dianggapnya memberi peluang untuk mengabaikan nash-nash
hukum. Aliran Zhahiriyah ini memegang prinsip pemahaman
literal tethadap nash-nash. Kendati demikian, ia tetap menganggap
penting peran akal dalam pemikiran hukum Islam, terutama dalam
mengimplementasikan konsep dalil yang dirumuskannya.

Bagi Ibn Hazm, hukum Islam itu harus dipahami dari zahir
nash-nash Al-Quran dan Sunnah serta 7jm4’sahabat yang berlandas-
kan petunjuk Nabi (tzugiff). Dalam hal persoalan-persoalan yang
secara literal tidak ada nashnya, dia menempuh jalur al-istidlil,
yang disebutnya sebagai dalil. Tetapi, berbeda dari pengertian dalil
menurut para ahli hukum Islam, dia mengklasifikasikannya kepada
dua kategori: Pertama, dalil yang diambil dari nash dan dalil yang
diambil dari jma’. Terlepas dari semua itu, munculnya pemikiran
tokoh ini telah menambah kekayaan wacana pemikiran hukum
Islam, sebagai bagian dari wujud peradaban Andalus, dan ketatnya
ia memegang nash secara tidak langsung memengaruhi pemikiran

85. Montgomery Watt, Islamic Theology and Philoshapy, him. 137.
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hukum Asy-Syatibi, seperti yang akan terlihat dalam metodenya
yang berusaha mempertahankan kesatuan dasar-dasar syari'ab.
Kondisi umum kebudayaan dan peradaban yang memengaruhi
pemikiran hukum Islam Asy-Syatibi, diperkaya oleh sistem hukum
yang diterapkan oleh penguasa, prinsip memegang tradisi, dan
murdab al-kbilif (memelihara keragaman pendapat) dalam mazhab
Maliki, seperti terlihat dalam bahasan lebih lanjut.

F. Kondisi Hukum Islam di Andalus

1. Sistem hukum

Informasi memadai tentang sistem hukum Islam yang
diterapkan di Andalus, terutama pada masa Asy-Syitibi, ditemukan
dalam karya Khilid Mas'id, yang secara garis besar dapat diringkas
sebagai berikut:

Pertama, fiqih Maliki diakui sebagai hukum kerajaan®
sekalipun belum menjadi undang-undang yang telah dilegislasi.

Kedua, dalam penerapannya di Andalus, figih Maliki ini
dibedakan pada tiga tingkatan: (1) pada tingkatan fusyah, yaitu
berbagai masalah keagamaan, termasuk tafsir dan teologi yang
ditangani oleh seorang mufti. Masalah-masalah tersebut tidak
menjadi wilayah kewenangan (yurisdiksi) lembaga pengadilan,
kecuali masalah bid’ah. Penerimaan dan penerapan pendapat-
pendapat atau fatwa-fatwa para mufii tersebut sangat tergantung
kepada kesadaran individu, karena fatwa hanya sebagai pernyataan
dan jawaban mufif terhadap pertanyaan yang diajukan mustafii
(peminta fatwa) yang sifatnya tidak mengikat; (2) pada tingkatan
peradilan. Berbeda dari putusan mufti yang disebut farwa,
putusan gddpi (hakim) pengadilan disebut dengan hukum.
Dalam praktiknya, seorang gddhi atau hakim pengadilan biasanya
dibantu oleh musydwirin yang beasal dari kalangan ahli hukum

86. Muhammad Khalid Mas'td, Islamic Legal Philosophy, hlm. 80-81.
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Islam (fugahi); (3) pada tingkatan notaris (wussdq). Figih Maliki
diterapkan untuk mencatat dan mengesahkan berbagai kontrak
serta mendokumentasi berbagai persoalan hukum. Notaris ini
biasanya adalah ahli hukum Islam yang menjadi anggota dewan
musydwirun di pengadilan atau seorang muf3i.¥

Ketiga, orang-orang yang berperkara di pengadilan pada
umumnya telah terlebih dahulu meminta fatwa dari muf# tentang
hukum masalah yang dihadapinya. Dalam proses peradilan,
mereka mengemukakan fatwa-fatwa yang telah diterimanya dari
mufti. Seorang gadhi (hakim) baru mengambil keputusan hukum
setelah berkonsultasi dengan orang-orang terkemuka, yakni para
musydwirin di pengadilan. Keputusan hukum yang diambil oleh
qédpi mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan final. Artinya,
keputusan itu tidak dapat diubah atau diganti, sekalipun para
saksi mengubah kesakisan atau ada bukti-bukti baru. Kendatipun
demikian, dalam masalah-msalah tertentu, permohonan pembatalan
keputusan hakim pengadilan dapat diajukan kepada sultan sebagai
permintaan grasi.®

Keempat, problem yurisdiksi. Sebagaimana figih dalam aliran-
aliran hukum lain, dalam figih mazhab Maliki pun mencakup
semua masalah yang berkaitan dengan agama, etika, keluarga, dan
lain sebagainya, dan seorang muf# dapat dimintai pendapatnya
tentang masalah yang juga menjadi wewenang gddbi, schingga
sering terjadi tumpang tindih antara yurisdiksi hakim dan
yurisdiksi 7uf#i. Kerancuan ini ditambah oleh fungsi notaris yang
wilayah yurisdiksinya sangat terbatas dan tidak ada wewenang
untuk memutuskan suatu kasus.®

Kelima, perbedaan signifikan antara fatwa dan hukum. Dari
uraian di atas, dipahami bahwa terdapat perbedaan mendasar
antara sifat fatwa dari muf#f dan hukum dari qé4dhi (hakim), yang

87. Ilbid, him. 83-84.
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menyebabkan suatu kerancuan dalam prakeik hukum dalam
masyarakat. Persoalan ini sejak lama memang telah menjadi
problem serius dalam sistem hukum Islam, bukan saja di Andalus,
khususnya Granada, tetapi juga di dunia Islam secara umum.
Problem ini, menurut Mas'id, menjadi motif kuat Al-Qaraf],
seorang pemikir hukum mazhab Maliki yang cukup berpengaruh,
untuk menulis sebuah buku yang berjudul al-lbkim fi Tamyiz al-
Fatdwd wa al-Abkim.*°

Al-Qarifi tidak menyetujui pembedaan antara fatwa (yang
biasa diartikan sebagai pernyataan mufti) dan hukum (yang
biasanya dianggap berfungsi mengikat, karena diputuskan hakim).
Ia memandang bahwa baik fatwa maupun hukum adalah i£hbdr an
bukm Allah, yaitu pernyataan tentang hukum-hukum Allah, yang
kedua-duanya bersifat mengikat (i/zdm). Sejauh itu, seorang hakim
hanya memiliki yurisdiksi dalam masalah-masalah yang tidak
disepakati di kalangan ahli hukum mazhab M4liki dan masalah-
masalah yang berkaitan dengan dunia. Jadi, hakim tidak memiliki
yurisdiksi dalam masalah ibadah dan masalah yang telah disepakati.
Dalam analisis Mas'(id, tawaran Al-Qarifi ini tidak menghilangkan
kerancuan fatwa dan hukum secara utuh, karena dia menyatakan
bahwa baik fatwa maupun hukum merupakan bagian dari fungsi
imam (sultan), dan dalam waktu yang sama ia menyatakan bahwa
mufii bertanggung jawab kepada Tuhan, tetapi tidak menentukan
kepada siapa hakim bertanggung jawab.”’ Hemat saya, dalam
masalah ini, pemikiran Al-Qarifl telah jelas dengan sendirinya,
dari isyaratnya yang menyatakan bahwa baik fatwa maupun hukum
adalah ikbhbar an bubkm Alléh.

Asy-Syatibi telah berusaha mendiskusikan berbagai persoalan
berkaitan dengan hukum, terutama tentang sebab-sebab terjadinya
perbedaan mazhab di kalangan umat Islam dalam upaya memadukan

90. Ibid.
91. Ibid., hlm. 85.
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berbagai pandangan yang berbeda. Usaha semacam ini sebelumnya
telah dilakukan atau dirintis oleh umpamanya Imam Asy-Syafii,
yang telah mengingatkan peranan bahasa seperti dikemukakannya
dalam ar-Risélah. Sejauh itu, Coulson mengatakan bahwa moderasi
Asy-Syafi’i terhadap perbedaan tajam pemikiran Hanafiyah dan
Malikiyah dapat dikategorikan sebagai usaha meminimalisasi-
kan perbedaan tersebut.”? Terlepas dari hal-hal di atas, adanya
pengakuan terhadap adat atau tradisi dan prinsip murdah al-khilsf
di kalangan ahli hukum Andalus, terutama mazhab Miliki, telah
menjadi sebab yang mendorong Asy-Syatibi untuk merumuskan
pemikiran hukumnya. Pentingnya persoalan pengakuan ulama
aliran Malikiyah tentang prinsip ini lebih jelas dapat ditelusuri pada

uraian berikutnya.. :

2. Pemikiran hukum

Pada periode awal Islam, kaum muslimin mempelaja-
ri ajaran-ajaran Islam langsung melalui Al-Quran dan Sunnah
dengan bimbingan para ahlinya. Dengan kata lain, secara umum,
sebelum mempelajari ajaran-ajaran Islam terlebih dahulu, mereka
memahami kedua sumber ajaran tersebut. Al-Quran dijadikan
pegangan utama, sedangkan hudis dijadikan sebagai sumber
informasi ajaran Islam setelah Al-Quran. Kaum muslimin periode
awal tersebut benar-benar memanfaatkan kedua sumber tersebut
secara padu. Pemikiran-pemikiran yang merupakan interpreta-
si terhadap kedua sumber ajaran Islam itu tidaklah mereka ikuti
secara fanatik, schingga sikap taklid hampir tidak dikenal di
kalangan mereka. Kondisi semacam ini berlangsung hingga sampai
pada periode taklid, masa kebekuan berpikir, dalam rentang waktu
yang relatif lama. Umat Islam, bahkan sebagian besar ulamanya,

92. Noel J. Coulson, A History of Islamic Law, (London: Edinburgh Univer-
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telah memosisikan diri ke dalam berbagai aliran hukum yang dikuti
secara fanatik, termasuk umat Islam di Andalus.

Seperti telah disinggung, hukum Islam yang berkembang
dan diakui penguasa di Andalus adalah mazhab Maliki, yang
diperkenalkan oleh Ziyad ibn Abdurrahman. Dalam perkembang-
annya, secara umum, ada dua prinsip penting yang diakui dan
dipegangi mazhab ini, yaitu tradisi (adat) dan prinsip murd'ah
al-khildf. Kedua prinsip yang sangat terlihat pengaruhnya dalam
pemikiran hukum Islam di Madinah dan di Andalus ini, telah turut
andil dalam melahirkan berbagai kultur hukum, seperti yang akan
diuraikan berikutnya.

Secara historis, mazhab Maliki ini mengakui arti penting
adat atau tradisi lokal yang terlembaga dalam sebutan @mal abl al-
Madinah atau ijmé’ abl al-Madinah, bahkan menjadikannya sebagai
salah satu sumber hukum Islam. Banyak kajian tentang eksistensi
‘amal abl al-Madinah arau ijmd’ abl al-Madinah ini, termasuk yang
dilakukan oleh ulama yang diidentifikasi bukan penganut aliran
tersebut. Saefuddin Al-Amidi umpamanya, mengemukakan bahwa
paling tidak ada tiga argumen penting yang dikemukakan untuk
menerima ‘amal ahl al-Madinah atau ijmé’ abl al-Madinah ini,
yaitu: Pertama, Madinah adalah tempat Rasul hijrah, tempat turun
wahyu, pusat Islam, tempat berkumpul para sahabat, sehingga
diperkirakan suatu kebenaran tidak akan melenceng dari mereka.
Kedua, penduduk Madinah menyaksikan turunnya wahyu,
mengetahui takwil, dan mereka paling mengetahui keadaan Rasul.
Ketiga, karena itu, riwayat penduduk Madinah lebih utama dari
riwayat orang lain.”?

Sehubungan dengan hal di atas, perlu dikemukakan hierarki
keberadaan Zmal ahli Madinah dalam pandangan Ibn Taimiyah,
yaitu: Pertama, amal yang dilakukan berdasarkan dalil nagli dari

93. Saefuddin Al-Amidi, Al-Ibhkim Fi Usil al-Abkém ijilid 1, (Beirti: Dar al-
Kurtub al-‘Timiyah, 1983), hlm. 125.
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nabi. Kedua, amal ahli Madinah sebelum terjadi pembunuhan
atas Khalifah Usman ibn ‘Affan. Ketiga, manakala terdapat dua
dalil yang kontradiktif mengenai suatu masalah, umpamanya
dua padis atau qiyas yang berbeda, dan sulit diketahui mana
yang lebih kuat, sedangkan ahli Madinah telah mengamalkan
salah satunya. Keempat, ‘amal ahli Madinah generasi setelah
tdbi’ t4bi’in.>* Tingkatan pertama disepakati oleh para ulama
tentang kepujjjahannya. Sedangkan tingkatan kedua dan ketiga,
scbagian mengakuinya sebagai ujjah dan sebagian lagi tidak.
Sedangkan tingkatan keempat, sebagian kecil ulama seperti Malik
mengakuinya sebagai hujjah yang mengikat, namun sebagian
pengikutnya tidak mengakuinya sebagai bujjah yang mengikat.?
Terlepas dari itu semua, yang pasti 2mal ahli Madinah sangat
berpengaruh dalam perkembangan pemikiran hukum Islam,
terutama mazhab Maliki.

Pengakuan kuat terhadap adat atau tradisi lokal ini tetap
diproyeksikan kepada kondisi khusus wilayah Andalus, yang
tentunya berbeda dari kondisi Madinah. Sikap semacam ini
ternyata menimbulkan problem serius, yaitu munculnya berbagai
perbedaan pendapat tentang hukum, yang dilegitimasi oleh
adanya pengakuan tentang prinsip murdah al-khilsf (pemelihara-
an perbedaan pendapat dalam pemikiran hukum Islam) di Andalus
khususnya dan dunia Islam umumnya. Pengakuan terhadap prinsip
murdah al-khilifini berarti adanya kecenderungan kuat para ulama
untuk mempertahankan aspek legalistik dan formalistik dalam
praktik hukum, sekalipun unsur tanggung jawab moral terabaikan.
Kendati demikian, prinsip ini tidak diterima secara umum di
kalangan ahli hukum Andalus, seperti Ibn Al-Khatib, yang merasa
keberatan dengan menyatakan bahwa dengan pengakuan kuat
terhadap prinsip muriah al-khilaf, tanggung jawab moral (warz)

94. Ibn Taimiyah, Majmi’ Fatiwa, jilid 20, hlm. 302-310.
95. Ibid.
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sering diabaikan oleh kecenderungan-kecenderungan legalistik
dan formalistik dalam praktik hukum.* Kritik ini pada dasarnya
bukan hanya tertuju kepada kalangan ulama Mélikiyah di Andalus
saja, tetapi juga terhadap keseluruhan pemikiran hukum yang
berkembang dalam masyarakat Islam umumnya yang terlalu
menonjolkan unsur formalistiknya, sedangkan unsur tanggung
jawab moral yang mestinya dijadikan esensi dalam praktik hukum
sangat terabaikan. Keragaman pendapat dan prinsip murdah al-
khilif dengan berbagai akibatnya ini merupakan bagian dari.
motif yang mendorong Asy-Sy4tibi dalam merumuskan metode
pemikiran hukumnya.

Asy-Syatibi telah mengidentifikasi pandangan para ulama di
Andalus dalam menyikapi keragaman pendapat (2l-kbiléfj dalam
hukum aliran Maliki ini. Pertama, sebagian ulama, seperti Ibn
Abdil Barr, mengingkari keragaman pendapat (a/-kbilif) dalam
figih Maliki sebagai suatu prinsip hukum. Asy-Syatibi, dalam
hal ini, dapat menerima pendapat tersebut dengan penafsiran
kesatuan dasar syari ah, sebagaimana akan diuraikan dalam bahasan
mendatang. Kedua, sebagian fagih-sifi (ahli hukum yang cenderung
kepada tasawuf) mengakui prinsip tersebut, tetapi berupaya untuk
tidak menyebarkan keragaman pendapat, karena khawatir akan
menyesatkan orang lain yang memiliki kecenderungan untuk
memilih dan mengambil pendapat yang meringankan dirinya.
Sehubungan dengan ini, mercka memandang bahwa hal-hal yang
dianggap sebagian ahli hukum sebagai suatu rukhsah (imbangan
hukum @zémah) merupakan jalan yang mesti diikuti oleh orang-
orang yang ikhlis. Ketiga, sebagian ulama memandang bahwa
keragaman pendapat merupakan salah satu bukti dibolehkannya
memilih masalah tersebut. Dengan demikian, dalam masalah yang
diperselisihkan, kita tidak boleh tawagquf, dalam arti mempertahan-

kan salah satunya, melainkan boleh memilih salah satunya. Dengan

96. Muhammad Khalid Mastid, Islamic Legal Philosophy, hlm. 83.
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demikian, mereka ini memandang semua pendapar tersebut
sebagai sesuatu yang benar. Prinsip ini didukung oleh umpamanya
Ibn Qabbah, Fisylad, Ibn ‘Arafah, dan Syarif Tilimsini. Apabila
kita tarik kepada teori musawwibah dan teori mukhattiah dalam
masalah kebenaran hal-hal yang sifatnya #jtibidiyah, mereka ini
tampaknya dapat digolongkan kepada kelompok musawwibah,
yakni kelompok yang berpendapat bahwa semua pendapat tentang
hukum #jzihddiyah adalah benar.”

Berkaitan dengan kebenaran hasil suatu ijtihad di atas,
Jalaluddin Al-Mahalli menyatakan bahwa prinsip “semua benar”
ini cenderung lemah, sebab Nabi sendiri secara jelas menyatakan
bahwa ijtihad itu ada yang benar dan ada yang salah, sekalipun
yang salah mujtahidnya juga mendapat pahala.?® Asy-Syatibi
tampaknya sejalan dengan pandangan Al-Mahalli ini, dengan
mengemukakan argumen-argumen berikut: Pertama, sebagian
besar ayat Al-Quran menekankan kesatuan dasar syariat, dan
tidak memberikan penekanan kepada kebolehan al-khildf. Kedua,
.manakala a/-khildf dijadikan prinsip, tidak akan ditemukan
peluang bagi nasakh (pembatalan). Adanya teori nasakh, sekalipun
menurutnya hanya sedikit, adalah untuk menyelesaikan dua
hukum yang berbeda, schingga salah satunya harus dihapus dan
digantikan oleh yang lain. Ketiga, manakala al-khildf dibolehkan
dan dijadikan prinsip, berarti terjadi suatu pemaksaan terhadap hal
yang tidak mungkin. Karena, hal ini berarti menyuruh seseorang
untuk mematuhi dua perintah yang bertentangan, yang merupakan

97. Ibid.

98. Lihat Jalaluddin Al-Mahalli, Syarh al-Waraqit, him. 24. Hadis yang dikemuka-
kan oleh pemikir ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Kb al-aqdhiyah nomor
3240, Al-Bukhart dalam Kitdb ar-Rabn nomor 2331, Kitéb ay-Syahidah nomor
2473, Kitéb Tafsir al-Qur'an nomor 4187, Av-Turmuzt dalam Kirdb al-Abkéim
an Rasiil Allh nomor 1262, An-Nas®'t dalam Kizab Adsb al-Qudhih nomor
5330, Abti Daud dalam Kitdb al-Aqdhiyah nomor 3137, Ibn Méjah dalam Kizb
al-Abkim nomor 2317, dan Ahmad dalam Kitdh Wi min Musnad Bant Hisyim
nomor 2167,
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hal yang tidak mungkin dilakukan. Keempat, para ahli hukum
Islam sangat menekankan untuk berusaha menyelesaikan dalil-
dalil yang dianggap bertentangan, seperti tergambar dalam konsep
tadrudh al-adillah dan at-tarjih yang ditemukan dalam setiap karya
ugitl al-figh. Ini berarti secara prinsip tidak dibenarkan adanya /-
khildf. Kelima, merupakan hal yang tidak masuk akal (ghair ma'qitl)
untuk menyatakan bahwa dua perintah yang bertentangan, secara
berbarengan, dikehendaki oleh pembuat hukum, Tuhan.”

Asy-Syatibl mengemukakan bahwa ada beberapa fakror
yang dianggap sebagian orang sebagai penyebab munculnya
perbedaan pendapat (a/-£hilif) tersebut, yaitu: Pertama, di dalam
Al-Quran diturunkan ayat-ayat mutasysbihit, yang sesungguhnya
keberadaannya masih menjadi ajang perbedaan pendapat. Adanya
perbedaan pandangan dan persepsi tentang ayat-ayat semacam ini
menyebabkan munculnya a/-khildf; dan sekalipun tawagquf (sikap
diam atau tidak mau menafsirkannya) merupakan sikap terpuj,
namun kenyataannya perbedaan telah terjadi. Kedua, adanya ajaran
tentang ijtihad yang sengaja dijadikan asy-Sydri’ sebagai ajang
untuk terjadinya perbedaan pendapat. Banyak sekali persoalan
yang diselesaikan dengan dalil-dalil ijzihddiyah, baik metode
al-qiyds maupun non al-qiyis, sehingga muncul pertentang-
an dan perbedaan pendapat. Ketiga, para ulama ar-rdsikhiin dari
kalangan ahli hukum telah berbeda pendapat tentang kebenaran
hasil pemikiran mujtahid antara yang beranggapan bahwa semua
mujtahid adalah benar dan mujtahid yang benar hanya satu. Semua
ini memberi peluang untuk munculnya perbedaan pendapat, yang
karenanya dalam syarizh memang disengaja untuk terjadinya a/-
kbilaf?®

Dalam merespons anggapan sebagian pemikir hukum Islam
bahwa ayat-ayat mutasydbihit sebagai asas legalitas terjadinya

99. Muhammad Khélid Mas'td, Islamic Legal Philosophy.
100. Abf Ishiq Ibrahim ibn Miisd Asy-Syatibi, al-Muwidfagér ii Usitl asy-Syari'ah, jilid
4, (Beirut: Dir al-Kutub al-‘Ilmiyah, tr), him. 89-90.
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perbedaan pendapat, Asy-Syatibi menyatakan bahwa tidak benar
ayat semacam itu dianggap sebagai media yang disengaja asy-
Sydri’ untuk memberi peluang terjadinya khtildf: Dalam hal ini,
dia memberikan analisis perbedaan dua kehendak dari asy-Sydirs,
yaitu: (1) al-khalgiyah al-qadriyah, yaitu kehendak penciptaan yang
sudah ditentukan sebelumnya, sehingga kehendak manusia tidak
mendapat tempat. (2) al-amriyah at-tasyri’iyab, yaitu kehendak
hukum yang bersifat perintah. Dalam hal ini, kehendak pembuat
hukum tidak memaksakan dirinya kepada kehendak manusia.
Ayat-ayat mutasyibihdr termasuk ke dalam kategori kehendak
kedua. Dengan demikian, kendati ada ayat-ayat semacam ini,
pembuat hukum tidak menginginkan adanya a/-ikhtilif, tetapi
merupakan suatu ujian (#/-ib#il4) bagi kaum ar-risikhin untuk
melakukan usaha maksimal dalam mengompromikan perbedaan
tersebut sesuai dengan ajaran Allah. J]a memandang bahwa hanya
ada satu penafsiran yang benar mengenai ayat mutasyibibit. Ini
sejalan dengan hadis Nabi bahwa kebenaran suatu ijtihad hanya
ada satu seperti telah dikemukakan di atas. Pendapat ini sekilas
tampak dapat membawanya kepada kelompok mukbastiah, tetapi
mengingat konsep kebenaran bagi Asy-Syatibt dalam konteks
ini adalah pendapat yang sesuai dengan tujuan asy-Sysri’, maka
semua hasil ijtihad yang dilakukan oleh orang-orang yang benar-
benar kompeten adalah benar sesuai dengan ungkapannya,
ar-risikhiin hum al-musibin.' Inilah yang dimaksudkan oleh Asy-
Syatibi dengan ungkapannya “sy-syari‘ah kullubé tarji'u ilé qaul
wihid fi furd'ihd wa in kasura al-kbildf” (syari'ah itu semuanya
kembali kepada satu perkataan, yakni kehendak asy-Syér’) dalam
cabang-cabangnya, sekalipun banyak perbedaan pendapat.!2
Jadi, Asy-Syatibi telah mengembangkan konsep unity in diversity

(kesatuan dalam keragaman), yang membawanya kepada paham

101. bid, hlm. 91-92.
102. Ibid., hlm. 85.
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dinamisme hukum Islam.

Dalam menanggapi keberadaan ijtihad dan perbedaan
pendapat kaum ar-résikhin dengan metode al-giyiss dan non
al-qiyds yang dianggap sebagai bentuk penarikan hukum yang
membenarkan ikhrilif, Asy-Syatibi mengemukakan bahwa
kebenaran bagi seorang mujtahid dengan metode-metode yang
digunakannya itu hanya satu. Ini tidak menafikan pendapat yang
menyatakan bahwa semua mujtahid adalah benar seperti yang
telah dikemukakan di atas, karena kebenaran dalam konteks
ini dinisbahkan kepada setiap mujtahid, di mana ia tidak boleh
berpaling dari hasil ijtihad yang dilakukannya, sehingga kebenaran
dimaksud sifatnya idhifiyah, bukan hagigiyah. Sebab, bagi Asy-
Syatibi, proposisi kullu mujtahid musib (semua mujtahid adalah
benar) bukanlah bersifat mutlak, tetapi seperti telah disinggung,
dinisbabkan kepada masing-masing mujtahid.'®

Lebih lanjut, bagi sebagian ahli hukum, problem a/-khilif
dikaitkan dengan prinsip rukhsah, yaitu prinsip kebolehan memilih
keringanan dari aturan-aturan yang biasa ( #2zfmahb). Adanya prinsip
rukhsah menunjukkan adanya atau bolehnya a/-£hilif. Asy-Syatibi
memandang bahwa alasan ini tidak tepat untuk melagalisasi adanya
al-khilif, karena rukhsah bukan berarti memilih salah satu dari
dua aturan yang sama-sama dapat diterapkan dalam satu kasus.
Seandainya ia bersifat mana suka, maka jelas prinsip ini tidak dapat
dibenarkan dalam syariah. Prinsip rukhsah, menurutnya, hanya
dapat diterapkan dalam kasus-kasus yang sulit atau tidak mungkin
untuk berpegang pada aturan-aturan biasa (2zimah). Jadi, dalam
realitasnya, rukhsah itu berkaitan dengan dua aturan hukum yang
bebeda dalam dua kasus yang berbeda, bukan dua aturan yang
berbeda dalam satu kasus, yang menjadi persoalan dalam hakikat
al-khilaf*

103. Ibid., him. 92.
104. Ibid.
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Mencermati urajan di atas, hemat saya, faktor-faktor yang

melatarbelakangi pemikiran hukum Asy-Syatibi dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1.

Masyarakat Andalus, tempat Asy-Syitibi dilahirkan dan
dibesarkan, adalah penganut mazhab Maliki, termasuk guru-
gurunya. Mazhab ini adalah suatu aliran hukum Islam yang
memegang teguh tradisi lokal dan prinsip murdah al-khildf,
sehingga muncullah berbagai sikap para ahli hukum, sesuai
dengan kecenderungannya masing-masing. Asy-Syatibl
mengkritisi dua kelompok besar pemikir hukum akibat
kecenderungan prinsip tersebut. Pertama, kelompok ahli
hukum-séf, pendukung kebebasan individu untuk memilih
berbagai pendapat yang berkembang dalam:hukum, baik
di dalam atau di luar mazhab, dengan tujuan supaya dapat
memilih kewajiban-kewajiban agama yang paling berat,
sebagai akibat logis dari sikap keberagamannya yang sangat
ketat. Kedua, kelompok ahli hukum yang cenderung lebih
mementingkan urusan duniawi dengan tujuan supaya dapat
memilih kewajiban-kewajiban yang lebih ringan. Kondisi
semacam ini telah membingungkan pemikirannya,'® sehingga
terdorong untuk merekonstruksi hubungan nash-nash dengan
tradisi dan merekonstruksi prinsip murdah al-khilaf, dengan
prinsip kesatuan dasar syariab.

Kondisi sosial-politik, yang sering mengalami kegoncangan dan
kekacauan telah menghasilkan keragaman kelompok masyarakat
Islam. Perebutan kekuasaan dan pengaruh dalam kehidupan
sering bahkan terus-menerus terjadi, sehingga umat Islam
terpecah belah. Sehubungan dengan ini, sebagian ahli hukum
Islam kenamaan di Andalus sangat memegang peran penting
dalam struktur politik dan sering mengadakan kontrak unik
dengan para penguasa, sehingga kebijakan-kebijakan, terutama

105. Muhammad Khalid Mas'td, Islemic Legal Philosophy, hlm. 111-112.
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di bidang pendidikan, sangat dipengaruhi oleh para fugahs’
dengan fungsi kontrolnya. Kemudian, hukum Islam atau figih
yang diakui kerajaan dan diterapkan di Andalus adalah mazhab
Maliki, yang sangat teguh memegang prinsip murd'ah al-khilsf,
baik di tingkat fatwa, tingkat peradilan, maupun pada tingkat
Syatibi dalam perumusan pemikiran hukum dalam upaya
mengatasinya dengan jalur gagasan-gagasan yang mengandung
pesan persatuan melalui konsep magdyid asy-syari'ah.

3. Kondisi perekonomian masyarakat Andalus relatif telah maju,
sekalipun terkadang masih perlu dana cadangan, sehingga
berbagai persoalan yang berkaitan dengan ekonomi makro
sering muncul. Kondisi ini direspons Asy-Syatibi dari sudut
hukum Islam. Kebijakan penguasa tentang pajak, yang
ditentang oleh para ahli hukum Islam seperti Ibn Lubb, dengan
alasan tradisi semacam itu tidak ada di Madinah dan Andalus
sebelumnya, dipandang Asy-Syatibi sebagai hal yang dibenarkan
atas dasar maglahah mursalah. Baginya perlindungan terhadap
kepentingan umum adalah tanggung jawab masyarakat, yakni
antara lain dengan membayar pajak, terutama ketika negara
membutuhkan.'%

4. Secara historis, pemikiran hukum yang pernah berkembang
di Andalus sebagai akibat logis dari kemajuan peradaban dan
kebudayaan, ternyata sangat bervariasi, yang bagi Asy-Syatibi
hal itu menunjukkan bahwa hukum Islam itu bersifat lencur
dan dapat beradaptasi dengan perubahan dan perkembang-
an masyarakat. Tetapi, dengan adanya praktik penetapan
hukum Islam yang dilakukan secara parsial dan cenderung
mencukupkan hanya dengan satu dalil saja, menurutnya, akan
dapat mengabaikan sebagian dari dalil-dalil yang lain. Ini

106. Ahmad ibn Yahya Al-Wansyarisi, al-Miyir al-Magrib wa al-Jimi’ al-
marif an Fatbwi "Ulamd’ Ifrigiyah wa al-Magrib, vol. 11, (Beirtic: Dar
al-Garb al-Isldm, 1981), hlm. 107.
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merupakan alasan utama mengapa Asy-Syitibi merumuskan
metode al-istqrd’ al-ma'nawi.

Al-istiqrd’ al-ma’nawi yang ditawarkan Asy-Syatibt
merupakan suatu metode penetapan hukum Islam dengan
prinsip mempertahankan kesatuan dasar-dasar syarizh. Kendati
demikian, Asy-Syaribi juga tetap mengakui bahkan menerapkan
metode-metode penetapan hukum Islam lain sebagaimana yang
telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum Islam, sekalipun
ada beberapa hal yang telah direkonstruksinya. Sebab itu, pada
bab berikut akan dikemukakan pandangannya tentang dalil-dalil
hukum Islam, hubungan nash hukum dengan akal, hubungan
nash hukum dengan tradisi, dan metode penetapan hukum Islam
baik verbal (lafzhiyah) maupun substansial (manawiyah), sebelum
melangkah kepada metode al-istigrd’ al-ma'nawi.
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Bab III

Metode Penetapan Hukum Islam
menurut Asy-SyAtibi

A. Dalil-Dalil Hukum Islam Menurut Asy-Syatibi

Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat
diartikan sebagai cara-cara menetapkan, meneliti, dan memahami
aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk
diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu
maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin
ilmu yang dikenal dengan ilmu wsu/ al-figh, yaitu pengetahu-
an yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar
(ijm4l), cara pemanfaatannya, dan keadaan orang yang memanfaat-
kannya, yakni mujtahid. Melalui ilmu ini, pengetahuan tentang
hukum-hukum Islam dapat diwujudkan, sehingga ilmu wsi/ al-figh
diidentifikasi sebagai metodologi konvensional dalam studi hukum
Islam,! atau koleksi teori-teori hukum Islam. Pandangan senada

1. M. Atho Mudzhar, Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta:
Pusaka Pelajar, 1998}, hlm. 2



juga telah dikemukakan oleh Abt Zahrah dan Mustafa Sa'id Al-
Khinn, bahwa ilmu usu/ 2/-figh adalah metode yang ditempuh oleh
ahli hukum, yang berfungsi sebagai kaidah-kaidah berpikir yang
mesti diikuti supaya terhindar dari kesalahan dalam penemuan
hukum.?

Dalam kitab-kitab ilmu usd/ al-figh, wacana tentang metode
penetapan hukum Islam atau metode ijtihad selalu dikaitkan
dengan dalil-dalil hukum. Oleh karena itu, saya memandang
perlu untuk mendeskripsikan konsep dalil, sebelum melangkah
kepada persoalan lebih lanjut. Dalil, yang secara sederhana berarti
sesuatu yang dapat memberi petunjuk kepada yang dicari,? dalam
literatur ilmu usd/ al-figh, didefinisikan sebagai “sesuatu yang dapat
menyampaikan kepada informasi yang dicari dengan menggunakan
penalaran yang benar,” atau “sesuatu yang dapat menyampaikan
kepada pengetahuan yang pasti tentang informasi yang dicari.”
Dua rumusan ini mengandung makna yang sama, tetapi yang
pertama penekanan berlanjut kepada proses, sedangkan yang
kedua kepada status. Sebagian ahli memandang, petunjuk hukum
yang mengandung kepastian disebut dalil, sedangkan yang hanya
dugaan kuat disebut emdrzh.¢ Sementara itu, mayoritas ahli hukum
Islam berpendapat bahwa istilah dalil itu sendiri telah mencakup
dua kemungkinan tersebut, schingga eksistensi dan kualitas dalil

2. Muhammad Ab{ Zahrah, Usi/ al-figh, (Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958),
hlm. 3 dan 7. Lihat juga Mustafi Said Al-Khin, Aézr al-ikhtilaf fi al-Qa-
wd'id al-Usuliyah fi ikhtilsf al-Fuqahi, (Beirtt: Mu'assasah ar-Rislah,
1985), him. 117.

3. Wahbah Az-Zuhaili, Usil al-figh al-Islami, jilid 1, (Beirut : DAr al-Fikr, 1998), him.
417

4. T4j Ad-Din As-Subki, Mamn Jan’ al-Jawimi dalam Hisyiyah al-Allimah al-Banni-
ni, Jilid 1, (Beirtit: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1983), him. 124-124.

5. Saefuddin Al-Amidi, Al-Ibkam Fi Usiil al-Abkdm, jilid 2, (Beirtt: Dar al-Kutub al-
‘Nimiyah, 1983), hlm.13.

6. Abii Ishiq Ibrahim ibn ‘Ali Asy-Syirazi, al-Luma’ i Usdl al-Figh, Semarang: Toha
Putra, tt.), him. 3. )
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terbagi kepada qat? dan zhanni,’” bukan kepada dalil dan amarah.

Selain istilah dalil, petunjuk adanya hukum juga ada istilah
magsdar (plural: masddir) dan agl (plural: usil). Apakah ketiga
istilah ini sama atau berbeda secara signifikan? Bagi Khallaf, ketiga
istilah itu adalah lafaz yang bersinonim.® Lebih lanjut, berdasarkan
pengakuan para ahli hukum Islam, ia mengklasifikasikannya kepada
dua kategori. Pertama, dalil-dalil yang disepakati mayoritas ulama,
yaitu: Al-Quran, Sunnah, ijmd’, dan gqiyds. Kedua, dalil-dalil yang
tidak disepakati oleh mereka, yaitu: Istibsdn, maslahah mursalah,
Istishab, ‘urf, mazhab sababi, dan syar'v man qabland’.

Hemat saya, perlu dilakukan pembedaan dengan pendekatan
aspek bentuk dalil-dalil tersebut, mengingat pentingnya perpaduan
unsur /l4hi berupa petunjuk Tuhan melalui nash-nash hukum dan
unsur manusiswi berupa akal untuk memahaminya dalam rangka
dinamisasi hukum. Berdasarkan pendekatan ini, dalil itu dapat
dibagi kepada: Pertama, dalil-dalil yang bentuknya teks-teks suci,
yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kedua, dalil-dalil yang bentuknya
bukan'berupa teks-teks suci, yaitu selain dari keduanya. Berdasarkan
klasifikasi ini, Al-Quran dan Sunnah, termasuk #jmd’ sahabat, di
samping disebut dalil, juga disebut magdar, sedangkan selainnya
hanya disebut dalil, bukan masdar. Kemudian, mengingat dalam
aplikasinya bentuk ini memerlukan suatu penalaran sistematis dan
metodologis, maka dalil yang bukan nash-nash ini dapat disebut
dengan metode penetapan hukum Islam. Dengan demikian,
perbedaan magdar dan dalil ini dapat disimpulkan dalam suatu
proposisi singkat sebagai berikut: “Setiap magdar adalah dalil dan
tidaklah setiap dalil disebut masdar”. Mengenai istilah g/ (plural:
usitl), menurut para ahli hukum Islam, identik dengan dalil."

7. ’Abdul Wahhab Khallaf, lm Usil al-Figh, (Beirtt : Dir al-Fikr, 1998), him. 20

8. Ibid

9. Ibid hlm. 21-22. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, Usd! al-figh al-Islams, jilid 1,
him. 417.

10. ’Abdul Hamid Halim, a/-Bayin, Jilid 2, (Padang Panjang: Sdadiyah Putra, tr),
him. 2.
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Sejalan dengan hal di atas, istilah-istilah yang digunakan
Asy-Syitibi dalam membicarakan masalah petunjuk hukum
ini, pada prinsipnya tidak berbeda dari para ahli hukum Islam
lain. la menggunakan istilah al-adillah asy-syar’iyah (petunjuk-
petunjuk syara), usitl asy-syariah (dasar-dasar syara), mawdirid
asy-syari'ah (tempat-tempat asal datangnya syara), magidir al-hukm
(sumber-sumber hukum), mawdrid al-hukm (tempat-tempat asal
datangnya hukum), dan syawdhid al-hukm (bukti-bukti hukum)
untuk makna yang sama.!' Kendati demikian, ia tidak berusaha
untuk memberikan perbedaan makna masing-masing istilah
masdar, dalil, dan amairabh tersebut. Tidak ada informasi jelas
alasannya, tetapi gagasan kesatuan dasar syar'ah yang dikemukakan
tampaknya dapat dipertimbangkan. Artinya, dasar-dasar syari'ah,
baik yang mangiilah atau ma'qiilah haruslah dilakukan secara
bersama-sama dalam penetapan hukum Islam, sehingga upaya
untuk membedakan istilah-istilah tersebut, dalam pandangannya,
dianggap tidak perlu.

Dalam upaya memahami konsep dalil menurut Asy-Sy4tibt
- secara utuh, saya terlebih dahulu akan mengutip ungkapannya,
sebagai berikut:

Dalil-dalil syara’itu ada dua kelompok: Pertama, kembali kepada
naqlf semata-mata. Kedua, kembali kepada ar-rayi semata-mata.
Pengelompokan ini hanya dipandang dari segi sumber munculnya
dalil. Sebab, masing-masing dua kelompok dalil tersebut saling
membutuhkan satu sama lain. Karena penggunaan dalil mangilit
mestilah membutuhkan pemikiran, sebagaimana pemikiran
tidak akan diakui oleh syarz’ kecuali apabila disandarkan kepada
naqli. Adapun kelompok pertama adalah al-Kitab dan as-Sunnah.
Sedangkan kelompok kedua adalah a/-giyis dan al-istidlal.”?

11. Abd Ishaq Ibrihim ibn Misi Asy-Syatibl, al-Muwdifagat fi Usiil asy-Syari'ah, Jilid
3, (Beiriit: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, t.t), him.3. Lihat juga jilid 1, hlm. 16, dan
di beberapa tempat lain dalam karya tersebut.

12. Ibid, him. 29. '
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Dari pernyataan di atas, ada beberapa hal yang dapat
dipahami. Pertama, dari segi asal datangnya, dalil itu ada yang
bersumber dari wahyu Tuhan yang disebutnya dalil naqli, dan ada
yang bersumber dari manusia, yang disebutnya dalil @gli. Kedua,
dalam penerapannya, dua macam dalil itu tidak dapat dipisahkan.
Sebab, penggunaan dalil 72g/i memerlukan pemikiran dan dalil
aqli tidak dapat dipegangi tanpa berlandaskan dalil #agli, baik
partikular maupun universal. Ketiga, dalil-dalil hukum yang
bersumber dari wahyu adalah Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan
dalil-dalil yang bersumber dari akal adalah a/-giyés dan al-istidlal.
Mengenai dalil ‘2q/i dan al-Istidl4l ini akan diuraikan dalam
bahasan mendatang.

Berkaitan dengan klasifikasi dalil hukum, Asy-Syatibi
selanjutnya menyatakan bahwa ada beberapa dalil yang dapat
dikategorikan kepada masing-masing dalil zaglf dan ‘aql tersebut,
baik yang disepakati mayoritas ulama, maupun tidak. Dalil-dalil
yang dapat dikategorikan kepada naglf adalah ijm4’yang berlandas-
kan Al-Quran dan Sunnah, mazhab sapabi ‘dan syar’u man qablana
(spari‘ah umat sebelum kita).® Asy-Syatibi memasukkan ijms,
mazhab sapabi, dan syar'v man qablani dalam kategori dalil nagls,
yang tidak sederet dengan istibsian, maslababh mursalah, dan urf
seperti yang diklasifikasikan oleh jumhur ulama. Tidak ada uraian
argumentatif yang jelas mengapa ia berpandangan seperti itu.

Dugaan kuat saya, alasannya adalah sebagai berikut: Untuk
ijmé&’, tampaknya karena statusnya yang telah disepakati oleh
para ulama periode mutaqaddimun, sehingga dianggap valid
untuk dinugil sebagai landasan hukum, bukan melihat aspek
proses pembentukannya. Perlu dikemukakan bahwa Asy-Syatibi
memberikan interpretasi ijmd’ berangkat dari gagasannya tentang
kesatuan dasar-dasar syari'ah, yang karena itu berbeda dari para ahli
hukum Islam lainnya. Ia mencoba mengkritisi pandangan yang

13. Ibid.
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menyatakan bahwa 7jm4’ dapat terwujud dengan hanya bersandar
kepada satu dalil saja. Menurutnya, kalau ijm4 hanya disandarkan
kepada satu dalil tertentu, maka wajiblah memverifikasinya
kembali dengan melakukan kajian ulang, sekalipun telah menjadi
rujukan para pendukung #jm4’. Dengan demikian, baginya ada
kemungkinan hukum yang telah dianggap #jm4’ oleh para ulama,
sebenarnya tidaklah demikian, karena hanya didasarkan pada satu
dalil saja.® Sekalipun dalam hal ini ia tidak memberikan contoh
konkret, namun pemikiran tersebut memiliki arti penting sebagai
upaya mewujudkan kepastian dalil dalam bentuk kolektif, seperti
akan terlihat dalam bab selanjutnya.

Mengenai alasan memasukkan mazhab jahabi ke dalam
kategori dalil nagli, karena Asy-Syatibi memandang dari sudut
bahwa materi yang disampaikan mereka adalah ajaran Nabi. Ini
terlihat dari analisis tentang gaul sababi sebagai bagian dari sunnah,
seperti uraian mendatang. Para ahli hukum Islam telah membagi
tiga bentuk mazhab sahabi. Pertama, mazhab sahabi yang bukan
berdasarkan pemikiran semata-mata, tetapi berdasarkan apa yang
telah didengarnya dari Rasul. Bentuk ini, apabila benar-benar
sanadnya dapat dilacak, telah disepakati kebujjahannya. Kedua,
mazhab sababi yang tidak ditemukan adanya sahabat lain yang
menentangnya. Bentuk ini juga disepakati kebujjahannya oleh
para ulama wgi/ al-figh dan dianggap sebagai ijma’sahabat. Keriga,
mazhab sapabi yang hanya berdasarkan pemikiran atau merupakan
hasil ijtihad mereka dan terjadi perbedaan pendapat di kalangan
sahabat sendiri. Kehujjahan mazhab sababi dalam bentuk ini
diperselisihkan oleh para ulama.”

Malik, Asy-Syafi't dalam gaul gadim, dan Ahmad ibn Hanbal
berpendapat bahwa mazhab sapabi adalah pujjah hukum, baik

14. Abd Ishaq Ibrahim ibn Miisa Asy-Syaribt, al-Muwifagar f Usil asy-Syari ah, Jilid
1, him. 26
15. Saefuddin Al-Amidi, Al-Tbkim Fi Ustil al-Abkim, Jilid 3, him. 133.
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sejalan dengan giyds atau tidak.’® Ab Hanifah telah mengapresia-
si gaul sababi yang diinginkannya dan tidak mau beralih kepada
selain pendapat sahabat, manakala penyelesaian suatu perkara
tidak ditemukannya dalam Al-Quran dan Sunnah. Mayoritas
Asy’ariyah, Mutazilah, Imam SyAfi't dalam gaul jadidnya, Abt
Al-Hasan Al-Karkhi dari golongan Hanéfiyah berpendapat bahwa
mazhab sapabi tidak dapat dijadikan bujjah hukum," karena di
antara para sahabat sendiri sering terjadi perbedaan pendapat
dalam suatu masalah hukum. Menurut mereka, dalam hal tidak ada
nash hukum dari Al-Quran, sunnah atau #jm4, maka hendaklah
dilakukan gzydis atau ijtihad.'®

Apabila pandangan Asy-Syaibt di atas diproyeksikan kepada
klasifikasi gau! sahabi yang dirumuskan para ahli hukum Islam
kebanyakan, maka dapat dipahami bahwa jika yang dimaksudkan-
nya adalah berdasarkan as-sama’(mendengarkan dan menyampaikan
ajaran Nabi), maka pendapatnya ini tidak berbeda dari pendapat
ahli hukum kebanyakan. Tetapi, apabila yang dimaksudkannya
adalah selain itu, umpamanya gau/ sahabi yang hanya berdasarkan
ijtihadnya, maka pendapat tersebut tidak dapat dipertahankan.

Berikutnya, alasan syar’u man qablané masuk dalam kategori
dalil naqli, tampaknya karena ia telah tercantum di dalam Al-
Quran. Para ahli hukum Islam merumuskan bahwa syar'u man
qablani adalah segala apa yang diriwayatkan kepada kita tentang
hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah Swt. kepada umat
terdahulu melalui Nabi-Nabi-Nya, seperti Nabi Ibrdhim, Musa,
dan ‘Ts4." Dalam Kklasifikasi mereka, ada tiga bentuk syaru man
qabland, yaitu: Pertama, Al-Quran atau badis menerangkan syari ub
umat sebelum kita, kemudian ditetapkan juga sebagai syari zh kita.

16. Ibid.

17. Ibid, hlm. 133

18. Muhammad ibn ‘Ali Asy-Syauldni, lrsydd al-Fubil lli Tahgiq al-hagq min ‘ilm
al-Usél, (Surabaya: Syarikah Maktabah Ahmad ibn Nabhin, tt.}, him. 214

19. Muhammad ‘Abdu Rabbih, Bubis £ al-Adillah al-Mukbtalaf Fibd ‘Inda al-Usili-
yin, (Kairo: Dar al-Fikr al-’Arabf, 1980), him. 224
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Syar'u man qablana dalam bentuk ini tidak diperselisihkan oleh
para ulama tentang kehujjabannya®® Kedua, Al-Quran atau padis
menerangkan syari’zh umat sebelum kita, kemudian dibatalkan-
nya. Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa syar’u man qablans
dalam bentuk ini bukan syari'ah kita? Ketiga, Al-Quran atau
Sunnah menerangkan syari’zh umat sebelum kita, tetapi tidak ada
penjelasan dari keduanya apakah syarizb itu diberlakukan juga
kepada kita atau telah dibatalkan.

Berbeda dari dua bentuk pertama, dalam menyikapi syar’s
man qablani bentuk ketiga ini, terjadi perbedaan pendapat ulama.?
Mayoritas ulama Hanéfiyah, sebagian Milikiyah dan ulama
Syaf'iyah memandangnya sebagai syariah kita juga. Argumenta-
si yang dikemukakan adalah karena hukum itu adalah syar'zh
Tuhan dan tidak ada keterangan yang membatalkannya. Ulama
Hanifiyah,” atas dasar ini, berpendapat bahwa orang Islam yang
- membunuh kafir imm? atau laki-laki yang membunuh perempuan
harus dihukum gésds sebagaimana hukum yang telah disyariah-
kan oleh Allsh terhadap Bant Isr#il.* Sebagian ulama berpendapat
bahwa syar'u man qablani dalam bentuk ketiga ini tidak diberlaku-
kan kepada kita atau bukan menjadi syari'zb kita. Argumentasi
yang dikemukakan adalah karena syarizb kita telah membatalkan
syariah umar sebelum kita secara umum, kecuali ada dalil yang
menetapkannya bahwa ia juga menjadi syari b kita.

Apabila yang dimaksudkan Asy-Syatibi di atas adalah syar'u
man qablané yang ada penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah
bahwa ia adalah syari’zh kita juga atau ada penjelasan bahwa ia
bukan syariah kita, seperti rumusan ahli hukum Tslam kebanyakan,

20. [lbid., hlm.226.

21. Ilbid, him. 225.

22. ‘Abdul Aziz Al-Bukhari, Kasyf al-Asrir fiUsiil al-Bazdmoi, Jilid 3, (Beirtit : Dar al
al-Fikr, 1982), hlm. 932,

23. Sdad Ad-Din Mas'ud ‘Umar ibn Abdillah Ae-Taftazani, 2 Talwil ila Kasyf Hagd'iq
ar-tangih, Jilid 2, (Beirtt: Syirkah Dar al-Arqim, 1998), hlm.41

24." Muhammad ‘Abdu Rabbih, Bukis f3 al-Adillah al-Mukbtalaf..., hlm. 226
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maka pandangan Asy-Syatibi ini tidak berbeda dari pendapat
mereka. Tetapi apabila yang dimaksudkan adalah selain dari itu,
pengategorian Asy-Syatibi kepada dalil #naq/f harus dipertanyakan.
Sehubungan dengan ini, ‘Allal Al-Fasi (w. 1973 M.) menyatakan
bahwa menurut Asy-Syitibi, selama tidak ada penambahan atau
penyelewengan, syar’u man qablani adalah benar dan kalau
pun ada sebagian yang menolaknya, maka itu bukan dari segi
eksistensi aslinya, tetapi disebabkan faktor luar,® yakni telah terjadi
perubahan.

Kembali kepada persoalan klasifikasi dalil di atas, bahwa
dalil-dalil yang dikategorikan kepada akal menurut Asy-Sy4tibi
adalah istibsin dan magilih mursalah, karena semuanya kembali
kepada pemikiran. Masalah ini akan diuraikan ketika membicara-
kan tentang metode penetapan hukum substansial dalam bahasan
mendatang. Perlu dikemukakan bahwa penggunaan dalil g/ ini,
seperti telah disinggung, harus bersandarkan kepada dalil #agl,
sebab pemikiran semata-mata tidak boleh dijadikan alat untuk
menetapkan hukum syarizh. Dengan demikian, ada interdepen-
densi signifikan antara dalil-dalil berupa nash-nash dan akal dalam
pencarian hukum Islam.

Dalam rangka memperjelas eksistensi variasi dalil-dalil hukum
Islam tersebut, lebih lanjut Asy-Syatibi menyatakan:

Kemudian menurut kami, sesungguhnya dalil-dalil syarz’itu pada
prinsipnya hanya terbatas pada kelompok perrama (Al-Quran
dan Sunnah). Karena itu, kami tidak menetapkan dalil kelompok
kedua dengan akal semata, melainkan berdasarkan dalil kelompok
pertama, karena dari sanalah kita dibenarkan berpegang kepada

dalil kelompok kedua. Dengan demikian, kelompok dalil yang
pertama itu adalah dalil pokok atau dalil primer (a/- wmdah).*

25. Allal AL-Fasi, Magdsid asy-Syari ah al-Islimiyah wa Makirimuhd, (Rabat: Makta-
bah al-Wihdah al-‘Arabiyah, 1963), hlm. 132.

26. Abi Ishaq Ibrahim ibn Misi Asy-Syatibl, al-Muwdifaqét fi Usitl asy-Syari'ab, Jilid
3, hlm. 30. ’
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Ungkapan ini, secara implisit, menggambarkan bahwa
sesungguhnya bagi Asy-Syatibi, dalil-dalil kelompok kedua di atas
adalah dalil-dalil sekunder, pelengkap dalil kelompok pertama.
Dalil-dalil primer yang disebutnya a/- #mdah merupakan sandaran
atau landasan hukum-hukum zzklifiyah. Ini dapat dipandang
dari dua dimensi, yaitu dimensi penunjukannya terhadap
hukum-hukum spesifik dan dimensi penunjukannya terhadap
eksistensi kaidah-kaidah atau dalil-dalil sekunder yang dijadikan
sandaran hukum-hukum spesifik. Dimensi pertama seperti
penunjukannya terhadap hukum bersuci, shalat, zakar, haji, jihad,
perburuan, penyembelihan, transaksi jual-beli, fudiid (sanksi-sank-
si hukum tindak kejahatan), dan sebagainya. Sedangkan dimensi
kedua seperti penunjukan dalil-dalil primer (2/-umdah) terhadap
eksistensi #jmd, qiyss, qaul sababi, syar'u man qabland, dan lain-
lain sebagai fujjah hukum.” Pandangan ini sekaligus memperkuat
dugaan bahwa gaul sahabi dan syar'u man qablan yang dijadikan-
nya sebagai dalil adalah yang masuk dalam kelompok pertama
dalam klasifikasi para ahli hukum Islam di atas.

Masih berkaitan dengan persoalan eksistensi dalil, Asy-
Syatibi mengemukakan bahwa setiap dalil hukum terdiri dari dua
mugqaddimah: Pertama, kembali kepada tahqiq manit al-hukm,
yang akan diuraikan dalam bahasan mendatang. Kedua, kembali
kepada hukum itu sendiri.?® Pandangan ini menggambarkan bahwa
dalil itu menunjuk kepada adanya aturan hukum dan alasannya,
baik secara eksplisit maupun implisit, sehingga tidak mungkin ada
hukum, tetapi tidak ada alasannya. Berikut ini, akan diuraikan
dalil-dalil primer (nagli), sedangkan dalil sekunder (‘aqli) yang
disebut dengan metode penetapan hukum Islam substansial akan
diuraikan dalam subbab tersendiri.

27. Ibid.,
28. Ibid ., hlm 31.
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1. Al-Quran

Sebagaimana para ahli hukum Islam lain, Asy-Syatibt
memandang bahwa Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk
bagi umat manusia. Baginya, Al-Quran adalah totalitas hukum
syari'ah, tiang agama, sumber hikmah dan tanda kerasulan, serta
cahaya terang dan petunjuk jalan.?® Sebagai mujizah, Al-Quran
berimplikasi kepada banyak hal seperti: mengatasi kalam para ahli
bahasa yang kompeten dan para sastrawan bahasa Arab. Selain itu,
kandungan perintah dan larangan mudah dipahami akal, karena
ia diturunkan dalam bahasa verbal Arab. Seandainya, diturunkan
dengan bahasa yang akal tidak dapat menangkapnya, maka
berarti terjadi pembebanan terhadap sesuatu yang tidak diberi
kemampuan, dan ini tidak akan terjadi pada umat Islam.*

Untuk memahami Al-Quran, seorang ahli hukum haruslah
memiliki pengetahuan bahasa Arab yang memadai, termasuk ilmu
mddni, ilmu bayén, ilmu al-qira’dt, dan kaidah-kaidah kebahasaan.
Selain menyangkut faktor internal lafaz-lafaz Al-Quran, peneliti
hukum harus juga mempunyai pengetahuan tentang hal-hal yang
berkaitan dengan faktor eksternal, antara lain: Pertama, tentang
latar belakang historis ayat atau konteks pembicaraan yang
bersifat eksternal dari turunnya ayat. Kedua, schubungan dengan
ini, peneliti hukum hendaklah memiliki pengetahuan tentang
tradisi-tradisi Arab, baik perkataan, perbuatan, maupun sezting
sosialnya ketika diturunkan ayat. Jika tidak, akan terjadi kesamaran
dan akan muncul problem serius yang mengelirukan.* Keziga,
peneliti hukum memiliki pengetahuan tentang Sunnah. Sebab,
hubungan makna Al-Quran dan sunnah sangat erat.”?

29. Ibid, hlm. 257.
30. Ibid., hlm. 258
31. Ibid, hlm. 258.
32. Ibid, hlm. 261.
33. Ibid, hlm. 262.
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Bagi Asy-Syatibi, Al-Quran merupakan kalam yang utuh
dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Untuk memahami suatu ayat
diharuskan memerhatikan ayat-ayat lain yang relevan dengan
persoalan yang dihadapi. Dia adalah seorang penafsir dan ahli
hukum yang memegang prinsip sebagian Al-Quran menafsirkan
bagian yang lain.** Baginya, pemahaman terhadap sebagian nash
Al-Quran sangat tergantung dengan sebagian yang lain, sehingga
banyak sekali nash yang tidak dapat dipahami secara benar, kecuali
dengan memerhatikan nash atau surah yang lain.%

Dengan demikian, berbeda dari para ahli hukum Islam
umumnya yang memberlakukan Al-Quran secara parsial, Asy-
Syatibi memandangnya sebagai suatu kesatuan yang tidak
terpisahkan. Artinya, satu ayat tidak akan dapat dipahami
sebagaimana mestinya, tanpa memerhatikan ayat atau bagian
yang lain, baik sifatnya umum maupun khusus. Asy-Syati-
bi juga telah menggambarkan kaitan-kaitan ayat makkiyah dan
madaniyah dengan sampel surah Al-Anam (makkiyah) dan surah
Al-Bagarah (madaniyah). Seperti diketahui bahwa surat makkiyah
mengandung prinsip-prinsip hukum universal, seperti pemelihara-
an agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sedangkan madaniyah
mengandung penjelasan dan perincian prinsip-prinsip umum
yang terkandung dalam makkiyah tersebut. Kalaupun ada ayat
madaniyah yang mengandung prinsip universal, ayat makkiyah
dipandangnya mengandung prinsip yang lebih universal. Sebab,
ayat-ayat makkiyah mengandung prinsip universal tentang
perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Karena itu,
biar bagaimanapun ayat-ayat makkiyah haruslah tetap dijadikan
rujukan ketika memahami ayat-ayat madaniyah, sebagai penjelas

34. Az- Zarkasyi, al-Burhin f "Uliim al-Qur'an, Jilid 3, (Kairo : Dar al-Ma'arif, 1988)
hlm. 175.

35. Abi Ishaq Ibrahim ibn Mis Asy-Syaribi, al-Muwaifagar £ Usirl asy-Syari'ah, hlm.
314. ’
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dan pemerinci prinsip-prinsip universal tersebut.?

Alasan utama Asy-Sy4tibi memegang prinsip di atas adalah
karena setiap hukum yang dinashkan itu ada yang termasuk kategori
dhariiriydt yang berkaitan erat dengan hdjiyér dan tabsiniyir’’
Tampaknya, ada dua alasan mengapa ia melakukan penafsiran
Al-Quran seperti ini. Pertama, kita tidak akan mendapatkan
pengertian dan pemahaman yang utuh tentang sesuatu masalah
manakala ayat Al-Quran itu dipahami secara terpisah-pisah. Kedua,
ayat-ayat Al-Quran mengandung prinsip hukum yang paling
mendasar, yaitu: prinsip-prinsip kemaslahatan kaum muslimin di
dunia dan akhirat.

Pertanyaan yang muncul, apakah Al-Quran telah menjelaskan
segala hal yang berkaitan dengan persoalan hidup manusia?
Asy-Syatibi menjawab bahwa pada prinsipnya di dalam Al-
Quran itu ada penjelasan segala sesuatu. Ada tiga alasan yang
dikemukakannya, yaitu: Pertama, firman Allah tentang agama
diturunkan dengan sempurna:

...Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamy agamamu, dan

telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Ilam
itu jadi agama bagimu...(QS Al-M#'idah [5]: 3)

Kemudian firman Allah yang menjelaskan bahwa Al-Quran
menerangkan segala sesuatu:

...Dan telah kami turunkan atas kamu kitab yang menjelaskan segala
sesuaty... (QS Al-Nahl [16]: 89)

Juga firman Allah yang menegaskan bahwa Tuhan tidak
mengalpakan segala sesuatu dalam Al-Quran.

...Dan tidak kami tinggalkan sesuatu apa pun dalam al-Kitab (Al-
Quran) (QS Al-An’am [6]: 38)

36. lbid., him. 263-273.
37. Ilbid, hlm. 314
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Kedua, beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Al-Quran
itu adalah petunjuk sempurna tentang segala sesuatu. Ketiga,
at-tajribah, yaitu bukti empiris bahwa ulama yang menjadikan Al-
Quran sebagai rujukan, tidak seorang pun yang tidak menemukan
dasarnya dalam Al-Quran.*® Pandangan semacam ini, seperti
diakui Asy-Syaribi sendiri, tampaknya mendukung pemikiran
para penolak giyds seperti aliran Zhédhiriyah yang dimotori oleh
Ibn Hazm yang menyatakan bahwa masalah hukum ada dasarnya
dari Al-Quran dan Sunnah.? Dj sini, seperti diasumsikan pada bab
sebelumnya, terlihat ada pengaruh pemikiran Ibn Hazm terhadap
pemikiran Asy-Syatibi, terutama tentang kuatnya memegangi
nash-nash dalam penetapan suatu hukum. Kendati demikian,
berbeda dari Ibn Hazm, Asy-Sytibi tetap mengakui giyés sebagai
salah satu metode penetapan hukum, seperti akan dikemukakan
pada uraian mendatang, tetapi tetap dalam kerangka kesatuan
dasar syari'ah.

Di atas telah disinggung bahwa Asy-Syitibi mempunyai
prinsip penafsiran ayat dengan ayat dalam memahami berbagai
persoalan hukum. Pertanyaan yang muncul adalah: Bagaimana
pandangan Asy-Syatibi tentang kedudukan sunnah? Bagaimana
posisi Sunnah terhadap Al-Quran? Jawaban pertanyaan ini akan
jelas dari uraian tentang sunnah sebagai berikut.

2. Sunnah

Sunnah, yang secara etimologis berarti sesuatu yang terpuji atau
sesuatu yang dibiasakan, oleh para ahli hukum Islam dirumuskan
dengan segala apa pun yang muncul dari Nabi, baik berdimensi
perkataan dan perbuatannya maupun berdimensi persetujuan
terhadap perkataan atau tindakan para sahabat.® Dalam konteks

38. Ibid., hlm. 276-277.
39. lbid,
40. Sadiq Hasan Khan, Husitl al-Mamil 'fi " ilm al-Usid, (Kairo : Dir al-Fikr, al-Arabi,
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ini, sunnah dimaksud adalah yang berkaitan dengan hukum, bukan
sunnah menurut para ahli fadis yang mengapresiasi Nabi sebagai
uswah basanah atau sunnah menurut para fugahd’ sebagai bagian
dari salah satu pola hukum figih.

Tidak berbeda dari para ahli hukum Islam sebelumnya, Asy-
Syatibi mendefinisikan sunnah sebagai sesuatu yang diriwayatkan
dari Nabi secara khusus yang teksnya tidak terdapat dalam Al-
Quran, melainkan teks tersebut benar-benar datangnya dari
Nabi sendiri, sebagai penjelas apa-apa yang terdapat dalam Al-
Quran. Sunnah juga dapat berarti lawan dari bidah. Menarik
dikemukakan, bahwa dalam memformulasikan sunnah, Asy-
Syatibi juga mengapresiasi perkataan dan perbuatan sahabat,
sehingga sunnah baginya, selain dari apa-apa yang diriwayatkan
dari nabi, juga berarti perkataan dan perbuatan yang dilakukan
oleh para sahabat,* dengan interpretasi yang telah dikemukakan
sebelumnya, yakni #mal sahabat yang mengikuti sunnah Nabi.*?

Pentingnya Sunnah bagi Asy-Syatibi, seperti telah disinggung,
karena Al-Quran memperkenalkan hukum-hukum syars” itu
sebagian besar bersifat garis besar, bukan teperinci.” Mengenai posisi
Sunnah terhadap Al-Quran, proposisi kunci yang dikemukakan
Asy-Syatibi adalah rutbah as-sunnah as-taakbkbur an al-Kitdb fi
al-i’tib4r,** yakni martabat atau posisi Sunnah adalah terkemudi-
an dari Al-Quran dalam pengakuan. Pandangan ini, tampaknya
senada dengan pendapat para ahli hukum Islam umumnya, yang
menempatkan sunnah pada posisi kedua setelah Al-Quran.*

1284 H). him. 44.

41. Abi Ishaq Ibrihim ibn Mdsi Asy-Syatibt, al-Muwdfagir fi Usiil asy-Syari'ah, Jilid
4, him. 34

42. Ibid, hlm. 5

43. Abii Ishiq Ibrahim ibn Miisi Asy-Syatibi, al-Muwifaqét fi Ustil asy-Syari'ah, Jilid
3, him. 274

44. Abit Ishiq Ibrahim ibn Mtisi Asy-Syaribi, al-Muwdifagat fi Uil asy-Syari'ab, Jilid
4,him. 5

45. ’Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usil al-Figh, (Beirt : Murassasah ar-Risilah,
1998), him.176-177. Lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, Us#! al-Figh al-Islims, Jilid
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Ada beberapa alasan yang dikemukakan Asy-Syétibi: Pertama,
dari segi eksistensinya, Al-Quran itu adalah pasti (g4¢%), sedangkan
sunnah kebanyakan adalah hanya dugaan kuat (zhanni). Kalaupun
ada sunnah yang gat%, sifatnya hanya sebagian, yaitu sunnab
mutawdtirah. Ini berbeda dari Al-Quran yang semuanya, dari aspek
ini, adalah gay%. Kedua, sunnah itu berfungsi sebagai penjelas Al-
Quran atau tambahan, sehingga dalam pengakuannya adalah
urutan kedua dan menjadi penjelas bagi yang dijelaskan. Logikanya,
gugur yang dijelaskan berarti gugur yang menjelaskan, tetapi gugur
yang menjelaskan tidak mesti gugurnya yang dijelaskan. Dengan
kondisi semacam ini, yang dijelaskan lebih didahulukan. Keriga,
ada beberapa hadis pendukung posisi ini, yaitu antara lain badis
riwayat Muaz ibn Jabal, surah ‘Umar ibn Al-Khattib kepada
Syuraih riwayat Ibn Mas’tid, riwayat Ibn ‘Abbas yang mengandung
makna bahwa posisi Sunnah berada setelah Al-Quran.* Dalam
masalah ini, pandangan Asy-Syatibi tidak berbeda dari pendapat
para ahli hukum Islam kebanyakan.

Selanjutnya Asy-Syatibi mengemukakan bahwa sikap
ulama yang memosisikan Sunnah setelah Al-Quran ini telah
mendapat tantangan dari sebagian peneliti, yang disebutnya
dengan al-mubaqqiqun, dengan menyatakan bahwa Sunnah harus
lebih diutamakan dari Al-Quran. Tidak begitu jelas, siapa yang
dimaksudkannya dengan kelompok ini, namun ada kemungkin-
an yang dimaksudkannya adalah kaum Akbbars dari kalangan
Syi'ah, yang menurut Murthadha Muttahari, memang berpendapat
demikian.¥ Terlepas dari itu semua, alasan yang dikemukakan
kelompok ini antara lain adalah: Pertama, Sunnah adalah pemutus
ketentuan Al-Quran (as-Sunnah qadhiyab ‘ali al-Kitib), dan bukan

1, (Beirfit : Dar al-Fikr, 1998), him. 461-463.

46. Ibid., hlm. 6. Lihat juga Faturrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta :
Logos, 1997), hlm.93-95.

47. Lihat Murthadha Muttahari, The Principles of Ijtihad Between Sunnah dan Syiah,
(Taheran: tp., 1987), him. 24. ’
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Al-Quran pemutus ketentuan Sunnah (wa laisa al-Kitdb qadbin ald
as-Sunnah). Argumennya, karena ayat Al-Quran itu mengandung
kemungkinan dua makna atau lebih, maka datanglah Sunnah
untuk menentukan atau memutuskan salah satunya. Dalam hal ini,
yang diambil adalah ketentuan Sunnah, sedangkan ketentuan Al-
Quran ditinggalkan. Seterusnya, Sunnah membatasi kemutlakan
Al-Quran, mengkhususkan keumuman Al-Quran, dan lain-lain.
Kedua, ada pertentangan para ahli usii/ al-figh ketika menanggapi
kasus terjadinya kontradiksi antara Al-Quran dan Sunnah. Sebagian
mendahulukan Al-Quran dan sebagian lagi mendahulukan
Sunnah. Tidak ada penjelasan lebih lanjut dari Asy-Sy4tibi tentang
alasan kedua ini. Namun, dapat ditafsirkan bahwa dengan adanya
perbedaan pendapat ini, mendahulukan Sunnah dari Al-Quran
sangat memungkinkan. Selanjutnya, kelompok ini mengemuka-
kan bahwa menjadikan fadis riwayat Mu'4Z menyalahi dalil yang
telah diakui, yaitu bahwa tidak semua kandungan Al-Quran harus
didahulukan atas Sunnah, sebab daldlah hadis mutawitir tidak
lebih lemah dari dalil Al-Quran, sedangkan khabar ahéd (riwayat
Mu’4z) statusnya masih diperselisihkan. Dengan demikian, tidak
ada jalan untuk menyatakan bahwa Al-Quran harus diutamakan
dari Sunnah. #

Dalam menanggapi argumen pertama kelompok mubaqqiqiin
di atas, Asy-Syatibi mengemukakan bahwa penentuan Sunnah
terhadap Al-Quran (qadhzi’a&—Sunna/o al4 al-Kitb) bukan berarti
mendahulukan Sunnah atas Al-Quran dan mengabaikan Al-Quran
sama sekali, tetapi apa yang diungkap dalam Sunnah tersebut itulah
yang dimaksud oleh Al-Quran. Dalam hal ini, sunnah berfungsi
sebagai penafsir dan penjelas makna-makna hukum-hukum Al-
Quran, seperti ditunjuk oleh Al-Quran.

...dan Kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan
kepada umat manusia apa yang telah Kami turunkan kepada

48. Ibid., hlm. 7.
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mereka... (QS Al-Nahl [16]: 44).

Asy-Syatibi mencontohkan bahwa seorang pencuri harus
dipotong tangannya berdasarkan firman Allah:
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah
tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka

kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Sesunggubnya Allah Maba
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-M#'idah [5]: 38)

Pemotongan tangan batas pergelangan dan benda curian
dalam ukuran tertentu yang dijelaskan Sunnah, sesungguh-
nya seperti itulah yang dimaksudkan oleh ayat di atas yang tidak
terkatakan, karena itu Sunnah menetapkan hukum yang terlepas
dari Al-Quran tersebut.

Dalam menanggapi alasan kedua dari kelompok mubaqqiqin
tentang adanya perbedaan pendapat mengenai pertentangan dalil,
Asy-Syatibi menyatakan bahwa persoalan ta’3rudh yang notabenenya
adalah khabar wihid ini dapat diselesaikan dengan metode istinid,
yaitu dengan cara menyandarkannya kepada prinsip-prinsip
yang pasti (gaf?). Artinya, manakala dalil zhanni, yang dalam
hal ini khabar 4hid, dapat disandarkan kepada dalil gar7, maka
keberadaannya harus diakui. Manakala tidak dapat dikembalikan
kepada prinsip yang ga¢%, ahli hukum haruslah bersikap tawaqquf,
tidak menggunakannya dan beralih kepada dalil lain.>°

Dengan demikian, menurut Asy-Sytibi, makna Sunnah
kembali kepada Al-Kitab, sebagai pemerinci yang bersifat garis
besar, dan pengembang keringkasannya, karena Sunnah itu adalah
penjelas Al-Quran. Lebih tegas, ia menyatakan bahwa kita tidak
akan menemukan suatu persoalan dalam Sunnah, melainkan
bahwa Al-Quran telah menunjuk perkara itu baik secara garis
besar maupun teperinci.’! Sejauh itu, ia menempatkan Sunnah

49. Ibid, hlm. 7-8.
50. Ibid,, him. 8.
51. Ibid., hlm. 9.
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sebagai sumber hukum dan bagian integral yang tidak terpisahkan
dari Al-Quran. Ini dipahami dari pandangannya bahwa baik Al-
Quran maupun Sunnah merupakan dalil pokok (al-wumdabh),
sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya. Pandangan semacam
ini tampaknya didasari suatu keyakinan bahwa kedua-duanya
adalah wahyu Tuhan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak
terpisahkan, sehingga penggunaannya pun harus integral.

Dalam merespons adanya anggapan sementara ahli hukum
yang menyatakan bahwa banyak Sunnah yang menjelaskan hukum
yang tidak disinggung Al-Quran, dengan mengemukakan ayat-ayat
Al-Quran sebagai alasannya, Asy-Syatibi menyatakan bahwa ketika
Sunnah menjelaskan suatu ayat yang mengandung persoalan
hukum tertentu, aturan hukum itu jelas bersumber dari Al-Quran,
bukan hanya Sunnah secara sendirian. Sejauh itu, karena pada
prinsipnya tidak ada pertentangan antara dua dalil terhadap satu
persoalan, menurut patron yang digunakannya, sehingga sulit
membuktikan bahwa kandungan Sunnah tidak berada dalam
cakupan universalitas Al-Quran, bahkan keduanya menyatu dalam
satu makna (yajtamiiin fi al-mani)>

Dalam kaitan ini, perlu dikemukakan pandangan Asy-Syétibi
tentang peran Sunnah terhadap aturan hukum yang terdapat dalam
Al-Quran, dengan contoh sebagai berikut: Pertama, Al-Quran
secara umum membolehkan makanan yang baik dan mengharam-
kan makanan yang kotor, tanpa menjelaskan rincian-rincian
bentuk yang dimaksud. Lalu, Sunnah menjelaskan masing-ma-
singnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
Al-Quran. Umpamanya larangan sunnah terhadap binatang buas,
burung yang berparuh tajam, dan daging keledai.®® Kedua, Allah
menghalalkan minuman yang tidak memabukkan seperti air, susu,
madu, dan sebagainya, dan melarang minuman yang memabukkan

52. Ibid, him. 14.
53. Ibid. him. 24.
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karena berpotensi menghilangkan akal, melahirkan permusuhan,
kebencian, dan menghalangi peminumnya dari mengingat
Allah. Lalu, Sunnah menyatakan bahwa setiap minuman yang
memabukkan ketika diminum dalam jumlah besar haram
hukumnya, meskipun diminum dalam jumlah yang sedikit. Semua
ini, menurut Asy-Syétibi, jelas berdasarkan ketentuan universalitas
Al-Quran. Eksistensi Sunnah tetap berakar dari Al-Quran.** Dalam
kesimpulannya, ia mengemukakan bahwa, berdasarkan kenyataan
di atas, tidak pantas dalam penggalian hukum hanya terbatas pada
Al-Quran saja, tanpa meneliti penjelasannya, yaitu Sunnah.5
Jadi, Al-Quran dan Sunnah tidak dapat dipisahkan dalam proses
penetapan hukum. Persoalan yang muncul dari pandangan Asy-
Syatibi tentang kesatuan ayat-ayat Al-Quran dan juga Sunnah
merupakan bagian integral dari Al-Quran adalah bagaimana
pendapatnya tentang peran akal dalam memahami ajaran-ajar-
an yang terkandung dalam nash-nash tersebut? Uraian berikut
merupakan jawabannya.

B. Hubungan Nash-Nash dengan Akal

Sebagaimana para ahli ilmu kalam, para ahli hukum Islam juga
telah membicarakan hubungan nash-nash hukum dengan akal. Ini
dimaklumi, karena di satu sisi nash-nash tersebut bersumber dari
Tuhan yang Mutlak, di sisi lain kandungannya harus diaplikasikan
dalam kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan interpreta-
si akal, yang merupakan suatu potensi bagi jiwa manusia yang
dengannya dapat menemukan hakikat-hakikat sesuatu.

Secara etimologis, nash diartikan sebagai segala sesuatu
yang jelas, baik ucapan maupun tulisan. Para ahli hukum Islam

54. Ibid,, hlm. 25.

55. Ibid,

56. Sadr Asy-Syari'ah, ar-Taudhih Syarh ar-Tangih, Jilid 2, (Beirtit : Syirkah Dar al-
Argim ibn Abi al-Arqim, 1998), him. 338.
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telah mengintroduksi beberapa pengertian nash yang dapat
diringkas sebagai berikut: Pertama, identik dengan arti etimologis,
yaitu semua perkataan yang jelas, sebagaimana yang diartikan
oleh Asy-Syafi'l. Kedua, suatu perkataan yang sama sekali tidak
mengandung kemungkinan rmawil, seperti perkataan “lima”, yang
tidak mengandung pengertian selain dari itu dan bersifat pasti.”’
Istilah nash dalam kajian tentang pembagian lafaz yang jelas,
pembagian dalilah alfizh alé al-abkim dalam kategori ibdrah
an-nash di kalangan Han4fiyah, dan pembagian mantiq di kalangan
Syéfi’iyah, tampaknya mengacu kepada pengertian-pengertian
di atas. Ketiga, nash-nash berarti teks-teks hukum yang terdapat
dalam Al-Quran dan Sunnah dari berbagai bentuk lafaznya. Jadi,
nash identik dengan istilah nufg.® Pengertian ketiga inilah yang
dimaksud dalam bahasan ini, dengan fokus nash-nash hukum.

Bagaimana hubungan nash-nash hukum dengan akal?
Apa fungsi akal terhadap nash-nash hukum? Apakah akal dapat
digunakan dalam penggalian hukum manakala ditemukan
nash-nash mengenai masalah-masalah tertentu? Sekilas, seperti telah
disingung, nash dan akal atau 72y« ini terlihat bertolak belakang
satu sama lain, mengingat paradigmanya memang berbeda.
Nash-nash adalah wahyu Tuhan yang sifatnya Mutlak, sedangkan
akal adalah alat berpikir manusia yang sifatnya nisbi dan digunakan
untuk penalaran. Tetapi, manakala akal tidak diperankan dalam
memahami nash-nash hukum, maka kandungannya sulit dipahami
atau diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

Dengan alasan di atas, para ulama telah mengklasifikasi-
kan nash hukum dengan mempertimbangkan segi datangnya,
penunjukannya terhadap hukum, dan segi penerapannya,

57. Syarif Sayyid ‘Ali Muhammad ibn ‘Ali Al-Jurjani, ez Ta7rifas, (Beirte: Dar al-Kurub
al-Tlmiyah, 1988), hlm. 241. Lihat juga Jalaluddin ‘Abdurrahmin As-Suytti, 2/~
Itgén fi ‘Uliim al-Qur'én, Jilid 2, (Kairo : Dér al-Fikr al-‘Arabi, 1317 H).

58. Jalaluddin Al-Mahalli, al-Waragét fi Usiil al-Figh, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi,
1315H), him. 22.
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yang masing-masing mempunyai dua nilai, ga¢7 dan zhanni.
Sehingga dikenal konsep-konsep: Pertama, nash-nash yang pasti
datangnya dari asy-Syéri’, seperti semua nash Al-Quran dan
badis-hadis mutawitir. Kedua, nash-nash yang tidak pasti atau
hanya dugaan kuat, seperti hadis-hadis shad. Ketiga, nash-nash
yang pasti penunjukannya terhadap hukum, yaitu nash-nash yang
menunjukkan pengertian yang dapat dipahami secara tertentu,
tidak ada kemungkinan menerima t#w#), dan tidak ada tempat
bagi pemahaman lain.”® Keempat, nash-nash yang tidak pasti dalam
penunjukannya terhadap hukum, yaitu nash yang mengandung
makna yang mungkin untuk ditakwilkan atau dipindahkan kepada
pengertian lain.® Dalam perkembangan berikutnya, dimunculkan
konsep nash-nash dengan mempertimbangkan segi penerapannya
yang juga bernilai gat7 dan zhanni.

Manakala nash-nash itu termasuk kategori gar% pada
prinsipnya akal memang tidak mempunyai tempat untuk
memainkan perannya, kecuali memahami apa adanya. Dalam
konteks inilah, kaidah Lz masiga li al-Ijtibid fi maurid an-nash
dapat dipahami. Ijtihad yang dimaksud dalam kaidah tersebut
adalah suatu upaya pengerahan akal secara maksimal dalam
memahami aturan hukum, sedangkan nash yang dimaksudkan
adalah yang bernilai gat7. Sebab, bila nash tersebut adalah teks-teks
Al-Quran dan Sunnah secara umum, maka konsep ijtihad dalam
wacana ilmu usil al-figh menjadi tidak signifikan. Selanjutnya,
mengingat ada aspek lain, yaitu segi penerapan aturan hukum
kepada masyarakat yang perlu dipertimbangkan, maka penggunaan
akal sulit dinafikan, sekalipun dalam nash-nash yang gar% scbagai
salah satu implementasi konsep tadarruj dalam penerapan hukum
dan sifatnya sementara. Dalam hal nash-nash bersifat ghanni,

59. ‘Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Usiil al-Figh, (Beirtit : Mu’assasah ar-Risalah,
1998), hlm. 177. Lihat juga Wahbah Az-Zuhailt, Usi2/ al-Figh al-Islims, Jilid 1,
him. 441-442.

60. Ihid.
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para ulama sepakat bahwa akal sangat berperan dalam melakukan
interpretasi terhadapnya, yang dikenal dengan istilah ruang lingkup
ijtihad.®

Sebagaimana para ahli hukum Islam lainnya, Asy-Syatibi juga
membicarakan tentang hubungan nash dan akal. Menurutnya,
dalam konteks pemikiran hukum Islam atau proses pencariannya,
wahyu dalam bentuk nash-nash hukum harus digunakan bersama-
sama dengan akal. Selain memang telah tergambar dalam uraiannya
tentang dalil-dalil hukum di atas, dia lebih lanjut mengemuka-
kan bahwa petunjuk-petunjuk akal apabila dipergunakan
dalam ilmu syari’ah haruslah dipergunakan berbarengan dengan
dalil-dalil sam%yah (Al-Quran dan Sunnah), yakni difungsikan
sebagai penjelas jalan-jalannya, penghubung dalil-dalil sam%yab,
pemasti kaitan-kaitannya, yang dikenal dengan zabgiq al-manit
dan sejenisnya, sehingga dalam penunjukannya terhadap hukum,
akal tidak berdiri sendiri. Argumennya adalah karena wacana
yang dibicarakan adalah hukum syars, sedang akal semata-mata
bukanlah asy-Syéri’ (Pencipta hukum.).®

Bagi Asy-Syatibi, penemuan hukum melalui akal harus ada
konfirmasi dari nash-nash yang bersifat universal dan mengandung
nilai-nilai universal.®® Ringkasnya, penerapan nash dan akal dalam
penemuan hukum-hukum haruslah padu dan bersama-sama.
Dengan demikian, ada hubungan positif antara nash-nash dengan
akal, yang di sini saya sebut dengan hubungan talizum (saling
terkait) dan hubungan takdmul (saling melengkapi). Nash-nash
tanpa akal terkadang sulit dipahami dan akal tanpa nash-nash akan
menjadi liar dan tidak terkendali.

61. Abt Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, al-Mustagféi 7 Usiil al-Figh,
Jilid 2. (Beirfit: Dar al-Fikr, 1322 ), him. 367.

62. Abii Ishiq Ibrihim ibn Miisa Asy-Syatibi, al-Muwdifaqér fi Uséil asy-Syariab, Jilid
1, hlm. 23-24.

63. Ibid., Jilid 3, him. 19.
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Dalam memperkuat pandangan eksistensi dan peran akal,
Asy-Syatibi mengemukakan beberapa argumen pengandaian.
Pertama, seandainya dalil-dalil syara’ tidak mengakui peran akal,
maka dalil hukum itu bukanlah petunjuk hukum syarz’ bagi para
hamba yang berakal, tetapi kenyataannya kandungan dalil-dalil
tersebut sesuai dengan akal. Dalil-dalil itu didatangkan dalam
syariah untuk diterima oleh manusia dan mereka dapat memahami
maksud-maksudnya. Kedua, seandainya dalil itu tidak mengakui
akal, maka berarti akan mengarah kepada pembebanan sesuatu
hukum yang tidak mampu dilaksanakan oleh manusia. Padahal
masalah kemampuan bertindak baru dapat diketahui melalui akal.
Sebab itu, anggapan yang menyatakan akal tidak berperan dalam
pandangan Asy-Syatibi tidak dapat dipertahankan, baik menurut
syara’maupun menurut akal sendiri. Ia menyatakan bahwa kita juga
harus menyertakan akal, sekalipun akal hanyalah merenungkan
apa-apa di balik syarz, maka dari sistem semacam inilah terealisa-
sinya penggunaan dalil-dalil secara padu. Ketiga, berdasarkan
penelitian mendalam, tempat pembebanan hukum itu adalah akal,
sehingga tanpa akal maka tidak ada beban.% Persoalan beban atau
taklif menurutnya sangat berkaitan dengan persoalan hubungan
antara dalil-dalil hukum Islam (wahyu) dan adat (tradisi) yang
dimiliki dan dilakukan oleh orang-orang mukallaf; sebagai
makhluk budaya. Sebab itu, diskusi tentang hubungan nash-nash
dengan tradisi tersebut menjadi penting.

C. Hubungan Nash-Nash Hukum dengan Tradisi

Dalam bahasa Arab, tradisi disebut 44 atau %7f; dan dalam
bahasa Inggris disebut dengan custom, practice, legal practice.5
Kata al-wurf, juga dapat berarti al-ma’rifah, yang mengandung arti

64. Ibid, Jilid 3. hlm. 19.

65. Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (New York: Ithaca, t.t.), him.
654 dan him. 606.
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pengenalan secara baik (ma7il) terhadap sesuatu dan diterima
oleh akal sehat. Pengertian ini sejalan dengan makna a/-urf dalam
firman Allah:

Jadilah engkau pemaaf dan surublah orang mengerjakan yang ma'ruf,
serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodob. (QS Al-Araf
[7]: 199)

dan makna al-marif, lawan kata al-munkar, seperti penafsiran
Muhammad Rasyid Ridha® terhadap firman Allah:

...yang menyuruh mercka mengerjakan yang makruf dan melarang
mereka dari mengerjakan yang mungkar... (QS Al-Araf [7]: 157)

Kendati melegitimasi keberadaan tradisi dengan ayat di atas
tidak diterima secara universal,” namun esensi tradisi yang baik
tampaknya dapat ditoleransi oleh makna ayat tersebuc.

Samakah makna kata a/-urf dan al-4dah dalam kajian ilmu
usiil al-figh? Dalam hal ini, terdapat dua kecenderungan pendapat
ulama: Pertama, ulama yang membedakan antara keduanya.
Menurut mereka a/-4dah adalah sesuatu yang dikerjakan secara
berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.®® Definisi ini
mengandung pengertian yang sangat luas, dan ia dapat bersumber
dari subjektivitas pribadi, seperti kebiasaan tidur, makan, minum,
atau bersumber dari objektivitas masyarakat, seperti kebiasaan
melakukan upacara-upacara tertentu atau bersumber dari nazure,
seperti kebiasaan cepat atau lambatnya seseorang menjadi bdlig,
atau bersumber dari hawa nafsu dan akhlak magmimah, seperti
kebiasaan mabuk-mabukan dan lain-lain. Sedangkan 4/-urfadalah

kebiasaan mayoritas suatu kaum, baik dalam perkataan maupun
perbuatan.® Dengan demikian, a/-4dah lebih luas dari al-urf-

66. Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Mandr, Jilid 9, (Beirtr : Dar al-Fikr, 1367
H), hlm.227.

67. ‘Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz fi Ustd al-Figh, hlm. 254.

68. Ahmad Fahmi Abu Sunnah, al- Urfwa al-Adab fi Ra i al-Fugahi, (Mesir: Dar
al-Fikr al-‘Arabi, tr), hlm. 8.

69. Mustafs Ahmad Az-Zarqa, al-Madkhal Alé al-Figh al-Amm, Jilid 2, (Beirar: Dar
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Kedua, ulama yang menyamakan kedua kata tersebut. ‘Abdul
Wahhéb Khallaf mengemukakan bahwa a/- #7fadalah sesuatu yang
telah dikenal oleh masyarakat dan mereka telah melakukannya, baik
perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu. Selanjutnya, dia
mengatakan bahwa dalam terma para ahli hukum syara), tidak ada
perbedaan antara 4/-%rf dan al-4dah.” Hemat saya, pandangan
yang menyamakan keduanya dapat dipahami dalam konteks
pengertian yang khusus, yakni a/-‘urf dan al-%4dab dalam arti
kebiasaan yang berlaku bagi kebanyakan orang, bukan kebiasaan
pribadi. Dalam konteks inilah, kaidah a/- 3dah mubakbamal dapat
dipahami sebagai pendukung eksistensi 2/- %rf dalam penetapan
hukum.

Mengenai hubungan nash dan tradisi ini, secara umum dapat
dilihar dari segi tradisi masyarakat yang tidak dijelaskan dalam nash
Al-Quran secara khusus, seperti dalam bidang mu4malah méliyab.
Asy-Syari’tidak mengatur sistem perdagangan atau kerja sama usaha
umpamanya, melainkan hanya sebagai korektor yang konstrukif,
Nabi Muhammad bersama kaum muslimin ketika hijrah dari
Makkah ke Madinah menemukan suatu tradisi masyarakat yang
melakukan berbagai macam mu4malah, seperti musiqah, menjual
buah-buahan sebelum matang, jual-beli mulémasah, munsbasab,
dan lain sebagainya. Sebagian dapat diterima, seperti jual beli yang
terorganisasi atau bentuk-bentuk persercan dan lain-lain, seperti
musydrakah dan mudbdrabah. Sebab, tidak terdapat unsur yang
dilarang dan tidak ada unsur yang merusak tatanan masyarakat.
Sebagaimana juga ia menemukan bentuk tradisi bermu4malzh
yang masih perlu dikoreksi, umpamanya praktik pinjam-memin-
jam yang mengandung unsur gzrar dan jual-beli yang disebut 27’
al-mulédmasah.”

al-Fikr, 1968), hlm. 840.

70. ‘Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Usél al-Figh, hlm. 89.

71. Muhammad Al-Madant, Mawitin al-litihid f; asy-Syariab al-Islimiyah. (Beirtit:
al-Makrab al-Islimi, t.t.), hlm. 22. '
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Asy-Syatibi, sebagaimana para ahli hukum Islam lain,
mengakui keberadaan tradisi (4dah) dalam pengembangan hukum
Islam. Dalam al-muwiéfagit, ia menggunakan istilah 4dab untuk
beberapa arti: Pertama, ‘adah berarti kebiasaan dan perilaku
manusia semata-mata, seperti makan, minum, gembira, sedih,
tidur, jaga, mendapatkan kebaikan dan kesenangan, menghindari
atau menjauhi rasa sakit dan derita, dan lain-lain.”? Adzh semacam
ini sifatnya umum, tidak berbeda dengan berbedanya masa, tempat,
dan keadaan. Kedua, ‘adah berarti adat istiadat atau custom, seperti
keadaan berpakaian, tempat tinggal (bentuk rumah), keramahta-
mahan, lambat dan cepat dalam berbagai urusan, egoistis, dan
tergesa-gesa.”” Juga masuk dalam kategori ini seperti adat istiadat
pra-Islam, umpamanya diydt, qasidmah, berkumpul pada hari
ardbah (Juat), girddh, kiswah al-ka’bah, dan lain-lain.”* Berbeda
dari macam yang pertama, adat macam kedua ini dapat berbeda
dengan perbedaan masa, tempat, dan keadaan. Ketiga, Gdah
sebagai imbangan dari ibadah. Dengan demikian, istilah Zdab
yang dimaksudkannya berarti mu'amalar dalam istilah para ulama
yang lain. Istilah 4dah untuk pengertian mumalit ini juga telah
digunakan oleh sejumlah ahli hukum kenamaan, di antaranya
Al-Ghazili seperti terdapat dalam kitabnya Ihyd uliim ad-Din.”

Penggunaan kata adat untuk beberapa arti di atas, terutama
sebagai imbangan dari kata ibadah, pada gilirannya melahirkan
persoalan tentang hubungan nash-nash atau syarizh dengan adat
atau tradisi. Bagi Asy-Syatibi, pembebanan terhadap mukallaf
didasarkan kepada kontinuitas tradisi para mukallaf. Ini bisa
dipahami, karena hukum itu sangat berkaitan dengan af 4/
al-mukallafin yang merupakan implementasi dari adat mereka.

72. Abi Ishaq Ibrahim ibn Miisi Asy-Syatibi, al-Muwidfaqés f; Usiil asy-Syari'ah, Jilid
2, hlm. 266.

73. Ibid.

74. Ibid., him. 233.

75. Lihat sistematika ajaran Islam yang ditawarkan Al-Gazali dalam masterpiece-nya
Ihyi@ ‘Uliem ad-Din ketika ia membicarakan rublal-4dar.
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Sebab itu, keberadaan dan keberlangsungan adar di dunia wujud ini
dalam kaitan dengan hukum merupakan suatu keniscayaan, bukan
dugaan.” Selanjutnya, ia mengatakan bahwa seandainya adat-adat
dalam alam maujiidét ini berbeda, maka perbedaan itu menuntut
atau mengharuskan perbedaan proses penentuan hukum, serta
menuntut perbedaan klasifikasi hukum dan perbedaan al-£bizib.”
Ini berarti perbedaan adat dapat memengaruhi aplikasi hukum,
dan ini dapat ditoleransi sepanjang pemikiran hukum Islam.
Asy-Sy4tibi telah membagi “dub (adat) kontinuitas kepada
dua macam:”® Pertama, al-1wa'id asy-syariyahb, yaitu adat yang
ditetapkan atau ditiadakan oleh dalil syara’. Artinya, syara’ telah
memerintahkannya sebagai wajib atau n4dab, atau melarangnya
sebagai larangan makruh atau haram, atau syara’ mengizinkannya
untuk dilakukan atau ditinggalkan. Pembahasan adat semacam ini
tidak begitu penting diperluas dalam wacana hubungan syzr#zh atau
nash-nash dengan adat, karena Asy-Syatibi sendiri menyebutnya
sebagai sama dengan semua perkara syarizh. Aras dasar ini, tidak
dibenarkan, umpamanya kalau ada orang mengatakan bahwa
membuka aurat bagi orang dewasa bukanlah suatu hal yang
tercela atau buruk, sehingga dibolehkan. Seandainya dibolehkan,
berarti menghapuskan hukum-hukum yang tetap dan kontinu.
Padahal penghapusan setelah Nabi meninggal dunia adalah batal.
Mengingat adat macam yang pertama ini sifatnya tetap, maka ia
sama dengan hukum-hukum syar7zh yang tetap dan terus-mene-
rus.” Kedua, al- 4wa’id al-jariyah, yaitu adat-adat yang berlaku pada
manusia tanpa ada dalil sya4’secara khusus yang menetapkan atau
meniadakannya. Adat semacam inilah yang dikembangkan dalam
kajian tentang hubungan nash-nash dengan adat atau perubahan

76. Abti Ishaq Ibrahim ibn Miisa Asy-Syatibi, al-Muwifagét f Ust] asy-Syari'ah, Jilid
2, hlm. 226

77. Ibid, blm., 217

78. Ibid, hlm. 215-216.

79. Ibid, hlm. 216
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sosial. Al-‘awaid al-jériyab ini terkadang: (1) bersifat tetap, seperti
adanya nafsu makan, minum, berbicara, berjalan, dan lain-lain,
yakni adat yang tidak akan mengiringi waktu, tempat, dan keadaan,
dan (2) terkadang mengalami perubahan.®

Al-awa’id yang mengalami perubahan ini oleh Asy-Syatibi
ditafsirkan sebagai berikut: (1) perbedaan atau perubahan nilai
tradisi suatu masyarakat dari baik kepada buruk atau sebaliknya.
Ia memberikan contoh bahwa tradisi membuka kepala bagi
perempuan mempunyai sifat murdah, yang jelek di wilayah Timur
dan tdak jelek di wilayah Barat. (2) Perubahan dan perbedaan
dalam pengungkapan tujuan yang disebabkan perbedaan tingkat
kemajuan peradaban. Perbedaan ini dapat terjadi di antara
bangsa-bangsa atau di antara kelompok dalam suatu bangsa.
Umpamanya perbedaan dalam penggunaan bahasa teknis dari
berbagai bidang pekerjaan dan profesi, seperti dalam sumpah,
transaksi, talak dengan cara sindiran (kindyah) atau jelas (sarib). (3)
Perbedaan perbuatan atau tindakan dalam pergaulan, seperti tradisi
menerima mahar sebelum bercampur, tradisi kontan atau berhutang
dalam jual-beli. (4) Perbedaan yang diakibatkan oleh pertimbang-
an faktor-faktor eksternal dari mukallaf, seperti perbedaan kriteria
usia dewasa dengan mempertimbangkan kebiasaan manusia,
berdasarkan mimpi basah, Aaidh atau pertimbangan usia. (5)
Perbedaan karena ada hal-hal yang terjadi yang menyalahi tradisi
umum, sehingga bagi yang mengalaminya mempunyai tradisi
yang berbeda dari tradisi orang lain. Contohnya, seseorang yang
karena mengalami luka tertentu tidak dapat kencing secara lazim.
Cara kencingnya yang tidak lazim tersebut menjadi adat baginya.®'
Dengan demikian, Asy-Syatibi memandang ada perubahan dalam
adat, dan ini secara implisit dia mengakui adanya hukum yang
harus berubah ketika terjadi perubahan adat. Konsep perubahan

80. lbid.
81. Ibid, hlm. 217
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hukum dengan adanya perubahan adat yang digagas Asy-Syatibi ini
sebelumnya juga telah diperkenalkan oleh Ibn Al-Qayyim.®

Selanjutnya, dengan memegang hukum kausalitas dalam hal
hubungan adat dan hukum Islam, Asy-SyAtibi menyatakan bahwa
adat merupakan szbab (penyebab) bagi adanya musabbab (hukum).
Umpamanya tentang kemampuan fisik untuk melakukan suatu
perbuatan atau keadaan bdlig, dan lain-lain. Karena hal-hal itu
merupakan sebab-sebab langsung bagi musabbab (hukum), dan
hal-hal itu diatur oleh pembuat syara’. Sedemikian pentingnya
prinsip ini, dia merumuskan kaidah yang berbunyi Ikhtilsf
al-abkim inda iktildf al-awd’id.® Artinya, perbedaan hukum
ketika terjadi perbedaan tradisi atau adat, manakala adat berubah
dan berbeda, maka hukum pun dapat berubah dan berbeda.

Dengan pemikiran semacam ini, bagi Asy-Syatibi ada
hukum-hukum masalah-masalah yang tidak tercakup dalam
nash-nash hukum yang partikular, yang karenanya perlu diteliti
lebih lanjut aturan berdasarkan nash-nash universal. Alasan yang
dikemukakannya adalah bahwa masalah-masalah yang didiamkan
oleh asy-Syari’ adalah al-‘afiu (kemaafan). Para ulama telah
mencoba memberikan jawaban-jawaban terhadap masalah diamnya
asy-Sydri’ terhadap hukum suatu masalah ini, dengan menyatakan
bahwa setiap kasus dijelaskan oleh cakupan makna nash dan dapat
diketahui melalui qiyas terhadap nash tersebut. Selain itu, persoalan
ini dapat diselesaikan dengan beberapa cara lain seperti dengan cara
istighab, merujuk pada syaru man qabland, atau dengan melakukan
penzakhsisan terhadap keumuman nash.®

Asy-Syétibl memandang bahwa maskit ‘anku dalam masalah
hubungan hukum Islam dengan adat merupakan problem serius.

82. Syamsuddin Ibn Al-Qayyim, I'lam al-Muwiqi’in ‘an Rabb al-Alamin, (Beirtr:
Dér al Fikr, 1977), him. 3.

83. Abi Ishiq Ibrahim ibn Mtisa Asy-Syatibi, al-Muwifagas f; Usiil asy-Syari ah, Jilid
2, hlm. 217.

84. Ibid.
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Dalam analisisnya, maskiit ‘anbu itu dapat dibagi kepada dua
jenis:®> Pertama, jenis maskit anhu yang tidak ada sebab langsung
untuk mengeluarkan perintah, karena itu pembuat hukum tidak
mengatakan apa-apa. Maskit ‘anbhu dalam konteks ini seperti
masalah-masalah yang terjadi setelah Rasul meninggal dunia,
yang pada masa Nabi masih hidup masalah tersebut tidak ada,
sehingga asy-Sydri’ mendiamkannya. Tegasnya, pada masa Nabi
kebutuhan tentang hukum itu belum ada, tetapi setelah Nabi
meninggal kebutuhan tersebut dirasakan ada. Dalam hal ini, ahli
hukum haruslah melakukan penelitian dan menetapkan hukumnya
berdasarkan atau memproyeksikannya kepada dasar-dasar yang
universal, seperti pengumpulan mushaf Al-Quran, pembukuan
ilmu, jaminan upah dalam pertukangan, dan lain-lain, yang pada
masa Nabi kebutuhan-kebutuhan semacam itu belum ada. Kedua,
jenis maskit ‘anbu yang ada sebab langsung, tetapi asy-Sydri’
tidak menetapkan hukumnya. Maskit anhu dalam konteks ini,
menurut Asy-SyAtibi, harus dipahami bahwa keberlakuan suatu
hukum adalah sebagai apa adanya. Artinya, tanpa melakukan
penambahan dan pengurangan terhadap apa yang telah ditetapkan
asy-Sydri’. Apa yang telah ditetapkan itulah yang diinginkan oleh
asy-Sydri’. Penambahan terhadap hukum dianggap sebagai bid'ah
dan bertentangan dengan apa yang dikehendaki asy-Sydri’. Contoh
kasus yang dikemukakannya adalah tentang tidak disyariafkan-
nya sujud syukur dalam mazhab Malik, karena di satu pihak tidak
dilakukan oleh Nabi pada masanya, tetapi di lain pihak motif atau
faktor pendorong orang untuk melakukannya itu ada dan tidak
terpisahkan dari kehidupan umat manusia, yaitu sebagai manifesta-
si dari rasa terima kasih terhadap nikmat yang diberikan Tuhan.
Dengan demikian, sikap diam asy-Sydri’ atau ketiadaan Nabi
melakukan sujud syukur mengandung magdsid asy-syari'ab, yaitu
bahwa sujud syukur memang tidak ada dalam ajaran hukum Islam.

85. Ibid., him. 310.
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Jadi, diamnya asy-Sydri’ dalam masalah ini merupakan bagian dari
larangan melakukan penambahan-penambahan terhadap nash.

Apabila kita mencermati contoh yang dikemukakan oleh
Asy-Syatibi, baik dalam jenis pertama maupun keduanya, terlihat
ada perbedaan signifikan. Maskdit anhu jenis pertama tampaknya
berkaitan dengan masalah mu%malah dan kepentingan umum
masyarakat, sedangkan maskdt anhu jenis kedua berkaitan dengan
ibddah. Berbeda dari masalah mu'4malah dan kemasyarakat-
an, dalam masalah ibadah tidak dibenarkan adanya penambahan
dan pengurangan, karena penambahan atau pengurangan dapat
dianggap bid'ah.¥

Dengan demikian, ada hubungan fungsional antara nash-nash
hukum dengan tradisi ini, yang dapat disebut sebagai fungsi
kontrol nash terhadap tradisi. Ini terlihat dari kajian para ahli
hukum Islam ketika membicarakan tentang validitas tradisi, dengan
mengemukakan kriteria yang tidak bertentangan dengan nash-nash
syara’. Ringkasnya, nash-nash hukum berfungsi sebagai korektor
(an-niqid al-musaphik) terhadap berbagai bentuk tradisi.

Kajian Asy-Syatibi tentang hubungan antara nash-nash hukum
dengan akal dan hubungan nash-nash hukum dengan tradisi serta
hal-hal yang maskit ‘anhu melahirkan gagasannya tentang arti
penting ijtihad dalam pengembangan hukum Islam. Seperti ulama
lain, ja merumuskan ijtihad sebagai upaya pengerahan kemampuan
maksimal dalam menggali hukum syara) baik yang bersifat pasti
maupun dugaan kuat.” Ja memandang bahwa dalam sebagian
persoalan, ijtihad harus tetap dilakukan dan memang sangat
diperlukan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, ijtihad dengan
sendirinya tidak diperlukan. Hal ini karena kasus-kasus yang
muncul dalam masyarakat terkadang aturan hukumnya telah ada
dalam nash secara tegas dan adakalanya hanya disebutkan secara

86, Ibid, jilid 2, hlm. 311-312.
87. Abi Ishaq Ibrahim ibn Misi, Asy Syatibi, a/ Itisim, jilid 2, hlm. 113-115.
88. Abi Ishaq Asy-Syatibi, al-Muwifagat fi Usi asy-Syari'ah, him 59.
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garis besar. Tanpa adanya ijtihad, aturan Islam dirasa sangat sempit
dan kehilangan daya ayomnya.

Starting point konsep ijtihad Asy-Syatibi adalah teori tentang
tambatan suatu hukum, yang dikenal dengan a/-mandt. Dalam
pandangannya, ijtihad itu ada dua bagian: Pertama, ijtihad yang
tidak mungkin terputus hingga terputusnya hukum, yakni hari
kiamat. Kedua, ijtihad yang mungkin terputus sebelum hancurnya
dunia ini.* Bagian pertama adalah ijtihad yang berkaitan dengan
tahqiq al-mandy, yang keberadaannya tidak diperselisihkan oleh
para ulama, yaitu menetapkan hukum dari tempat pengambil-
annya yang bersifat syar7, tetapi masih tersisa peluang penalaran
untuk menentukan tempatnya. Umpamanya, ada perintah Tuhan
untuk bersifat adil (24dlah), maka sifat adil ini harus diterapkan
kepada setiap subjek hukum, sekalipun sifat keadilannya berbeda
antara satu sama lain. Tzbgiq al-mandt semacam ini diidentifikasi-
nya sebagai tahqiq al-manit yang kembali kepada jenis, yang karena
itu bersifat umum.”

[jtihad bagian kedua dibaginya kepada tiga jenis, yaitu:
(1) tangih al-mandg, yaitu suatu proses identifikasi dan seleksi
terhadap kandungan hukum dalam nash dari aspek sifat-sifat
yang berhubungan dengannya. Ini berarti ada beberapa sifat yang
disebutkan dalam nash, kemudian diseleksi hingga dapat dibedakan
mana yang diakui dan mana yang diabaikan. Jenis ijtihad semacam
ini, menurutnya, bukan 646 al-qiyés, tetapi masuk ke dalam bagian
penafsiran lahiriah. (2) kbrij al-mandy, yaitu kembali kepada nash
yang menunjukkan hukum yang tidak menentangi mandt (yakni,
penyimpulan %/lah hukum dalam nash). Jenis ini, menurutnya,
kembali kepada nash suatu hukum di mana mandz tidak disebutkan
dalam nash tersebut. Ia hanya ditemukan melalui penelitian dalam
bentuk al-ijtihéd al-giyisi, Ini menurutnya merupakan bagian dari

89. Ibid, Jilid 4, him. 64.
90. ‘Ibid,, Jilid 4, him. 65.
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tahqiq al-mandy, sebab ia dapat dibagi dua: (a) yang kembali kepada
anwd, seperti telah dikemukakan di atas, bukan kepada asykhis,
seperti menentukan jenis sanksi hukum membunuh binatang
dan menentukan jenis hamba serta memerdekakannya untuk
membayar kaffirah, dan lain sebagainya, (b) yang kembali kepada
tabqiq al-mandy dalam hal memastikan mand¢ hukumnya. Dengan
demikian, tahqiq al-mandt it ada tahqiq al-mands Gmm, seperti
yang telah dikemukakan, dan ada tehgiq al-mandit khéas (rincian)
dari yang 4mm tersebut.”* Dengan demikian, tahqiq al-mands yang
khd; ini berkenaan dengan setiap individu mukmin sebagai subjek
hukum sesuai dengan hal-hal khusus dan kondisi-kondisi yang
relevan dengan masing-masing orang mukmin tersebut. Dalam
konteks ini, mujtahid bertugas meneliti kondisi-kondisi khusus ini
dan menetapkan aturan hukum yang paling tepat dengannya.
Dari contoh sifat adil (#dilah) sebagai kelayakan menjadi saksi
di atas, dapat dipahami bahwa objek tahqiq al-maniy bukan hanya
yang sifatnya umum, yaitu sifat adil sebagai kelayakan menjadi
saksi, tetapi juga posisi seseorang itu dalam kasus yang dihadapi.
Dalam konteks ini, manusia mempunyai kualitas keadilan ( 244/z5)
yang berbeda. Seorang ahli hukum haruslah menentukan orang-
orang yang dianggap adil, sebagaimana menentukan masalah
ganti rugi terhadap hewan peliharaan atau benda. Asy-Syaribi
tampaknya telah mencoba merumuskan suatu konsep baru yang
berbeda dari konsep-konsep ulama sebelumnya. Pandangan ini
mempunyai titik temu dengan pemikiran Ibn Qudamah, seperti
terlihat dalam rumusannya tentang konsep a/-manit.” Terlepas
dari ini, Asy-Syatibi tampaknya telah berhasil menangkap pesan
yang terkandung dalam hadis Nabi yang memberikan jawaban
bervariasi terhadap suatu pertanyaan yang sama, karena perbedaan
latar belakang dan kondisi yang dimiliki oleh masing-masing

91. Ibid,, Jilid 4, hlm. 68-69.
92. Muwaffaquddin Ibn Qudimah, Raudah an-Nidzir wa Junnah al-Munishir,
(Beirut: Dir al-Kutub al-Ilmiyah, 1987), hlm. 677-678
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audiens.”

Sebagaimana para ahli hukum Islam lainnya, Asy-Syatibi juga
merumuskan kriteria pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang
mujtahid sekalipun dalam formulasi yang berbeda. Hampir setiap
literatur ilmu usi/ al-figh standar telah membicarakan syarat-sya-
rat bagi seseorang yang ingin berijtihad, yang dapat diringkas
kepada syarat pengetahuan mendalam tentang bahasa Arab, karena
Al-Quran dan Sunnah berbahasa Arab, tentang ijmd, ndsikh-man-
siikh, badis-hadis Nabi, dan pengetahuan tentang kaidah-kaidah
penetapan hukum yang tersimpul dalam disiplin ilmu #s#/
al-figh**

Dalam pandangan Asy-Syatibi, ijtihad itu dapat dilakukan
oleh seseorang yang telah memenuhi dua unsur penting, yaitu:
Pertama, memahami magqdsid asy-syari’ah secara sempurna.
Kedua, dapat melakukan pencarian hukum dari lafaz-lafaz syara’
berdasarkan pemahamannya terhadap magqdysid.” Tegasnya,
memahami maqdsid asy-syari’ah dan memahami bahasa Arab.
Dalam aplikasinya, menurut Asy-SyAtibi, persyaratan ijtihad
tersebut bersifat kondisional, masing-masing masalah yang sedang
dihadapi dalam hal-hal tertentu berbeda, sehingga persyaratan-
nya pun juga harus disesuaikan. Apabila masalah yang dihadapi
itu ditunjuk atau dinyatakan oleh nash-nash, maka pengetahuan
memadai tentang bahasa Arab jelas suatu keniscayaan. Sedangkan
persyaratan lain dapat diambil dari rumusan para ahli hukum
Islam sebelumnya. Tetapi, apabila masalah yang dihadapi itu
tidak dinyatakan oleh nash-nash, maka pengetahuan bahasa Arab
yang mendalam tidak diperlukan, tetapi yang diperlukan adalah

93. Hasbi Ash-Shiddieqy, Problematika Hadits Sebagai Dasar Pembinaan Hukum
Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1964), him. 43-44.

94. Abfi Himid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, al-Mustagfs i Usiil
al-Figh, hlm. 51.

95. Abf Ishiq Ibrahim Ibn Miisi Asy-Syatibl, al-Muwiéfaqgéit fi Usil asy-Syari ab, Jilid
4, hlm.76
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prinsip-prinsip universal dan filosofis hukum yang berintikan
maslahat dalam kemasan maqdyid asy-Syari'ah.®

Dalam menafsitkan pemikiran Asy-Syitibi di atas, Al-Alimi
mengemukakan bahwa pengetahuan tentang magisid asy-Syart'ah
berarti seorang mujtahid harus mempunyai pengetahuan tentang
tujuan tujuan hukum, %/ah-llah hukum, prediksi kemaslahat-
an masyarakat, dan pengetahuan kondisi sosial masyarakat.””
Pengetahuan bahasa Arab berarti seorang mujtahid harus
memahami bahasa Arab yang dapat memahami pembicaraan orang
Arab, baik menyangkut mufradit maupun gaya bahasa dalam
pengungkapan.”®

Kendati demikian, sebagaimana pernah dilakukan Al-Ghazals,
Asy-Syatibi juga tetap memberikan toleransi kepada ahli bukum
yang tidak mempunyai pengetahuan mendalam tentang dua
persyaratan tersebut. Ini artinya, ia mengakui peringkat mujtahid
yang dikenal di kalangan ahli hukum sebagai mujtabid f; al-masi’il.
Pemahaman ini diambil dari pandangannya, bahwa seorang ahli
hukum yang menghadapi suatu persoalan baru tidaklah harus
memiliki pengetahuan komprehensif seperti yang dimiliki oleh
mujtahid mutlak.”” Yang diperlukan oleh ahli hukum tersebut
hanya pengetahuan tentang aspek-aspek berkenaan dengan proses
pemecahan persoalan yang dihadapinya itu. Ia boleh memanfaat-
kan kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan oleh seorang
mujtahid sebelumnya. Alasannya adalah bahwa para mujtahid
besar pun sebenarnya bukanlah orang yang memiliki pengetahuan
mendalam tentang segala aspek yang diperlukan untuk ijtihad. Abi
Hanifah dan Syaf’t umpamanya, bukanlah orang yang menguasai
ilmu hadis sepenuhnya, dibanding ulama-ulama jadlis kenamaan,

96. lbid.
97. Ahmad Al-‘Alimi, Usiil al-Figh Asasiyét wa Mabdds, (Beirut: Déar Ibn Hazm,
2001), him. 183
98. lbid., hlm. 181.
99.  AbiIshaq Ibrihim Ibn Mish Asy-Syatibl, al-Muwdifagés f; Usil asy-Syari ab, him.
68. '
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namun keduanya diakui dunia Islam sebagai mujtahid mutlak,
pendiri aliran hukum.'®

Dengan demikian, biar bagaimanapun, untuk memahami
hukum-hukum #jtibddiyab diperlukan kemampuan daya nalar
dengan menggunakan berbagai metode yang mengacu kepada
terealisasinya kemaslahatan yang tidak dipengaruhi oleh pemikiran
asumtif semata-mata dan juga oleh hawa nafsu. Dalam upaya
mengantisipasi subjektivitas dalam penetapan suatu hukum
masalah ijtihidiyah, Asy-Syatibi telah mengidentifikasi maslahat
yang diakui oleh hukum Islam, dengan menawarkan dua kriteria
pokok sebagai berikut: Pertama, al-Amr al-A’zham (perkara
dominan dari maglahah-mafsadah).’” Patron ini menggariskan
bahwa dalam penetapan hukum Islam, sesuatu itu dapat dipegangi
atau diambil apabila ada unsur kemaslahatan yang dominan.
Sebaliknya, sesuatu tidak dapat dipegangi dan harus ditinggal-
kan manakala unsur mafsadatnya lebih dominan. Pertanyaan yang
muncul adalah, siapa yang berhak menentukan dominan atau
tidaknya? Idealnya, yang menentukannya adalah asy-Sydri’ (Tuhan
dan Nabi). Tetapi, dalam tataran aplikatifnya, yang berhak itu
adalah orang yang memahami betul bidang yang dipersoalkan (ar-
rdsikhin fi al-ilm), baik mujtahid, intelektual, maupun pemikir
Islam. Untuk menghindari adanya penetapan kriteria yang liar,
sebaiknya persoalan yang dihadapi tersebut dilakukan oleh suatu
lajnah yang anggotanya terdiri dari pakar berbagai disiplin ilmu
yang terkait.

Kedua, apa pun yang ditegakkan atau dilaksanakan dalam
kehidupan di dunia ini, haruslah mengacu kepada kehidupan
akhirat. Sebagai kelanjutan dari kriteria pertama, maka seandainya
suatu /zjnab di atas mendapat kesulitan untuk menentukan mana
faktor yang paling dominan, maka kriteria kedua inilah yang harus

100. Ibid.
101. Zbid., hlm. 30.

115



dipedomani. Asy-Syatibi tampaknya sangat konsisten dengan
pendiriannya yang tidak mau memisahkan aktivitas di dunia
dengan dampak atau efeknya di akhirat. Baginya, metode apa saja
yang digunakan dalam penetapan hukum Islam melalui ijtihad,
haruslah mengacu kepada kerangka semacam ini.

Pandangan Asy-Syatibi tentang dalil-dalil hukum berupa
nash-nash, hubungan antara nash-nash hukum dengan akal, nash-
nash hukum dengan tradisi yang memunculkan pentingnya ijtihad,
memperlihatkan upaya maksimalnya yang konsisten untuk tetap
mempertahankan kesatuan dasar-dasar syarizh dalam penerapan
nash-nash hukum dengan tetap mempertahankan eksistensi akal
dan tradisi masyarakat atau perubahan sosial.

Selanjutnya, mengingat Al-Quran dan Sunnah merupakan
dalil-dalil dalam bentuk nash-nash (teks-teks) berbahasa Arab,
maka sebagaimana para ahli hukum Islam, Asy-Syitibt juga
mengelaborasi tentang bahasa hukum yang digunakan dalam
dalil-dalil tersebut.'® Mengiringi kesepakatan mereka bahwa
baik Al-Quran maupun Sunnah adalah berbahasa Arab, muncul
pertanyaan tentang apakah di dalam Al-Quran terdapat bahasa
selain bahasa Arab? Pertanyaan semacam ini, menurut Asy-Syatibi,
sebenarnya tidak signifikan. Sebab, penekanan ungkapan bahwa Al-
Quran diwahyukan dalam bahasa Arab adalah bukti bahwa bahasa
Al-Quran itu telah ma’hid (dikenal) di kalangan orang-orang Arab.
Artinya, kata-kata tertentu yang sering dianggap bukan berasal dari
bahasa Arab telah digunakan dan dipahami oleh bangsa Arab.!3

Terlepas dari itu, aspek kebahasaan nash-nash Al-Quran dan
Sunnah telah mendorong para ahli hukum Islam untuk melakukan
kajian serius dalam upaya memahami kandungannya, sehingga
muncul teori-teori penetapan hukum Islam verbal yang dikenal
dengan al-gawd’id al-usiliyah atau dalam bahasa metodologis

102. Ibid., him. 65-66.
103. Ibid., him. 66.
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disebut ar-Tarigah al-lafzhiyah, seperti akan diuraikan.

D. Metode Penetapan Hukum Islam Verbal (Lafzhiyah)

Metode penetapan hukum Islam verbal merupakan metode
langsung dalam memahami petunjuk dari bentuk-bentuk bahasa
nash-nash hukum Islam. Pandangan Asy-Syatibi yang saya anggap
perlu dikemukakan di sini adalah tentang amar dan nabi, dalslah
al-alfizh ‘ali al-abkim mubkam-mutasydbibh, mujmal-mubay-
yan, yang berbeda dari yang umumnya dilakukan oleh para ahli
hukum Islam. Sedangkan bentuk-bentuk yang lain dikemukakan
dalam bab selanjutnya, sebagai contoh produk dari metode yang
dikembangkannya.

1. Amar dan Nahi

Dalam sistematika ilmu ugi! al-figh, lafaz amar dan nahi ini
masuk dalam kategori lafaz £545 untuk dimensi pembebanan. Amar
mengandung makna tuntutan melakukan sesuatu dengan berbagai
variasi bentuk, seperti fi7] amar, fi’il mudhiri’ yang disertai lim
al-amy, magdar penggant 2 il amar, isim fiil amar, lafaz-lafaz berita
yang mengandung makna perintah. Kebalikan dari amar adalah
nahi, yaitu lafaz yang mengandung tuntutan meninggalkan sesuatu
dengan berbagai bentuk, seperti i/ nabi, yakni fi'il mudhéri’yang
disertai ldm an-nihiyah, berita yang mengandung arti larangan,
lafaz-lafaz yang mengandung makna larangan atau sifat-sifat
tercela, atau ungkapan berita yang digunakan untuk larangan.

Sejalan dengan para ahli hukum Islam lainnya, secara
filosofis, Asy-Syatibi menyatakan bahwa amar dan nahi pada
dasarnya merupakan suatu lafaz yang menunjuk kepada pengertian
tuntutan dan keinginan dari pihak yang memerintah (dmir).
Tetapi, amar bertendensi kepada tuntutan untuk melakukan dan
keinginan untuk mewujudkan sesuatu, sedangkan nahi bertenden-
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Ja huwa wajib, dan juga pada masalah al-amr bi asy-syaifa huwa
nahyun an dbiddib, dan lain-lain dari perintah dan larangan yang
berdampak pada perbuatan lain, yang tidak dimaksudkan untuk
dirinya sendiri. Ia mencontohkan bahwa ketika kita jumpai nash-
nash yang menyatakan bahwa “Tuhan tidak menyukai orang-orang
yang berlebihan”, maka kita secara tegas dapat menyatakan bahwa
ungkapan tersebut bukanlah perintah atau larangan yang jelas.
Tetapi, mengandung makna atau alasan bahwa Tuhan tidak
menyukai sesuatu yang berlebihan, sehingga dapat disimpulkan
bahwa kalaupun tidak dilarang, minimal pemborosan itu tidak
dikehendaki Tuhan."'® Kalau kita proyeksikan kepada pendapat
para ahli hukum Islam lain, amar dan nahi yang dikemukakan Asy-
Syatibi dalam bentuk ini merupakan amar dan nahi dalam kategori
berita yang mengandung makna perintah.

Lebih lanjut, Asy-Syatibi menyatakan bahwa perintah
atau larangan tersebut ada yang sifatnya mengikat dan ada yang
sifatnya tidak mengikat. Dari konsep sermacam ini, dapat ditarik
pola-pola hukum seperti yang dikenal selama ini. Sifat mengikat
bagi perintah melahirkan pola hukum wajib, sedangkan yang
tidak mengikat melahirkan pola hukum sunnat. Sedangkan sifat
mengikat untuk larangan melahirkan pola hukum haram dan
yang tidak mengikat melahirkan pola hukum makruh. Bagaimana
halnya dengan mubah? Masih silang pendapat dan menarik untuk
diteliti lebih lanjut.

Sehubungan dengan hal di atas, seperti telah disinggung,
bahwa fagih-sifi menganggap tidak ada perbedaan signifikan
di antara kategori-kategori tersebut, sehingga menyebabkan
mereka hanya mengakui adanya dua bentuk amar dan nabi yang
dipahami secara kaku, yaitu masing-masing wajib dan haram.
Dalam menanggapi hal ini, Asy-Syatibi mengemukakan bahwa
mereka memahami perintah dan larangan sebagai apa yang kita

110. Jbid., hlm. 110-101.
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pahami dengan “zimah, sementara sunnah dan makruh mereka
pahami sebagai rukhgah. Implikasinya, mereka menganggap dosa
kecil sama dengan dosa besar, dan itu merupakan sikap berlebihan
dalam kesalehan yang tidak pada tempatnya. Sebab, Tuhan
tentunya memiliki tujuan sendiri ketika memperkenalkan rukhsah
dan menjadikannya bagian dari hukum, serta Ia tidak mungkin
memperkenalkannya tanpa tujuan tertentu.!!!

2. Daldlah ar-Alfizh Als al-Abkém

Sebelum Asy-Syitibi, wacana penunjukan lafaz terhadap
hukum (daldlah at-Alfazh Ali al-Abkim) telah menjadi bagian
pembicaraan penting di kalangan ahli hukum Islam lain. Hanafiyah
telah menawarkan empat bentuk lafaz, sebagai berikut:

Pertama, ibdrah an-nash, yaitu penunjukan lafaz kepada
makna yang segera dapat dipahamkan dan makna itu memang
dikehendaki oleh konteks pembicaraan, baik maksud itu as/i
(utama) maupun zabi? (sekunder)."”? Untuk memahami ini, kita
ambil contoh firman Allah tentang perkawinan:

Dan jika kau takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak
perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya), maka kawinlab
wanita-wanita yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian

Jika kamu takut tidak akan berlaky adil, maka kawinilah seorang
saja... (QS Al-Nis?' [4]: 3)

Berdasarkan %64rah an-nash, dapat diambil tiga pengertian,
yaitu dibenarkan mengawini perempuan-perempuan yang
disenangi, jumlah istri dibatasi hingga empart orang saja, dan
jika dikhawatirkan ridak dapat berlaku adil, hanya dibenarkan
mengawini seorang perempuan saja. Maksud 45/f (utama) nash

adalah pengertian kedua dan ketiga, maksud #26:7 (sekunder) nash

111. Ibid., him. 109-115.
112. ‘Ala Ad-Din Al-Bukhari, Kasyf al-Asrar ‘ald Usul al-Figh al-Bazdawi, Jilid 1,
(Beirut: Dir al-Kitib al-‘Arab7, 1307 H), hlm. 67.
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adalah pengertian yang pertama. Maksud ag/i dapat diketahui
melalui latar belakang historis suatu nash.

Kedua, isyirah an-nash, yaitu penunjukan suatu lafaz kepada
makna yang tidak segera dipahamkan, tetapi makna itu tidak
dapat dipisahkan dari makna yang dimaksudkan, baik menurut
akal maupun menurut tradisi, baik makna itu jelas maupun
samar-samar.'”> Untuk lebih mudah dipahami, kita ambil contoh

firman Allah:

Tidak ada sesuatu pun (mahar) atas kamu Jika kamu menceraikan
istri-istrimu sebelum bamu bercampur dengan mereka dan sebelum

kamu menentukan mabarnya... (QS Al-Baqarah [2]: 236)

Berdasarkan ungkapan nash, ayat tersebut mengandung
pengertian kebolehan menjatuhkan talak sebelum bercampur dan
sebelum menentukan maharnya. Tapi, pengertian yang tidak dapat
dipisahkan dari nash adalah sahnya mengadakan akad nikah tanpa
menentukan maharnya terlebih dahulu. Sebab, talak itu tidak akan
terjadi sebelum adanya akad nikah yang sah. Pengertian iltizam
inilah yang dikatakan sebagai isyérah an-nash.

Ketiga, dalalih an-nash, yaitu penunjukan suatu lafaz bahwa
hukum yang didapat dari nash yang disebutkan berlaku pula bagi
perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash, karena ada persamaan
#llah antara kedua macam perbuatan jtu.!" Pengertian ini lebih
mudah dipahami dengan mengambil contoh firman Allah:

..maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya

perkataan uff (ah) dan Janganlah kamu membentak mereka... QS
Al-Isrd [17]: 23)

Berdasarkan ungkapan lafaz tersebut, dapat kita pahami
bahwa kita dilarang mengatakan perkataan uff kepada kedua
orangtua. Tetapi, berdasarkan dalélah an-nash, dipahami bahwa

kita juga dilarang memaki dan memukul kedua orangtua, karena

113. Ibid., him. 68.
114. Ibid., hlm. 72
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sama-sama menyakiti.

Keempat, iqtidhi an-nash, yaitu petunjuk makna yang
dipahami dari balik nash berdasarkan pertimbangan logis, sehinga
diyakini bahwa petunjuk itulah yang dikehendaki.!"® Umpamanya,
badis Nabi yang artinya: “Diangkat dari umatku kesalahan,
kelupaan dan sesuaru yang dipaksakan orang kepadanya. ™'
Berdasarkan ungkapan lafaz tersebut, berarti kesalahan, kelalaian,
dan pemaksaaan tidak mungkin terlepas dari manusia. Tetapi, akal
meyakini bahwa bukan makna itu yang dimaksudkan Nabi. Karena
kenyataannya manusia itu sering salah dan lupa. Sebab itu, yang
diangkat atau dihilangkan dari umat adalah dosa atau hukumnya.
Makna semacam ini diambil berdasarkan igtidhé an-nash.

Variasi lain tentang persoalan ini dikemukakan oleh ulama-ula-
ma mutakallimin atau Syafi'iyah dengan istilah dalil mangiq dan
mafhim. Mangiq adalah suatu hukum yang ditunjuk oleh lafaz
itu sendiri, sesuai dengan ucapan, baik dalam bentuk sarib (jelas),
yaitu lafaz yang langsung dapat dipahami secara mugibagah dan
tadhammun atau bentuk ghairu sarih (tidak jelas), yaitu lafaz
yang diciptakan tidak untuk pengertian lafaz itu, tetapi ada
petunjuk lafaz terhadap hukum yang harus dipahami melalui
iltizim (korelasi), bukan secara mugdbagah atau tadhammun, yang
diperinci kepada tiga bentuk, yaitu: dalalih al-igtidha, dalalih al-
ima, dan dalaléh al-isydrah.""”

Mafhizm adalah suatu hukum yang tidak ditunjuk oleh ucapan
lafaz itu sendiri, melainkan dari pemahaman (implisit) ucapan
lafaz tersebut, yang terbagi kepada dua macam, yaitu: mafhim
muwdfaqab dan mafhivm mukbilafah. Mafhiim muwdfagah adalah

apabila hukum yang dipahami (secara implisit) sama dengan

115. Ibid., hlm. 75.

116. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam Bib talég al-mukah wa an-nési,
nomor 2044 dan 2035.

117. Mugtafi Satd Al-Khin, Afar al-ikhtilsf fi al-Qawidid al-Usuliyab fi ikhilaf al-Fu-
gahé, him. 138-143.
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hukum yang ditunjukkan oleh ucapan lafaz (secara eksplisit), baik
dalam dimensi fahwé al-khitdb (manakala hukum yang dipahami
secara implisit lebih utama dari hukum yang dipahami secara
cksplisit) atau labn al-khitab.

Untuk lebih mudah dipahami, kita contohkan firman Allah
(QS Al-isr4 [17]: 23) di atas. Secara eksplisit, ayat ini melarang kita
berkata uff (kata yang menyinggung perasaan) kepada orangtua;
dan secara implisit, dipahami bahwa kita tidak dibenarkan
memukul orangtua. Pengertian implisit ini lebih utama dari
pengertian eksplisit. Sedangkan lahn al-khitib, manakala yang
dipahami secara implisit sama dengan petunjuk eksplisit (ucapan
lafaz). Seperti memahami tidak dibenarkan membakar harta anak
yatim (makna implisit) berdasarkan larangan memakan anak yatim
(eksplisit) seperti sebutan dalam ayat 10 surah Al-Nis&. Membakar
dan memakan adalah sama-sama menghabiskan harta.

Majhiim Mukhélafah adalah manakala yang dipahami berbeda
hukumnya dari yang ditunjuk oleh ucapan lafaz, baik bentuk
positif maupun negatif. Dengan kata lain, petunjuk lafaz tentang
adanya hukum bagi yang tidak ada nashnya berbeda dari apa
yang ditunjuk oleh ucapan atau mangiq.''$ Ulama Sydfs iyab telah
membagi majhiim mukhélafah kepada beberapa macam, seperti
maghiim sifat, majhim ‘illat, majhiim syarat, majhiom adad, majhiim
gayah, majhiim hasr, dan majhum laqab, seperti yang dapat dilacak
dalam kitab-kitab wusi/ al-figh aliran ini.

Bila konsep Hanafiyah dan Muzakallimin di atas kita cermati,
pada hakikatnya tidak ditemukan perbedaan signifikan. Apa yang
disebut Hanéfiyah dengan isysrah an-nash sama dengan isyarah
an-nash di kalangan Mutakallimin; apa yang disebut Hanfiyah
dengan igtidhd’ an-nash sama dengan igtidhi’ an-nash di kalangan
Mutakallimin; apa yang disebut Hanafiyah dengan dalalih an-nash,
sama dengan majhim muwifagab di kalangan Musakallimin; apa

118. lbid., hlm. 133-134.
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yang disebut Hanfiyah dengan %bdrah an-nash sama dengan
mantuq saribh di kalangan mutakallimin. Namun, Hanifiyah
tidak memberikan formulasi tentang mafhim mukhalafah,
dan menganggapnya sebagai cara penggunaan dalil yang fisid.
Alasannya, penyebutan salah satu sifat bukan berarti meniadakan
sifat yang lain.""?

Sehubungan dengan wacana di atas, analisis Asy-Sytibi dimulai
dengan mengemukakan dua klasifikasi petunjuk lafaz terhadap
makna: Pertama, dilihat dari segi lafaz-lafaz dan ungkapan-ung-
kapan muglag (tidak terkait dengan lafaz atau ungkapan lain)
yang menunjukkan makna-makna mutlag pula, yang disebutnya
dengan petunjuk asli (ad-dalilah al-asliyah). Kedua, dilihat dari segi
lafaz-lafaz dan ungkapan-ungkapan muqayyad yang menunjukkan
makna-makna pembantu, yang disebutnya dengan petunjuk yang
mengikuti (ad-dalélah ar-tibiah). Dari segi pertama, menurut
Asy-Syatibi, semua bahasa adalah sama dan dapat menyampai-
kan kepada tujuan-tujuan mukallaf*® Ini berarti, secara implisit,
memberi kemungkinan kepada seseorang yang tidak memahami
bahasa Arab untuk memahami syari’ah atau hukum Islam.
Atau setidaknya, memberi kesempatan kepada mereka untuk
memberikan sumbangan pemikiran dalam perumusan hukum
yang berkaitan dengan bidang-bidang tertentu. Tetapi, dari segi
kedua di atas, menurutnya hanya tertentu pada bahasa Arab saja.
Karena, sebagai ad-daldlah at-tdbiah yang berfungsi sebagai makna
kbédimah, ungkapan berita sangat tergantung kepada mukhbir,
mukhbar ‘anbu, mukhbar bihi, nafs al-khabar, dalam masa sekarang
dan konteks tertentu, jenis gaya bahasa berupa al-idhih (jelas),
al-ikhfi (tersembunyi), al-#jiz (sedikit ungkapan banyak makna),
al-itnib (panjang ungkapan sedikit makna), dan sebagainya, yang
sering tidak ditemukan dalam bahasa selain Arab.

119. Ibid., him. 145.
120. Abi Ishiq Ibrahim ibn Misa Asy-Syatibl, al-Muwdfaqés fi Uil asy-Syariab,
hlm. 98.
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Berdasarkan konsep dasar klasifikasi makna lafaz di atas,
persoalan yang didiskusikan Asy-Syatibi adalah tentang penggunaan
makna-makna tersebut dalam penetapan hukum. Menurutnya,
dari segi makna asli tidak ada masalah lagi tentang keabsahan
memeganginya sebagai petunjuk atas hukum secara mutlak,
dan perbedaan pendapat pun tidak sampai meluas sama sekali.
Umpamanya, bentuk-bentuk lafaz amar, nahi, umim, khusus,
dan sebagainya, ketika tidak ada indikasi yang mengalihkan dari
tuntutan makna semula. Pandangan Asy-Syatibt ini tampaknya
identik dengan konsep bdrah an-nash di kalangan Hanifiyah dan
konsep Mantiiq di kalangan Mutakallimin atau Sysfi iyab.

Berbeda dari makna 45/f penggunaan makna #36i7 sebagai
petunjuk dalam penetapan hukum Islam, telah terjadi perbedaan
pendapat para ulama yang disebabkan karena status makna #4bi’%
yang merupakan tambahan dari makna ag/7. Asy-Syatibi sendiri,
dalam hal ini, telah mengidentifikasi dua kelompok pemikir yang
dapart diringkas sebagai berikut:*?

1. Pertama, kelompok yang disebutnya musahbih (plural:
mugabhihin), yaitu kelompok yang membenarkan penggunaan
makna #2467’ dalam penetapan hukum Islam. Mereka
mengemukakan argumen sebagai berikut: (1) Jenis ini ada
kemungkinan untuk diakui dalalihnya sesuai dengan apa
yang ditunjuknya dan ada kemungkinan tidak. Kemungkinan
untuk tidak diakui tidak akan terjadi dalam realitasnya, karena
memang ada lafaz yang diciptakan untuk makna semacam
itu, sehingga harus diterima, sekalipun ia adalah makna
tambahan atas makna 4g/s. Jika tidak diakui, maka pembicara-
an tidak sah atau tidak dapat dipahami. Manakala makna ini
menuntut suatu hukum syara, maka tidak boleh mengabaikan-
nya, sebagaimana tidak mungkin mengabaikan makna jenis
pertama. Dengan demikian, makna #6:7 ini haruslah diakui.

121. Ibid., hlm. 63-G8.
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Kalau kita proyeksikan kepada ulama-ulama sebelumnya,
konsep yang dikemukan Asy-Syatibi ini sama dengan apa yang
disebut Hanifiyah dan Muzakallimiin dengan igtidhi an-nash.
(2) sesungguhnya beristidlél (penggunaan dalil) dalam syari’ah
dipandang hanya dari segi bahwa dasar syari’zh itu diturunkan
dalam bahasa Arab, bukan dari segi keadaannya sebagai kalam
saja. Sepanjang bahasa Arab, ja mengandung dua segi makna
yang berkaitan, yakni 47 dan t2b:%, dan dapat dikatakan sebagai
sifat dan maugif atau fasal dan khassah semuanya tidak dapat
dipisahkan. Dengan demikian, mengambil makna segi pertama
(makna asli) saja, tidak segi kedua (makna £26:%), sama halnya
dengan mentakhyis tanpa ada mukhagis dan mentarjih tanpa
ada murajjih, dan itu tidak dibenarkan (44#if). (3) Para ulama
telah mengakuinya dan telah menjadikannya sebagai petunjuk
hukum dari segi makna #46i% dalam banyak kasus hukum.
Banyak contoh yang dapat dikemukakan, seperti makna #43bi7
yang ditarik dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187.
Ayat ini, berdasarkan makna 7467, mengandung kebolehan
seseorang junub sampai pagi bulan Ramadhan dan puasanya
tetap sah, karena kebolehan berhubungan suami-istri hingga
terbit matahari menuntut makna #4467 itu, sekalipun ayat
tersebut bukanlah bertujuan menjelaskan maksud «sli. Karena
yang lazim langsung menyentuh persoalan, yakni makna 45/,
yang bertujuan untuk membolehkan berhubungan suami-istri,
makan, dan minum. Konsep ini tampaknya identik dengan
isydrah an-nash di kalangan HanAfiyah dan Mutakallimin.

. Kedua, kelompok yang disebutnya méni’ (plural: maini‘%in),
yaitu kelompok yang tidak mengakui makna #26i% untuk
digunakan dalam penetapan hukum. Mereka pun mengemuka-
kan alasannya sebagai berikut: (1) makna #4677 ini hanya bersifat
perkiraan (hipotesis) yang berfungsi sebagai pembantu makna
asli dan dengan mengikuti makna /7 tersebut, dalilabnya
terhadap makna hanya sebagai penguat dan penjelas makna

127



agli. Sebagaimana halnya pada lafaz amar yang mengandung
makna celaan, yang karenanya tidak dapat diterima sebagai
makna amar hakiki. Sebagaimana juga dalam surah Yusuf ayat
82, dengan perintah bertanya kepada kampung sebagai hukum.
Ini bukan amar hakiki. Konsep ini identik dengan apa yang
diakui Hanafiyah sebagai igtidhd’ an-nash ‘aglan atau yang
diakui kalangan Mutakallimin sebagai iqtidhi an-nash (dalélah
al-iqtidh4), yang memang diperselisihkan oleh para ahli hukum
Islam. (2) Seandainya makna #24:% dapat dijadikan petunjuk
hukum tanpa makna ayf, berarti ia menggeser makna agli. Ini
berarti menyalahi aturan dasar yang tidak boleh terjadi. (3)
Sesungguhnya penciptaan makna #4677 hanya sebagai pengikut
makna 4gf7, yang tidak boleh diakui. Seandainya diakui, berarti
hal itu sudah keluar dari tujuan penciptaan dasarnya. Akibatnya,
akan terjadi penetapan hukum hanya berdasarkan makna 2367,
dengan mengabaikan tujuan penciptaan bahasa Arab, suatu

tindakan yang tidak dibenarkan.

Masing-masing dua kelompok di atas, menurut Asy-Syati-
bi, mempunyai kelemahan. Mereka melupakan unsur penting
lain, yang disebutnya dengan adab syar’iyah. Dalam melakukan
rekonstruksi dan moderasi terhadap dua kelompok pemikiran
ini, ia menawarkan konsep al-igtidha’ bi al-afil,;"*? yaitu petunjuk
lafaz terhadap makna-makna tambahan dari makna 4% dengan
mengikuti adab-adab syar%yakh yang mudah dipahami oleh setiap
orang yang mempunyai akal sehat, sehingga ia diakui dalam
syariah, dan segi makna kedua (makna #44i%) yang secara umum
tidak lari dari dalélah ini.'?

Adab-adab syar’iyah yang dimaksudkan Asy-Syaribi di
atas adalah gaya-gaya bahasa panggilan yang digunakan dalam
nash-nash hukum, yaitu: Pertama, panggilan Allah terhadap

122. Ibid., hlm. 99.
123. Ibid., him. 97.
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hamba-hamba-Nya dan panggilan hamba-hamba terhadap Tuhan
di dalam Al-Quran terkadang sebagai hikdyah dan terkadang
sebagai zalim. Panggilan Allah kepada hamba digunakan dengan
huruf 7id4’ (huruf yang digunakan untuk memanggil), sedangkan
panggilan hamba terhadap Allah tanpa huruf #id4), karena huruf
nidd’ itu pada dasarya adalah untuk menjagakan, dan Allah
Mahasuci untuk dijagakan. Kedua, panggilan hamba kepada
Tuhan adalah panggilan kegairahan dan tuntutan untuk kebaikan
kondisinya, sehingga dalam Al-Quran sering digunakan dengan
kata Rabb (Wahai Tuhan). Ketiga, Adab syar’iyah itu terkadang
digunakan dengan kindyah dalam hal-hal yang malu untuk
menerangkannya dengan kata yang tegas, sebagaimana kindyah
bagi jim4’ dengan menggunakan kata al-libds dan al-mubdsya-
rah, kindyah bagi qadhi’ hajat (buang air) dengan menggunakan
kata al-g&’it. Keempat, penggunaan ungkapan sesuatu yang jauh
menjadi seakan-akan dekat. Kelima, adab syar’iyah yang nash-nash-
nya tidak menghubungkan kejahatan kepada Allah, sekalipun
Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Keenam, adab syariyah
tentang mundzharah dan berargumen. Ketujuh, adab syar’iyah
dalam memberlakukan semua urusan yang berkaitan dengan adat
yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Dalam kesimpulan-
nya, Asy-Syatibi menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan
yang ada dalam penggunaan makna #4bi% dapat diatasi dengan
memerhatikan segi penting yang disebutnya sebagai al-igtidhi’ bi
al-af 41.'** Asy-Syatibl tampaknya ingin mengatakan bahwa unsur
akhlak (moral) terhadap Tuhan dan sesama manusia haruslah
dipertimbangkan dalam memahami petunjuk-petunjuk lafaz
atau nash-nash terhadap hukum, sehingga unsur /447 dan unsur
manusiawi dapat terpenuhi dalam penetapan hukum Islam.

124. Ibid., him. 97-102.
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3. Muhbam-Mutasyibib

Istilah mupkam dalam pandangan Asy-Syicibi dimaksudkan
untuk dua pengertian, yaitu umum dan khusus. Mubkam dalam
pengertian khusus adalah kebalikan dari mansikh, yang diistilah-
kan para ulama dengan an-ndsikh (yang menghapus). Mubkam
dalam pengertian umum adalah nash yang jelas yang kejelasan
maknanya tidak memerlukan nash lain,'? sekalipun tidak serta
merta langsung dapat diterapkan secara parsial dalam penetapan
hukum Islam, sesuai dengan prinsip dasar epistemologinya.

Kebalikan mubkam adalah mutasyibih, yang juga mempunyai
pengertian khusus dan umum. Dalam pengertian khusus,
mutasyibih adalah nash yang mansiikh. Sedangkan dalam pengertian
umum adalah nash yang maksudnya tidak jelas (bila dilihat) dari
lafaznya itu sendiri,'” dan untuk mendapatkan pengertiannya
tergantung kepada penelitian dan perenungan. Mutasydbih dalam
pengertian umum ini sudah menjadi wacana pembicaraan para ahli

tafsir Al-Quran dalam menjelaskan makna firman Allah:

Dialah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Quran) kepadamu. Di
antara isinya ada ayat-ayas yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi
Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabibat. (QS Ali Tmran
(31: 7)

Termasuk dalam pengertian mubkam dan mutasysbih
kategori kedua (umum) ini adalah dalam sabda Nabi: z/-halsl
bayyinun wa al-hardm bayyinun wa mé bainahuma mutasyibi-
hit.'” Apabila direnungi, didapatkan pengertian al-mansikh,
al-mujmal, azh-zhihir, al-4mm, dan al-mutlag sebelum diketahui
penjelas-penjelasnya, masuk dalam kategori mutasyabih, sedangkan

125. Ibid., Jilid 3, hlm. 50-51.

126. Ibid., him. 51.

127. Hadi$ ini diriwayatkan oleh Bukhast dalam Kitsb al-findn nomor 50, Muslim
dalam kitib al-Musigah nomor 2996, Turmu# dalam kitdh al-Buyit’ an Rasill
Allah, An-Nasa'i dalam kitib al-Buyi’ nomor 4377 dan dalam kitab al-Asyribah
nomor 5614, dan Ad-Dérami dalam kitéé al-Buyit’ nomor 2419.
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an-ndsikh, al-mubayyan, al-mwawwal, al-mukhassas, al-muqayyad
masuk dalam kategori pengertian mubkam.'?®

Asy-Syatibi memandang bahwa ayat-ayat mutasysbibar
kenyataannya memang ada, tetapi kuantitasnya masih perlu
didiskusikan. Ia sendiri memandang bahwa jumlahnya hanya
sedikit, bukan seperti yang dipahami sebagian ulama. Adanya
anggapan banyaknya jumlah ayat mutasydbibat ini tampaknya
merupakan problem kompetensi, kemampuan, dan kepenting-
an individu dalam memahami nash, di samping ada maksud
untuk menghindari benturan dengan problem yang mereka
hadapi yang menyangkut ideologi. Argumen yang dikemukakan
Asy-Syatibi untuk mendukung pendapat tersebut adalah nash di
atas. Proposisi mubkamdit hunna umm al-kitib dalam analisisnya
yang menunjukkan bahwa yang mupkam adalah bagian terbesar.
Sebagaimana ungkapan umm asy-syai’ artinya sebagian besar
sesuatu atau mayoritas. Sedangkan kata wa ukhar mutasyibi-
har menunjukkan kuantitas ayat muzasydbibit hanyalah sebagian
kecil.'¥

Kendati demikian, menurut Asy-Syatibi, mutasydbibir
itu tidak mungkin terdapat dalam ayat yang mengandung
prinsip-prinsip universal hukum. Ia hanya terdapat pada ayat-ayat
partikular yang mengandung persoalan-persoalan khusus, yaitu
aturan hukum yang berkenaan dengan kasus tertentu. Sebab,
apabila bahasa hukum yang menghasilkan prinsip-prinsip universal
tersebut bersifat samar-samar, maka seluruh kandungan syariah
adalah samar dan kenyataannya tidak demikian.' Sejalan dengan
ini, Abdul Karim Zaidin menyatakan bahwa lafaz yang muzasyibih
ini tidak ditemukan dalam ayat atau badis hukum syara’ ‘amaliyab,
karena kandungan nash-nash hukum tersebut dimaksudkan untuk

128. Abii Ishiq Ibrahim ibn Musi Asy-Syitibi, al-Muwiéfaqér fi Usil asy-Syari'ah,
hlm. 51.

129. Ibid.

130. Ibid.
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diamalkan, bukan untuk diyakini semata-mata.'®

4. Mujmal-Mubayyan

Para ahli hukum Islam memandang bahwa lafaz mujmal
adalah lafaz atau ungkapan yang masih memerlukan penjelasan,
seperti kata qurs’yang mengandung arti suci atau paidh. Penjelasan
tersebut maksudnya adalah untuk mengeluarkan sesuatu dari
keadaan yang samar sehingga menjadi jelas. Lafaz yang telah
ada penjelasannya disebut mubayyan.®* Kemujmalan tersebut, -
baik lafaz tunggal atau kalimat sempurna, tidak dapat langsung
digunakan dalam penetapan hukum, sampai ada penjelasan dari
dalil lain, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan.

Tidak seperti para ahli hukum Islam lain yang hanya
bertumpukepada persoalan lafaz, Asy-Sytibi menguraikan masalah
mujmal-mubayyan ini dengan beranjak dari tugas seorang ulama
'sebagai pewaris Nabi.. Ia memandang bahwa Nabi Saw. adalah
penjelas ayat-ayat yang bersifat ijmél, baik dengan perkataan,
per'buatan' maupun persetujuannya. Perkataan, perbuatan, dan
diamnya Nabi merupakan suatu perilaku yang memberi penjelasan
tentang kebenaran dan kewajiban-kewajiban hukum. Banyak ayat
dan badis yang dikemukakan sebagai argumen pandangannya
ini.133 \

Selanjutnya, dia menjelaskan bahwa para ulama adalah
pewaris Nabi, sebab itu penjelasan yang 7jmaé! menjadi haknya
sesuai dengan ke- 4/im-annya tersebut, dan mereka dituntut
melakukan sesuatu hukum sesuai dengan yang dijelaskannya
tersebut sebagai suatu kebenaran, sebagaimana yang dilakukan
oleh Nabi. Penjelasan itu dapat dalam bentuk perkataan ataupun

131. ‘Abdul Karim Zaidan, a/-Wajiz fi Usiil al-figh, (Beirti: Mu'assasah ar-Risalah,
1998), him. 353.

132. Lihat Jaliluddin Al-Mahalli, al-Waragit fi Usitl al-Figh, him.13

133. Wahbah Az-Zuhaili, Usil al-Figh al-Islims, him.340 dan 329-331
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perbuatan.' Apabila penjelasan itu dalam bentuk perkataan dan
perbuatan sekaligus, itulah penjelasan tingkat tinggi, sebagaimana
penjelasan tentang bersuci, puasa, shalat, haji, dan bentuk-bentuk
ibadah atau 4dér. Apabila dalam bentuk salah satunya saja, tetap
disebut dengan al-bayin, sekalipun masing-masing berdiri sendiri
sesuai dengan konteksnya.!®

Ada dua alasan utama yang dikemukakan Asy-Syatibi untuk
memperkuat pandangan ini. Pertama, adanya petunjuk Nabi
yang menyatakan bahwa para ulama itu adalah pewaris para nabi.
Dengan demikian, manakala tugas pemberi penjelasan itu ada pada
yang diwarisi (Nabi), maka secara otomatis juga ada pada yang
mewarisi (ulama). Jadi, prinsip penyampaian adalah penjelasan
hukum syari’ah. Artinya, penjelasan seorang muballig adalah
penjelasan tentang hukum syariah. Kedua, banyak dalil relevan
dengan fungsi ulama, baik ayat Al-Quran atau padis. '

Mengingat aspek kebahasaan hanyalah metode memahami
nash-nash dari aspek verbal, sehingga belum mampu mendapatkan
makna nash secara utuh, maka para ahli hukum Islam, termasuk
Asy-Syéribi, merumuskan metode-metode substansial yang
lazim disebut dengan al-qawd’id asy-syariyah atau dalam bahasa
metodologis disebut ag-farigah al-manawiyah, yang uraiannya
sebagai berikut.

E. Metode Penetapan Hukum Islam Substansial
(Ma’nawiyah)

Metode penetapan hukum Islam substansial, yang bertumpu
kepada makna implisit nash-nash, telah mengkristal ke dalam
bentuk-bentuk metode penetapan hukum Islam, umpamanya giyés,
istihsdn, ma;lqﬁah mursalah, dan lain-lain, seperti dikemukakan

134. lbid., hlm. 176. -
135. Jbid., him. 177.
136. lbid., him.176
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dalam berbagai literatur ilmu #szil al-figh. Pandangan Asy-Syatibi
yang saya anggap penting untuk dikemukakan di antaranya adalah
dalam bahasan berikut.

1. al-Qiyés

Qiyds, yang secara etimologis berarti “mengukur”,
‘membandingkan” sesuatu dengan sesuatu yang lain, didefinisi-
kan oleh para ahli hukum Islam dengan menyamakan hukum
cabang kepada hukum asal, karena sama alasannya.'¥” Kendati
Asy-Syafi't memberikan makna yang sama antara a/-giyds dan
al-ijtihdd,"® namun terlihat bahwa a/-giyids adalah bagian dari
praktik al-ijtihid.

Dari konsep para ahli hukum Islam di atas, dapat dipahami
bahwa al-giyis adalah suatu usaha untuk mengategorikan suatu
makna (cabang) kepada makna lain (pokok), karena makna
cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian
diproyeksikan, baik sifat (‘7//zh) hukum cabang tersebut lebih
utama atau serupa, sehingga muncul teori yang disebut dengan
qiyds aulawi, qiyds musiwi, dan giyds adnd. Qiyis aulaw? adalah
giyds yang ‘illah hukum cabangnya lebih kuat (utama) dari hukum
asal. Umpamanya, meng-giyds-kan ‘memukul’ orangtua dengan
mengatakan ‘uff”kepada mereka, seperti dalam firman Allah dalam
surah Al-Isr& [17]): 23. Qiyds musiwi adalah qiyds yang Fllah hukum
cabangnya sama dengan hukum asal. Umpamanya meng-giyds-kan
larangan “membakar harta benda anak yatim” dengan larangan
“memakan harta benda mereka”, seperti firman Tuhan dalam
surah Al-Nis& [4]: 10. Qéyéds adna adalah giyds yang llah hukum
cabangnya lebih lemah dari illzh hukum asalnya. Umpamanya,
meng-giyds-kan apel dengan gandum dalam hal berlakunya hukum

137. Abii Ishaq Ibrahim ibn Alf Asy-Syirazi, al-Luma’ fi Uil al-Figh, hlm. 51.
138. Muhammad ibn Idds Asy-Syafi’t, ar-Risilah, (Kairo: Dar at-Turas, 1979), hlm.
) 477. )
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ribd’ fadhal, karena sama-sama sejenis makanan.

Selanjutnya, dalam upaya membedakannya dari al-giyds
al-mantigi, para pendukung teori al-giyds juga telah berusaha
memberikan batasan-batasan tertentu, dengan berusaha menautkan
hukum cabang kepada nash-nash melalui media 7//zh hukum,
sehingga muncullah teori tentang pembagian giyds kepada giyds
illah, qiyis dalilah, dan qiyis syabah, dan merumuskan suatu
konsep al-mundsib dan segi pandangan asy-Sydri’ terhadap
eksistensi 7/lah.

Qiyds ‘illah adalah suatu giyds yang ‘%llahnya, menurut
akal, mengharuskan adanya hukum, seperti meng-giyds-kan
“memukul” dengan “Uff” kepada orangtua, karena sama-sama
menyakiti mereka. Qiyds daldlah adalah suatu giyds yang %llahnya
menunjukkan adanya hukum, tetapi menurut akal, %/l tersebut
tidak mewajibkan adanya hukum, seperti meng-giyds-kan harta
anak kecil “kepada” harta orang dewasa” dalam hal kewajiban zakat,
karena (#//abnya) sama-sama harta. Tetapi, dari segi pemiliknya, ada
perbedaan mendasar antara anak kecil dan orang dewasa tersebut.
Sedangkan giyds syabah adalah suatu giyds yang %llab pada cabang
bervariasi kemudian di-géyds-kan kepada %/lah yang lebih banyak
keserupaannya dengan //zh hukum asal. Selanjutnya, mengingat
illab tersebut ada yang jelas dan ada yang tidak jelas, muncullah
teori qiyds jali dan giyds khafi, dan ini akan terlihat dalam bahasan
tentang istipsin.

Mengenai konsep al-mundsib, analisis yang dikemukakan
para ahli hukum Islam berpangkal kepada segi anggapan asy-Sydri’
terhadap eksistensi 7/lah pada giyds, yang mereka klasifikasikan
kepada empat kategori: Pertama, al-mundsib al-mwassir, yaitu suatu
kaitan yang oleh asy-Sydri’ diberi tanda bahwa kaitan itu adalah
#llah hukum, baik tanda tersebut dalam bentuk nash yang jelas
maupun dalam bentuk isyarat. Kedua, al-mundsib al-muld’im, yaitu
suatu kaitan yang tidak dianggap oleh asy-Sydré’ secara langsung,
tetapi secara tidak langsung asy-Sydri’menganggapnya sebagai #llah
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hukum. Dalam hal inj, anggapan tersebut terdapat pada nash lain
yang sejenis dengan yang dibicarakan. Umpamanya, ada sadis yang
menerangkan bahwa nikah bagi anak perawan harus dimintai izin
dari walinya terlebih dahulu. Dalam masalah ini, tidak ditemukan
tanda-tanda yang menunjukkan //zh perwalian (karena masih
kecil atau karena masih perawan). Masing-masing kedua sifat
“masih kecil dan masih perawan” ini sesuai untuk dijadikan §/zh
hukum. Ulama Hanifiyah memilih sifat “masih kecil” sebagai
illahnya, dengan mengajukan alasan bahwa asy-Sydri’ menganggap
keadaan atau sifat “masih kecil” sebagai %//uh dalam masalah
kekuasaan terhadap harta benda anak kecil, seperti terdapat dalam
firman Allah surah Al-Nis ayat 6. Ketiga, al-munisib al-mulgih,
yaitu sesuatu yang apabila dilihat dari segi zhahirnya sama dengan
esensi hikmabh, yaitu sesuatu itu dapat mewujudkan kemaslahatan.
Tetapi, ternyata apa yang dianggap maslahat tersebut dianggap oleh
Sydri’ tidak benar (bertentangan dengan nash hukum). Keempat,
al-mundsib al-mursal, yaitu sesuatu yang menurut mujtahid dapat
dijadikan sebagai %/lah hukum, tetapi asy-Sydri’ idak memberikan
respons untuk membenarkannya atau menolaknya.'

- Seperti diketahui bahwa meng-giyds-kan hukum cabang
kepada hukurn asal tidak tertentu kepada satu nash saja. Artinya,
ada kemungkinan di-géyds-kan kepada suatu nash tertentu dan
pada saat yang sama dapat juga di-géyds-kan kepada nash-nash
yang lain. Tetapi, prinsipnya bahwa tempat meng-giyds-kan itu
(mmaqis alaib) haruslah berbentuk nash-nash atau paling tidak 7jma),
menurut sebagian para ahli hukum Islam.

Dari unsur-unsur giyds seperti tergambar dalarn definisi
di atas, persoalan krusial yang perlu dicermati adalah masalah
penentuan 7/lah, yang terkadang kontroversial. T//ab adalah “suatu
sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi adanya hukum”; tanda
adanya hukum; ada %//eh ada hukum, tidak ada %//zh maka tidak

139. Wahbah Az-Zuhaill, Usit/ al-Figh al-Islami, Jilid 1, hlm. 676-690.
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ada hukum. Ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi: al-hukm
yadir maa ilatihi wujudan wa adaman. Al-Gazali merumuskan
illah sebagai “suatu sifat yang memengaruhi adanya hukum yang
diciptakan Tuhan, bukan esensinya”. Baginya, 7//a/ itu menjadi
sebab adanya hukum dan sebab tersebut diciptakan oleh Tuhan.
Pandangan semacam ini, tampaknya berawal dari sikap Al-Gazili
terhadap tugas mujtahid dalam kaitannya dengan eksistensi
hukum Islam, yaitu bahwa segala sesuatu itu telah ada hukum dan
sebabnya, sedangkan para mujtahid hanya berusaha menemukan-
nya. Atas dasar ini, ia berpandangan bahwa %/llah itu pada dasarnya
adalah sesuatu yang memengaruhi adanya hukum Islam, tetapi
pengaruh ini memang telah diciptakan oleh Tuhan. Sementara
itu, Al-Amidi berpendapat bahwa //ab itu adalah penggerak
hukum.!*® Ada lagi yang mengatakan bahwa %//zh adalah sesuatu
yang mewajibkan adanya hukum."! Kendati demikian, pendapat-
pendapat tersebut mempunyai titik temu yang sama, yaitu
semua mengakui bahwa keberadaan hukum itu karena adanya
motif-motif tertentu yang tujuannya untuk merealisasi kemaslahat-
an dan menolak kemafsadatan.

Sebagaimana para ahli hukum Islam terdahulu, Asy-Sytibi
juga mengakui eksistensi a/-giyds sebagai metode penetapan
hukum Islam. Jalan pemikiran yang dikemukakannya adalah
bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat prinsip-prinsip
yang mengisyaratkan kepada pengertian bahwa dasar-dasar umum
atau prinsip-prinsip umum Al-Quran mengandung petunjuk
pengakuan keberadaan al-giyds, sehingga hukum yang dihasilkan-
nya merupakan bagian dari hukum yang dituju oleh dasar-dasar
umum tersebut. Selain itu, dapat dipahami bahwa kemutlakan
prinsip-prinsip Al-Quran sesungguhnya telah mengandung
bagian-bagian yang muqayyad. Atas dasar ini, cukup valid bagi kita

140. Saefuddin Al-Amidi, ALIhkam Fi Usitl al-Abkam, Jilid 3, hlm. 170.
141. Abi Ishaq Ibrahim ibn ‘Ali Asy-Syirazi, al-Luma’ fi Usitl al-Figh, hlm. 56.
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untuk memegangi cabang, dan sejauh kita dapat berpegang dengan
penjelasan Sunnah Nabi, terlepas apakah Nabi menetapkan hukum
itu benar-benar dengan al-giyds atau dengan wahyu. Tetapi, yang
jelas dalam pandangan zhahir kita, berdasarkan kriterianya ia telah
melakukan a/-giyds.'** Tegasnya, bagi Asy-Syatibi, hukum yang
diproduk oleh metode a/-giyés tersebut masih masuk dalam ruang
lingkup dasar-dasar umum Al-Quran dan Sunnah.

Mencermati pandangan Asy-Sytibi semacam ini, saya melihat
bahwa ia telah mencoba melakukan moderasi dua konsep penting
dalam menyikapi persoalan yang secara khusus tidak disebutkan
dalam nash-nash hukum, yaitu konsep tahqiq al-manit dan al-giyds.
Untuk pengujian ini, perlu dikemukakan terlebih dahulu informasi
yang disampaikan Ibn Qudimah ketika ia membantah argumen
para penolak metode a/-giyis dalam menyelesaikan persoalan yang
secara khusus tidak disebutkan dalam nash-nash hukum. Tokoh
beraliran Hambali ini menyatakan bahwa para penolak al-giyis
telah mengemukakan argumen pemberdayaan nash (az-zangis)
dengan bersandar pada premis-premis universal yang didapatkan
dari nash-nash sehingga ijtihad hanya pada premis-premis juziyah,
dan tidak perlu dilakukan dengan metode al-qiyids. Umpamanya,
berdasarkan kebenaran nash-nash dimunculkan premis universal
tentang makanan yang berbunyi: “Semua makanan adalah benda
ribawi.” Dari sini, ijtihad yang dilakukan hanya dalam menentukan
apakah sesuatu itu makanan atau bukan. Kalau sesuatu itu adalah
makanan, maka masuk dalam kaidah itu, demikian sebaliknya. '3

Bagi Asy-Syatibi, berdasarkan konsepnya di atas, dalam
penentuan hukum, baik melalui al-qiyas atau premis universal,
sesungguhnya tidak perlu dipersoalkan. Karena, sebagai hasil
moderasinya, bahwa baik tahgiq al-manét (yakni pendasaran pada
premis universal) maupun a/-giyds, sama-sama masuk dalam ruang

142. Abi Ishaq Ibrahim ibn Misi Asy-Syacibi, al-Muwifagar i Usil asy-Syart ab, Jilid
4, hlm. 29.
143. Ibn Qudimah, Raudah an-Nadzir wa Junnah al-Mundzhir, him. 278-280.
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lingkup dasar-dasar umum syari’ah. Di sini juga terlihat bahwa
Asy-Syatibi kembali mengapresiasi konsep #/-giyds pada masa
sahabat yang tidak terlalu ketat, bukan seperti yang dirumuskan
setelah itu.

Banyak contoh al-giyds yang dikemukakan Asy-Syatibf,
yang menurutnya tetap dalam ruang lingkup cakupan pengertian
umum nash-nash hukum. Umpamanya, Nabi pernah menetapkan
hukum tentang tidak dibenarkannya seseorang mengawini seorang
perempuan bersama bibinya,'* yang digiydskannya kepada
keharaman mengumpulkan dua orang bersaudara, yang dijelaskan
dalam Al-Quran surah Al-Nis ayat 23. Hal ini menurutnya jelas
termasuk b4 al-giyds, karena motif atau alasan pencegahannya
sama, yaitu apabila dilakukan akan memutuskan hubungan kasih
sayang dalam keluarga. 7/lah yang dikemukakan Nabi tersebut
mencerminkan penetapan hukum dengan metode al-giyis.'®®
Namun, seperti telah disinggung bahwa al-giys baginya bukanlah
dalil terpisah dari nash, tetapi masuk dalam cakupan makna nash
universal. Pandangan ini tampaknya sejalan dengan apa yang oleh
kalangan Hanafiyah sebut dengan dalélah an-nash, yang telah
dikemukakan pada uraian sebelumnya. Contoh lain (QS Al-Nis&
[4]: 23), Allah telah menyebutkan tentang mahram sepersusuan
hanya terhadap ibu dan saudara. Kemudian Nabi meng-géyds-kan
pada semua kerabat sepersusuan (ar-radhid’ah) seperti bibi, baik
sebelah bapak (al-#mmah) maupun sebelah ibu (al-khilah), anak

saudara baik laki-laki maupun perempuan, dan seterusnya.'

144. Hadisini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam Kizdb an-nikih nomor 2514 dan
4719, Muslim dalam Kitéb an-nikéh nomor 2514, Ac-Turmuzi dalam Kizdb an-
nikih ‘an Rasitl Allah nomor 1045, dan An-Nas#'t dalam Kitdb an-nikéh nomor
3236.

145. Abfi Ishaq Ibrahim ibn Miisa Asy-Syatibi, al-Muwdfagat f Usil asy-Syari ah, Jilid
4, hlm. 31.

146. Ibid., hlm. 32. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhisi dalam Kirdb asy-Syahi-
dab nomor 2452, Kitib an-Nikéh nomor 4838, Muslim dalam Kitib ar-Radhid’
nomor, 2615, 2616 dan 2617, At-Turmuzi dalam Kitib ar-Radh4’ nomor 1566,
dan An-Nas#’i dalam Kitdb an-Nikih nomor 3248, 3249, 3250, 3241 dan
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Dalam merespons adanya #sar sahabat yang tampaknya
menentang penggunaan metode a/-giyds, Asy-Syatibi memandang
bahwa riwayat-riwayat semacam ini bertentangan dengan asar-asar
lain dari para sahabat itu sendiri yang membenarkan penggunaannya
sebagaimana yang biasa dikemukakan oleh mayoritas ahli hukum
Islam dalam membangun teori a/-giyis. Dasar-dasar kontradik-
tif ini, menurutnya, hendaklah dilakukan kompromi, dengan
pengertian bahwa asar yang melarang penggunaan metode a/-giyis
itu ditujukan kepada al-giyis al-fasid, baik karena tidak memenuhi
syarat-syarat giyds, seperti menyalahi ketentuan nash atau giyés itu
dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, atau penggunaan a/l-giyds
bukan pada tempatnya. Sedangkan asar yang membolehkan
penggunaan metode al-giyds ditujukan kepada al-giyis as-suhib,
yaitu memenuhi syarat-syaratnya. Sebab itu, dalam kesimpulannya,
ia menyatakan bahwa a/l-giyis tersebut dapat dijadikan bujjab atau
metode penetapan hukum Islam.!¥” Pandangan senada juga pernah
dikemukakan oleh Ibn Qudimah."®

Dalam pandangan Asy-Syatibi, starting point perbedaan para
ulama tentang eksistensi metode a/-giyds adalah respons mereka
terhadap prinsip z2¥#l an-nugis. Mayoritas ahli hukum Islam
yang berpandangan bahwa hukum itu dimotivasi oleh alasan
tertentu yang dapat dipahami akal, dan alasan (%/z5) itu menjadi
pendorong untuk memproyeksikan hukum dari asal kepada
cabang, maka mereka mengakui metode al-qiyés. Sedangkan
para ahli hukum yang berpandangan bahwa hukum-hukum yang
terdapat dalam nash-nash itu tidak dimotivasi oleh alasan-alasan
tertentu yang membawa hukum kepada apa yang ada di balik nash,
seperti kelompok Zhahiriyah, yang tidak mengakui keberadaan
metode al-giyds.\¥

3251.
147. bid., Jilid 2, him. 421.
148. Ibn Qudimah, Reudah an-Nidzir wa Junnab al-Mundzhir, hlm. 283-285.
149. Abt Ishaq Ibrihim ibn Miisa asy-Syitibi, al-Muwdifagar f# Usil asy-Syari ah, Jilid
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Memperkuat konsep di atas, dalam merespons adanya
anggapan bahwa penggunaan al-giyds tidak dibenarkan dengan
alasan penggunaannya yang berarti telah menambah-nambah
aturan yang tidak disebutkan dalam nash, seperti yang dipegangi
oleh kelompok Zhahiriyah, maka Asy-Syétibi mengemuka-
kan bahwa al-qiyds itu bukanlah semata-mata penggunaan
akal, tetapi masih tetap dalam lingkup dalil-dalil seperti banyak
dikemukakan dalam kitab tentang al-giyds. Apabila asy-Sydri’ itu
telah menunjukkan bahwa pengategorian kasus cabang kepada
kasus yang ada nashnya diakui, maka penggunaan a/-giyés itu
sendiri termasuk yang diakui oleh asy-Sydri’ dan sejauh itu Nabi
sendiri telah mengakui keberadaannya.'™

Dalam metode al-giyds ini, seperti telah disinggung, persoalan
krusial adalah %//ah sebagai tambatan hukum. Sejalan dengan
para ahli hukum Islam lain, Asy-Syatibi memandang bahwa yang
dapat dipertimbangkan dalam proses penentuan alasan hukum itu
adalah bahwa %//ab itu hendaklah sifat yang zhdhir dan mundhabit
(terukur), baik mundhabimmya itu ma'qil seperti ridha dan murka
yang tampak, atau mapsis (diindra) seperti pembunuhan dan
pencurian, atau #7f seperti baik dan buruk. Ini semua, menurutnya,
dapat dijadikan sebagai tambatan hukum (mandy al-hukm) yang
diakui asy-Sydri’ !

Pertanyaan yang muncul, bagaimana cara mengetahui
al-maniy? Dalam menjawab persoalan ini, Asy-Syétibi telah
mengintroduksi beberapa cara untuk mengantarkan kita dalam
menentukan al-mandt. Pertama, melalui sebab-sebab turun ayat
Al-Quran dan sebab datang 4adis yang mengharuskan untuk
ditetapkan hukum, seperti apabila turun ayat atau datang hadis
dengan sesuatu sebab, maka petunjuk itu merupakan arah untuk
memperkirakan adanya mandy tersebut. Kedua, sebagian manit

4, him. 320.
150. Ibid., Jilid 1, him. 54-55.
151. Ibid, Jilid 2, hlm. 223.
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itu terdapat dalam aturan hukum atau berada di luarnya. Keriga,
ungkapan lafaz yang ditujukan secara mujmal dan tidak dapat
dipahami secara langsung, sehingga seorang mukallaf perlu
melakukan penelitian untuk mengamalkannya.’? Kalau kita
cermati, apa yang dikemukakan Asy-Syatibi ini tampaknya identik
dengan apa yang dikenal di kalangan ahli hukum Islam lainnya
sebagai teori pencarian %/ah hukum, seperti melalui nash, ijma)
atau as-sibr wa at-tagsim, dan lain-lain. Tetapi, pertanyaan yang
muncul, samakah antara a/-manit dengan al-illah? Asy-Sy4tibi
tampaknya membedakan antara keduanya, yaitu al-mandt jauh
lebih luas dan dinamis dari a/-%/ab. Ini jelas dari konsepnya
tentang al-mandt di atas. Terlepas dari itu semua, persoalan mandt
atau 7lah ini terkadang akurasinya sulit ditemukan dan sering
diperselisihkan, baik cara menentukannya maupun eksistensinya
dalam nash-nash, sehingga menjadi salah satu faktor munculnya
apa yang disebut dengan metode iszibsén.

2. Istibsin

Wacana tentang istihsin, yang secara bahasa berarti menganggap
baik sesuatu, menurut Asy-Syaribi, mengharuskan kita terlebih
dahulu mempertanyakan tentang mustahsin (penganggap baik).
Dalam hal ini, ada dua alternatif jawaban, yaitu syara’ atau akal.
Perbedaan persepsi tentang mustapsin inilah yang menjadi starting
point silang pendapat para ahli hukum Islam dalam pengakuan-
nya sebagai landasan hukum. Dalam pandangannya, manakala
mustapsin tersebut adalah syara’, maka sebenarnya tidak perlu
disebut sebagai istihsdn, karena baik dan buruknya sesuatu telah
ditentukan oleh dalil syars’'*

Beranjak dari anggapan bahwa mustahsin adalah akal, sebagian

ahli hukum Islam, menurut Asy-Sy4tibf, mendefinisikan istibsdn

152. Ibid, Jilid 3, hlm.60-61.
153. Abi Ishiq Ibrahim Ibn Msi Asy-Syatibi, al-Itisam, Jilid 2, hlm. 136.
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dengan “sesuatu yang dianggap baik oleh seorang mujrahid
berdasarkan akalnya dan cenderung dengan pendapatnya itu.”*** Di
antara mereka yang dimaksudkannya, sekalipun tidak dinyatakan
secara eksplisit, tampaknya adalah seperti Asy-Syirazi yang dengan
tegas menyatakan bahwa “Iszipsdn adalah menetapkan hukum
berdasarkan anggapan atau perkiraan ada kebaikan, tanpa ada
dalil,” yang berarti hanya berdasarkan akal semata-mata.’ Dalam
pengertian yang sama, ada yang mendefiniskan iszibsdn dengan
“sesuatu dalil yang terlintas dalam benak mujtahid tetapi tidak
mampu menyatakannya.”

Berbeda dari anggapan di atas, sebagian ahli hukum Islam
tetap menganggap bahwa mustapsin itu adalah syard’, bukan
akal semara-mata. Inilah tampaknya yang dipegangi oleh ulama
Hanifiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Asy-Syatibi menyatakan
bahwa sesunguhnya istibsin itu dipegangi oleh Malik dan Abt
Hanifah. Sementara Asy-Syafi'i benar-benar mengingkarinya,
sehingga ia menyatakan, “Barangsiapa beristihsan, berarti ia telah
membuat-buat hukum syara’.” Selanjutnya, Asy-Syatibi mengutip
Ibn Al-‘Arabi yang menyatakan bahwa orang yang melakukan
penelitian terhadap mazhab Maliki dan Hanafi akan berkesimpul-
an bahwa #stibsan bagi mereka adalah mengamalkan dalil yang
terkuart dari dua dalil yang bertentangan.’

Asy-Syatibi telah mengelaborasi konsep istihsin, yang
dirumuskan oleh para ahli hukum. Umpamanya, Malik dan
Abti Hanifah memandang bahwa menzakhgis lataz yang umum
dengan dalil apa pun yang zhahir atau makna disebut istibsin.
Malik memandang bahwa mentakbsis lafaz yang umum dengan
maslahah juga disebut istibsdn. Abl Hanifah juga memandang
bahwa pentakbsisan lafaz yang umum dengan salah satu pendapat
sahabat yang menyalahi giyds adalah #szibsin. Kedua imam tersebut

154. Ibid., him. 136.
155. Abf Ishiq Ibahim ibn ‘Ali Asy-Syirazl, al-Luma’ fi Usiil al-Figh, hlm. 65
156. Abii Ishiq Ibrahim ibn Masé Asy—Syﬁgibi, al-I'tisam, Jilid 2, him. 137.
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memandang bahwa pentakbyisan lafaz dan pembatasan 5/zh adalah
istipsdn. Al-Karkhi merumuskan, istibsdn adalah berpaling dari
hukum suatu masalah dengan hukum serupa yang tidak sama
karena ada dalil yang lebih kuat. Sebagian Hanafiyah memandang
bahwa sstihsin adalah giyds yang wajib diamalkan dalam konteks
efekivitas illah giyis khafl yang lebih utama ketimbang 5/lah giyis
jali. Jadi, mengambil efek atau pengaruh yang lebih kuat tersebut
disebut istibsén.t?

Tegasnya, menurut Asy-Sytibi, istibsin bagi mereka adalah
mengamalkan giyés yang lebih kuat efeknya dari dua giyas yang
ada. Diriwayatkan dari Malik bahwa, “Sesungguhnya orang yang
meninggalkan giyds hampir-hampir meninggalkan sunnah.”
Ungkapan ini dipahami dalam konteks bahwa iszibsin bagi mereka
benar-benar tidak terlepas dari dalil. Artinya, mustabin bagi mereka
adalah syara’, bukan akal. Jadi, istibsén bukanlah sesuatu yang
dianggap baik oleh mujtahid berdasarkan akalnya semata-ma-
ta atau sesuatu yang terlintas dalam benak mujtahid, tetapi sulit
mengungkapkannya. !5

Selanjutnya, Asy-Syatibt mengambil konsep Ibn Al-Arabi yang
mengemukakan bahwa istifsin adalah pengutamaan meninggalkan
tuntutan dalil dengan cara pengecualian dan peringanan, karena
bertentangan antara bagian-bagian tuntutannya. Ia membagi istipsin
kepada empat bagian: meninggalkan dalil karena urf, meninggal-
kan dalil karena maslapah, meninggalkan dalil untuk kemudahan
agar menghilangkan kesulitan, dan pengutamaan keluasan. Selain
ibn Al-Arabi, sebagian ulama Mazhab Maliki juga menafsirkan
istipsdn menurut Malik, yaitu penggunaan magslapah partikular
ketika bertentangan dengan giyas jali. Artinya, mendahulukan
istidlal al-mursal dari al-giyss. Tbn Rusyd merumuskan bahwa
istihsén adalah membuang giyds yang membawa kepada ekstremis-

157. Ibid., hlm. 138.
158. Jbid.

144



me (guluw) dalam hukum, untuk selanjutnya beralih pada dalil lain
yang efeknya lebih kuat.’

Dalam kesimpulannya, Asy-Syatibi mengemukakan bahwa
istibsdn bagi Milikiyah, Hanafiyah, dan Han4bilah tidak keluar
dari dalil yang validitasnya diakui Islam, dan penolakan Asy-Syafi’'i
tethadap éstihsén bukan pengertian semacam ini, sehingga baginya
tidak menjadikan iszibsén sebagai hujjah dan menganggap pembuat
istipsin sebagai sama dengan pembuat bid'zh. Asy-Syatibi sendiri,
sebagai penganut mazhab Maliki, telah menawarkan dua rumusan.
Pertama, istihsin adalah memegangi kemaslahatan partikular
ketika bertentangan dengan dalil universal. Kedua, istihsin adalah
“mengamalkan dalil yang terkuat dari dua dalil hukum.”*® Dengan
demikian, dalam analisis Asy-Syatibi, terjadi silang pendapat
tentang keberadaan istifsdn sebagai dasar penetapan hukum yang
berawal dari perbedaan dalam menentukan mustabsin. Manakala
starting point dalam merumuskannya adalah syzra’ sebagai
mustahsin, maka perbedaan tersebut tidak perlu terjadi.

3. Magslahah Mursalah

Asy-Syatibi mengemukakan bahwa validitas metode magslabah
mursalah dalam penetapan hukum Islam, secara teoretis, tidak
disepakati oleh para ahli hukum Islam. Ia telah mengklasifika-
si empat pendapat mengenai kebwujjabannya: Pertama, pendapat
yang tidak mengakui magslahab sebagai bujjab hukum, selama tidak
didasarkan kepada dalil, seperti Al-Qadhi dan ulama-ulama yang
sependapat dengannya. Kedua, pendapat yang mengakui validiras-
nya sebagai Aujjah hukum secara mutlak, seperti Imam Malik.
Ketiga, pendapat yang menerimanya, dengan syarat pengertiannya
dekat dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, seperti Imim Sy4f't dan
ulama Hanafiyah. Keempat, pendapat yang mencoba memberikan

159. lbid., hlm. 139.
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perincian bahwa manakala diterapkan pada masalah Adjiyah dan
tapsiniyah, maka maslahab tidak dapat dipegangi. Lain halnya
untuk diterapkan dalam maslahah yang dhaririyah, sehingga hal
itu dapat dibenarkan, seperti pendapat Al-Ghazali.'*!

Asy-Syitibt sendiri, dalam mengelaborasi metode maglahah
ini, beranjak dari konsep al-mundsib (yang sesuai), yakni ada
atau tidaknya persesuaian-persesuaian antara maglapah yang
dipertimbangkan dengan tujuan-tujuan umum syarizh yang tidak

“ada syéhid atau llah, suatu indikasi yang membedakannya dari
giyés dan tidak ditemukan dalil khusus mengenai hukumnya.!®
Konsep al-munésib itu digunakan untuk tiga pengertian. Pertama,
al-mundsib itu memang mempunyai dalil khusus yang menyebutkan-
nya. Seperti disyariatkan gisds yang bertujuan memelihara
jiwa manusia sehingga keberlangsungan hidup terjamin, selain
bertujuan untuk memelihara anggota tubuh manusia. Validitas
al-Munésib, dalam pengertian ini, tidak perlu diragukan lagi untuk
diamalkan. Kedua, al-Mundsib dalam pengertian adanya anggapan
magslahah dalam pemikiran subjektif manusia, tetapi syariah
menolaknya. Ini berarti maslabah tersebut ditetapkan semata-ma-
ta menurut hawa nafsu, yang bertentangan dengan dalil-dalil syzra,
sehingga validitasnya tidak diakui sepanjang hukum Islam. Ketiga,
al-mundsib dalam pengertian maglahah yang tidak disebutkan oleh
nash-nash khusus, baik untuk dipegangi atau untuk ditinggal-
kan. Artinya, tidak ditemukan dalil partikular yang menunjukkan
boleh tidaknya dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Al-
Munisib dalam pengertian ini, menurutnya, dapat dibagi kepada
dua kemungkinan: (1) ada nash yang mengonfirmasi pengertian
al-mundsib itu, seperti adanya 7//ah yang menghalangi pembunuh
mendapatkan warisan. (2) Al-mundsib tersebut sesuai dengan
pandangan syard’ secara universal, bukan dengan dalil partikular.

161. Ibid., him. 111.
162. Ibid., hlm. 113-115.
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Al-Munisib dalam pengertian ini, oleh Asy-Syitibi, disebut juga
dengan al-istidlal al-mursal atau al-maslabah al-mursalah.

Al-magslahah al-mursalah ini, menurut Asy-Syatibi, adalah
metode yang valid untuk digunakan dalam penetapan hukum
Islam. Kendati demikian, penggunaan metode tersebut haruslah
memenuhi syarat-syarat tertentu. Berbeda dari Al-Ghazali yang
beranjak dari keengganannya untuk menggunakan metode ini
sehingga memberikan syarat-syarat yang ketat, Asy-Syatibi malah
menawarkan syarat-syarat yang lebih longgar dan memegang
prinsip tidak menyempitkan, yaitu: Pertama, maglahah itu sesuai
dengan maksud-maksud syara’, sehingga tidak akan terjadi
pertentangan antara maslahat dan dalil-dalil hukum. Jadi, maslahah
itu harus termasuk jenis maglabah umum yang hendak dicapai
oleh syara’, meskipun tidak ada dalil khusus untuk itu. Kedua,
maglahah itu memang masuk akal, sehingga apabila dihadapkan
kepada orang yang mempunyai nalar tinggi, ia akan menerimanya.
Ketiga, hasil penerapan maglahab itu akan dapat menghilangkan
kesempitan atau kepicikan, yang memang tidak diinginkan oleh
syard’.'®® Syarat-syarat semacam ini akan membawa kemudahan
kepada manusia dan memberikan ruang gerak yang luas bagi ahli
hukum untuk menggali hukum-hukum Allah dengan metode /-
magslabhah al-mursalab.

Dalam al-I’tisam, Asy-Syitibi telah mengemukakan sepuluh
contoh produk hukum dari metode al-maslahah al-mursalah. Salah
satunya adalah pendapatnya tentang kebolehan pemberian sanksi
hukum pidana mati terhadap sekelompok orang yang membunuh
satu orang. Menurutnya, sandaran produk hukum semacam ini
adalah metode al-maslahah al-mursalah, karena tidak ditemukan
nash-nash khusus mengenai masalah ini. Jalan pikiran untuk
dikatakan maglahah adalah bahwa jiwa orang yang dibunuh itu
sebenamya dilindungi, sedangkan kenyataannya ia telah dibunuh

163. lbid., him. 136.
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dengan sengaja. Menghindari pemberian hukuman kepada mereka
berarti akan membawa kepada kerusakan prinsip ajaran gisas.
Memberikan bantuan dan bekerja sama akan membuka secara luas
usaha pembunuhan. Manakala ditetapkan bahwa sekelompok orang
tidak akan diberi hukuman mati karena membunuh satu orang,
maka pembunuhan akan terus dilakukan secara bersama-sama.

4. Sadd Zart 2h

Kajian Asy-Syitibi tentang £arf uh secara lengkap ditempatkan-
nya di bawah tema besar jalb al-masiahah wa daf’ al-mafiadah.
Mengiringi para ahli hukum Islam sebelumnya, ia memandang
bahwa Zariah adalah sesuatu yang pada asalnya maglahah tetapi
dapat menjadi media kepada sesuatu yang mafiadah.'* Berbeda
dari Al-Qarifi dan Ibn Al-Qayyim yang memberi analisis dua
kemungkinan Zariah, yaitu sadd az-ariah dan fath az-Zariah,
Asy-Syatibi tampaknya hanya memfokuskan kepada wacana sadd
az-Zariah. Hal ini disebabkan karena kecenderungan pengertian
inilah yang memang relevan ketika membicarakan konsep Zariah
dalam teori hukum Islam. Sedangkan fath a-zariah kajiannya
masuk dalam konsep jalb al-maglabah.

Mengiringi kecenderungan makna di atas, Asy-Syatibt telah
mengklasifikasi £ariah dari segi hakikat dan akibat kerusakan
yang diperkirakan akan terjadi kepada beberapa macam, yang
dapat direduksi menjadi beberapa bagian: Pertama, sesuatu yang
dilakukan akan berakibat kepada kemafsadatan yang pasti. Seperti
menggali sumur di belakang pintu rumah yang gelap, yang
berakibat jatuhnya orang yang akan memasuki rumah tersebut.
Perbuatan semacam ini tidak dibenarkan dan pelakunya diberi
sanksi hukum.'® Kedua, sesuatu yang dilakukan dapat membawa

164. Ibid., Jilid 2, hlm. 264. Lihat juga jilid 4, hlm. 143. Lihat juga Wahbah Az-
Zuhaili, Usit! al-Figh al-Islims, Jilid 2, him. 902.
165. Ibid., him. 258.
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kepada kemafsadatan, tetapi jarang terjadi, seperti menggali sumur
di tempat yang biasanya tidak akan membahayakan orang lain.
Mengenai hal ini, Asy-Sy4tibi menganalisis bahwa segala sesuatu
itu tidak ada kebaikan murni dan keburukan murni, sehingga tidak
ditemukan dalam suatu tradisi yang maslabah tanpa ada mafsadah
dan sebaliknya. Dalam kasus ini, niat penggali sumur tidak dapat
dianggap sebagai media untuk mendatangkan kemafsadatan,
sehingga ia menyimpulkan bahwa perbuatan semacam ini haruslah
dikembalikan kepada hukum asal, yaitu boleh dilakukan.'®
Ketiga, sesuatu yang dilakukan pada prinsipnya mengandung
keberimbangan antara maglahah dan mafsadah atau fifty-fifty
(kasiran-nddiran), namun ada indikasi untuk melahirkan dugaan
kuat bahwa perbuatan akan membawa kepada kerusakan (a/-fasid),
seperti menjual senjata kepada ahli perang atau menjual anggur
kepada tukang khamar.'® Dugaan kuat berdasarkan indikasi
ini, dalam pandangan Asy-Syatibi, harus disamakan dengan
kepastian, dengan alasan: (1) dugaan kuat (zhann) dalam hukum-
hukum “maliyah berlaku sebagaimana yakin. (2) ada nash ajaran
untuk berhati-hati, dan makna szdd az-Zarii adalah berhati-ha-
ti terhadap kerusakan (al-ihtiyds li al-faséd). (3) membolehkan
Zariah semacam ini berarti membenarkan sikap saling membantu
dalam berbuat dosa dan permusuhan yang dilarang oleh Al-Quran.
Keempat, sesuatu yang dilakukan biasanya akan menimbulkan
kemafsadatan, seperti jual-beli kredit (647 al-djil). Perbuatan
ini, menurut Asy-Syatibi, menjadi diskusi alot di kalangan para
ulama. Mazhab Syafi't dan Abil Hanifah memandangnya boleh
berdasarkan hukum asal jual-beli dan dugaan bahwa kemafsadat-
an tidak mungkin terjadi. Sedangkan mazhab Mélik dan Ahmad
tidak membenarkan, dengan alasan: (1) tujuan jual-beli semacam
ini kebanyakan adalah untuk berbuat sesuatu yang dipandang ri64,

166. Ibid., hlm. 359.
167. Ibid., hlm. 361.

149



sekalipun tujuan awalnya tidak demikian. Tetapi, dalam hal ini,
menolak kemafsadatan hendaklah didahulukan dari mendatangkan
kemaslahatan. (2) karena dalam jual-beli kredit terdapat kontradik-
si dalil, yaitu di satu sisi jual-beli pada asalnya adalah boleh, tetapi
di sisi lain harus menjaga supaya tidak memudharatkan orang lain.
Di dalam konteks ini, tindakan tidak mengamalkan dalil hukum
jual-beli dan mengamalkan dalil tentang larangan memudharat-
kan orang lain adalah untuk menutupi media-media kemafsadatan
dan kejahatan. (3) Banyak nash yang mengharamkan hal-hal yang
asal hukumnya boleh, karena ia akan menimbulkan kemafsadatan.
Nabi Saw. melarang menjual 74672 di tempat-tempat pembuatan
khamar; mengharamkan berkhalwah dengan perempuan bukan
mabram; melarang perempuan bepergian tanpa ditemani
mahramnya; melarang memadu antara seorang perempuan dengan
bibinya; mengharamkan meminang perempuan dalam ‘iddab
dan menikahinya, supaya perempuan itu tidak berbohong dalam
‘iddahnya; mengharamkan perempuan yang sedang %ddah wafat
untuk memakai wangi-wangian, berhias, dan semua yang menjadi
pendorong terjadinya perkawinan; melarang memberi hadiah
kepada penguasa; melarang memberi warisan kepada pembunub;
mengharamkan puasa pada hari raya fitri; dan seterusnya,
yang semua itu karena alasan Zarizh. Selanjutnya, Asy-Syatibi
menyatakan bahwa secara umum Zar#zb ini diakui oleh Malik dan
Ahmad sebagai salah satu dasar hukum.'®® Sedangkan Asy-Syafi’t
dan Abti Hanifah dalam hal-hal tertentu menjadikannya bujjah,
tetapi dalam hal-hal lain tidak mengamalkannva.'®® Asy-Sy4tibi
sendiri memandang bahwa secara umum Zzrizh itu dapat dijadikan
sebagai hujjah hulam. 7

Perlu dikemukakan bahwa berdasarkan gagasan kesatuan
dasar-dasar syari‘ah, bagi Asy-Syitibi, pengakuan terhadap

168. Ibid, Jilid 2, hlm. 361. Lihat juga jilid 4, him. 112 dan 198-200.
169. Ibid., Jilid 3, him. 305.
170. Ibid., Jilid 2, him. 304.
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metode-metode penetapan hukum substansial di atas haruslah
ditopang oleh nash-nash secara kolektif, bukan oleh nash tertentu
yang digunakan secara terpisah, seperti yang selama ini banyak
dipahami. Asy-Syatibi mengungkapkan:
Berdasarkan mugaddimah (muqaddimah ketiga dalam kitab
alMuwifaqar) ini, terbentuklah makna lain, yaitu semua dasar
syard yang tidak disaksikan oleh nash tertentu padahal ia sesuai
dengan tindakan (tujuan) syare’ yang maknanya diambil dan
dalil-dalil syara’ itu adalah valid (s2h#h) dan dapat dijadikan
rujukan. Apabila dasar itu sesungguhnya terjadi dengan kolekrivi-
tas dalil-dalil, maka dianggap pasti. Karena dalil-dalil itu ridak
dapat menunjukkan kepastian terhadap hukum dengan berdiri
sendiri, tanpa menggabungkan dengan yang lainnya. ...Masuk
dalam pengertian ini adalah al-istidlal al-mursal yang diakui oleh
Imam Malik dan Asy-Syafi'i... Demikian juga dasar al-istibsin
dalam formulasi Imam Malik, yang pengertian intinya adalah
mendahulukan al-istidli] al-mursal atas al-qiyds."”'

Keberadaan dan penerapan metode penetapan hukum Islam,
baik verbal maupun substansial di atas, sangat terkait dengan
pandangan para ahli hukum Islam terhadap nash-nash itu sendiri
dalam kaitannya dengan kasus-kasus hukum, baik menyangkut
masalah ada-tidaknya nash-nash yang bertentangan atau tidak.
Oleh karena itu, konsep tentang ta'drudh al-adillah juga sangat
penting dalam wacana metode penetapan hukum Islam.

F. Ta’arudh al-Adillah (Kontradiksi Dalil)

Asy-Syatibi memandang bahwa pada hakikatnya ta'drudh
al-adillah (kontradiksi dalil) tidak mungkin terjadi, karena dasar
syariah adalah wahyu Tuhan Yang Esa. Adanya hal itu hanya dari
segi pandangan mujtahid, manakala dua dalil tidak mungkin
dikompromikan.”> Dengan demikian, adanya realitas pemahaman

171. Ibid., hlm. 16.
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mengenai kontradiksi dalil ini tampaknya merupakan problem
kemampuan seorang mujtahid atau ahli hukum Islam dalam
memadukan dalil, baik dari aspek sejarah maupun maknanya.'”?
Dalam konteks inilah za'4rudh al-adillah dipahami, yakni
masing-masing dari dua dalil atau lebih yang menghendaki adanya
suatu hukum yang berbeda, dan dalil-dalil tersebut sederajat.”
Manakala seorang ahli hukum Islam menemukan dalil-dalil
yang bertentangan, maka secara umum ditemukan dua metode
penyelesaian.'” Pertama, metode Hanifiyah, yaitu: (1) Menerapkan
teori nasakh, yakni membatalkan hukum yang datang lebih
dahulu dengan dalil yang datang kemudian, setelah melalui usaha
penelitian eksistensi dalil dari sudut kesejarahan. (2) Menerapkan
teori tarjih, yaitu berusaha menguatkan salah satu dari dalil-dalil
yang bertentangan tersebut berdasarkan petunjuk-petunjuk yang
mendukungnya, dengan memerhatikan antara lain: Segi petunjuk
kandungan nash, segi keadilan para periwayat. (3) Mengumpulkan
dan mengompromikan dua dalil yang tampaknya bertentang-
an berdasarkan prinsip pengamalan dua dalil lebih utama dan
pengabaiannya. (4) Tasdqut ad-dalilain, yaitu menggugurkan dua
dalil yang tampak bertentangan dan mencari dalil lain sekalipun
derajatnya lebih rendah. Kedua, metode Syafi’iyah, yaitu: (1)
al-jam’u wa at-taufig (mengumpulkan dan mengompromikan),
(2) menerapkan teori nasakh (pembatalan hukum), (3) tarjih,
yaitu menguatkan salah satu dalil atas yang lain, (4) tkhyfr, yaitu
menmilih salah satu dalil yang bertentangan itu, (5) tewagquf; yaitu
meninggalkan dua dalil yang bertentangan dan mencari dari dalil

lain .76

4, hlm. 217

173. Muhammad Al-Khudhari Bik, Usi/ al-Figh, (Beirtit: Dér al-Fikr, 1988), hlm.
358.

174. Wahbah Az-Zuhaili, Usi/ al-Figh al-Islim#, hlm. 1203.

175. Muhammad Wafa, T4rudh al-Adillah asy-Syar'iyah min al-Kitih wa as-Sunnah
wa at-1ajih Bainahd, (Kaico: Dar-al-Qalam, 2001), him. 79.

176. Abt Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazili, al-Mustagfi i Usitl al-

152



Bagi Asy-Syatibi, seperti juga ulama lain, int ta4rudh ini
berkisar pada dua petunjuk yang berbeda, satu menafikan dan
yang lain menetapkan. Seperti memandang keserupaan yang
berlaku pada suatu kasus, umpamanya dalam kasus hamba yang
dapat dilihat dari sudut manusianya (adami) atau dianggap
harta (mal). Contoh lain, pertentangan sebab-sebab, seperti
mencampur-adukkan mayat dengan binatang yang disembelih
atau mencampuradukan istri dengan perempuan ajnabiyah,
karena masing-masingnya ada kemungkinan sebab adanya yang
dihalalkan dan diharamkan. Contoh lain, pertentangan syarat,
seperti pertentangan dua penjelasan, ketika kita mengatakan
bahwa syahidah adalah syarat bebasnya hukuman, maka salah
satu keduanya menuntut penetapan dan yang lain menuntut
penundaannya. Demikian seterusnya semua yang berlaku dalam
tema semacam ini.!

Metode tarjih dari ta’drudh semacam ini tidak dapat ditentukan
secara pasti, karena kasus-kasus partikular tidak terbatas, dan
pemberlakuannya dapat menunjukkan ketidaksamaannya di antara
yang partikular-patikular tersebut. Jika ditetapkan hukum yang
sama atas semua yang partikular, maka akan berpengaruh terhadap
kemaslahatan individu tertentu yang dilindungi, berdasarkan
realitas yang diketahui semua orang. Apabila demikian adanya,
metode #4rjh menetapkan keberlakuan dalil-dalil yang datang pada
tempat pertentangan yang dalam hal ini tidak mungkin kecuali
kecerdasan pemikiran mujtahid. Maka dalam hal ini, hakikat
pendapat ulama adalah berpaling kepada salah satu dari dua segi,
yakni mana yang lebih menguntungkan, lebih unggul, atau lebih
dekat hubungannya dengan wésitah-wésitah (variabel antara) yang
menjadi stimulan dalil yang menafikan atau menetapkan. Lalu

Figh, Jilid 1. hlm. 522-523. Lihat juga Muhammad Wafa, Tadrudh al-Adillah
asy-Syar’iyabh min al-Kitib wa as-Sunnah we at-Tajih Bainahé, hlm. 98.
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seorang mujtahid menetapkan hukum berdasarkan i/pdq atau

kaitannya dengan wisitah-wésitah tersebut tanpa harus memerhati-

kan segi lain.'”®

Mencermati pandangan Asy-Syitibi di atas, dapat kita pahami
bahwa dalam penyelesaian dalil-dalil yang tidak dapat dikompromi-
kan, ia sejalan dengan pandangan para ahli hukum Islam lainnya.
Tetapi, ia memberi tekanan bahwa persoalan kontradiksi dalil
betul-betul menyangkut kapasitas seorang ahli hukum Islam dan
akurasi penyelesaiannya sangat tergantung dengan kecerdasan
mereka dalam melihat unsur-unsur yang terkait, sebelum akhirnya
menentukan pilihan yang benar-benar akurat dari berbagai
seginya.

Adapun dalam hal yang dapat dikompromikan, Asy-Syatibi
memberikan analisisnya dengan mengemukakan bentuk-bentuk
tadrudh sebagai berikut:

(1) T&arudh yang terjadi antara sifat universal dan partikular
di bawahnya, seperti berbohong yang sifatnya universal dan
berbohong untuk mendamaikan suami istri yang sifatnya
partikular; membunuh seorang Muslim yang diharamkan
(universal) dan membunuh karena gisds atau sebab melakukan
zind (partikular). Dalam hal ini, menurut Asy-Syatibi, kedua
dalil rentang hal tersebut yang dipandang kontradiktif dapat
diamalkan sesuai dengan konteksnya.!”

(2) 1z'4rudh yang terjadi antara dua yang partikular, namun
keduanya masuk di bawah satu universal, seperti pertentang-
an dua padis, dua giyds, atau dua tanda-tanda (gard’in). Hal
ini, menurut Asy-Syatibi, telah banyak dikemukakan oleh
ahli hukum Islam. Tetapi, yang perlu dipersoalkan di sini
menurutnya adalah tentang cara mereka memandangnya,

bahwa #4rudh itu apabila telah nyata haruslah diambil salah
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satu keduanya (zarjib), schingga yang satunya diamalkan
sedangkan yang lain tidak. Cara semacam ini, menurutnya,
tidaklah sah, kecuali pembatalan itu karena mansikh atau
bersifat asumtif (wahm) pada sanad atau pada matan, jika dalil
itu berupa khabar 4hid, atau statusnya zhanni yang bertentang-
an dengan dalil yang berstatus ga¢7 dan sesuai dengan metode
tarjih.'® Asy-Syatibi tampaknya ingin mengungkapkan bahwa
tidak ada zarjzh kalau dalil itu sama-sama gahih, sebab akan
berakibat kepada pengabaian dalil sab#h yang lain. Dengan kata
lain, manakala dalil itu sama-sama sah#h, maka boleh diamalkan
semua. Inilah salah satu contoh konkret dari konsep keragaman
dalam kesatuan, yang juga ia kembangkan dan telah diuraikan
sebelumnya.

(3) T4rudh antara dua yang partikular, tetapi keduanya tidak
masuk di bawah yang lainnya dan tidak kembali kepada satu
yang universal, melainkan kembali kepada universal-univer-
sal yang berbeda, seperti seorang mukallaf tidak mendapatkan
air dan tidak mampu bertrayammum. Maka dalam hal ini,
ia berada di antara meninggalkan tuntutan agimi ag-salih
untuk melakukan tuntutan 24 qumtum ili-ag-salih fagsili. ..
atau sebaliknya. Shalat masuk kepada universal dbaririyah,
sedangkan ahdrah masuk dalam universal #dbsiniyah.'®' Dalam
hal ini, yang diamalkan adalah partikular yang masuk dalam
universal yang sifatnya dbardiriyah. Sehingga, dalam kondisi
semacam ini, seseorang boleh melakukan shalat tanpa berwudhis’
atau tayammum.

(4) Ti4rudh yang terjadi antara dua universal yang sejenis. Secara
zhihir, hal ini tidaklah benar, tetapi hasilnya benar. Jalan tidak
benarnya adalah bahwa syari’zh universal bagi Asy-Syitibi
adalah gar’, sehingga munculnya pertentangan universal yang

180. Ilbid,, him. 222.
181. lbid.

155



gat’? itu adalah mustahil. Sedangkan jalan benarnya (sibhah)
adalah berdasarkan kualifikasi dalil yang memungkinkan untuk
dikompromikan manakala objek keduanya diakui, sehingga
pada hakikatnya tidak ada pertentangan. Sama halnya dengan
partikular keduanya. Contoh dua partikular semacam ini banyak
sekali, seperti rentang jarak dan arah dalam batasan mencari air
untuk bersuci, sehingga tingkat kesulitannya sangat beragam
dan kondisi orangnya pun tidak sama, dan bagi orang-orang
tertentu hal itu sudah boleh bertayammum dan bagi orang
lain belum dibolehkan. Karenanya, hal yang demikian itu
sesungguhnya pertentangan yang bukan antara dua dalil,

tetapi berkaitan dengan tingkat kemampuan masing-masing
individu.'®

Metode-metode verbal dalam bentuk analisis kebahasaan,
dan metode substansial dalam bentuk giyés, istibsan, masiabah
mursalah, dan metode-metode lain yang dikenal dalam literatur
ilmu il al-figh serta konsep tadrudh al-adillah, seperti telah
dikemukakan terdahulu, menurut Asy-Syitibi, sebenamya telah
efektif dalam mewujudkan adabtabilitas hukum Islam terhadap
persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Karena itu, ia
mengakui eksistensi dan validitas metode-metode tersebut. Inilah
kiranya yang dimaksud ungkapan simplistiknya yang berbunyi wa
min hazibi al-jumlah sabata al-qiyis wa al-ijtihéd."® Tjtihad di sini
tentunya dapat ditafsirkan dalam bentuk metode istipsin, metode
maglabah mursalah, dan lain-lain, termasuk metode zarjily’.

Kendati demikian, seperti telah dikemukakan dalam bab
pendahuluan, bahwa metode-metode yang dilakukan dalam
mainstream (arus utama) al-manhbaj al-istinbiti tersebut terkadang
cenderung menggeser kesatuan dasar-dasar syari'ah, karena

biasanya dilakukan secara parsial, ditambah pengaruh fakror tradisi

182. Ihid., hlm. 223-224.
183. Ibid., him. 7.
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dan prinsip murd'ab al-khilif dalam mazhab Maliki. Sejalan dengan
ini, yang lebih memprihatinkan dari prosedur istinbdt! dengan
metode giyds, istibsén, dan maslabah mursalah terkadang cenderung
mengutamakan keinginan manusiawi atau kesemenaan individual
atas aturan-aturan Tuhan.

Asy-Syatibi memandang bahwa untuk mencapai tujuan
syard, peneliti haruslah memerhatikan unsur-unsur konteks dan
tempat,'® tanpa mengabaikan dasar-dasar syariah. Pandangan
semacam ini dapat ditafsirkan bahwa upaya memelihara dan
mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat haruslah dilengkapi
dengan pengetahuan tentang tradisi dan kondisi sosial masyarakat.
Ini berarti, Asy-Syitibi mengakui perkembangan dan perubahan
masyarakat sebagai faktor penting dalam perumusan hukum,
sehingga tujuan yang ingin dicapai dalam pen-syarfzh-an hukum
dapat tercapai. Dengan kata lain, baginya ada hubungan erat
antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Sejauh interpreta-
si semacam ini memang telah menjadi bagian dari makna konsep
gard’in abwil kategori ghairu mangilah, yang dirumuskan
Asy-Sytibi, mesti dipertimbangkan dalam metode al-istigri’
al-ma'nawi.

Dengan demikian, untuk menutupi kelemahan-kelemahan
seperti yang telah digambarkan di atas, sekaligus mempertahan-
kan kesatuan dasar-dasar syari’zh dan mengapresiasi kondisi
signifikan, Asy-Syatibi telah menawarkan suatu metode alternatif,
yaitu metode al-istiqrd’ al-manawi dalam mainstream al-manhaj
al-istiqri’i. Tentang bagaimana elaborasinya, dapat ditelusuri dalam

bahasan bab berikutnya.

184. Ibid., Jilid 3, hlm. 6.
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Bab IV

Metode Al-Istigra’ al-Manaui
dalam Penetapan Hukum Islam
menurut Asy-Syitibl

A. Pengertian al-Istiqra’ al-Ma’nawi

Mengiringi para pemikir Islam terdahulu, Asy-Syatibi juga
telah membicarakan metode al-istigri’ yang umum dikenal di
kalangan ahli ilmu mangiq dan para ahli hukum Islam (wsiliyin).
Dalam konteks pencarian hukum, ia menggunakan istilah a/-
istiqrd’ ini untuk beberapa arti. Pertama, untuk penelitian terhadap
nash-nash hukum, baik Al-Quran maupun Sunnah. Ini terlihat
umpamanya ketika ia meneliti nash-nash dalam upaya menetapkan
tujuan-tujuan hukum Islam.! Di tempat lain, ia mengemukakan
bahwa al-istigr4’ adalah penelitian terhadap partikular-partikular
makna nash, untuk kemudian ditetapkan suatu hukum umum,

1. Abi Ishaq Ibrahim ibn Misa Asy-Syatibi, al-Muwéfaqas fi Usiil asy-Syari ab, jilid
2, (Beirtit: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.), hlm. 5.



baik yang sifatnya pasti (g4f7) maupun hanya dugaan kuat
(zhanni).® Ini berarti, seperti akan dikemukakan kemudian, ia
merumuskan adanya stratifikasi universal.

Kedua, al-istigrd’ digunakannya untuk penelitian terhadap
hukum-hukum spesifik (fzr%yah). Ini terlihat umpamanya ketika
ia membangun argumen tentang persoalan ibadah yang sifatnya
ta'abbudi (mengikuti tanpa ada pertanyaan), dengan alasan
utamanya adalah berdasarkan metode al-istigrad’ atau penelitian
induktif terhadap hukum-hukum spesifik, seperti bersuci dari
hadas kecil melampaui tempat yang mengharuskannya, kemudian
shalat dilakukan dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan
tertentu, sehingga selain dari yang ditentukan tidaklah dinamakan
ibadah.? »

Ketiga, al-istigré’ digunakannya untuk melakukan penelitian
terhadap realitas sejarah penerapan hukum dan kaitannya dengan
tradisi masyarakat. Umpamanya, ketika ia menyatakan bahwa
realitas berangsur-angsurnya penerapan hukum Islam merupakan
pemahaman yang benar dan dapat dipegangi berdasarkan
penelitian induktif terhadap faktor-faktor tradisi (al-istigra’ al-
4di) yang menjadi sebab hukum tidak diterapkan secara sekaligus.
Ini, menurutnya, sejalan dengan kemaslahatan manusia.* Namun,
semua pengertian ini masuk dalam bingkai makna metode /-
istigrd’ al-manawi, sebagaimana akan terlihat dalam formulasinya
mendatang.

Menyangkut aspek kuantitas objek berupa nash-nash dan
hukum-hukum cabang yang diteliti, Asy-Syatibi juga menyebut
istilah al-istigrd’ at-tdmm (penelitian indukeif sempurna) sebagai
imbangan dari al-istigré’ an-ndgis. Umpamanya, ketika ia meneliti
bahwa banyak dalil mengenai hak-hak Allah yang tidak dapat
hilang dan tidak kembali kepada ikhtiyir mukallaf; namun dalil

2. Ibid, jilid 3, him. 221.
3. Ibid, jilid 2, him. 228.
4. Ibid,, hlm. 71.
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tertinggi adalah yang dilakukan dengan metode al-istigrd’ at-timm
terhadap sumber-sumber hukum, seperti bersuci dengan berbagai
macamnya, shalat, zakat, puasa, haji, al-amr bi al-marif wa an-
nahyu an al-munkar”’ Juga ketika merespons wacana tentang teori
nasakh, dengan ungkapannya bahwa nasakh itu tidak akan atau
sedikit sekali terjadi pada hukum-hukum universal yang menjadi
pokok-pokok agama.®

Dalam pengertian al-istiqrd’ at-tdmm, ia juga menggunakan
istilah al-istiqrd’ al-"4mm ketika ia mengatakan bahwa syari'ah
itu selalu sejalan dengan akal, berdasarkan al-istigrd’ al-"dmm
terhadap rincian-rincian syari'ah tersebut.’” Ini tentu saja yang
dimaksudkannya adalah syariat yang berkaitan dengan mudmalah,
sedangkan yang berhubungan dengan ibadah tidak mutlak seperti
ini, mengingat sifatnya yang tabbudi. la juga menggunakan
istilah al-istigrd’ al-kulli dan al-istiqrd’ al-juz untuk arti penelitian
induktif terhadap dalil-dalil syari ah yang universal dan partikular.®
Penggunaan istilah-istilah yang umum dikenal di kalangan ahli
mantiq tersebut tampaknya sangat tergantung kepada objek
penelitian yang dilakukan.

Setelah melihat pandangan Asy-Syitibi secara umum
tentang eksistensi al-istigra’ dalam pemikiran hukum Islam,
pertanyaan yang muncul adalah bagaimana konsepnya tentang
metode al-istiqrd’ al-manawi? Untuk menjawab pertanyaan ini, ia
menggambarkan bahwa al-istigrd’ al-manaw adalah suatu metode
penetapan hukum yang bukan hanya dilakukan dengan satu dalil
tertentu, tetapi dengan sejumlah dalil yang digabungkan antara
satu sama lain yang mengandung aspek dan tujuan berbeda,
schingga terbentuklah suatu perkara hukum berdasarkan gabungan

5. Ibid., him. 285.
6. Ibid,, jilid 3, hlm. 79.
7. Ibid., jilid 1, hlm. 54.
8. Ibid, hlm. 19.
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dalil-dalil tersebut.” Masih berkaitan dengan pengertian ini, lebih
lanjut ia menyatakan bahwa para pemikir hukum Islam tidak boleh
menetapkan tujuan asy-Sydri hanya berdasarkan dalil tertentu dan
dengan cara tertentu saja, tetapi untuk menemukannya haruslah
dengan meneliti semua dalil yang relevan, baik sifatnya zhdhir,
mutlag, muqayyad, kulliyah, atau juziyah dalam berbagai variasi
dalam setiap bab hukum figih. Selain itu, haruslah mempertim-
bangkan gard’in abwdél (indikasi-indikasi keadaan signifikan), baik
yang dinashkan (mangiilah) maupun yang tidak dinashkan (ghairu
mangilah). Dengan cara ini, kesimpulan hukum akan didapatkan
secara pasti atau yakin.'

Pernyataan indikatif Asy-Syatibi di atas dapat disederhana-
kan bahwa al-istigré’ al-ma'nawi menurutnya adalah suatu metode
dalam proses penarikan atau penetapan hukum Islam yang tidak
tergantung kepada hanya satu dalil atau nash saja, tetapi dengan
menghimpun semua dalil dari berbagai bentuknya yang relevan
dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya supaya
didapatkan suatu kepastian hukum, dengan tetap memerankan
akal, mempertimbangkan kondisi-kondisi sosial, serta dimensi
waktu dan tempat.

Formulasi ini sekaligus menggambarkan prinsip dan
karakteristik metode yang dikembangkannya tersebut, yaitu:
Pertama, ungkapan penggabungan dalil-dalil menggambarkan
bahwa prinsip metode al-istiqri’ al-ma'nawi ini tidak menganggap
cukup menetapkan suatu hukum hanya dengan satu dalil
saja, seperti yang sering dilakukan oleh para ahli hukum Islam
kebanyakan, sebagaimana akan diuraikan secara teperinci dalam
bahasan mendatang. Kedua, dalil-dalil hukum yang dihimpun
tersebut ada yang sifatnya universal dan ada yang partikular, dan
konsekuensinya ada hukum-hukum universal dan hukum-hukum

9. Ibid, jilid 2, hlm. 39.
10. Ibid
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partikular, yang karena itu bentuk-bentuk lafaz dari dalil tersebut
ada yang ‘umiim, khusis, amar, nabi, zhihir, mutlag, muqayyad,
dan lain-lain bentuk lafaz seperti yang telah diintroduksi oleh
para ahli hukum Islam dan sebagiannya telah direkonstruksi oleh
Asy-Syatibi. Ketiga, sedemikian pentingnya metode ini, maka
ia pun memandang bahwa seorang pemikir hukum tidak akan
menemukan tujuan-tujuan asy-Sydri’ dalam menetapkan hukum
apabila hanya dilakukan dengan satu dalil atau beberapa dalil
dengan metode-metode tertentu saja. Ia baru dapat ditemukan
manakala dilakukan dengan melalui penelitian terhadap semua
dalil yang relevan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Keempat,
selain penghimpunan dalil-dalil berupa nash-nash, peneliti hukum
juga haruslah memerhatikan gard’in ahwal (indikasi-indikasi
keadaan tertentu), baik yang berkaitan dengan nash-nash tersebut
secara langsung (qard’in abwil mangiilah) maupun tidak berkaitan
secara langsung (gard’in abwil ghairu manqilah).

Konsep gard’in ini lebih dipertegas dengan pernyataannya
ketika membicarakan masalah amar dan nahi dari sudut tujuan
Tuhan (gasd asy-Sydri) dalam menciptakan hukum bagi hamba-
hamba-Nya, yaitu bahwa gard’in tersebut ada yang sifatnya
haliyah, yaitu indikasi keadaaan-keadaan yang tidak berkaitan
secara langsung dengan nash-nash zmar dan napi, dan karena itu
identik dengan (gard’in ahwil ghairu mangiilah) dan ada yang
sifatnya al-magiliyah yang sama dengan indikasi yang berkaitan
secara langsung dengan nash-nash atau sama dengan gard’in ahwil
mangilah.M

Kalau kita proyeksikan kepada pemikiran para ahli hukum
Islam (usiiliyén) lain, qard'in abwil yang dikemukakan Asy-Syatibi
ini tampaknya identik dengan konsep al-mukhaggisir (pentakbsis),
baik sifatnya muttagilah seperti istisnd, sifat, syarat, géyah, dan lain-
lain, maupun munfagilah seperti nash dengan nash, dengan #jmd;

11. Ibid, Jilid 3, him. 88.
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dengan urf, akal, dan lain sebagainya. Tetapi, dengan konsep
qard’in apwail, baik mangilah maupun ghairu manqiilah, hal ini
memperlihatkan arti penting kondisi signifikan suatu masyarakat,
dan merupakan hal yang mutak untuk dipertimbangkan dalam
penetapan hukum Islam, bahkan harus benar-benar mendapat
perhatian serius.

Sampai di sini, muncul pertanyaan tentang apa dasar filosofis
Asy-Syatibi untuk merumuskan dan menggunakan al-istigrd’
al-manawi sebagai metode unggulan dalam penetapan hukum
Islam? Dalam menjawab pertanyaan ini, Muhammad ‘Abdu
Rabbih mengemukakan bahwa Asy-Syatibi telah menggunakan
metode al-istiqrd’ al-manawi secara konsisten dalam perumusan
dan pengujian berbagai persoalan hukum seperti terlihat dalam a/-
Muwiéfagar. Inilah, menurutnya, antara lain sisi menarik dari tokoh
ini yang bisa diteliti. Muhammad ‘Abdu Rabbih sendiri beranggap-
an bahwa tujuan ahli hukum Islam terkenal tersebut adalah untuk
menghapus image yang berkembang selama ini bahwa al-istigrd’itu
hanya digunakan oleh ulama-ulama Syifi iyah, sehingga dengan
usaha maksimal ini, Asy-Sy4tibi membuktikan bahwa ulama
Mialikiyah juga memegangi dan menganggapnya sebagai salah satu
dasar dan metode penetapan hukum Islam yang valid."

Saya melihat, bahwa penggunaan metode ini oleh Asy-Syatibi
bukan hanya sekadar untuk menghapus pandangan keliru seperti
anggapan di atas, tetapi yang lebih mendasar bahwa baginya a/-
istigrd’ al-manawi adalah metode alternatif yang signifikan untuk
menetapkan hukum atau kaidah hukum dan memverifikasinya
dibanding metode-metode lain yang dilakukan secara parsial, yakni
dengan penggunaan dalil secara terpisah-pisah, sehingga terkadang
mengabaikan dalil-dalil lain yang sebenarnya relevan diterapkan
dalam menyelesaikan berbagai problem hukum tertentu. Alasannya

12. Muhammad ‘Abdu Rabbih, Bubis £ al-Adillah al-Mukbtalaf Fibi Tnda
al-Usiiliyin, (Kairo: Dar al-Fikr al-’Arabi, 1980), hlm. 39.
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cukup jelas, karena metode ini berupaya mempertahankan kesatuan
dasar-dasar syari’ah, dengan tidak mengabaikan kondisi yang
berkembang dalam masyarakat, seperti tecermin dari formulasinya
tentang metode tersebut.

Sebagai kelanjutan dari itu, dasar filosofis Asy-Syaribi dalam
merumuskan metode al-istiqrd’ al-ma'nawi ini dapat ditelusui dari
beberapa pernyataan indikatifnya, yang dapat direduksi dalam
tema “kepastian dalil hukum untuk menghasilkan kepastian
hukum” sebagai jawabannya. Ja mengungkapkan:

Adanya tujuan asy-Syari’ untuk memelihara tiga prinsip:
dhariiriyah, héjiyah, dan tapsiniyah mengharuskan adanya dalil
yang menjadi sandarannya. Sandaran tersebut baik dalil zhanni
atau gat’i. Seandainya keberadaan dalil (status dalil syariah) itu
bersifat zhanni adalah bdgil, karena dalil itu adalah dasar syariab
bahkan dasar dari dasar-dasar syarizb tersebut. Manakala dasar-
dasar syari'ah itu haruslah bersifat gaf?, maka terlebih lagi dasar
dari dasar-dasar syari'ah haruslah gari. Seandainya penetapan
dasar dari dasar-dasar syari ab itu boleh dengan dalil zanni, niscaya
syariat itu hanya dugaan belaka, baik asal maupun cabangnya. Ini
adalah bdril. Dengan demikian, syari'ah itu haruslah pasti (g4¢7%),
dan dalil-dalilnya juga haruslah pasti (ga¢7)."

Bagi Asy-Syatibi, tujuan asy-Sydri’ menetapkan hukum adalah
untuk merealisasi kemaslahatan umat manusia dari berbagai segi
yang tersimpul dalam prinsip dhardriyah, bdjiyah, dan tabsiniyah,'
yang masing-masing pengertian istilah ini akan diuraikan kemudian.
Untuk mewujudkan tujuan-tujuan ini, haruslah ditetapkan dengan
dalil yang pasti, dan tidak dapat hanya dengan dalil yang tidak pasti
(zhanni), sebab dengan dalil yang pasti inilah akan menghasilkan
hukum yang pasti. Sebaliknya, manakala ditetapkan dengan dalil
yang zhanni, maka akan menghasilkan hukum yang zhann? pula.

Dalam rangka mendapatkan dalil-dalil yang bersifat pasti (ga¢7) itu,

13. Abf Ishiq Ibrahim ibn Misa Asy-Syatibl, #l-Muwdifaqét fi Usiil asy-Syariah, jilid
2, hlm. 37-38.
14. Ibid., hlm. 7.
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keraguan lagi untuk mengakui dan memegangnya seperti dalil-
dalil wajib bersuci dari hadas, shalat, puasa, haji, amar marif-nabi
munkar, ijtimd’ al-kalimah atau syahidatain, dan hal-hal yang
serupa. Tetapi, apabila dalil itu zbanni, maka ada yang dapat
diproyeksikan kepada dalil gat%, sehingga harus dipegangi dan
adakalanya tidak dapat diproyeksikan kepada dalil gaz7, sehingga
perlu dilakukan verifikasi dan, secara umum, tidak boleh langsung
diterima.'® Dalil-dalil zhanni yang dapat diproyeksikan kepada dalil
qat1, secara umum, adalah khabar-khabar 4héd, yang menurutnya
dapat diamalkan dalam penetapan hukum. Tetapi, dalil zhanni yang
tidak dapat diproyeksikan kepada dalil ga¢7, karena bertentang-
an, maka haruslah ditolak. Alasan yang dikemukakannya adalah:
Pertama, karena ia menyalahi dasar-dasar syar? ah, sedangkan yang
menyalahi nash-nash syari’ah itu hukumnya tidak sah. Kedua, tidak
ada dalil yang mengakui keabsahannya, karena itu pengakuan
terhadapnya tidak dibenarkan. Para ahli hukum Islam mengintro-
duksinya sebagai al-mundsib al-garib. Contoh yang dikemukakan
Asy-Syatibi adalah fatwa seseorang yang mengutamakan puasa dua
bulan berturut-turut atas orang yang menzihar istrinya, padahal
puasa boleh tidak dilakukan dalam kafarat zhihdir, kecuali bagi orang
yang tidak mempunyai hamba untuk dimerdekakan. Selanjutnya,
dalil zanni yang tidak ada sydhid khusus untuk menerima arau
menolaknya, tetapi dapat mendatangkan kemaslahatan, maka
dapat dipertimbangkan scbagai dalil, dan inilah yang disebutnya
sebagai al-mundsib al-mursal atau maglahah mursalah, seperti yang
telah diuraikan pada bab sebelumnya.”

Kalau diproyeksikan kepada teori gaf’i-zhanni yang telah
dirumuskan oleh para ahli hukum Islam lain, uraian dan analisis
Asy-Syatibi di atas tampaknya dipandang dari sudut penunjukan
dalil terhadap hukum. Sedangkan dari segi datangnya, Asy-Syatibi

18. Ibid, Jilid 3, hlm. 7.
19. Ibid, Jilid 3, hlm. 7.
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mengemukakan bahwa dalil-dalil 74/7 adakalanya berupa nash-
nash yang datangnya secara mutawatir, yang tidak mengandung
kemungkinan fzwil sama sekali atau sebaliknya. Jika ia bukan
nash, atau ia nash tetapi tidak diriwayatkan secara mutawdtir, maka
pada dasarnya tidak sah menyandarkan syariah kepadanya, karena
sesuatu yang bersifat semacam ini tidak menghasilkan kepastian.
Padahal, yang menghasilkan kepastianlah yang dituntut. Dan
jika dalil itu berupa nash-nash yang tidak mengandung i/ dan
mutawdtir sanad, maka itulah yang menghasilkan kepastian.?°

Tetapi, keberadaan dalil berupa nash yang tidak mengandung
tawil dan mutawitir sanad, menurut Asy-Syatibi, masih diperseli-
sihkan oleh para ulama. Bagi yang mengakui keberadaannya,
menetapkan bahwa dalil berupa nash yang tidak mengandung zwil
dan mutawdétir sanad tidak ditemukan dalam setiap masalah yang
ada dalam syari’ah, tetapi hanya didapatkan dalam sebagiannya
saja. Sedangkan bagi yang tidak mengakui keberadaan berupa nash
yang tidak mengandung za'wil dan murawatir sanad dalam syari'ab,
menyatakan bahwa sesungguhnya berpegang pada dalil-dalil 7aq/7
yang dikatakan pasti, tergantung kepada sepuluh mugaddimah,
yang masing-masingnya adalah zhanni. Berpegang kepada sesuatu
yang zhanni, mestilah zhanni. Ini, secara implisit, adalah pendapat
Asy-Syatibi.

Teori gayi-zanni Asy-Syatibi yang agak rumit ini telah banyak
mendapat komentar dari para ahli hukum Islam kontemporer.
Quraysh Shihab umpamanya telah memperjelas pemikiran Asy-
Syatibi, dengan menyatakan bahwa menurut Asy-Sy4tibi bila yang
dimaksud dengan g7 ialah tidak adanya kemungkinan arti lain
bagi suatu lafal pada saat ia berdiri sendiri, maka tidak ada atau
sedikit sekali dalil syara’yang tergolong gari.!

20. Ibid., Jilid 2, hlm. 49-50.
21. M. Quraish Shihab, Membumikan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 1993), hlm.
96.
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Kesulitan tersebut, menurut Asy-Syitibi, karena manakala
dalil-dalil syara’ adalah 2hid, sehingga jelas tidak akan menghasil-
kan suatu kepastian dan ini telah diakui oleh para ahli hukum.
Sedangkan apabila dalil tersbebut lafaznya besifat mutawatir, maka
untuk menyimpulkan pengertian yang pasti masih diperlukan
muqaddimah-muqaddimah yang pasti pula, dan mugaddimah-
muqaddimah tersebut haruslah mutawétir. Padahal untuk
mencapai sifat mutawdsir (yang mengandung kepastian) hampir
dipastikan sulit dilakukan. Sebab, ia sangat tergantung kepada
sepuluh kenyataan lafaz,” yang disebutnya mugadimah ‘asyar dan
semuanya adalah zanni, yaitu: Pertama, kemungkinan subjektivi-
tas periwayatan lafaz (bahasa dalil hukum) dan pemikiran para
ahli tata bahasa Arab. Kedua, lafaz itu terkadang mengandung
banyak arti. Ketiga lafaz-lafaz itu ada yang majizs, bukan hakiki.
Keempat, lafaz-lafaz itu terkadang ada dalam istilah syzrz’ dan adat
sekaligus. Kelima, lafaz-lafaz itu sering tersembunyi maknanya.
Keenam, lafaz-lafaz itu terkadang bersifat umum, yang karenanya
memerlukan pentakbsts. Ketujuh, lafaz-lafaz itu terkadang mutlak
yang karenanya memerlukan batasan. Kedelapan, lafaz-lafaz itu
kemungkinan mansikh yang perlu dicari ndsikh-nya. Kesembilan,
lafaz-lafaz itu terkadang ada dalam susunan terdahulu-terkemudi-
an. Kesepuluh, makna-makna dari lafaz itu terkadang terlihat
bertentangan dengan akal.? Manakala terdapat salah satu
kemungkinan saja, maka statusnya adalah zhanni. Pada kenyataan-
nya, apabila dalil itu dipandang secara parsial, maka kemungkinan
salah satu dari sepuluh hal di atas akan ditemukan. Dalam
kesimpulannya, Asy-Syitibi menyatakan bahwa ke-gati-an dalil-
dalil hukum bisa terlepas dari sepuluh mugaddimab di atas, dan

terlepasnya dari salah satu unsur di atas jarang terjadi atau tidak

22. Abii Ishiq Ibrihim ibn Misi Asy-Syiribi, al-Muwifagés fi Usiil asy-Syari ab, Jilid
1, him. 14. Lihat juga jilid 2, him. 32.
23. Ibid,
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mungkin terjadi sama sekali.?*
Sebagai kelanjutan konsep cara menemukan dalil qar’i

yang harus dipegangi yang telah disinggung di atas, Asy-Syatibi
mengungkapkan sebagai berikut:

Dalil-dalil yang dipegangi di sini hanyalah yang diteliti dan
disimpulkan secara induktif dari sejumlah dalil yang zhanni
yang saling membantu untuk suatu makna (gagasan) yang utuh,
sehingga menghasilkan kepastian (ga¢%), karena suatu kesatuan
dalil-dalil memiliki suatu kekuatan yang tidak dimiliki oleh
dalil-dalil yang digunakan secara terpisah-pisah. Inilah alasannya
mengapa suatu hadis yang periwayatnya banyak (mutawatir)
memiliki kepastian dan persoalan yang dibahas ini adalah jenis
dari kolektivitas itu. Apabila melalui penelitian induktif terhadap
dalil-dalil tentang suatu masalah tertentu telah menghasilkan suaru
kolektivitas, maka berarti dapat menghasilkan pengetahuan yang
pasti. Ttulah dalil yang dicari dan ia serupa dengan mutawitir
manawi. Dengan cara inilah wajibnya lima prinsip seperti shalat,
zakat, dan sebagainya dapat ditetapkan secara pasti. Bila tidak
dengan cara demikian, apabila seseorang berdalil tentang wajibnya
shalat hanya dengan dasar firman Allah: “Dirikanlah shalat,” maka
dalil ini sendiri saja akan muncul berbagai pemikiran. Tetapi,
manakala dalil itu juga ditunjang oleh berbagai dalil eksternal lain
yang berkaitan, maka kewajiban shalat menjadi jelas dalam agama,
schingga tidak ada orang yang meragukannya, kecuali orang yang
meragukan dasar agama.?

Dengan demikian, berbeda dari para ahli hukum Islam lain,
Asy-Syatibi memandang bahwa dalil yang ga¢7 itu adalah dalil
yang sifatnya kolektif, bukan terpisah-pisah. Dalil semacam ini,
menurutnya, telah mendekati mutawditir ma'nawi yang disebutnya
dengan syabih bi at-tawdtur al-ma’nawi (serupa atau mirip
dengan konsep mutawdtir manawi, suatu istilah yang familiar di
kalangan ahli Aadis). Abdullah Darréz, ketika mengomentari frase

ini, menyatakan bahwa kandungan makna syabib bi at-tawdtur

24. Ibid., hlm. 26.
25. Ibid., hlm. 23-24.
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al-manawi yang diistilahkan Asy-Sytibi, bukanlah mutawitir
manawi, sebab objek penelitan al-istiqrd’ al-manawi ada yang
sifatnya menyentuh persoalan secara langsung dan ada yang tidak
secara langsung.”®

Sehubungan dengan masalah kepastian dalil dan kepastian
hukum dari metode al-istiqrd’ al-ma’nawi ini, muncul pertanyaan
tentang konsep kepastian menurut Asy-Syatibi. Untuk menjawab
persoalan ini, sebagai perbandingan, terlebih dahulu menarik
dikemukakan konsep kepastian dalam konteks hasil suatu
penelitian induktif, seperti yang dikemukakan oleh I.R. Poejawijat-
na, sekalipun analisis semacam ini sesungguhnya kurang tepat
mengingat makna al-istigrd’ al-ma'nawi ini berbeda dari konsep
induktif dalam ilmu pengetahuan modern, terutama objeknya.
Poejawijatna menyatakan bahwa dalam ilmu alam hasil yang
dicapai melalui metode induksi ini dapat berlaku pasti dan umum,
tanpa terkecuali. Umpamanya, air biasa pada suhu nol derajat
celcius mulai membeku, dan ini akan berlaku pada semua jenis air.
Tetapi, dalam ilmu sosial yang objeknya terpengaruhi oleh manusia
yang sedikit banyak dapat ikut menentukan kejadian-kejadian
objek tersebut, metode induksi tersebut tidak mungkin dapat
berlaku mutlak, pasti, dan umum, tanpa ada pengecualian, karena
manusia itu mempunyai daya memilih dalam bertindak.?’

Apabila patron ini kita proyeksikan kepada persoalan hukum
Islam sebagai objek penclitian dengan metode induksi, bukan pada
persoalan empiris, maka kepastian yang ditemukan atau dihasilkan
oleh metode al-istiqrd’ al-ma’nawi Asy-Syitibi ini tampaknya
dapat dimasukkan kepada kategori kepastian yang masih ada
kemungkinan lain atau pengecualian. Oleh karena itu, sepanjang
pemikiran hukum Islam, istilah yakin atau pasti yang dimaksud
tidak sama dengan pasti dalam ilmu pengetahuan modern, seperti

26. Lihat Komentar Darraz dalam a/-Muwifagés., jilid 1, hlm. 23.
27. LR. Poejawijatna, Logika: Filsafat Berpikir, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), him.
71-74.
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dikemukakan Poejawijatna, atau bahkan yakin atau pasti tersebut
tidak sampai kepada derajat mutawdtir seperti yang dikemukakan
Abdullah Darriz di atas. Jadi, pasti di sini adalah menurut
pandangan zhdhir peneliti hukum Islam dengan metode tersebut.
Hemat saya, hal ini memang dapat dipahami, karena dalam
penetapan hukum dengan metode al-istiqrd’ al-manawi tersebut
ada kemungkian muncul problem bagi peneliti hukum ketika
merakit dan mengobservasi “konsep hubungan” antara dalil-dalil
yang bentuknya bervariasi dan usaha mensurvei atau memersepsi
qard’in ahwil, baik yang mangilah maupun ghairu mangiilah.
Namun demikian, dengan metode ini paling tidak kepastian yang
dihasilkan tersebut akan lebih unggul dari hasil kepastian dalil yang
dipahami secara terpisah-pisah, mengingat kesatuan lebih kuat dari
keterpisahan.

B. Sumber Pembentukan Metode al-Istigrd’ al-Ma’nawi

Pertanyaan yang akan dijawab oleh uraian-uraian berikut
adalah: Apakah metode al-istiqrd’ al-ma'nawi Asy-Syétibt ini
merupakan hal baru dalam wacana pemikiran hukum Islam?
Dalam upaya menjawab pertanyaan tersebut, Asy-Syatibi sendiri
menggambarkan sebagai berikut:

Maka, hal semacam ini, yakni pemanfaatan dalil-dalil dalam
kitab ini (2l-Muwdfaqét), merupakan pemanfaatan dasar-dasar
hukum yang sesungguhnya telah dilakukan oleh para ahli hukum
Islam terdahulu. Tetapi, barangkali mereka lupa merumuskan
pengertian ini dalam bentuk konkret dan lupa memperingatkan-
nya. Kelupaan itu berdampak kepada sebagian ulama mutaakhirin,
sehingga muncul problem pemanfaatan dalil-dalil berupa ayat-ayat
dan hadié-hadss secara rerpisah-pisah. Mengingat pemanfaatannya
tidak dilakukan secara kolektif, maka banyak muncul pemikiran
tentang pertentangan antara satu nash dengan nash yang lain, dan
beristidlil semacam itu akan memperlemah prinsip-prinsip dasar
yang diinginkan, berupa kepastian (g#¢%). Apabila cara kolekeif ini
dilakukan, maka tidak akan ada problem serius dalam pemikiran
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hukum Islam.2

Ungkapan pengakuan, sekaligus argumentatif Asy-Syatibi
di atas, memperlihatkan suatu perkembangan sejarah pemikiran
hukum Islam yang signifikan, terutama metode al-istiqrd’ al-
manawi dengan prinsip mempertahankan kesatuan dasar syariah.
Pernyataan di atas dapat dipahami sebagai berikut: Pertama,
metode al-istigra’ ini sebenarnya bukanlah hal yang baru sama
sekali. Konsep yang tampak dipengaruhi logika Yunani ini telah
dipraktikkan oleh para ahli hukum Islam sebelumnya. Kedua, tetapi
sangat disayangkan, kata Asy-Syatibi, mereka tidak memberikan
tekanan signifikansinya dan tidak memberikan rumusan yang jelas
sebagai metode penetapan hukum Islam, sehingga muncul problem
perbedaan pendapat serius yang diawali dengan penggunaan dalil-
dalil hukum secara parsial, terpisah-pisah. Ketiga, dengan demikian,
secara implisit potensi dan unsur-unsur yang dijadikan sebagai
sumber atau bahan baku metode al-istiqrd’ al-manawi ini telah ada
pada para ahli hukum Islam terdahulu, tetapi belum mendapat
respons serius dari kalangan ahli hukum Islam kemudian. Padahal,
metode yang berprinsip pemanfaatan kolekrivitas dalil ini akan
dapat menemukan suatu kepastian hukum.

Sekalipun Asy-Syatibi sendiri, secara eksplisit, tidak
menjelaskan tentang pengetahuan atau ilmu yang menjadi sumber
pembentukan merode al-istiqrd’ al-ma’nawi dimaksud, tetapi
secara implisit unsur-unsur tersebut dapat diprediksi dari isyarat-
isyarat yang tetkandung dalam beberapa ungkapan dan istilah yang
digunakannya. Sumber-sumber pembentukan tersebut tampaknya
dapat ditelusuri dari konsep-konsep ilmu mangiq, ilmu usiil al-figh,
dan ilmu mustalah hadss, yang kemudian dirakic menjadi suatu
metode penetapan hukum Islam yang utuh dan komprehensif,
Pengujian estimasi ini dapat ditelusuri sebagai berikut.

28. Abi Ishdq Ibrihim ibn Mosa Asy-Syatibi, al-Muwdfagés f; Uil asy-Syari ab, Jilid
I, him. 25.
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Berkaitan dengan sumber pembentukan metode al-istigra’
al-manawi di atas, tampaknya tidak dapat dilupakan tentang
pengaruh filsafat Yunani terhadap perkembangan pemikiran Islam
umumnya dan ilmu ué/ al-figh khususnya. Para peneliti sejarah
pemikiran Islam mengisyaratkan bahwa titik mula pengenalan
kaum Muslimin terhadap filsafat Yunani dan transmisinya ke dunia
Islam adalah setelah abad ke-3 H., ketika bagian salinan naskah
kuno Rasd’il Ikhwin ag-Saf#’ yang terdapat di Eropa dianggap
berasal dari Maslamah ibn Ahmad Al-Majrit, bahkan ada peneliti
yang berpendapat jauh sebelum itu.?

Bagian dari filafat Yunani yang tampaknya sangat dominan
dalam pemikiran hukum Islam adalah ilmu logika (mantiq), yaitu
suatu ilmu yang mengkaji metode-metode dan hukum-hukum
berpikir yang digunakan untuk dapat membedakan penalaran
yang benar dari penalaran yang salah.?® Kendati demikian, secara
umum, para pemikir Islam belum mencampuradukkannya dengan
kajian-kajian ke-Islam-an, hingga pertengahan abad ke-3 H. Pada
periode akhir abad ini, para pemikir Islam telah mulai memanfaat-
kan logika Aristoteles dalam ilmu-ilmu ke-Islam-an. Oleh karena
itulah, dalam sejarah pemikiran Islam, masa itu dianggap sebagai
garis pemisah antara dua masa, yaitu masa kaum Muslimin tidak
mencampuradukkan logika-filsafat Yunani dengan ilmu-ilmu ke-
Islam-an dan masa mulai dipraktikkannya pemikiran logika.?!

Bagi para pemikir Islam yang mengakui eksistensinya, urgensi
ilmu ini sama dengan ilmu napwu atau al-qawd’id al-lughah al-
arabiyah. lmu mangiq adalah alat supaya tidak keliru dalam

29. M.M. Syarif, (Ed.) History of Muslim Philosophy, Vol. 1, (Delhi: Santosh Offset,
1995), him, 143-144.

30. M. Copi Irving, Introduction to Logic. New York: Macmillan Publishing,
1978), hlm 3.

31. ‘Ali Sami An-Nasysyar, Mandhij al-Bahs ‘Inda Mufakkiri al-Islim wa naqd
al-Muslimin li al-Mantiq al-Aristatalisi, (Kairo: Dir al-Fikr al-‘Arabt,
1947), hlm. 130.

175



berpikir, sedangkan ilmu nabwu sebagai alat supaya tidak salah
dalam berbicara dan membaca teks-teks Arab. Pengakuan para
ulama tentang arti penting logika (mangig) ini telah membawa
kepada pengakuan tentang peran pentingnya dalam pengembang-
an pemikiran Islam, termasuk pemikiran hukum. Salah sorang
ulama sebelum Asy-Syatibi yang memberikan arti penting logika
dalam ilmu-ilmu ke-Islam-an, termasuk hukum, adalah Al-Ghazalt.
Dalam Muqaddimah Maqésid al-Falisifah, ia mengemukakan
bahwa kebanyakan logika berada dalam koridor dan manhaj yang
benar, sehingga kesalahan jarang sekali ditemukan. Para pemikir
Islam (ah! al-baqq) hanya berbeda dalam penggunaan istilah, bukan
substansi dan tujuan. Tujuan logika adalah untuk mempertajam
daya analisis atau cara beristidli/ (pemanfaatan dalil), dan hal ini
disetujui oleh pemikir-pemikir Islam.?? Dalam buku ini, ia juga
telah mengemukakan contoh-contoh yang bukan hanya berkenaan
dengan metafisika, tetapi juga mengenai persoalan-persoalan
hukum Islam.

Kemudian dalam Mi%ér al-"Ilm fi Fann al-Mantiq, Al-
Ghazali menyatakan bahwa sesungguhnya manfaart logika itu
meliputi ilmu-ilmu teoretis, baik %gliyah maupun fighiyah.
Selanjutnya, ia mengemukakan bahwa, secara metodologis,
pemikiran fighiyah tidak berbeda dari pemikiran 4gqliyah, yang
berbeda hanyalah materinya saja.* Elaborasi lebih lanjut tentang
arti penting logika bagi para pemikir hukum Islam dikemukakan-
nya dalam al-Mustagfé, suatu kitab ilmu ugi/ al-figh yang oleh Ibn
Khaldun dianggap sebagai salah satu soko guru ilmu ugil al-figh. Ta
menyatakan bahwa seseorang yang tidak mengetahui logika, maka

32. Abti Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazili, Magésid al-Falisifah,
(Kairo: Dar al-Mzarif, 1961), hlm. 23.

33. Abt Hiamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazili, Mi%yér al-im f}
Fann al-Mantig, Ed. Sulayman Dunia, (Kairo: Dér al-M2'4rif, 1961) hlm.
26.. '
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ilmu-ilmunya tidak dapat dipercaya.* Selain Al-Ghaz4li, terutama
generasi sesudahnya, para pemikir hukum Islam juga telah banyak
mengikuti jejak pendahulunya tersebut. Disadari atau tidak dan
diakui atau tidak, kajian tentang al-giyds al-usiili dalam literatur
ilmu il al-figh dan as-tamsil dalam ilmu logika (mantiq) jelas telah
menampakkan hal itu. Jadi, perbedaan istilah tetapi tidak dalam
hal materi seperti yang dikatakan Al-Ghazali, telah mendukung
pernyataan-pernyataan di atas. Pengakuan terhadapnya menjadi hal
yang tidak perlu dipersoalkan, ketika ada ajaran tentang validitas
ijjtihad dan peran akal dalam pemikiran hukum Islam. Terlepas dari
itu semua, wacana ilmu mantig yang memang dapat dipertimbang-
kan sebagai hal yang sangat memengaruhi metode pemikiran
hukum Islam adalah tentang konsep al-istidlal.

Secara etimologis, al-istid/4/ berarti mencari dalil atau mencari
petunjuk dan pembuktian. Secara terminologis, al-istidli/ adalah
lafaz musytarak yang mempunyai dua pengertian yang bertentang-
an. Pertama, al-istidl4] berarti menunjukkan atau mengemukakan
dalil dari nash Al-Quran dan sunnah, 7m4’atau giyds. Umpamanya,
dikatakan istadalla asy-Syafii ‘ald annahi: wijibun bigqaulihi ta'’4ld
(Syaf’'t mengemukakan bukti bahwa sesuatu itu wajib berdasarkan
firman Allah). Kedua, al-istidl4! berarti suatu dalil yang bukan
nash Al-Quran dan Sunnah, bukan pula ijm4’ dan giyds.® ‘Allal
Al-Fast (w. 1973 M.) menyatakan bahwa kata al-istidli/ biasanya
digunakan untuk pengertian pengerahan kemampuan mujtahid
dalam mengeluarkan dalil-dalil dan menyebutkan dalil-dalil
tersebut, baik berupa nash, ijmé, giyds, atau lainnya. Tetapi, ia juga
digunakan untuk jenis pengertian dalil tertentu yang metodenya
berdasarkan akal semata-mata.’® Dalam tulisan ini, yang dimaksud

34. Abfi Himid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, al-Mustagf f1 Usil
al-Figh, jilid 1, (Beirt: Dér al-Fikr, 1332 H.), him. 10.

35. ‘Abdul Hamid Hakim, a/-Baydn, jilid 2, (Padang Panjang: Sadiyah Putra,
tt.), him. 145.

36. ‘Allal Al-Fasi, Magésid asy-Syar'ah al-Islimiyah wa Makrimuhbd, (Rabig:
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al-istidlal adalah dalam pengertian kedua. Sebagaimana para
pendahulunya, seperti telah disinggung, Asy-Syatibi tampaknya
membedakan a/-giyés dengan al-istidl4l.¥ Ini berbeda dari para ahli
hukum Islam kontemporer, seperti Khallaf dan Abt Zahrah, yang
memasukkan a/-qiyds sebagai salah satu bentuk a/-istidlal. %

Di kalangan ahli ilmu mantiq dan para ahli hukum Islam, ada
beberapa metode produk hukum yang dapat dimasukkan ke dalam
kategori al-istidldl, antara lain: Pertama, al-qiyds al-iqtirini, yaitu
qiyds yang tersusun dari dua proposisi, yang manakala keduanya
tidak ada yang menentangi, maka secara otomatis muncul ungkapan
atau proposisi lain yang disebut dengan kesimpulan (nat#jah). Perlu
dikemukakan bahwa disebut al-giyds al-igtirini karena semua
unsur giyds itu disebutkan, baik premis minor, premis mayor,
maupun kata atau frase yang berulang badd al-wasat. Umpamanya:
Alam berubah. Setiap yang berubah adalah baru. Dari dua propisisi
itu, muncul proposisi lain sebagai kesimpulan (natfjah), yaitu:
Alam adalah baru. Contoh lain: Ini adalah hukum yang ditunjuk
oleh al-giyds asy-syar’. Setiap hukum yang ditunjuk oleh al-giyds
asy-syar’i adalah hukum syara. Maka muncul proposisi lain sebagai
kesimpulan, yaitu: Ini adalah hukum syar2’® Formulasi ini dapat
dicontohkan secara konkret: Kewajiban zakat beras adalah hukum
yang ditunjuk oleh al-giyis asy-syar’. Setiap hukum yang ditunjuk

Makreabah al-Wihdah al-Arabiyah, 1963), hlm. 126.

37. Taj Ad-Din As-Subld, Mam Jam’ al-Jawéms, jilid 2, (Beirfit: Dar al-Kurub al-
‘Tlmiyah, 1983), hlm. 342. Lihat juga Muhammad ibn ‘Ali Asy-Syaukant, Irsyid
al-Fuhiil llé Tahgiq al-hagq min $im al-Usil, (Surabaya: Syarikah Makrtabah
Ahmad ibn Nabhén, tt.), hlm. 236. Lihat juga Abi al-Ma'alt Abdul Malik ibn
Yiisuf ibn Muhammad Al-Juwaini, 2/-Burbin 2 Usul al-Figh, jilid 2, (Beirtir: Dar
al-Kutub al-‘ilmiyah), him. 161.

38. Abdul Wahhéb Khallaf, Thnu Usi! al-Figh, (Beirr: Dar al-Fikr, 1968), him.13.
Lihar juga penjelasan Muhammad Abti Zahrah, Ui/ al-figh, (Kairo: Dar al-fikr
al-‘Arabi, 1958), hlm. 125.

39. Muhammad ibn Ahmad ibn Abdul Aziz ibn ibn ‘Al Al-Fatttht Al-Hanbali Ibn
An-Najjir, Syarh al-Kankab al-Munir al-Musammé bi mukbtagar at-tahrir au al-
Mukhtabar al-Mubtakar Syarh al-Mukbtagar fi Usil al-Figh, jilid 4, hlm. 397.
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oleh al-qiyés asy-syar’ adalah hukum syara’. Maka, kewajiban zakat
beras adalah hukum syars’

Kedua, al-qiyis al-istisnd%, yang merupakan giyds syartiyab,
yaitu giyds yang disebutkan natijah di dalamnya atau kebalikan-
nya (naqidhnya): Pada giyis syarthiyah muttasilah, umpamanya
dikatakan: Jika ini adalah manusia, maka berarti ia hewan, tetapi
ia bukan hewan. Maka disimpulkan bahwa ini bukan manusia.
Atau dikatakan ini adalah manusia, maka disimpulkan bahwa ia
adalah hewan. Istisnd’ materi pertama menghasilkan kesimpulan
materi kedua, serta tidak menyimpulkan materi pertama, karena
ada kemungkinan keadaannya bersifat umum, dan juga tidak
menetapkan hukum umum tidaklah otomatis menetapkan hukum
khusus. Sebagaimana contoh yang telah disebutkan, tegasnya
sesungguhnya hewan itu tidak secara otomatis menghasilkan
kesimpulan manusia, demikian juga kebalikan (nagidh)nya bahwa
manusia itu tidak secara otomatis nagidh hewan, karena adanya
pada kuda umpamanya.

Pada giyis syartiyah munfasilah, umpamanya dikatakan:
Bilangan itu adakalanya genap atau ganjil, tetapi ia adalah genap,
disimpulkan bahwa ia bukan ganjil. Atau ia ganjil, disimpulkan
ia bukan genap. Dalam masalah hukum syzrz’ dapat dicontohkan
sebagai berikut: Dhabb (binatang sejenis biawak) adakalanya halal
dan adakalanya haram, tetapi kenyataannya ia adalah halal, karena
ia dimakan di meja makan Nabi. Kesimpulannya adalah dhab ridak
haram. Contoh lain, buruan orang yang sedang ihrém adakalanya
halal atau haram, tetapi ia haram, karena dilarang Nabi. Kesimpulan-
nya, buruan itu tidak halal. Dua cara berpikir sistematis ini disebut
dengan al-giyés al-mantigi, yaitu suatu ungkapan (proposisi) yang
tersusun dari dua proposisi, yang dari proposisi itu secara otomatis
memunculkan ungkapan atau proposisi lain yang disebut dengan
natijah (kesimpulan). Ringkasnya, suatu ungkapan yang tersusun

40. Ibid., hlm. 398.
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dari dua gddhiyah atau lebih yang melahirkan suatu ungkapan lain
yang disebut natijah.#!

Ketiga, masuk juga dalam kategori al-istidlil adalah al- ks,
yaitu sesuatu yang dijadikan dalil terhadap kebalikan yang dicari,
kemudian dibatalkan, sehingga sahlah yang dicari itu. Seperti
firman Allah:

Maka apakah mereka tidak memerbatikan Al-Quran? Kalau kiranya
Al-Quran itu bukan dari sisi Allab, tentulah mereka mendapat
pertentangan yang banyak di dalamnya. (QS Al-Nisa [4]: 82)

Di sini, menjadikan Al-Quran sebagai dalil adalah atas dasar
hakikat Al-Quran itu datang dari Allah, sehingga membatalkan
kebalikannya. Kendati memasukkan a/-zks sebagai bagian dari
al-istidl4] tidak diterima oleh semua ulama, namun cukup logis
untuk dipertimbangkan. Al-Mahalli memasukkannya sebagai
bagian dari al-istidlil, yaitu menetapkan kebalikan hukum sesuatu
berdasarkan indikasi alasannya ( 7//4$), yang dipahami dari petunjuk
badis riwayat Muslim yang artinya sebagai berikut: Bahwa sahabat
bertanya kepada Rasul “Aya¥i abaduni syabwatahu,”* (Apakah
salah seorang kami dapat meletakkan keinginan seksualnya),
sedangkan baginya ada pahala pada keinginan itu? Nabi menjawab:
Tidakkah kamu tahu bahwa seadainya diletakkan syahwat itu pada
yang haram, maka hal itu merupakan dosa?* Kebalikannya (a/-
aks), apabila syahwat tersebut disalurkan kepada yang halal, maka
hal itu merupakan pahala. Keadaan semacam ini, samalah halnya
dengan masalah hukum sebab-akibat, yaitu ketika ditemukan zs-
sabab, maka ada hukum, dan ketika tidak ditemukan sebab, maka
tidak ada hukum. Ini semua merupakan tuntutan dalil, bukan dalil

41. Ahmad As-Sabban Al-Mallawi, Syarh as-Sullam al-Munawraq 3 llm al-
Mantiq, (Jeddah: al-Haramain, tt.), hlm. 117

42. Ibid.

43. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Diud nomor 4574; 1bn Hanbal Bib Musnad
al-Ansér, nomor 20508; Muslim dalam Bib az-Zakih, nomor 1774.

44. Al-Mahalli, Syarh Jant’ al-Jawims’, jilid 2, him. 342, )
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itu sendiri. Wacana sebab (as-s2bab) ini sesungguhnya masih silang
pendapat. Menurut mayoritas ahli hukum Islam, hal itu merupakan
konsekuensi atau tuntutan implisit dalil, dan bukan dalil itu
sendiri. Sementara itu, Ibn Hamdan (w. 820 H.) dan sekelompok
ulama berpendapat bahwa sebab (4s-sabab) itu sendiri adalah dalil,
dengan alasan bahwa adanya sebab atau tuntutan itu mengharus-
kan adanya yang dituntut.® Pandangan semacam ini tampaknya
mengikuti sejumlah ahli hukum Islam sebelumnya, umpamanya
Al-Amidi (w. 630 H.). Terlepas dari itu, yang jelas sebab (zs-
sabab) dan dalil tersebut memang sulit untuk dipisahkan.
Selanjutnya, yang termasuk kategori a/-istidlil adalah apa
yang dikenal di kalangan ahli ilmu mantiq sebagai lawihiq al-giyis,
yaitu: Pertama, al-giyds al-murakkab, yaitu giyds yang tersusun
dari dua giyds atau lebih di mana natéjah (kesimpulan) masing-
masingnya dijadikan sebagai muquddimah bagi al-giyés selanjutnya.
Contoh: Fulan menghilangkan nyawa orang lain. Semua yang
menghilangkan nyawa orang lain adalah pembunuh. Natijahnya,
Fulan adalah pembunuh. Nat#jah ini dapat menjadi mugaddimab.
Umpamanya Fulan adalah pembunuh. Semua pembunuh digisds
(diberi sanksi hukum setimpal). Natijahnya Fulan digisds, dan
seterusnya. Contoh lain: Fulan mengambil harta orang lain dengan
sembunyi-sembunyi. Semua orang yang mengambil harta orang
lain dengan sembunyi-sembunyi adalah pencuri. Natijahnya,
Fulan adalah pencuri. Natijab ini dapat menjadi mugaddimab.
Umpamanya, Fulan adalah pencuri. Semua pencuri dipotong
tangannya. Natijabnya Fulan dipotong tangannya. Natijah ini
juga dapat dijadikan mugaddimah. Umpamanya, Fulan dipotong
tangannya. Semua orang yang dipotong tangannya tidak dapat
bekerja. Natijahnya, Fulan tidak dapat bekerja,”” dan seterusnya. -

45. Ibn An-Najjar, Syarh al-Kavkab al-Munir al-Musamma...., him. 402.

46. Saefuddin Al-Amidi, Al-Ibkim Fi Usil al-Abkém jilid 4, (Beiriit: Dér al-Kucub
al-Tlmiyah, 1983), hlm. 118.

47. Ahmad Ad-Damanhiri, Idhih al-Mubbam min Ma'ini as-Sullam f al-
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Kedua, at-tamsil, yaitu menyamakan suatu perkara (hukum)
partikular tertentu dengan perkara (hukum) partikular lain karena
ada persamaan di antara keduanya. Tegasnya, menetapkan suatu
hukum partikular untuk diproyeksikan kepada hukum partikular
yang lain, karena ada kesamaan motif antara keduanya. Konsep
semacam ini, seperti telah disinggung, dalam ilmu wsé/ al-figh
dikenal dengan al-giyés al-ugili. Umpamanya, hukum meminum
nabiz sama dengan hukum meminum kbamar, karena sama-sama
memabukkan. Namun, menyamakan az-tamsi/ dengan al-qiyis al-
ugili ini sebetulnya masih silang pendapat, antara yang menyetujui
dan yang menolaknya. Al-Bannini mengatakan bahwa al-giyis al-
usili, di kalangan ulama #sil al-figh, dalam istilah para ahli mantiq
disebut dengan at-tamsil.*® Sejalan dengan ini, Muhammad Niir Al-
Ibrahimi mengemukakan bahwa para ahli hukum Islam menyebut
at-tamsil sebagai al-qiyds, yaitu salah satu dari empat dalil hukum
yang dikaji dalam ilmu wusi2/ al-figh dalam upaya menetapkan
hukum-hukum syara’. Selanjutnya, Al-Ibrahimi mengatakan, para
mutakallimin menyebutnya sebagai al-istidlil bi as-syihid alé al-
g4ib, dan para ahli ilmu bayin menyebutnya sebagai az-tasybih.

Berbeda dari pendapat di atas, ‘Ali Simi An-Nasyyar
menganggap ada perbedaan jelas dan signifikan antara istilah
al-giyss al-usili dan at-tamsil al-Aristareliss, sekalipun tampak
sebagai satu sifat atau watak, yaitu proses pemindahan hukum
suatu partikular kepada suatu partikular yang lain. Secara ringkas,
menurutnya, paling tidak ada dua perbedaan mendasar, yaitu:
Pertama, semua ahli ilmu kalam (mutakallimin) dan sebagian
besar ahli #s4/ —sebelum Al-Ghazali— menganggap giyds usili

Mangig, (Jeddah: Al-Haramain, tt.), hlm. 17.

48. Al-Bannani, Hasyiyah al-Allimah Al-Bannini, Ald Syarh al-Mapall alé
Matn Jam’ al-Jawdimi, jilid 2. (BeirGt: Dar al-Kutub al-Timiyah, 1983),
hlm. 345.

49. Muhammad Nir Al-Ibrahimi, 7 al-Mantiq, (Surabaya: Maktabah Sz'ad ibn
Négir Nabhan hlm. 86.

182



atau qiyds al-gd’ib ‘alé asy-syihid dapat menyampaikan kepada
keyakinan. Ini tidak berlaku pada at-tamsil. Kedua, para ugitliyin
telah mengembalikan giyds kepada jenis al-istiqrd’ al-’ilmi yang
cermat dan berdasarkan atas dua konsep atau aturan pokok, yaitu:
(1) konsep %lliyah atau qdndn ‘illiyah, yaitu teori ke-%llah-an, di
mana setiap hukum harus ada %/lah-nya. Seperti hukum haram
pada khamar dikarenakan (‘i/lahnya) memabukkan. (2) gdniin al-
ittirdd fi wuqd’ al-hawddis, yaitu llah sesuatu apabila ditemukan
kesamaan pada sesuatu yang lain, maka %//zh hukumnya harus
diserupakan.”® An-Nasysyar tampaknya melihat dari segi objek-
material atau fokus kajian masing-masing yang telah biasanya
dilakukan, yakni objek kajian dan penggunaan a#-tamsil yang
berorientasi kepada @gliyah, sedangkan al-qiyds al-usili berorienta-
si kepada syariyah yang bersumber dari wahyu yang harus diyakini
kebenarannya. Saya sendiri, secara metodologis, cenderung kepada
ulama yang menyamakannya, dengan alasan bahwa unsur-unsur
pokok dan metode pencarian hukum suatu masalah dengan “az-
tamsil” dan “al-qiyds al-usitlf” adalah sama.

Tetapi, muncul persoalan tentang hubungan al-qiyds al-
usitli yang dimatangkan Imam Asy-Syafi1 dari pengertian generik
sebelumnya dengan at-tamsil dalam ilmu logika (mantiq). Hal ini
tampaknya menarik untuk diteliti lebih lanjut, manakala kitab ar-
Risélah diakui sebagai karya pertama dari disiplin ilmu ini yang
memang tulisan Asy-Syafi'i. Sebab, seperti telah dikemukakan di
atas, pengaruh filsafat Yunani, khususnya logika, umumnya diakui
baru ada pada masa sesudahnya. Ada beberapa asumsi yang dapat
dikemukakan. Pertama, ar-Risilah sebenarnya bukan karya Asy-
Syafi’i, tetapi karya seseorang yang belum diketahui namanya
setelah adanya pengaruh logika Yunani. Kedua, Asy-Syafi1 memang
benar penulis buku itu. Bila asumsi kedua ini dikembangkan,

50. *Ali Sami An-Nasysyar, Manéhij al-Bahs ‘Inda Mufakkiri al-Islim wa
naqd al-Muslimin li al-Mangiq al-Aristazalisi, (Kairo: DAr al-Fikr al-Arabi,
1947), hlm. 84-85.
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konsep al-istidlil al-mursal dalam melakukan penggalian hukum ini
sangat memungkinkan untuk merumuskan suatu metode sistemik
yang oleh Asy-Syatibi disebut dengan al-istiqra’ al-ma‘naws.

Konsep lain yang dapat dipertimbangkan sebagai unsur
pembentukan metode al-istigrd’ al-ma'naw? ini adalah konsep
mutawdtir al-manawt dalam ilmu padis’ sebagai salah satu bagian
dari hadis yang dipandang dari segi kuantitas periwayatnya. Hadis
mutawdtir diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh orang
banyak yang menurut kebiasaan mereka tidak mungkin berbohong,
mulai dari awal sampai akhir sanad. Sedangkan mutawétir al-
manawt adalah suatu hadis yang maknanya diriwayatkan secara
mutawdtir, walaupun lafaznya tidak sama.> Dalam al-Muwdifaqit,
Asy-Syatibi juga mengisyaratkan “bahan baku” semacam ini
yang dimanfaatkannya untuk merumuskan metode al-istiqrd’ al-
manawi ketika membicarakan kualitas metode ini seperti yang
telah dikemukakan sebelumnya, yaitu konsep mustalah al-hadis
tentang tawdtur manawi. Dengan demikian, badié mutawitir,
karena diriwayatkan oleh sejumlah periwayat dari kalangan sahabat
yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta,
kemudian diriwayatkan oleh #46:%n dan atbd’ t4bi’in dalam jumlah
yang seimbang dengan jumlah sahabat yang meriwayatkannya,
maka statusnya menjadi pasti (qa¢’%), yang karenanya hukum yang
ditunjuknya juga bersifat pasti.

Istilah mutawétir manawi dan makna yang dikandungnya
jelas telah mengilhami Asy-Sytibi dalam merumuskan konsep
atau metode al-istigrd’ al-ma'nawi. Karena dalam proses kerjanya,
metode ini menghimpun banyak dalil untuk menyelesaikan
suatu persoalan, sehingga bisa menjadikan dalil tersebut berstatus
pasti (ga¢%) dan dapat menghasilkan hukum yang pasti pula.
Ringkasnya, “bahan baku” yang dijadikan sumber pembentukan

54. Muhammad Fahmi ‘UlwAn, al-Qiyam adh-Dhariiriyah..., hlm. 65.
55. Muhammad ‘Ajjaj Al-Khatib, Usil al-Hadis ubiimub wa mugstalabuby, (Beirur:
Dar al-Fikr, 1981), hlm. 301.
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metode al-istigri’ al-manawi ini diambil dari konsep ilmu mantig
(al-istidla] terutama al-istiqra)), konsep ilmu wugil al-figh (istidlal
al-mursal), dan dari konsep ilmu mugtalah al-hadis (mutawatir
ma'nawis). Bahan-bahan ini dirakitnya secara baik, cermat, dan
akurat, sehingga muncullah apa yang disebut dengan metode /-
istiqrd’ al-ma'nawt. Kendati demikian, berbeda dari konsep-konsep
“bahan baku” di atas, metode ini mempunyai cara kerja tersendiri,
sebagaimana akan diterangkan lebih lanjut.

C. Cara Kerja Metode al-Istiqrd’ al-Ma’nawit

Sebelum diuraikan tentang cara kerja metode al-istigra’ al-
ma'nawi ini, terlebih dahulu dikemukakan bahwa bagi Asy-Sy4tibi
metode penetapan hukum Islam bertujuan untuk menemukan
kandungan hukum dalam nash-nash yang sesuai dengan tujuan-
tujuan asy-Sydri. Dalam kaitan ini, ia telah mengidentifikasi
metode-metode yang dilakukan para ahli, yang diklasifikasikannya
menjadi empat kelompok pemikir:

Pertama, kelompok yang berpendapat bahwa tujuan-tujuan
sydri’ itu tidak akan dapat diketahui oleh akal manusia, kecuali
dengan perkataan atau ungkapan yang jelas, bukan dengan melalui
metode pencarian makna lafaz kebahasaan, baik dengan alasan
bahwa kemaslahatan hukum-hukum itu tidak bersifat temporal
dan dalam keadaan tertentu maupun dengan alasan kewajiban
memelihara maslahat. Jika terjadi kesulitan dalam memahami
sebagian masalah, hal itu memang tidak akan kita ketahui secara
sempurna, atau tidak akan kita ketahui sama sekali. Atas dasar ini,
mereka menentang penggunaan al-géyds dan ar-rayu. Mereka hanya
memegangi makna zahir atau membatasi ruang lingkup pengetahu-
an hukum dan tujuan-tujuan syéri’ pada zhihir-zhibir nash saja.
Inilah yang disebut dengan kelompok Zhéhiriyah.>

56. Abi Ishaq Ibrahim ibn Misa Asy-Syaqibi, al-Itisim, Jilid 2, hlm. 391.
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Kedua, kelompok yang mengakui bahwa tujuan asy-Sydri’
bukan terletak pada zhahir-zhihir nash dan juga bukan terletak
pada pemahaman petunjuk kebahasaan. Bagi mereka, tujuan-tujuan
asy-Syéri’ itu hanya dapat diketahui melalui al-imam al-masim
dan memegangi apa saja yang disampaikannya. Kelompok yang
cenderung “menafikan” syarizh zhihir ini, menurut Asy-Syatibi,
adalah kelompok Béfiniyah, tepatnya adalah kaum Syi%zh.

Ketiga, kelompok yang berpendapat bahwa tujuan-tujuan asy-
Syéri’itu dapat dipahami dengan makna-makan lafaz melalui nalar
dan tidak berpegang kepada zhahir-zhihir nash secara mutlak.
Jika nash-nash itu menyalahi pengertian yang ditemukan melalui
nalar, maka pengertian itu haruslah ditinggalkan atau didahulukan
‘makna nazhari tersebut, baik dengan alasan kewajiban memelihara
kemaslahatan secara mutlak maupun dengan alasan tidak ada
kewajiban mengikuti makna zhdhir. Sejauh itu, para pemikir
haruslah berusaha secara sungguh-sungguh menemukan makna
nash-nash, sehingga lafaz-lafaz syariyah tersebut dapat mengikuti
makna-makna nazhariyah. Kelompok ini disebut sebagai orang-
orang yang berpegang teguh dengan a/-giyis. s

Keempat, kelompok yang mengakui pengertian-pengertian
lafzhiyal dan manawiyah dalam mengungkap tujuan-tujuan asy-
Syéari. Mereka tidak mengabaikan aspek lefehiyah dan sebaliknya
tidak mengabaikan aspek manawiyah. Inilah yang disebut Asy-
Syétibi dengan al- ulama’ ar-risikhin,*® dan dia sendiri secara implisit
mengintoroduksi dirinya sebagai bagian dari kelompok pemikir
hukum ini. Ini dipahami dari ungkapannya bahwa pengamalan
yang zhdhir tanpa meneliti maknanya secara mendalam jauh dari
tujuan asy-Sydri, sebagaimana juga mengabaikannya adalah suatu
tindakan yang berlebih-lebihan.® Dalam upaya mewujudkan ini,

57. Ibid.
58. Ibid.
59. Ibid.
60. Ibid., him. 154.
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metode al-istigra’ al-manawi-lah yang harus dipertimbangkan.

Metode al-istigrd’ al-manawi, dengan demikian, merupakan
bagian dari epistemologi hukum Islam, yang bertujuan untuk
menjawab pertanyaan tentang bagaimana cara ideal untuk
mengetahui tujuan-tujuan asy-Sydri’ yang terdapat dalam Al-
Quran dan Sunnah, sebagai sumber hukum Islam, dan bagaimana
menyelesaikan berbagai masalah hukum yang muncul dalam
suatu masyarakat. Mengingat kedua sumber hukum tersebut
berbahasa Arab, maka untuk memahami teks-teks yang ada di
dalamnya, peneliti hukum Islam perlu pengetahuan bahasa Arab
yang memadai. Tanpa penguasaan bahasa Arab, penemuan hukum
tidak mungkin dapat dilakukan dari teks-teks tersebut.’’ Dalam
- konteks ini, metode penetapan hukum verbal, seperti yang telah
diuraikan dalam bab sebelumnya, mutlak harus dimiliki oleh para
peneliti hukum Islam yang akan menggunakan metode al-istiqri’
al-ma'nawi. Selanjutnya, pengetahuan memadai tentang metode-
metode substansial juga harus dimiliki oleh pengguna metode
al-istiqrd’ al-manaw? ini, supaya pesan-pesan dalam nash-nash
hukum dapat terungkap, sehingga tujuan-tujuan asy-Sydri’ dalam
menetapkan hukum dapat dicapai dengan baik. Artinya, keyakinan
tercapainya pesan-pesan nash tersebut manakala dilakukan suatu
cara yang utuh dan komprehensif, tersimpul dalam metode 4l-
istigrd’ al-manawi.

Asy-Syatibi sendiri secara eksplisit tidak memberikan uraian
teperinci tentang cara kerja atau mekanisme yang ditempuh dalam
metode al-istiqrd’ al-manawi ini, melainkan hanya memberikan
isyarat-isyarat dalam berbagai konsepnya, terutama konsep
pencarian tujuan-tujuan hukum.®? Oleh karena itu, cara kerja atau
mekanisme penetapan hukum Islam dengan metode al-istigrd’
al-manawi yang akan diuraikan di sini merupakan interpretasi

61. Abi Ishiq Ibrihim ibn Misi Asy-Syégibi, al-Muwéifagis, jilid 2, him. 64.
62. Ibid., hlm. 393-410. '
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terhadap isyarat-isyarat Asy-Syitibi dan disesuaikan dengan cara

kerja suatu metode yang berlaku umum dalam suatu penelitian

hukum, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

1. Pertama, menentukan masalah atau tema yang akan dijadikan
sasaran penelitian atau yang akan dicari jawabannya. Dalam
konteks ini, tentu saja masalah hukum Islam, baik tentang
kaidah-kaidah wusi/, kaidah-kaidah figh, maupun hukum-
hukum spesifik.

2. Kedua, merumuskan masalah atau tema yang telah ditentukan
atau dipilih. Dalam proses pencarian ketentuan suatu hukum,
sekalipun dalam bentuk yang sederhana, perumusan masalah
adalah penting,. Karena dari sinilah data-data yang dalam hal ini
dalil-dalil dan kenyataan empiris yang relevan dengan masalah
dapat dikumpulkan.

3. Ketiga, mengumpulkan dan mengidentifikasi semua nash hukum
yang relevan dengan persoalan yang akan dicari jawabannya.
Sebagaimana diyakini bahwa dalam suatu persoalan banyak
ditemukan ayat-ayat Al-Quran dan as-Sunnah yang membicara-
kan satu atau beberapa persoalan, baik sifatnya universal
maupun teperinci. Dalam kasus-kasus baru yang diidentifi-
kasi tidak ditemukan dalil partikular, tentunya yang dikoleksi
adalah dalil-dalil universal yang mengandung penjelasan
tentang nilai-nilai universal, baik nilai positif maupun negatif,
yang perinciannya diserahkan kepada pemikiran manusia
atau dalam ungkapannya % huwa r4ji’ ild manan magqil ild
nazhr al-mukallaf”. Umpamanya, keadilan, ihsin, al- afwu
(pemberian maaf), kesabaran, bersyukur, termasuk z4wun,
tawdzun, keseimbangan; kezaliman, termasuk boros (tabzir),
kikir, tidak peduli lingkungan, dan sebagainya,® yang semua
ini dimaksudkan untuk merealisasi kemaslahatan dunia untuk
menuju kemaslahatan di akhirat. Dalam hal ini, Asy-Syatibi

63. Ab Ishiq Ibrahim ibn Miisi Asy-Syatibi, al-Muwifagés..., jilid 3, hlm. 33.
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membedakan nilai-nilai tersebut kepada nilai antara (wasélah)
dan nilai mutlak atau nilai tujuan (géyah). Nilai antara atau
alat adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara
harta, memelihara keturunan, dan memelihara akal, yang dalam
perumusan hukum untuk memelihara hal-hal tersebut dengan
memedomani nilai-nilai lain seperti yang telah diuraikan.
Tujuan nilai-nilai antara ini adalah untuk mencapai nilai hakiki
atau nilai mutlak, yaitu kemaslahatan di dunia dan akhirac.%
Termasuk usaha identifikasi ini adalah mencermati amar
dan nahi, yang pengertian masing-masing telah dijelaskan
sebelumnya.®® Hal ini penting karena untuk dapat mengambil
kesimpulan hukum yang tepat dan mencerminkan kemaslahat-

- an, mengingat amar dan nahi tersebut ada yang sifatnya

langsung menyentuh persoalan hukum tertentu dan ada yang
tidak.

Selanjutnya, mencermati bahwa hukum-hukum syara,
baik ‘4diyah (mu'dmalah) maupun %bidiyah, mempunyai
tujuan-tujuan asal (a/-maqdsid al-agliyah) dan mempunyai tujuan-
tujuan pengikut (maqdsid tdbi‘iyah). Hukum-hukum 4diyah
umpamanya adalah nikah di-syzrfah-kan untuk melanjutkan
keturunan sebagai (berdasarkan) tujuan pertama (al-gasd al-
awwal). Lalu diiringi dengan tujuan mencari ketenteraman,
berpasangan, saling membantu dalam masalah duniawiyah
dan wukhrawiyah berupa hubungan seksual dengan cara yang
halal, memandang keindahan perempuan yang diciptakan
Tuhan, menghiasi perempuan atau memelihara kehidupannya,
anak-anaknya, baik anak dari kita sendiri maupun dari bekas
suaminya terdahulu, memelihara terjadinya perbuatan terlarang
akibat tuntutan seksual, dan lain sebagainya.®

64.
65.

66.

Muhammad Fahmi ‘Ulwan, al-Qiyam adh-Dhaririyah..., hlm. 111-145.

Abi Ishiq Ibrahim ibn Miisd Asy-Syaqibi, al-Muwdfagaét..., Jilid 2, hlm. 393-
410

Ibid.
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Demikian juga masalah ibadah, tujuan aslinya adalah
menghadapkan dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yang
Maha Esa, dengan penuh kesadaran dalam segala hal. Kemudian
diikuti oleh tujuan pengikut, seperti untuk mencapai derajat di
akhirat atau untuk menjadi kekasih Allah, dan sebagainya.
Tujuan-tujuan pengikut ini menguatkan dan mendorong
langgengnya tujuan pokok.”

4. Keempat, memahami makna nash-nash hukum tersebut satu
persatu dan kaitan antara satu sama lain. Untuk ini, seperti
telah disinggung, diperlukan pengetahuan memadai tentang
bentuk-bentuk lafaz dan aspek-aspek kebahasaan lainnya.
Namun, mengingat memahami nash-nash tersebut tidak cukup
dari aspek kebahasaan, maka juga diperlukan mengaitkan-
nya dengan hal-hal sebagai berikut: Pertama, konteks tekstual
(siydq an-nash) itu sendiri. Kedua, konteks pembicaraan (siyiq
al-khitdb). Ketiga, konteks kondisi signifikan (siydq al-hal).
Jadi, nash-nash hukum tersebut harus dipahami secara detail
satu persatu, secara komprehensif, baik teks, konteks, atau latar
belakang historis nash-nash itu muncul.

5. Kelima, mempertimbangkan kondisi-kondisi dan indikasi-
indikasi signifikan suatu masyarakat, yang secara implisit
dipahami dari konsep Asy-Syatibi tentang qard’in ahwél,
terutama yang maqilah atau ghairu mangilah.

Sehubungan dengan perlunya mencermati indikasi-
indikasi dalam kategori ghairu mangitlah ini, peneliti hukum
mencermati diamnya asy-Sydri’ tethadap hukum, padahal ada
tuntutan untuk dilakukan. Persoalan ini telah diperinci dalam
bahasan sebelumnya, namun perlu dikemukakan di sini, bahwa
peneliti hukum harus dapat mengidentifikasi diamnya asy-Sydri’
tethadap masalah yang tidak ada hubungannya dengan ibadah
dan diamnya asy-Sydri’terhadap masalah yang ada hubungannya

67. Ibid.
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dengan ibadah.

. Keenam, mencermati alasan ( 7/lah hukum) yang dikandung oleh
nash-nash tersebut, untuk diderivasi kepada konteks signifikan
dalam merespons keberadaan alasan-alasan hukum tersebut
dan menerapkannya dalam kasus-kasus empiris. Perlunya
mencermati %/ah-"illah dalam nash-nash hukum terutama
menyangkut amar dan nahi, karena menurut Asy-Syaribf, alasan
mengapa sesuatu itu diperintahkan dan mengapa sesuatu itu
dilarang terkadang diketahui secara jelas (#llah ma'limah) dan
terkadang tidak diketahui ( 9ah ghairu ma'limah). Jika llah itu
diketahui, tuntutannya haruslah diikuti. Seperti nikah, alasannya
(‘illahnya) adalah untuk kemaslahatan keturunan, jual-beli
untuk kemaslahatan pemanfaatan benda yang ditransaksikan,
sanksi hukum (badd) untuk kemaslahatan survive atau kelestari-
an hidup. lah-’illab diketahui melalui konsep masélik al-illah,
seperti yang banyak dikemukakan dalam literatur ilmu wsi/ al-
figh. Apabila diketahui %/ahnya, diketahuilah bahwa tujuan
asy-Syéri’ adalah apa yang dituntut oleh §/ah-illah, baik illah
untuk dilakukan maupun untuk ditinggalkan.

Pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau %/zhnya tidak
diketahui? Menurut Asy-Syitibi, manakala terjadi demikian,
pada prinsipnya haruslah tidak bersikap (fawaqquf). Namun,
tawagquf di sini ada dua pengertian yang harus didiskusikan:
(1) kita tidak boleh melampaui apa yang telah dinashkan dalam
hukum atau sebab tertentu. Karena, semua bentuk pelampauan
(perluasan makna) tanpa pengetahuan tentang #//zhnya berarti
menetapkan hukum tanpa dalil, dan akan dapat bertentangan
dengan tujuan asy-Sydri. Jadi, tawaqquf di sini dilakukan karena
tidak ada dalil sama sekali; (2) bahwa pada dasarnya hukum-
hukum syara’ itu tidak dapat dilampaui cakupan maknanya,
hingga diketahui tujuan ay-sydri’ tentang alasan pelampauan
(perluasan) itu. Alasan kebolehan perluasan ini, menurut
Asy-Syatibi, terdapat dalam konsep masilik al-‘illah atau dari
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universalitas dalil.®®

7. Ketujuh, mereduksi nash-nash hukum menjadi suatu kesatuan
yang utuh, melalui proses abstraksi dengan mempertimbang-
kan nash-nash universal dan partikular, sehingga nash-nash
yang sifatnya partikular tersebut dapat masuk dalam kerangka
universal.®

8. Kedelapan, cara kerja terakhir metode ini adalah menetapkan
atau menyimpulkan hukum yang dicari, baik sifatnya universal,
berupa kaidah-kaidah wsiliyah dan kaidah-kaidah figh, maupun
sifatnya particular yang berupa hukum spesifik.”® Inilah yang
disebut produk hukum, yang secara teperinci akan diuraikan
berikutnya. ‘

Mencermati konsep Asy-Syatibi tentang hubungan nash
dengan akal, hubungan nash dengan tradisi atau perkembang-
an sosial dan syarat ijtihad, serta karakreristik metode al-istiqrd’
al-manawi ini, maka cara kerja di atas dapat diterapkan dengan
mengikuti dua atau salah satu dari dua kerangka konseptual, yaitu
yang sifatnya min al-al4 ild al-adné atau identik dengan istilah up-
down dan yang sifatnya min al-adné ilé al-alé atau identik dengan
istilah bottom-up. Yang pertama dimulai dengan memahami nash-
nash kolektif, partikular, dan universal, untuk diambil suatu
kesimpulan hukum. Kemudian hukum tersebut diproyeksikan
kepada kasus-kasus atau gejala-gejala yang terjadi dalam masyarakat.
Sedangkan kerangka konseptual kedua dimulai dengan mempelaja-
ri kasus-kasus atau gejala sosial secara mendalam, untuk ditarik
suatu kesimpulan hukum tentatif. Kemudian, hukum tentatif itu
dikonfirmasikan dengan nash-nash hukum. Bila ada unsur-unsur
yang bertentangan, maka nash-nash tersebut memberikan nilai-
nilai yang sesuai dengan tujuan-tujuan umum syzrizb.

68. Abi Ishaq Ibrahim ibn Msi Asy-Syatibi, al-Ttisim, jilid 2, hlm. 395

69. Abt Ishiq Ibrahim ibn Miisi Asy-Syatibi, al-Muwéfagar. .., jilid 3, hlm. 4. Lihac
juga jilid 2, him. 7.

70. ‘Ali Simi An-Nasyyar, Manéhij al-Baks..., him. 133,
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Sehubungan dengan cara kerja di atas, muncul pertanyaan,
apakah patron yang digunakan Asy-Syatibi dalam metode a/-
istigrd’ ini. Dalam hal nash-nash dan gerdin ahwil yang tertuju
kepada satu titik koordinat yang sama, persoalan semacam ini
tidaklah begitu rumit. Tetapi, ia menjadi penting karena adanya
nash-nash yang masing-masing menuju ke suartu titik koordinat
yang berbeda.

Sebelum Asy-Syatibi, sebagai perbandingan, Al-Ghazili telah
merintis masalah ini, ketika melakukan perbandingan tentang
pendapat Hanifiyah dan Syéfiiyah mengenai cara berwudhu.
Dalam Mi%yér al-"lim f3 Fann al-Mantiq, Al-Ghazili juga telah
mengelaborasi metode ini dalam mengomparasikan pendapat
ulama Sy4fi iyah dan Hanafiyah mengenai hukum pengulang-
an menyapu kepala ketika berwudhi’. Syafiiyah berpendapat
bahwa menyapu kepala adalah wazhifah asliyah, sebab itu sunnah
diulang-ulang. Dasar penetapan hukum mereka adalah metode a/-
istigrd, yaitu penelitian terhadap masalah membasuh muka, dua
tangan, dan dua kaki. Berbeda dari pendapat ini, ulama Hanéfiyah
menyatakan bahwa menyapu kepala tidak perlu diulang-ulang.
Mereka juga menggunakan metode al-istigrd’, dengan objek
penclitiannya adalah terhadap tayammum dan menyapu khuff.
Dalam menanggapi kedua pendapat ini, Al-Ghazali menyatakan
bahwa pendapat ulama Hanifiyah ini lebih kuat, karena yang diteliti
adalah dua bagian yang berbeda, sedangkan tiga anggota wudhit’
yang diteliti ulama Syifi iyah adalah hal yang sejenis.”" Al-Ghazali,
dengan demikian, telah mempertimbangkan variasi partikular yang
diteliti dalam penggunaan metode al-istigré’ untuk mendapatkan
akurasi ketetapan hukum, sekalipun belum sempurna seperti yang
belakangan dirumuskan dalam logika formal modern.

71. Abfi Himid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, al-Mustagfa f2 Usiil al-Figh,
hlm. 103. ‘
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Berbeda dari patron yang ditawarkan Al-Ghazali di aras,
Asy-Syatibi merumuskan patron ini sesuai dengan bidang kajian
hukum Islam yang bersumber dari nash-nash, yang dapat ditelusuri
dari konsepnya tentang stratifikasi dalil dan metode penyelesaian
pertentangan dalil dalam konsep #2/3rudh dan tarjih: Syari'ah Islam,
seperti telah dikemukakan asy-Syatibi, dibangun atas dasar tujuan
memelihara tiga tingkatan kebutuhan, yaitw: dhariiryih, hijiyih,
dan tapsiniyth. Keberadaannya terdapat dalam berbagai bagian
syarfah dan dalil-dalil kolektifnya, dan tidak berada di satu tempat
dan bukan hanya satu prinsip. Pandangan syarz’ terhadapnya juga
bersifat menyeluruh, tidak khusus pada satu bagian tertentu,
karena ketiga hal tersebut bersifat universal yang meliputi semua
partikular lain di bawahnya, baik idhéfi atau hakiki, karena tidak
ada universalitas lain yang mengatasi universalitas ini.”?

Di sini, terlihat isyarat Asy-Syatibi tentang stratifikasi dalil
dan hukum universal, yaitu hukum universal tertinggi adalah
dalam bentuk al-qawé’id as-salis atau tiga prinsip: dhaririyah,
hdjiyah, dan tahsiniyah, yang menurutnya dihasilkan dari dalil-dalil
kolektif yang statusnya telah menjadi universal. Namun, manakala
penelitian itu tidak dilakukan secara sempurna, maka prinsip
universal yang dihasilkannya tetap bersifat zhannt dan memungkin-
kan untuk dibatalkan. Dalam hal ini, seorang ahli hukum haruslah
berusaha maksimal untuk mencari pendukung dalil-dalil universal
rendah (kulliyih adn) yang zhanni berupa dalil-dalil parsial yang
relevan dengannya, hingga dalil universal yang zhanni tersebut
mendapat dukungan dalil yang cukup. Manakala tidak diperoleh
dukungan dalil-dalil yang memperkuatnya, maka ahli hukum
tersebut sebaiknya tidak mengamalkannya (rawaqquf), hingga ia
memperoleh kepastian, tetapi dalam kondisi tertentu dan untuk
sementara dapat diterapkan. Dengan demikian, ia mengakui dua
tingkatan universal, yang terlihat dari pengakuannya bahwa salah

72. Abii Ishiq Ibrahim ibn Miisa Asy-Syiribi, al-Muwifagée. .., jilid 3, hlm. 2.
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satu bentuk dari metode induktif yang tidak sempurna menghasil-
kan prinsip universal yang bernilai zhanni dan ahli hukum dituntut
untuk mencari dalil-dalil pendukungnya supaya menjadi pasti,
sekalipun dapat digunakan untuk sementara dan dalam kondisi
tertentu, sebagaimana dalil-dalil partikular. 7

Bagi Asy-Syatibi, status dalil universal tertinggi adalah gat7,
status dalil universal rendah adalah tetap zanni, tetapi zanninya
lebih tinggi dari zanninya dalil-dalil yang diterapkan secara
parsial. Dengan demikian, 4ulliyah yang dirumuskan Asy-Syatibi
dalam konteks ini tidak sama dengan umum dalam istilah yang
dirumuskan para ahli hukum Islam lain, dan juziyab di sini tidak
sama dengan istilah khusus, terutama dalam hal dalélah atau
penunjukannya terhadap hukum. Bagi para ahli hukum Islam lain,
daldlah gat’i dapat saja ditunjuk oleh dalil partikular, tetapi tidak
menurut Asy-Syatibl. Lafaz umum bagi para ahli hukum Islam
sifatnya zhanni, sedangkan kulli bagi Asy-Sy4tibi statusnya gat?. .
Namun, ada titik temunya dengan Hanéfiyah yang menyatakan
bahwa petunjuk lafaz amm adalah gat%, tetapi bedanya, ga7 dalam
konteks ini bagi Hanafiyah adalah tidak ada kemungkinan zakhyis
dari dalil itu sendiri.

Selanjutnya, Asy-Syatibi memandang bahwa dalil-dalil syari'ah
yang partikular haruslah ditempatkan dalam kerangka universal.
Ini dipahami dari ungkapannya: “Oleh karena itu, pengakuan
terhadap dalil-dalil partikular itu, ketika memberlakukannya, baik
Al-Quran, Sunnah, #jm4’, maupun giyds, harus atas dasar dalil-
dalil universal. Sebab, mustahil keberadaan dalil-dalil partikular
itu terlepas dari dalil-dalil universal. Siapa yang mengambil suatu
nash partikular yang bertentangan dengan dalil universal, maka

salahlah dia.”74

73. Abti Ishaq Ibrihim ibn Miisi Asy-Syatibt, al-I'tisdm, jilid 3, him.243-247.
74. Ibid., hlm. 2.
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Dalam konteks ayat perayat, bagi Asy-Syétibf, universal tingkat
tinggi sebagian besar ayat-ayat makkiyah, universal tingkat rendah
sebagian kecil ayat hukum madaniyah, dan sebagian kecil sunnah,
karena sunnah baginya adalah bagian integral dari Al-Quran;
sedangkan juz7yah sebagian besar ayat-ayat hukum madaniyah dan
sebagian besar sunnah Nabi, karena sunnah baginya adalah bagian
integral dari Al-Quran. Dalam memahami dalil-dalil £u/iysr yang
rendah dan dalil-dalil juziyir haruslah dikaitkan dengan dalil-
dalil kulliydr yang tinggi tersebut.”s Ini juga jelas terlihat dari
konsepnya tentang ndsikh-mansikh. Untuk konteks qard’in abwal
ghairu mangillah, ia memegang prinsip al-amr al-azham dan min
hais tugim bih al-hayéh ad-dunys li al-hayih al-skbirah, seperti
telah dikemukakan ketika membahas tentang konsep ijtihadnya.
Sedangkan untuk ibadah, ia memegang prinsip rawagquf. yang juga
telah dikemukakan sebelumnya.

Kembali kepada persoalan patron yang digunakan Asy-Syribi.
Uraian-uraian di atas merupakan patron yang dijadikan acuan
ketika dalil-dalil tersebut menuju kepada suatu titik koordinat yang
sama. Persoalan yang muncul, bagaimana kalau ditemukan dalil-
dalil dan gard'in ahwil yang masing-masing menuju titik koordinat
yang berbeda? Dalam menjawab persoalan ini, Asy-Sytibi masih
meminjam istilah dan konsep para ahli hukum Islam lain, yaitu
tadrudh dan tarjip, tetapi dengan analisis yang berbeda, yaitu
beranjak kepada konsep kulliyah dan juziyah di atas, seperti telah
dikemukakan dalam bab sebelumnya.

D. Produk-Produk Metode al-Istiqrd’ al-Ma’naw?

Dalam al-Muwéfaqat, setelah terlebih dahulu menguraikan
panjang lebar tentang pengertian metode a/-istigra’ dan aplikasinya
dalam penetapan hukum, Asy-Sytibi mengemukakan kegunaan

75. Ibid,, hlm. 304.

198



metode tersebut dengan pernyataannya sebagai berikut: “Libazihi
al-masalah fawi'id tanbani ‘alaihi asliyah wa far’iyah”” Ungkapan
ini mengandung makna bahwa proses pencarian dan penelitian
hukum Islam melalui metode al-istigrd’ al-manawi sangat berguna,
karena ia menghasilkan dan membuktikan keberadaan kaidah-
kaidah dasar dan hukum-hukum spesifik. Kaidah-kaidah dasar
tersebut tentunya mencakup kaidah-kaidah wgiliah dan kaidah-
kaidah fighiyah. Dengan demikian, ada tiga bentuk produk
yang dapat dihasilkan atau dibuktikan oleh metode al-istigrd’
al-manawi, yaitu produk kaidah-kaidah usiiliyah, produk kaidah-
kaidah fighiyah, dan produk hukum spesifik.

Pada awal bahasan bab ini, telah dikemukakan bahwa istilah
al-istiqri’ dalam konteks pencarian hukum atau kesimpulan hukum
digunakan Asy-Syatibi untuk beberapa arti, namun tetap dalam
bingkai metode al-istiqra’ al-manawi. Asy-Syatibi ternyata telah
menerapkannya dalam perumusan atau penelitian terhadap (1)
nash-nash, umpamanya ketika meneliti tujuan-tujuan diciptakan
hukum oleh asy-Syéri’, yaitu untuk kemaslahatan hamba. (2)
hukum-hukum spesifik untuk menentukan suatu kaidah, tetapi
hukum-hukum spesifik tersebut apabila ditelusuri memang
mempunyai dalil-dalil yang jelas, umpamanya ketika merumuskan
atau memverifikasi kaidah al-asl fi al-ibidah at-taabbud wa al-asl
£ al-4dab al-iltifas ilé al-mdini, (3) penelitian gabungan antara
nash-nash dan hukum-hukum spesifik, gard’in ahwil, manqilah
au ghairu mangilah termasuk musydhadah; umpamanya meneliti
buku-buku tentang nésikh-mansitikh. Namun, semuanya itu
tetap dipadukan dengan petunjuk nash-nash, baik yang sifatnya
partikular maupun universal. Pengujian-pengujian tentang hal
ini dan contoh-contoh lain yang relevan akan diuraikan sebagai
berikut:

76. Abi Ishiq Ibrihim ibn Misa Asy-Syatibl, al-Muwifaqat. .., jilid 3, hlm.225.
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1. Produk Kaidah-Kaidah Usé/liyah

Kaidah #siliyah yang dimaksudkan di sini adalah suatu
aturan dasar atau hukum universal yang dijadikan standar untuk
menentukan hukum partikular (juz7) yang diambil dari dasar
universal (kxll7), yakni Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena kaidah
usitliyah ini bermuara dari kata-kata dan wslib-uslib Al-Quran
dan Sunnah, maka ia juga disebut dengan kaidah istinbdtiyah.
Selanjutnya, karena sangat berkaitan dengan kebahasaan, maka
disebut juga dengan kaidah lugawiyah.”” Kenyataannya, kaidah
usitliyah ini memang banyak membicarakan kaidah mm, khigs,
amar, naht, mutlaq, muqayyad, mujmal-mufassar, dan lain-lain yang
berhubungan dengan aspek kebahasaan. Beberapa contoh produk
kaidah wusitliyah yang telah dilakukan oleh Asy-Syitibi dan perlu
dikemukakan dalam bahasan ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Amm dan Khiss

Dalam analisis Asy-Syatibi, konsep umum dan khusus ini
dapat ditinjau dari dua dimensi: Pertama, tinjauan tata bahasa
Arab yang banyak dibicarakan oleh para ahli bahasa Arab. Kedua,
tinjauan dari segi dasar penciptaannya, yang dibaginya kepada dua
dimensi, yaitu: (1) dimensi dasar penciptaannya secara umum dan
penunjukannya terhadap hukum, yang menjadi kajian para ahli
hukum Islam, sehingga muncul konsep-konsep tentang klasifikasi
lafaz-lafaz dmm, khigs, dan mukhassiss. (2) dimensi tujuan-tujuan
penggunaannya. Dimensi penciptaan dan penunjukannya terhadap
hukum telah banyak dikaji oleh para ahli hukum Islam, seperti
terlihat dalam buku-buku w4/ al-figh. Dalam pandangan Asy-

77. Ahmad Muhammad Asy-Syafi’t, Usil al-Figh al-Islimi, (Iskandariyah:
Mu'assasah Saqafah al-Jam’iyah, 1983), hlm. 4-5. Lihat juga Muham-
mad Maraf Ad-Dawalibi, Ust/ al-figh, (Damsyiq: Dar al-Kitab al-Jadid,
1965), hlm. 11.
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Syétibi, tinjauan para ahli bahasa dan juga para ahli hukum Islam
kebanyakan, sekalipun juga ada tendensi penggunaan, sifatnya
deduktif dan parsial. Asy-Syatibi memfokuskan kajiannya dari
dimensi tujuan-tujuan penggunaannya yang bersifat induktif,
dengan alasan bahwa manakala terjadi pertentangan antara kaidah
istimali yang bersifat indukeif dan kaidah giydsi yang bersifat
deduktif, maka hukum yang dipegang adalah yang berdasarkan
kaidah istiimdli.’® Ini merupakan konsep baru yang merupakan
rekonstruksi dari konsep umum dan khusus yang telah ditawarkan
oleh para ahli hukum Islam sebelumnya.

Pandangan Asy-Syatibi tentang penggunaan konsep umum
dan khusus yang dipahami dengan cara istigré’ dari berbagai
sumber ini, tampaknya dimaksudkan untuk mendukung gagasan
kesatuan dasar syari’'ah dalam penetapan hukum Islam yang
ditawarkannya. la menggambarkan bahwa kewajiban untuk shalat,
misalnya, merupakan suatu aturan hukum dalam bentuk umum
yang dipahami dari berbagai dalil, dan bukannya hanya dari sebuah
dalil yang bentuk lafaznya umum. Bentuk aturan hukum umum
tersebut diketahui dengan jelas, manakala dilakukan penelitian
dengan cara istiqrd’ terhadap dalil-dalil hukum tentang shalat.
Metode akumulatif ini jelas akan menghasilkan hukum wajib
shalat yang meyakinkan, sekalipun hasil tersebut sangat tergantung
kepada sempurna-tidaknya penelitian induktif tersebut. Manakala
penelitian indukif terhadap dalil-dalil tersebut dilakukan dengan
cara sempurna, maka hasilnya dapat dipandang pasti (qaz7),
tetapi bila penelitian hanya terbatas pada nash-nash tertentu saja,
bukan semua dalil yang berkaitan, maka hasilnya tetap tidak dapat
dipandang pasti.”

78. Abii Ishiq Ibrihim ibn Mési Asy-Syatibl, al-Muwidfagér. .., Jilid 3, him. 153.
79. Ibid., hlm. 169.
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b. Nisikh-Mansiikh

Analisis Asy-Sytibi tentang teori ndsikh-mansiikh ini dibangun
dalam kerangka hukum-hukum universal yang dinisbahkan kepada
hukum-hukum makkiyah dan hukum-hukum partikular yang
dinisbabkan kepada hukum-hukum madaniyah. Manakala telah
diyakini bahwa hukum-hukum syariat yang diturunkan di Makkah
adalah hukum-hukum universal dan kaidah-kaidah dasar agama
(al-qawd’id al-usitliyah fi ad-din) pada umumnya, menunjukkan
bahwa ayat-ayat nasakh tersebut sangat sedikit, tidak banyak.
Karena nasakh itu, secara empiris, tidak terjadi pada hukum-
hukum universal, sekalipun secara teoretis mungkin saja terjadi.®

Dalam elaborasi berikutnya, Asy-Syatibi mengemukakan
pernyataan argumentatif sebagai berikut: Pertama, sesungguhnya
syariah itu dibangun untuk memelihara kepentingan dhardriyit,
bijiydt, dan tapsiniyit. Semua itu tidak dapat dinasakhkan sama
sekali, bahkan hukum-hukum yang diturunkan di Madinah
menguatkan, memantapkan, dan memeliharanya. Dengan
demikian, tidak ada #asabb sama sekali bagi hukum universal.
Kedua, orang-orang yang meneliti dengan cara istiqrd’ kitab-kitab
ndsikh-mansitkh secara cermat, akan mendapatkan pengertian ini,
yaitu bahwa nasakh pada hukum-hukum partikular, sedangkan
hukum-hukum partikular makkiyah sangat sedikit sekali. Keriga,
pada umumnya ayat-ayat yang dianggap nasakh, keberadaannya
masih diperdebatkan dan ada kemungkinan besar untuk dilakukan
tawil dengan cara menggabungkan antara dua dalil dari segi-
segi tertentu, kemungkinan bayin bagi yang mujmal, atau rakhsis
bagi yang umim, atau raqyid bagi yang mutlag, dan seterusnya.
Asy-Syatibi, sebagaimana diisyaratkannya sendiri, tampaknya
dipengaruhi oleh Ibn Al- Arabi yang banyak menghilangkan rasikh-
mansiikh dengan cara ini. Keempat, petunjuk tentang sedikitnya

80. lbid., him.63..
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nasakh bahwa pengharaman yang mubah dengan hukum ssa/
bukanlah nasakh menurut para ahli hukum Islam, umpamanya
pengharaman kbamar (minuman keras) dan rib4’ dari hukum
asal (yang menunjukkan sebaliknya) bukanlah dianggap sebagai
nasakh bagi hukum kebolehan menurut asalnya. Karena itu, para
ahli hukum Islam mendefinisikan nasakh dengan menghilang-
kan atau menghapus hukum syars’ dengan dalil syara’ yang datang
kemudian.®!

Dalam upaya lebih memperkuat pandangannya tentang
nasakh, Asy-Syatibi mengemukakan bahwa pengertian kata nasakh
yang digunakan oleh para ulama mutagaddimin lebih umum dari
wacana yang dikembangkan oleh para ahli hukum Islam. Mereka
menyebut nasakh untuk pengertian pembatasan lafaz mutlak,
pengkhususan yang umum, baik dengan dalil muttasil atau
munfagil, penjelasan bagi kata yang masih global, sebagaimana
mereka juga menggunakan istilah itu untuk penghapusan hukum
syara’ dengan dalil syara’ yang datang kemudian.*

Dalam mengambil kesimpulan semacam ini, Asy-Syatibi
menggunakan metode al-istqri’ al-manawi. Ta melakukan penelitian
secara cermat terhadap hukum-hukum yang dianggap mansikh
dalam kitab-kitab yang relevan, yang ternyata menunjukkan bahwa
nasakb hanya terjadi pada hukum-hukum partikular, sedangkan
hukum-hukum partikular yang diturunkan di Makkah hanya
sedikit sekali. Dengan demikian, menurutnya, nasakh bagi hukum-
hukum universal tidak ada sama sekali. Sedangkan nasakh bagi
hukum-hukum partikular, kalaupun ada, hanya sedikit sekali. Ini
artinya, mendorong kepada pemahaman ayat-ayat kondisional.
Ayat hukum apa pun dapat diterapkan dalam penetapan hukum,
sesuai dengan kondisi dan persoalan yang dihadapi.

81. Ibid., hlm.63-64.
82. Ibid., him. 63- 65.
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2. Produk Kaidah-Kaidah Figih

Yang dimaksud kaidah-kaidah figih di sini adalah hukum-
hukum universal yang relevan dengan partikular-partikular yang
banyak dan darinya ditetapkan hukum-hukum partikular tersebut,
yang secara ringkas disebut generalisasi figih. Asy-Syatibi, dengan
menggunakan metode al-istigrd’ al-manawi, telah merumuskan
atau paling tidak membuktikan beberapa kaidah hukum Islam.
Dalam kesempatan ini, sebagai sampel, akan dikemukakan tiga

kaidah figih yang dihasilkannya, sebagai berikut:

a. Kaidah Maslahah dalam Kemasan Magisid asy-Syari’ah

Kaidah magslabah dalam kemasan magasid asy-syariah yang
terdiri dari dhaririyah, bijiyah, dan tahsiniyah dalam upaya
memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal merupakan
hasil dengan menggunakan metode al-istiqrd’ al-ma’'naw.
Dalam perumusan konsep ini, sebagai seorang ahli metodologi
hukum, Asy-Syatibi tentunya terlebih dahulu telah menyimpan
pertanyaan signifikan tentang apa tujuan syar#'zh Islam. Untuk
menjawab pertanyaan ini, ia telah meneliti ayat-ayat Al-Quran
dan hadi-hadis® Ayat-ayat dimaksud antara lain adalah: Tentang
kemaslahatan dibangkitkan para Rasul, di mana Allah berfirman:

Rasul-rasul ity memberi babar gembira dan memberikan peringatan

supaya tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk membantah Allh
setelah kedatangan rasul-rasul tersebus... (QS Al-Nis#’ [4]: 165)

Ayat ini menerangkan bahwa dengan adanya para rasul yang
membawa berita gembira dan selalu memberi peringatan kepada

83. Zainuddin ibn Ibrahim Ibn Nujaim, al-Asybih wa an-Nazhs'ir, (Beirtit: Dar al-
Kutub al- Timiyah, 1400 H.), him. 192. Lihac juga Al-Bannani, Hasyiyah al-All4-
mah Al-Banndni, hlm. 290. Lihat juga Sayyid Aqil Husien Al-Munawwar, him.
13.

84. Abd Ishiq Ibrahim ibn Miisa Asy-Syatibl, al-Muwifagés..., jilid 2, hlm. 6.
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manusia, maka hidup mereka akan selamat di dunia dan akhirar.
Ini merupakan suatu kemaslahatan bagi manusia. Juga firman
Tuhan yang berbunyi:

Kami tidak mengutusmu, kecuali untuk menjadi rabmat bagi semesta
alam. (QS Al-Anbiy# (21]: 107)

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan mengutus Nabi
Mubammad itu merupakan salah satu media kasih sayang Tuhan
kepada makhluknya. Tanpa ada Rasul, manusia tidak memiliki

pandangan hidup yang dapat menyelamatkannya dari ancaman
Tuhan. Firman Tuhan:

Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam hari,
dan singgasananya berada di atas air karena Dia hendak menguji
siapakab yang amalnya paling baik. (QS Hid {11]: 7)
Ayar ini mengandung makna bahwa Allah menjadikan langit dan
bumi untuk menjadi tempat tinggal makhluknya, dan di bumi
manusia dapat berusaha dan beramal, sekaligus untuk melihat
siapa di antara mereka itu yang patuh kepada aturan-aturan Tuhan.

Firman Allah:

Tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembab-
Ku. (QS Al-Dzariyar [51]: 56)

Ayat ini menerangkan bahwa tujuan utama Tuhan menjadikan jin
dan manusia adalah untuk mengabdi kepadanya. Firman Allah:

Yang menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu
siapakah yang amalnya paling baik. (QS Al-Mulk [67]: 2)

Ayat ini menerangkan bahwa mati dan hidup manusia merupakan
suatu ujian untuk melihat siapa di antara mereka itu yang patuh
kepada aturan Tuhan. Firman Allah:

.. Allah tidak hendak menyulitkanmu... (QS Al-M&idah [5]): 6)

Disini, terlihat bahwa Tuhan tidaklah bertujuan untuk menyusahkan
manusia, melainkan untuk menjadikan mereka itu suci dan bersih.

205



Firman Tuhan:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa,
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu

bertakwa. (QS Al-Baqarah [2]: 183)

Adanya perintah puasa bertujuan supaya manusia mencapai derajat

takwa kepada Tuhan. Firman Allah:

...Sesunggubnya shalat itu menghalangi perbuatan keji dan
mungkar... (QS Al-Ankabiit [29]: 45)

Adanya perintah shalat adalah supaya manusia terhindar dari
perbuatan keji dan munkar. Firman Tuhan:
Diizinkan (berperang) bagi (orang-orang mukmin) yang diperangi

(oleh kaum musyrikin), karena sesungguhnya mereka telah dianiaya...
(QS Al-Hajj [22]: 39)

Ayat ini menerangkan bahwa untuk membela diri dari serangan
dan penganaiayaan, maka Tuhan mengizinkan untuk melakukan
peperangan. Firman Tuhan:

Bagi kamu (dengan melaksanakan) hukum qisas itu adalah
(keberlangsungan) hidupmu, hai orang-orang yang berakal, (QS Al-
Bagarah [2]: 179)

Ayat ini mengandung makna bahwa kelangsungan hidup manusia
akan terjamin dengan adanya sanksi hukum gigés terhadap orang-
orang yang telah melakukan pembunuhan.

Selain ini, banyak badis yang dikemukakan oleh Asy-Syatibi
dalam upaya penerapan metode yang dikembangkannya tersebut.
Dalam kesimpulannya, ia menyatakan: Wz al-mutamad annamas
huwa anna istagqraind min asy-syariah annahé wudhi'at limasilib
al-'ibdd. Artinya: “Dan yang dipegangi berdasarkan penelitian
induktif (istigri) kami, bahwa syari’ah iru diciptakan adalah untuk
kemashlahatan hamba-hamba.”®

85. Ibid, jilid 2, him.6.
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Konsep maslapah dalam kemasan maqdsid asy-syart'ab ini
merupakan grand theory dalam teori-teori hukum Islam yang
sering dijadikan kerangka teori oleh para pembaru pemikiran
hukum Islam untuk penetapan dan penelitian hukum selanjutnya.
Berbagai metode penetapan hukum spesifik seperti giyds, istibsin,
magslabah mursalah, dan lain-lain berpijak dari teori maglahah
dalam kemasan magqdsid asy-syari'ah ini.%

Konsep magdsid asy-syari‘ah Asy-Syatibi ini dapat dilihat dari
dua dimensi, yaitu: (1) Qagd asy-Syiri’, yakni tujuan asy-Syiri’
menciptakan hukum. Dimensi ini berhubungan dengan (i) tujuan
utama (ibtidd'an) asy-Syiri’ dalam menciptakan hukum, yaitu
untuk kemaslahatan manusia dalam berbagai tingkatannya; (ii)
tujuan asy-Sydri’ dalam menciptakan hukum untuk dapat dipahami
oleh mukallaf, yang berhubungan dengan aspek kebahasaan dalam
hal pemberian zaklif; (iii) Tujuan asy-Sydri’ dalam menciptakan
hukum untuk membebani mukallaf dengan tuntutan-tuntutan-
Nya, yang berhubungan dengan kemampuan, kesulitan, dan
lain-lain; (iv) tujuan asy-Sydri’ dalam menciptakan hukum untuk
memasukkan mukallafke dalam naungan raklif-raklif atau hukum-
hukum-Nya, sehingga dalam kehidupannya tidak mengikuti
hawa nafsu. (2) Qasd al-mukallaf, yakni tujuan mukallaf dalam
penerapan hukum. Dimensi ini berkaitan dengan persoalan niat
dan perbuatan mukallaf.¥

Berdasarkan kepentingannya, maglababh dalam kemasan
maqdsid asy-syari'ah rersebut, menurut asy-Syatibi, dapat dibagi
kepada tiga tingkatan. Pertama, maslapab dhaririyab, yaitu
kemaslahatan atau kebutuhan yang harus ada untuk terwujudnya
kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, apabila tidak ada, maka
kehidupan mereka akan rusak dan kacau di dunia, sementara
di akhirat tidak akan menikmati kebahagiaan, bahkan akan

86. Lihat Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1997), hlm.
135.
87. Abf Ishiq Ibrahim ibn Misa Asy-Syatibl, al-Muwdfaqét. .., Jilid 2, him. 5.
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memperoleh kerugian. Maglahah dhaririyah atau kepenting-
an pokok terhimpun dalam lima hal, yaitu: memelihara agama,
jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kedua, maglahah bijiyah, yaitu
kebutuhan penting manusia untuk keluasan dan menghilangkan
kesempitan yang dapat menyebabkan kesulitan-kesulitan dalam
hidup. Ini berarti, seandainya kebutuhan semacam ini tidak ada,
maka manusia tidak akan mengalami kekacauan, tetapi hanya
mengalami kesulitan-kesulitan. Ketiga, maslahah tapsiniyah, yaitu
melakukan tindakan-tindakan terpuji dan menjauhi hal-hal yang
kotor menurut akal sehat. Ringkasnya, menurut Asy-Syatibi, semua
tindakan yang sesuai dengan akhlak yang mulia, %

Permasalahan yang timbul, apakah maslabah béjiyah dan
tahsiniyah tidak berhubungan dengan lima hal pokok yang
termasuk maglahah dhariiriyah? Dalam menjawab pertanyaan
ini, Asy-Syatib! mengemukakan hubungan signifikan antara
ketiga macam maglahah tersebut. Menurutnya, maglahah hijiyah
berfungsi sebagai pelengkap maslabah dhariiriyah, dan maslabab
tapsiniyah berfungsi sebagai pelengkap maslahab hijiyah. Atas dasar
ini, dapat dipahami bahwa maglahah dbaririyah, masiahah hajiyab,
dan maglahah tahsiniyah juga menyangkut lima hal: memelihara
agama, jiwa, keturuan, harta, dan akal.

b. Kaidah al-Haraj Marfiy

Asy-Syatibt selanjutnya memberikan suatu contoh hasil
metode al-istigri’ al-manawi yang sifatnya adalah pasti, yaitu bahwa
prinsip agama menghilangan kesempitan (raf” al-haraj). Manakala
dilakukan penelitian induktif terhadap berbagai sumber hukum,
maka dijumpai banyak pernyataan khusus dalam berbagai sumber
dan aturan hukum, yang menuju pada satu titik temu makna
yang sama, yaitu bahwa kewajiban hukum dapat dihilangkan atau

88. Jbid., him. 8-12.
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minimal dikurangi, ketika kesulitan muncul dalam pelaksanaan-
nya. Ini sejalan dengan kaidah fiqih yang berbunyi al-masyaggah
tajlib at-taisir (kesulitan akan mendatangkan kemudahan).®

Mengenai kaidah ini, Asy-Syitibi mengemukakan bahwa
apabila kita telah berhipotesis mengenai penghilangan kesempitan
dalam agama, maka kita harus memanfaatkan sejumlah dalil
yang berbicara tentang itu dari berbagai seginya. Umpamanya,
kita temukan bahwa tayammum di-syari'ah-kan ketika kesulitan
mendapatkan air; shalat duduk ketika kesulitan berdiri; qasar
shalat dan tidak berpuasa ketika dalam perjalanan; pengumpulan
dua shalat ketika dalam perjalanan, sakit, dan hujan; pengucapan
kalimat kufr ketika kesulitan menghadapi ancaman dibunuh
dan disakiti; kebolehan makan bangkai ketika takut celaka atau
binasa; shalat menghadap ke arah mana saja ketika kesulitan
mengetahui arah kiblat; penyapu pembalut luka dan dua kbuff
(sepatu) ketika sulit melepaskannya dan untuk menghilangkan
kemudharatan; kemaafan dalam puasa ketika kesulitan menghinda-
ri aroma makanan atau bau sesuatu seperti debu di jalan-jalan;
dan seterusnya. Maka, semua itu dapat menghasilkan suatu
kaidah akumulatif berupa tujuan asy-Sydri’ untuk menghilangkan
kesempitan atau 7af~ al-haraj. Dalam kesimpulannya, Asy-Syatibi
mengatakan: Kita dapat menetapkan hukum umum atau kaidah
hukum raf” al-haraj atau al-haraj marfii’ berdasarkan metode a/-
istigrd’ al-manawi®

Manakala suatu prinsip universal telah dihasilkan melalui
metode penelitian induktif yang sempurna, menurut Asy-Syatibf,
maka tidak ada sebuah kasus khusus yang dapat membatalkan
atau mengalahkannya. Universal tidak dapat dibatalkan oleh yang
partikular, suatu prinsip yang dikembangkannya. Sebab suatu yang

89. Jaldluddin Abdurrahmin As-Suytigi, al-Asybih wa an-Nazhd'ir, (BeirGt: Dar al-
Fikr, 1974), him. 55. Lihat juga Ibn Nujaim, #/l-Asybdh wa an-Nazh&ir, hlm.
G4.

90. Abii Ishiq Ibrahim ibn Masa Asy-Syatibl, al-Muwéfagar. .., jilid 2, hlm. 8-12.
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partikular dalam pandangannya selalu bersifat zhanni, yang tidak
mungkin dapat mengalahkan suatu prinsip yang universal, yang
didukung oleh banyak contoh atau guriin ahwal.

c. Kaidah al-Asl f al-’Ibidat bi an-Nisbah ils al-Mukallaf
at-Td'abbud, Déina al- Itifar il al-Ma'éni, wa Asl al- Adst
al-Itifit ils al-Ma'éni.

Asy-Syatibi telah mengeksplorasi dan mengemukakan kaidah
al-asl I al-ibidar bi an-nisbah il al-mukallaf ar-1aabbud, dina al
iltifdt ild al-madni, wa agl al-4dat al-iltifis il4 al-ma’éni. Perumusan
atau pembuktian validitas kaidah ini adalah berdasarkan metode
al-istigrd, sebagai argumen utama, yaitu meneliti berbagai ragam
hukum-hukum spesifik yang ternyata memang sifatnya tzzbbud;
(mengikuti tanpa pertanyaan). Umpamanya, bersuci melampaui
tempat yang mengharuskannya atau shalat yang ditentukan caranya
dengan perbuatan-perbuatan dan perilaku-perilaku tertentu, jika
keluar dari ketentuan itu, maka tidak dianggap sebagai ibadah
yang sah. Kemudian cara menyucikan sesuatu itu sama padahal
yang mengharuskannya berbeda, seperti haidh, nifas, dan keduanya
dapar menggugurkan kewajiban shalat, tetapi tidak menggugur-
kan puasa. Artinya, tinggal shalat karena haidh dan nifas tidak
wajib gadhd’, tetapi tinggal puasa karena keduanya wajib gadhs’
Kemudian zikir-zikir tertentu di tempat-tempat tertentu adalah
dituntut, sementara di tempat lain tidak. Selanjutnya, bersuci dari
badas ditentukan dengan air suci bersih, sekalipun penyucian itu
dimungkinkan dengan cara atau alat yang lain. Adanya tayammum,
bukanlah alat penyucian Aisst (nyata) yang tidak dapat menempati
bersuci dengan air suci. Demikian juga puasa dan haji, termasuk
hukum yang telah ditetapkan berdasarkan syara, sehingga akal
secara sendirian tidak dapat memahaminya.” Sehubungan dengan
ini, Asy-Syatibi dengan tegas mengatakan bahwa sifat ibadah

91. Ibid., him. 300-301.
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adalah mematuhi perintah Allah, meng-Esa-kan-Nya dengan cara
tunduk, mengagungkan-Nya, dan menghadapkan diri (zawajjub)
kepada-Nya, tanpa perlu mempertanyakannya berdasarkan akal
tentang alasan mengapa demikian.

Dalam upaya mendukung argumen utama dengan metode
al-istiqrd’ al-ma’nawi itu, Asy-Syatibi juga mengemukakan
beberapa alasan yang relevan. Seandainya tujuan ibadah itu dapat
dilakukan secara leluasa, jelas asy-Sydri’ akan mengemukakan
dalil yang jelas untuk melegitimasinya, sebagaimana asy-Sydri’
telah melegitimasi masalah hukum mu4malah. Umpamanya
terlihat dalam badis riwayat Mu %z ibn Jabal, ketika ia diutus ke
Yaman. Tetapi kenyataannya, untuk bidang ibadah tidak ada dalil
yang melegitimasi kebolehan melakukannya dengan cara yang
bukan #abbudi. Ini adalah metode atau pembuktiannya tentang
potongan pertama, yakni bagian ibadah “al-asl fi al-ibidar bi an-
nisbah ild al-mukallaf at-taabbud, dina al iltifat ils al-ma'ant” dari
rumusan kaidah di atas.

Kemudian dalam merumuskan atau membuktikan kaidah
potongan kedua, yakni bidang mudmalab, yaitu “al-asl al-'4déar
al-iltifdr ild al-ma'dni” melalui metode al-istiqrd’ al-manawi, ia
melakukan eksplorasi atau penelitian terhadap tujuan-tujuan hukum
Islam dan hukum-hukum adat (mudmalah) yang mengindikasi-
kan bahwa di mana ada maslahat di situ ada hukum Tuhan. Perlu
dikemukakan bahwa sebutan a/-4d4r dalam istilah Asy-Syatibi
adalah sama dengan al-mu’imalah dalam sebutan ulama-ulama lain.
Kalau suatu tindakan itu mengandung maslabah, maka hukumnya
boleh dilakukan. Asy-Syitibi menyatakan bahwa apabila kita
mendapatkan asy-Sydri’ menginginkan untuk kemaslahatan hamba,
dan hukum-hukum adat (mwu'dmalih) it berkisar pada ada atau
tidaknya kemaslahatan ini, maka kita hendaklah melihat sesuatu
itu dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatannya. Apabila ada
kemaslahatan, boleh dilakukan, seperti boleh melakukan utang-
piutang. Tetapi, apabila tidak ada kemaslahatannya, tidak boleh
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dilakukan, seperti tidak boleh melakukan 7764’ dan lain-lain.%? Atas
dasar ini, Abdulldh Darraz dalam komentarnya mengatakan bahwa
dibolehkan jual-beli “riyd, karena untuk keluasan manusia dan
menghilangkan kesempitan.”
Penelitian dengan metode ini juga dilakukannya terhadap

beberapa ayat Al-Quran dan padi. Firman Allah:

Dan bagi kamu dengan melaksanakan hukum qisés itu kelestarian

hidupmu. (QS Al-Bagarah [2]: 179)
Ayat ini mengandung makna bahwa jaminan kelangsungan hidup
manusia adalah sanksi hukum qisds terhadap orang-orang yang

telah melakukan pembunuhan. Kemudian firman Allah:

Hai orang-orang yang beriman! Jangnlah kamu memakan harta
sesamamu dengan jalan bigil.... (QS Al-Nis& [4]: 29)

Ayat ini melarang orang-orang beriman memakan atau mengambil
harta benda orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah.
Kemudian beberapan fadlis Rasul, seperti: “Tidak boleh memudbarat-
kan dan tidak boleh membalas kemudharatan™?; “ Pembunub tidak
boleh mewarisi”®; “Rasul melarang jual-beli gharar”S; “Setiap

92. Ibid., hlm. 305. .

93. Ibid. ’

94. Hadi$ ini diriwayatkan oleh Abii S2'id ibn Malik ibn Sinin Al-Khudri, diriwa-
yatkan oleh Ibn M4jah dari Ibn ‘Abbas dan ‘Ub4dah ibn Samit, juga diriwayat-
kan oleh ad-Dar Queni dari Abé Sa'id Al-Khudri. Hadi¢ ini masih diperselisih-
kan kesahihannya, namun masing-masing jalur periwayatan saling memperkuat.
Lihat Syaikh Muhammad ‘Abd Ar-R26f Al-Maniwi (w. 1031 H.), Faidh al-Qadir
Jilid 6 ( tk: Maktabah ac-Tur4$ al-Islami, t.t), hlm. 431-432.

95. Hadis ini diriwayatkan oleh ibn Majah dalam kitdb al-Fard'idh nomor 2728 dan
diriwayatkan oleh At-Turmu#i dalam kitdb al-Faré'id ‘an Rasiil Allih nomor
2035.

96. Hadi$ini diriwayatkan oleh Abti Daud dalam kirgb al-Buyit’ nomor 2932, Muslim
dalam kirdb al-Buytt’ nomor 2783, Ar-Turmu#i dalam Aizib al-Buyit’ ‘an Rasil
Allah nomor 1101, An-Nas&1 dalam #itéb al-Buyi’ nomor 4442, Ibn Miajah dalam
kitéb at-Tijardt nomor 2185, Ahmad dalam Béqi Musnad al-Mukassirin nomor
7114 dan diriwayatkan oleh ad-Dar Qu¢ni dalam kisdb al-Buyi’ nomor 2441.
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yang memabukkan adalah haram™’; dalam Al-Quran disebutkan,
“Sesungguhnya setan ingin menimbulkan permusuhan dan kebencian
sesama kamu dalam a/-khamar dan al-maisin” dan banyak ayat dan
badis lain mengenai prinsip mu’4malab ini. Selanjutnya, Asy-Syatibi
mengatakan bahwa semua ayat atau 44djs ini mengisyaratkan untuk
mempertimbangkan unsur kemashalatan bagi manusia, dan di mana
ada maslahat di sana ada keizinan melakukannya. Keizinan karena
ada kemaslahatan ini dapat ditelusuri penjelasan melalui cara-cara
mengetahui 7//uh hukum. Dalam kesimpulannya, ia mengatakan
bahwa berdasarkan metode al-istigri’ al-ma'nawi, maka persoalan
adat (mu'dmalah) itu adalah al-iltifit ild al-mdini.

Sebagai alasan pendukung dari metode al-istigrd’ al-ma'nawi
dalam perumusan kaidah di atas, Asy-Syatibi mengatakan bahwa
asy-Sydri’ telah memperluas penjelasan 9//ap-’illah dan hikmah-
hikmah dalam penetapan hukum bidang adat atau mu'dmalah
ini, dan telah membanyakkan penjelasan bahwa %/lah-"illah
tersebut sangat relevan, sehingga apabila dikemukakan kepada
ahli pikir, maka ia akan menerimanya.®” Ini berarti bahwa asy-
Sydri’ menginginkan dalam bidang mu'dmalah ini adanya ittibd’
al-ma'dni, yang tidak tergantung kepada nash secara kaku, yang
berbeda dari bidang ibadah.

Kendati demikian, sebagaimana sifat kaidah-kaidah lain,
Asy-Syaribi mengatakan bahwa kaidah di atas sifatnya adalah
aglabiyah, artinya kebanyakan. Ini memperkuat pandangan di atas
bahwa kepastian hukum yang didapatkan dari metode al-istigrd’
al-manawi masih mempunyai kemungkinan lain. Umpamanya,

97. Hadi¢ ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitdb Bigi Musnad Al-Angér nomor
22953, Al-Bukhéri dalam kitéb al-Asyribah nomor 5157 dan 5158, Muslim dalam
kitdb al-Asyribabh nomor 3728, Abtt Daud dalam kitdb al-Asyribah nomor 3197,
Ibn Majah dalam kitdb al-Asyribah nomor 3378, An-Nas&1 dalam kitdb al-Asyri-
bah nomor 5496 dan 5497, Malik dalam kirdb al-Asyribah nomor 1331, dan Ad-
Dirami kitéb al-Asyribah nomor 2005.

98. Aba Ishiq Ibrihim ibn Masi Asy-Syatibt, 2l-Muwdfagar..., Jilid 2, hlm.306.

99. lbid.
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kalau ada nash-nash yang jelas dalam bidang mu4malah, maka
kita harus mengikuti petunjuk nash-nash tersebut. Hal semacam
ini dicontohkannya dengan: Pemberian mas kawin, penyembelihan
pada tempat tertentu pada hewan yang halal dimakan, ketentuan-
ketentuan tertentu dalam masalah warisan, bilangan bulan dalam

tddab talak dan $ddab wafat, dan lain-lain. %

3. Produk Hukum Spesifik

Hukum spesifik yang dimaksudkan adalah al-zbkim al-
‘amaliyah, yaitu hukum-hukum yang sifatnya operasional. Dalam
ilmu usil al-figh, berdasarkan materinya, al-abkim al- amaliyah ini
dapar diklasifikasikan kepada dua macam, yaitu hukum-hukum
ibadah, dan hukum-hukum mu4malah. Klasifikasi semacam ini

ditarik dari makna firman Allah:

Kehinaan menimpa mereka di mana saja mereka berada, kecuali
Jika berpegang dengan tali (agama) Allah dan tali sesama manusia,
dengan memelihara pergaulan yang baik sesama manusia. (QS Ali
‘Imran [3]: 112)

Ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghinda-
ri kehinaan, manusia harus berpegang pada babl min Allsh yang
diimplementasikan dalam bentuk ibadah, yang asas dan sifatnya
ta’abbudi, kemudian berpegang pada babl min an-nis yang
diimplementasikan dalam bentuk pergaulan baik di lingkungan
masyarakat, yang asas dan sifatnya al-iltifst ils al-ma'éni wa al-
magqdgid. - '

Hukum-hukum ibadah seperti shalat, puasa, zakat, haji,
dan lain-lain sifatnya adalah hubungan vertikal hamba dengan
Tuhannya. Hukum-hukum semacam ini dimaksudkan untuk
merealisasi dan merupakan implementasi dari kesadaran mendalam
hamba akan tujuan utama kejadiannya, yaitu untuk mengabdi

100. /bid., hlm.307.
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kepada-Nya. Oleh karena itu, hukum ibadah ini merupakan
pekerjaan utama dan pokok, di mana hukum-hukum yang lain
dapat ditarik dari hukum ini. Dengan kata lain, hukum ibadah
sesungguhnya merupakan kumpulan kewajiban pribadi hamba dan
kesadaran yang berdampak sosial. Kewajiban pribadi hamba pada
dasarnya merupakan sebutan yang mengandung makna bahwa
ibadah-ibadah tersebut secara umum tidak dapat diwakilkan atau
diwakili oleh orang lain. Tuhan menyatakan:

Tidak Aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdi
kepada-Ku (QS Al-Dzariyat [51]: 56)

Ayat ini menerangkan bahwa tujuan utama Tuhan menjadikan
jin dan manusia adalah untuk mengabdi kepadanya. Dimensi
sosial yang dapat muncul sebagai dampak ibadah tersebut pada
gilirannya dikembangkan menjadi aturan-aturan hukum yang
luas dan mengarah kepada hubungan sesama manusia. Inilah,
yang sebagaimana akan dibahas nanti, disebut sebagai hukum
mu’dmalah, umpamanya transaksi-transaksi, tindakan-tindakan
sanksi-sanksi hukum, kejahatan, dan sebagainya.

Dalam hukum spesifik ini, hasil atau produk yang dihasilkan
metode al-istiqrd’ al-manawi ini digambarkan Asy-Syartibi dengan
contoh-contoh tentang ibadah-ibadah pokok. Ia mengatakan
bahwa apabila kita meneliti tentang hukum shalat umpamanya,
maka ditemukan dalil agim# as-Saldh; dalil tentang celaan terhadap
orang yang riy4d’ dalam melaksanakan shalat; dalil celaan bagi
orang yang neninggalkan shalat; dalil pemaksaaan orang mukallaf
mlaksanakan shalat; dalil tentang melaksanakannya dapat dalam
keadaan berdiri, duduk, atau berbaring; dalil perintah memerangi
orang yang meninggalkan shalat; dalil tentang inkarnya orang yang
meninggalkannya; hingga seterusnya dari dalil-dalil yang mengacu
kepada konteks dan pengertian ini. Jadi, menurut Asy-Syatibi,
kewajiban shalat itu tidak dapat ditetapkan dengan hanya satu dalil

saja, sebab dengan hanya satu dalil saja, suatu kepastian hukum
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tidak akan dapat ditemukan.'"'

Demikian juga halnya jiwa, ditemukan dalil larangan
membunuh; dalil bahwa pembunuhan it menyebablkan iy,
pelakunya diberi ancaman akhirat, tindakan tersebut termasuk
dosa besar yang disertai dengan syirik, sebagaimana shalat disertai
dengan iman; adanya dalil kewajiban menutupi kebutuhan orang
yang sedang dalam keadaan sengsara; dalil wajib memberi zakat,
memberi kenyamanan, dan menopang orang yang tidak mampu
memperbaiki dirinya sendiri; dalil perlu diadakannya hakim-
hakim, gddhi-gadhi, dan penguasa-penguasa, yang karenanya
ditegakkan lembaga ketentaraan untuk menghalangi orang yang
ingin membunuh atau ingin menghilangkan nyawa orang lain; dalil
kewajiban memenuhi kebutuhan orang yang sengsara (terpaksa)
dengan sesuatu yang halal atau haram sekalipun, baik bangkai
darah babi maupun yang lain-lain yang mendukung pengertian
(memelihara jiwa) ini. Berdasarkan dalil-dalil kolekrif itu, secara
yakin kita mengetahui kewajiban shalat, keharaman membunuh,
hingga seterusnya dalam penggunaan dalil-dalil syariizh.12

E. Persamaan dan Perbedaan Metode al-Istiqra’ al-
Ma’nawi dengan Metode-Metode lain

1. Titik Temu dan Titik Pisah al-Istiqrd’ al-Ma'nawi dengan
al-Qiyés, al-Istibsén dan Maslahah Mursalah

Alur logika berpikir. Seperti diketahui bahwa al-giyas al-
ushli adalah suatu pola pengembangan hukum Islam dengan
menyamakan hukum suatu kasus yang tidak ada aturannya dalam
nash dengan hukum suatu kasus yang ada aturan hukumnya dalam
nash, karena sama alasan hukumnya (%//ah). Dengan demikian,
alur pikirnya adalah analogi. Sedangkan metode al-Istigrd’ al-

101. 1bid., jilid 1, him. 26.
102. 1bid., Jilid 1, hlm. 15-16.
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ma'awi mengikuti pola penalaran #stigrd? (induktif), sekalipun
tidak persis sama dengan metode induktif yang dikembangkan
dalam ilmu-ilmu pengetahuan umum, terutama objek dan data
yang dijadikan sasaran penelitian. Yang ingin dikemukakan di
sini adalah bahwa dari segi alur berpikir ini, al-istigrd’ al-manawi
berbeda dari al-giyis.

Segi prinsip. Dalam upaya menemukan alasan-alasan hukum,
untuk selanjutnya dijadikan tambatan bagi hukum masalah-
masalah cabang, para ahli hukum Islam telah merumuskan suatu
konsep yang disebut dengan masdlik al-’illah, yaitu cara atau
jalan mendapatkan alasan hukum, yang secara umum adalah
sebagai berikut: Pertama, melalui nash-nash hukum Al-Quran dan
Sunnah itu sendiri yang memang telah menjelaskan alasan (%/ah)
hukumnya. Inilah yang di kalangan mereka dikenal dengan a/-
illah al-mangisah. Kendati demikian, petunjuk adanya /lab iru
ada yang dinyatakan secara tegas dan ada yang sifatnya ihtimal,
yakni masih mengandung kemungkinan lain.!®® 7//zh yang ada
pada nash-nash secara jelas umpamanya diidentifikasi dari adanya
kata kai (supaya), /i ajli (karena), izan (karena itu), dan lain-lain
yang digunakan oleh pembuat hukum.'* Sedangkan /ah yang
sifatnya masih kemungkinan umpamanya dengan menggunakan
huruf-huruf tertentu seperti al-lam, al-b4, ann, dan inn. Termasuk
dalam kategori ini adalah apa yang dikenal dengan cara ijm4, yaitu
manakala telah terjadi konsensus terhadap suatu llabh hukum,
maka sifat yang disepakati tersebut dijadikan alasan hukum.
Umpamanya, kurang sempurna akal dijadikan alasan hukum
menempatkan sesecorang di bawah pengawasan pengampu, atau
illah perwalian anak kecil dalam hal harta, karena “ia masih kecil”,

103. Sadiq Hasan Khin, Husil al-Mamil fi Tlm Usil al-Figh, (Beirht: Dar al-Fikr,
t.), him. 107.

104. T4j Ad-Din As-Subki, Matn Jan'’ al-Jawimi , hlm. 267. Lihat juga Abdul Wahhab
Khallaf, Wmu Usil al-Figh, hlm. 90.
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dan /lah semacam ini telah disepakati oleh para ulama.'® Prinsip
metode a/-giyds cenderung menganggap cukup dengan hanya satu
dalil atau dua dalil saja (dalam kasus istihsin) sebagai magqis ‘alaib,
dalam proses penarikan suatu kesimpulan hukum. Umpamanya
dalam metode a/-giyds untuk memproyeksikan suatu kasus yang
tidak ada nashnya kepada kasus yang ada nashnya, maka nashnya
sebagai al-magis alaih cukup hanya satu saja.

Titik temu dengan al-istigrd’ al-ma'nawi dari dua cara tersebut
adalah baik al-giyas maupupun al-istigrd’ al-ma’nawi sama-sama
memerhatikan indikasi kebahasaan yang masuk dalam kategori
atau bagian dari apa yang diistilahkan Asy-Syatibi dengan garé’in
mangiilah dan sama-sama memerankan akal dalam pencarian /b
hukum, yang masuk dalam kategori gard’in ghairu mangilah.

Tetapi, titik pisahnya adalah kalau pada metode al-giyas, $llab
yang ditemukan tersebut dijadikan sebagai tempat mengaitkan
hukum-hukum cabang (al-magis @laih) secara partikular, yakni
memilih hanya satu //eh pada saat ada beberapa kemungkinan
sifat yang dapat dijadikan %//zh hukum. Sedangkan metode /-
istigrd’ al-ma'nawi mempunyai prinsip harus memegangi semua
dalil atau paling tidak sebagian besar dalil dan 5//zh-illzh hukum
yang berkenaan dengan persoalan yang dicari ketetapan hukumnya
dari berbagai segi, sehingga kesimpulan yang didapatkannya
merupakan akumulasi dari beberapa dalil atau sifat tersebut yang
sifatnya universal.

Kemudian, dalam kaitannya denngan cara pencarian ini, titik
temu antara al-giyds dan al-istiqré’ al-ma'nawi dapat ditelusuri dalam
teori as-sibr wa at-tagsim, yaitu cara pencarian //ah melalui proses
penghimpunan dan pengujian sifat-sifat yang pantas dijadikan 5/
hukum, kemudian menyebutkan sifat-sifat yang diestimasi tersebut
satu persatu. Ini berarti bahwa sesuatu masalah itu berkemungkin-
an mengandung beberapa sifat yang layak dijadikan %/zh hukum.

105. $4diq Hasan Khin, Husil al-Mamal ' Thm Ustil al-Figh, hlm. 107.
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Dari sifat-sifat tersebut, seorang ahli hukum melakukan pengujian
satu persatu untuk mendapatkan sifat yang dianggap lebih cocok
atau sesuai untuk dijadikan %//a/ dengan mempertimbangkan
syarat-syaratnya yang relevan. Umpamanya tentang pencarian #/lah
haramnya 7i64’ fadhal dan %llah haramnya kbamar.'® Cara kerja
pencarian 7//ah dalam metode a/-giyds semacam ini dilakukan oleh
para ahli hukum Islam dengan mengarahkan penelitiannya kepada
berbagai macam sifat yang relevan, yang dalam suatu kasus tersebut
memang ada kemungkinan ditemukan sifat-sifat yang bervariasi,
ditinjau dari berbagai segi yang berkaitan. Metode pencarian #//ah
semacam ini dapat sejalan dengan prinsip dan cara kerja metode
al-istigrd’ al-ma'nawi yang mempertimbangkan realitas masyarakat
(abwil qara’in ghairu manqgiilah). Dengan demikian, dalam konteks
pencarian /lah dengan metode as-sibr wa at-tagsim ini, baik al-
qgiyés maupun al-istiqrd’ al-ma’nawi, sama-sama memerankan akal
dalam menemukan atau mendapatkan keserupaaan-keserupaan
sifat yang akan dijadikan sebagai 7//ah. Tetapi, metode al-giyis
al-usili hanya memilih salah satu sifat (%//zh) untuk dijadikan
tambatan hukum, sementara metode al-istigrd’ al-manawi berusaha
menghimpun atau memadukan semua sifat yang ditemukan dalam
proses as-sibr wa at-tagsim. Dengan kata lain, metode al-istigrd’
al-ma’nawi menjadikan semua itu sebagai suatu kenyataan yang
dijadikan sebagai dasar analisis untuk menghasilkan prinsip atau
hukum yang universal, pokok, dan meyakinkan.

Selanjutnya, seperti diketahui bahwa meng-g#yds-kan hukum
cabang kepada hukum asal tidak tertentu kepada satu nash saja.
Artinya, ada kemungkinan di-giyds-kan kepada suatu nash tertentu
dan pada saat yang sama dapat juga di-giyds-kan kepada nash-
nash yang lain. Ini berarti berakibat kepada pengabaian nash-nash
lain yang terkadang juga relevan untuk dijadikan sebagai magis
@laih dari segi-segi tertentu. Pengabaian nash-nash semacam itu

106. Wahbah Az-Zuhaili, Us#/ al-Figh al-Islémi, hlm. 6716-74.
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tidak dapart ditoleransi dalam metode al-istigrd’ al-ma'nawi. Di
sinilah titik pisah antara a/-giyds dan al-istigrd’ al-manawi. Tetapi,
mengingat prinsip metode a/-giyds adalah tempat meng-giyds-
kan itu haruslah berbentuk nash-nash atau paling tidak jm4’,
menurut sebagian para ahli hukum Islam, maka di sini terlihat titik
temu antara a/l-qiyds dan al-istigrd’ al-manaw, yakni sama-sama
mempunyai prinsip perlunya mempertahankan nash-nash dalam
penetapan hukum.

Segi memosisikan wahyu. Secara historis, dasar penentuan
kebenaran dalam kajian pemikiran hukum Islam khususnya
dan kajian ke-Islam-an umumnya adalah berpijak pada dua
hal. Pertama, pada wahyu yang sifatnya dianggap normatif dan
dogmatis, yang dipahami secara kaku. Kedua, selain berpijak
pada wahyu juga mempertimbangkan aspek sosiologisnya. Aspek
terakhir ini bahkan telah melebar begitu jauh, sehingga aspek
normatif cenderung terabaikan.

Kecenderungan pertama memandang bahwa wahyu itu
berfungsi informatif, yang karenanya wahyu yang terimplementa-
si dalam nash-nash Al-Quran dan padis merupakan dasar pijakan
dan tolok ukur dalam menilai sesuatu. Atau dalam bahasa logika,
wahyu berfungsi sebagai mugaddimab kubri (premis mayor)
yang kebenarannya tidak perlu diuji lagi, karena telah diyakini
demikian. Dengan kata lain, wahyu itu telah menjadi postulat,
hukum, atau prinsip, sehingga ia dijadikan sebagai barometer yang
kaku. Sementara kecenderungan kedua menganggap bahwa wahyu
berfungsi sebagai konfirmatif, schingga tidak dapat dijadikan secara
mutlak sebagai mugaddimah kubré (premis mayor). Kecenderung-
an ini, secara umum, tampaknya menjadikan wahyu sebagai alat
untuk justifikasi.

Metode-metode penetapan hukum lain, seperti a/-giyds,
al-istibsin, dan al-maslapah al-mursalah tampaknya mengikuti
mainstream pertama di atas, yaitu menjadikan wahyu yang
sifatnya normatif dan dogmatis sebagai dasar utama (pokok secara
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metodologis) dalam penentuan dan penetapan hukum Islam.
Indikasinya jelas, yaitu tempat menggiydskan haruslah nash-nash,
baik ayat Al-Quran atau badis, dan istihsdn hakikatnya beralih dari
suatu dalil kepada dalil lain yang dianggap lebih kuat, sedangkan
maglabah mursalah juga tetap mempertimbangkan makna umum
dari nash. Jadi, secara metodologis, metode-metode tersebut
menganggap wahyu, baik Al-Quran atau hadis, sekalipun pada saat
berdiri sendiri nash per-nash, sebagai premis mayor.

Bagaimana dengan al-istigrd’ al-ma'nawi? Metode ini tidak
dapat diposisikan atau diintegrasikan kepada dua pemikiran di
atas. Secara metodologis, ia tidak menganggap wahyu, baik Al-
Quran atau padis pada saat berdiri sendiri, sebagai premis mayor.
Dalam arti bahwa, hanya satu dalil tidak dapat menetapkan suatu
hukum. Ia dapat dijadikan premis mayor ketika masing-masing
dalam suatu persoalan telah saling membantu. Jadi, prinsipnya
an-nash yadbudu badhubu badban. Metode al-istigrd’ al-manawi,
secara metodologis, memosisikan nash-nash Al-Quran dan hadis
serta kondisi signifikan yang relevan dengan persoalan yang akan
ditetapkan hukumnya dalam kedudukan yang sama, sekalipun
secara dogmatis dan kualifikasinya dalil-dalil tersebut berbeda.

Produk hukum. Selanjutnya, al-qiyds al-usili menghasilkan
hukum yang juziyah, sementara al-istiqré’ al-manawi menghasilkan
hukum juz’iyah dan kulliyah. Begitu juga metode-metode lain yang
serumpun hanya menghasilkan hukum-hukum spesifik. Sementara
metode al-istiqrd’ al-manawi dapat memproduk atau membuktikan
hal-hal yang berkaitan dengan teori-teori hukum Islam, seperti
produk kaidah wgil, produk kaidah figih, dan produk hukum figih
spesifik, atau paling tidak melakukan verifikasi tentang kategori-
kategori tersebut.

Selanjutnya, mengingat istihsdn ini, dalam batas-batas
tertentu, merupakan pengembangan dari al-giyés, maka perbedaan-
nya dari al-istigrd’ al-ma’nawi juga mudah ditelusuri. Seperti
telah dikemukakan bahwa istibsdn pada dasarnya beralih dari
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qiyds jali kepada giyds khafi, berpaling dari pengertian nash yang
4mm kepada pengertian nash yang kbdss, dan berpaling dari
hukum yang universal kepada hukum yang partikular. Pengertian
ini mengandung makna bahwa metode al-istipsin cenderung
mengabaikan satu dalil dengan memilih dalil atau petunjuk dalil
yang dianggap efeknya akan lebih mendatangkan kemaslahatan.
Prinsip semacam ini tidak sejalan dengan metode al-istigrd’ al-
manawi, sekalipun memang ada titik temunya, sebagaimana pada
al-giyas, yaitu tetap memerhatikan dalil-dalil, sekalipun dilakukan
secara parsial.

Hal yang sama tampaknya dapat diproyeksikan kepada
metode magslahah mursalah. Seperti telah diketahui bahwa maglahab
mursalah dapat berarti kemaslahatan yang terlepas dari (tidak ada)
dalil khusus, atau suatu kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan-
tujuan asy-Sydri’ tetapi tidak ada syshid agl (dalil yang khusus)
untuk dipegangi atau diabaikan. Ketiadaar dalil khusus sebagai
maqis alaih inilah yang membedakannya dari pengertian al-giyis.
Dengan kalimat lain, dalam metode al-qiyés haruslah ada sydhid
dalam masalah cabang (fur#t) yang diidentifikasi sebagai alasan
suatu hukum (%//ah) yang sama dengan alasan hukum (%/zh) pada
hukum a5/ untuk dikonfirmasikan. Sedangkan dalam maslzhab
mursalah, sydhid semacam ini tidak ditemukan, tetapi kemaslahat-
an itu sesuai dengan tujuan-tujuan dan hukum-hukum syara’secara
umum. Mencermati, hakikat maslahah mursalah semacam ini,
maka terlihat titik pisahnya dengan metode al-istigrd’ al-ma'nawi,
sekalipun ada juga titik temunya, yaitu memerhatikan nash-nash
atau dalil-dalil yang sifatnya universal.

2. Titik Temu dan Titik Pisah al-Istiqrd’ al-Ma'nawi dengan
al-Istiqr&’ para Ahli Hukum Islam Lainnya

Kalau manhaj istinbiti dalam bentuk al-giyss al-istipsin dan
al-maslabah al-mursalah berkembang dengan pesat seperti yang
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telah dikemukakan sebelumnya, maka manhaj istiqrd’s dalam
pemikiran hukum Islam hampir tidak mengalami perkembangan
berarti. Konsep al-istigrd’ yang digunakan oleh para ahli hukum
Islam sebelum Asy-Syatibi, dalam batas-batas tertentu, cenderung
hanya menerapkan konsep yang dikembangkan oleh ahli-ahli ilmu
mantiq. :
Sekalipun metode al-istiqrd’ al-manawt ini juga sebenarnya
pengembangan dari metode al-istiqrd’, namun ada perbedaan
signifikan dengan metode al-istiqré’ yang dikemukakan oleh
para ahli hukum Islam lain, seperti Al-Ghazili. Paling tidak ada
tiga perbedaan signifikan yang dapat diidentifikasi sebagai suatu
kemajuan pengembangan metode tersebut, sekaligus membedakan-
nya dari konsep ulama lain: Pertama, penyebutan al-istiqrd’
al-ma’nawt hanya ditemukan dalam terma Asy-Syatibi, sementara
sebelumnya hanya disebut al-istigr4’ saja. Penyempurnaan kata
tersebut dimaksudkannya sebagai upaya pemanfaatan nash-nash
hukum, baik yang partikular maupun yang universal, dalam rangka
mempertahankan kesatuan dasar-dasar syari'zh, yang menjadi
obsesinya. Kedua, konsep al-istiqrs’ para ulama sebelumnya masih
mengikuti konsep ilmu mantig, dan itu terlihat dari definisi yang
mereka kemukakan dan pembagian kepada al-istigrd’ as-tdmm dan
al-istiqrd’ an-ndqis, suatu formulasi yang sangat familiar di kalangan
ahli ilmu mantiq; sementara Asy-Syatibi telah mengarahkannya
kepada pemanfaatan nash-nash hukum secara integral, sekalipun
pengaruh mantiq tetap ada dalam realitasnya. Ketiga, aplikasi
metode tersebut bagi ulama sebelumnya, secara umum hanya
terbatas kepada penetapan hukum spesifik.'” Sementara Asy-
Syatibi telah mengaplikasikannya dalam menetapkan dan menguji
kaidah-kaidah #si/, kaidah-kaidah figih, dan hukum spesifik,
seperti banyak dicontohkan dalam a/-Muwéfagit-nya. Sebagaima-

107. Abt Hiamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazall, Miyér al-Tim fi Fann
al-Manig, (Kairo: Dér al-M4rif, 1961), hlm. 27-30. Lihat juga a/-Mustagfi fi
Usiid al-Figh. Jilid 1, (Beirte: Dér al-Fikr, 1322 H), him. 51.
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na telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, metode al-istigri’
al-ma’nawi ini dapat menyelesaikan persoalan hukum dalam
bentuk pembuktian dan perumusan kaidah %/, kaidah figih, yang
dalam konteks ini disebut Asy-Syatibi dengan hukum agliyab, dan
penetapan hukum Islam spesifik.

Yang menarik dikemukakan di sini adalah a/l-istigrd’ Ibn
Taimiyah yang kajiannya tampak cukup komprehensif. Kendati
demikian, banyak ditemukan perbedaannya dengan konsep al-
istigrd’ al-ma’nawi Asy-Syitibi, yang berawal dari-perbedaan
mereka dalam menyikapi keberadaan mantig. Ibn Taimiyah telah
menerapkan metode al-istigré’ ini dalam persoalan ilmu nagliyah
dan ‘agliyah. Dalam persoalan yang menyangkut metafisika
atau 2qliyah, umpamanya berdasaran metode al-istiqrd’, ia
berkesimpulan bahwa penyebab setiap kebaikan di bumi ini adalah
meng-Esa-kan Tuhan, menyembah-Nya, menaati Rasul Saw., dan
sebaliknya bahwa penyebab setiap kejahatan di alam, fitnah, balak,
kebencian, permusuhan, dan lain-ain adalah menyalahi Rasul dan
mengajak kepada selain Allah.' Dalam persoalan yang berkaitan
dengan naqliyah (masalah hukum), berdasarkan metode al-istiqrd,
ia berkesimpulan bahwa asal (#/-45) segala sesuatu adalah boleh (/-
ibihah) setelah mengumpulkan dan meneliti lebih kurang sepuluh
unsur dari al-Kitab, sunnah, ijm4, dan itibar.'® Selanjutnya, ia
telah menggunakan metode al-istigrd’ dalam meneliti masalah
perubahan benda-benda najis sebelum akhirnya berkesimpulan
bahwa benda-benda najis (n4jisah) yang berubah menjadi suci
tanpa perbuatan atau usaha manusia, hukumnya adalah suci.!?°

Dalam mengapresiasi metode a/-istigrd’ ini, Ibn Taimiyah
menyatakan, “Barangsiapa yang merenungkan usil al-mangiisah
yang disepakati dan makna-makna syara’ yang diakui dalam

108. Taqyuddin Abd Al-Abbés ibn ‘Abdul Halim Ibn Taimiyah, Majmit’ al-Fatwa al-
Kubr, jilid 15, (Beirtit: Dér al-Marifah, 1988), him. 572.

109. 1bid., jilid 21, hlm. 534-634.

110. Ibid., jilid 21, hlm. 601.
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hukum-hukum syara, sedangkan ia adalah seorang ahli hukum
yang mengetahui sumber-sumber pengambilan hukum-hukum
syara’ itu, dan menghilangkan hawa nafsu, niscaya akan tampak
baginya bahwa ini adalah pendapat yang paling benar.!!!

Kendati demikian, Ibn Taimiyah sangat menentang mantiq,
seperti tecermin dalam karyanya ar-Radd ‘ali al-mantiqiyyin
dan al-majmi’ah al-kubré. Kalaupun banyak istilah mantiq
yang digunakan, tujuannya adalah untuk melakukan bantahan.
Sementara Asy-Sytibi bukan hanya tidak menentangnya, tetapi
juga mempunyai respons positif dan banyak menggunakan
istilah-istilah dan konsep-konsep ilmu mantiq (logika) dalam
analisis hukum dan pengembangan metodenya. Perbedaan
sikap ini berpengaruh besar terhadap kedua pemikir ini dalam
analisis hukumnya Selanjutnya, Ibn Taimiyah cenderung kurang
memerhatikan unsur 9/ al-awémir wa an-nawéihi atau setidaknya
konsepnya belum begitu jelas dalam upaya memahami tujuan-
tujuan hukum, sedangkan Asy-Sy4tibi telah memberikan rumusan
yang jelas melalui metode al-istigré’ al-manawi. Sekalipun perlu
penelitian lebih lanjut, kurangnya perhatian Ibn Taimiyah tersebut
diungkapkan oleh Muhammad Al-Badawi dalam penelitian
disertasinya tentang konsep magdsid asy-syari'ah dalam sub-bahasan
mengenai al-istiqrd’ Ibn Timiyah."? Hal ini dimungkinkan, karena
Ibn Taimiyah, dengan metodenya itu, banyak terfokus kepada
masalah-masalah akidah salafnya, sedangkan Asy-Sy4tibi terfokus
kepada hukum.

Ibn Taimiyah, beranjak dari akidah salafnya, cenderung
kurang apresiatif terhadap keberadaan tradisi dan perubahan sosial
dalam perumusan hukum, karena cenderung mempertahankan
prinsip kaum salaf. Ini terlihat dari rumusannya tentang al-istiqré’
yang tidak memerhatikan gard’in abwil yang ghairu manqgiilah.

111. Ibid,. jilid 21, him.508.
112. Muhammad Al-Badawi, Magdsid asy-Syariah ‘Inda Ibn Taimiyah, (al-Urdun:
Dar an-Naff’is, 2000), him. 213.
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Ta hanya memfokuskan kepada yang mangilah. Sementara Asy-
Syatibt justru sangat mempertimbangkan gand’in ahwéil yang ghairu
mangtilah di samping yang mangiilah dalam konsep al-istigré’ al-
manawinya. Dengan demikian, dari segi perhatian terhadap garin
abwal yang mangilah, ada titik temua antara Ibn Taimiyah dan
Asy-Syétibi, tetapi keterpisahan mereka terlihat dalam sikap mereka
dalam mengapresiasi gardin ahwil yang ghairu mangilah.

3. Titik Temu dan Titik Pisah al-Istigrd’ al-Ma'nawi dengan
al-Istigrd’ al-Mantiqt

Mengingat konsep a/-istigré’ ini telah muncul di kalangan
filosof Yunani, yang dikenal dengan al-istigrd’ al-mantiqi, maka
dipandang perlu melihat titik temu dan titik pisah signifikan antara
konsep al-istiqrd’ al-mantiqi dan al-istiqré’ al-ma'nawi menurut
Asy- Syatibi. Yang penting dikemukakan di sini adalah bahwa
titik temu antara keduanya adalah sama-sama melakukan proses
penelitian dengan meneliti partikular-partikular yang selanjutnya
disimpulkan secara universal. Namun, titik pisah keduanya adalah
jelas, yaitu bahwa al-istigra’ al-mantiqf tidak menghasilkan sesuatu
yang sifatnya yakin atau pasti, yang disebut dengan al-burhin.
Tegasnya, al-istiqrd’ al-mantiqi tidak menghasilkan burhan (hujjah
burhéniyah), sementara al-istigrd’ al-manawi menghasilkan sesuatu
yang sifatnya yakin atau pasti. Dalam bahasa ilmu mantiq, al-istiqré’
al-ma'nawi dapat menghasilkan burhan (hujjah burhéniyah). Dalam
ilmu mangiq (logika), sesuatu yang pasti hanya dapat ditemukan
melalui al-giyds al-mantiq, manakala mugaddimah-mugaddimah-
nya telah bersifat pasti. Selanjutnya, al-Istigrd’ al-mantiqi jelas tidak
melibatkan unsur-unsur nash hukum, melainkan hanya realitas
empirik, sementara al-istiqrd’ al-manawi adalah penelitian terhadap
nash-nash plus penelitian terhadap realitas empirik, yang dapat
sampai kepada kesimpulan universal, dhariri dan yagini.
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Dengan metode al-istigrd’ al-ma'nawi ini, Asy-Syatibi meneliti
nash-nash dan realitas empirik untuk selanjutnya mengambil
kesimpulan tujuan-tujuan yang tetap, seperti al- adélah (keadilan),
ibsén (kebaikan), berbuat baik kepada orangtua, al-amr bi al-ma’rif
wa nahyu an al-munkar, yang semua itu memang diinginkan oleh
asy-Sydri’, seperti tercermin dalam:

Sesungguhnya Allah menyurub berlaku adil, ihsan, memberi kepada

kerabat dekat, dan menyurub berbuat baik dan melarang berbuat keji
dan munkar. (QS Al-Nahl [16]: 90)

Ayat ini mengandung perintah Tuhan kepada manusia untuk
berbuat adil, berbuat kebajikan kepada kerabat, dan perintah
supaya tidak berbuat keji dan munkar.

Mencermati persamaan dan perbedaan metode al-istigrd’ al-
ma’nawt dengan metode-metode penetapan hukum Islam lain,
terlihat secara jelas bahwa metode ini berusaha secara optimal
mempertahankan kesatuan dasar-dasar syarfah dan memadukan-
nya dengan akal dan kondisi signifikan (kontemporer). Untuk
itu, metode al-istigrd’ al-manawi ini sangat urgen dan signifikan
untuk diaplikasikan dan dikembangkan dalam penelitian-
penelitian ajaran ke-Islam-an, terutama dalam masalah-masalah
hukum Islam. Dengan demikian, kedudukan metode al-istigrd’
al-ma'nawi menempati posisi penting dalam penetapan hukum
Islam kontemporer. Tetapi, kekuatan metode ini sangat tergantung
dengan berbagai kriteria tertentu, seperti akan diuraikan.

4. Kekuatan Metode al-Istiqrd’ al-Ma'nawi

Sebagai salah satu metode penetapan hukum Islam yang
memegang prinsip mempertahankan kesatuan dasar-dasar syari'ah
dan memadukannya dengan kondisi signifikan, metode al-istiqrd’
al-ma’nawt tersebut memproduk suatu ketetapan hukum, baik

kaidah-kaidah ws#t/, kaidah-kaidah fiqih, atau hukum spesifik.

227



Sehubungan dengan eksistensi produk yang dihasilkan metode
ini, diperlukan kriteria-kriteria tertentu, yang dengannya dapat
diketahui atau diperkirakan kekuatan dan kelemahannya, yaitu
sebagai berikut:

Pertama, seberapa banyak dalil-dalil (nagliyah maupun
‘aqliyah) dan gard’in apwil (indikasi keadaan) yang berkaitan
dengan persoalan yang akan dicarikan penyelesaiannya dapat
dikumpulkan dan diteliti. Dalam metode al-istigrd’ al-ma'nawi,
jumlah dalil yang diobservasi untuk menyelesaikan suatu persoalan
hukum, secara kuantitatif, memang tidak dapat dipastikan. Ini
sama halnya ketika para ahli hukum Islam menentukan standar
atau ukuran pencarian ada-tidaknya gayyid dari lafaz yang mutlak
atau takbhsis bagi lafaz yang umum. Sebab itu, usaha pencarian
hanya sampai kepada tingkat zhann, dengan meneliti ayat-ayat
Al-Quran, padis-hadis standar (mungkin dengan bantuan indeks
atau mujam) dan sirah nabawaiyah, serta pertimbangan kondisi
signifikan. Koleksi /adis yang terkenal dan diterima secara umum,
yang karenanya dianggap standar, adalah enam kitab fadss, yaitu:
Sahih Bukhéri, Sahih Muslim, Sunan Ibn Majah, Sunan Abé Déiud,
Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasd, dan al-Muwagta’ Imam Malik.
Yang disebut terakhir ini, sekalipun oleh sebagian ulama tidak
dianggap sebagai koleksi hadis standar, namun saya menganggap
cukup penting dalam konteks kajian hukum Islam, mengingat ia
disusun dengan sistematika figih (hukum Islam). Selain itu, kitab
badis mengenai hukum yang juga dianggap standar, setidaknya
menurut Al-Ghazali, adalah Sunan Abf Dénud dan Marifabh as-Sunan
li Al-Baihagi.""® Kedua, apakah dalil-dalil atau nash-nash yang
diteliti dalam menyelesaikan persoalan itu bervariasi. Umpamanya,
mengenai status dalil tersebut dari datangnya atau penunjukannya
terhadap hukum. Ketiga, apakah generalisasi kaidah atau hukum

113. Abéi Himid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazals, Miyar al-Tim fi Fann al-
Maniq, jilid 2, hlm.15.
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yang ditetapkan tersebut ada pengecualian-pengecualian. Dalam
perumusan kaidah figih atau kaidah s/, memang para ulama
sering membuat suatu generalisasi yang ditemukan pengecuali-
an-pengecualian. Artinya, sekalipun kaidah-kaidah itu bersifat
umum, namun sering ditemukan pengecualian, pengkhususan,
dan pemerincian. Hal ini disebabkan karena ada kemungkin-
an-kemungkinan partikular tertentu dalam proses pembentukan
kaidah, yang tidak dapat dimasukkan dalam suatu kaidah tersebut,
berdasarkan spesifikasi tertentu. Keempat, Apakah kesimpulan
itu mencerminkan konteks dan kondisi sosial yang terjadi dalam
lingkungan masyarakat tertentu. Hal ini sangat terkait dengan
konsep penerapan hukum.

5. Konsep Penerapan Hukum Asy-Syatibf

Sehubungan dengan penerapan suatu aturan hukum
ijtihddiyah sebagai penjabaran dari konsep abwal qardin ghairu
manqilah, Asy-Syitibl telah merumuskan suatu kaidah yang
berbunyi: an-nazhru fi madlar al-af 4l mu'tabar maqsid syaran,
kanat al-af 4l muwafagatan au mukbalafatan, artinya: “Memerhati-
kan akibat-akibat tindakan yang akan dilakukan adalah diakui dan
dimaksud oleh syard, apakah tindakan itu sesuai dengan syard’ atau
tidak.” Kaidah ini pada hakikatnya adalah suatu rumusan penjelas
dari kaidah dasar bahwa tujuan asy-Sydri’ terhadap mukallaf
adalah bahwa tindakannya itu hendaklah sesuai dengan tujuan
Tuhan dalam men-syarizh-kan hukum."* Namun demikian, hal
itu mengandung makna apresiatif dan responsif tentang kondisi
signifikan dari suatu masyarakat yang harus dicermati oleh seorang
ahli hukum Islam.

Pentingnya seorang ahli hukum atau seorang mujrahid
mencermati kondisi signifikan suatu masyarakat dalam upaya

114. Ab( Ishiq Ibrahim ibn Miisa Asy-Syatibt, al-Muwdfagér. .., jilid 2, him. 251.
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penerapan hukum, seperti dipahami dari kandungan kaidah di atas,
karena keberadaan akibat-akibat tindakan tersebut pada prinsipnya
diakui syazra’ manakala ia sejalan dengan tujuan asy-Sydri’ dalam
penciptaan hukum bagi tindakan tersebut, sekalipun disimpulkan
oleh akal atau pemikiran manusia. Ini berarti merupakan suatu
standar material tentang hukum sesuatu tindakan ketika hendak
diterapkan.

Berdasarkan prinsip kaidah di atas, manakala seorang
mujtahid atau ahli hukum memandang bahwa akibat tindakan atau
penerapan hukum tersebut tidak akan sesuai dengan tujuan asy-
Sydri’, maka ia hendaklah secepat mungkin melakukan pencegahan
untuk menerapkannya, sehingga tindakan itu tidak menjadi sebab
bagi mukallaf terjerumus ke dalam perbuatan yang mafsadat atau
bahaya. Oleh karena itu, seorang ahli hukum Islam atau mujtahid
hendaklah memilliki wawasan dan memahami realitas kehidupan
secara mendalam. Hal ini dimaksudkan supaya apabila tindakan
yang dilakukan itu akan mengakibatkan bahaya bagi kondisi
bersangkutan, maka ja dapat segera melakukan pencegahan dari
penerapan suatu hukum, karena mencegah lebih mudah dari
menghilangkan. Pertanyaan yang muncul, bagaimana kalau
hukum yang dihasilkan ahli hukum tersebut telah diterapkan, atas
dasar pertimbangan sebelumnya bahwa hal itu dipandang akan
mendatangkan kemaslahatan, tetapi kenyataannya menimbulkan
kemafsadatan? Dalam hal ini, Asy-Syitibi memandang bahwa
penerapan itu haruslah segera dihentikan, sebab tujuan penerapan
hukum itu adalah untuk kemaslahatan hambanya.!s

Kalau dicermati, ada hal menarik dari pemikiran Asy-SyAtibi
di atas, yaitu bahwa dalam hal penerapan suatu hukum, Tuhan
memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan uji
coba atau eksperimen, setelah secara teoretis, dalam pandangan

115. Abdurrahmén Ibrahim Al-Kailani, Qawdid al-Maqésid ‘Inda al-Imém
Asy-Sydribi Aradhan wa Dirisatan wa Tablilan, (Beirt: Dar al-Fikr,
2000), hlm. 362-363.
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ahli hukum, aturan hukum tersebut memang dapat mendatang-
kan kemaslahatan. Hal ini tampaknya merupakan implementasi
dari pengakuan Asy-Syatibi tentang keberadaan konsep at-tajribab
yang merupakan salah satu bagian dari makna abwil qari’in ghairu
mangiilah.

Konsep di atas didukung oleh pandangan Asy-Sytibi yang
telah disinggung dalam bab sebelumnya bahwa tradisi-tradisi ada
yang mengalami perubahan atau pergantian, sehingga berbeda
antara satu wilayah dengan wilayah lain, yang berakibat munculnya
perbedaan atau perubahan nilai tradisi suatu masyarakat dari baik
kepada buruk atau sebaliknya, yang dicontohkannya dengan tradisi
membuka kepala yang dipandang buruk di negeri-negeri Timur
dan dipandang baik di negeri-negeri Barat.

Selain itu, Asy-Syatibi juga pernah mencontohkan tentang
konsep keadilan (a/- adilab) sebagai syarat untuk diterima menjadi
saksi, berdasarkan firman Allah:

...Dan persaksikaniah dengan dua orang saksi yang adil di antara
kamu...(QS Al-Talaq {65]: 2)

Ayat ini menerangkan bahwa dalam bersaksi, saksi-saksinya
haruslah adil. Keadilan menurut para ahli hukum Islam adalah
suatu kemampuan jiwa yang dapat membawa pemiliknya untuk
menjadi takwa dan murd'ah, sehingga apa yang merusak sifat
muriiab dianggap akan merusak keadilan seseorang. Tetapi, apa
yang disebut merusak muréah tersebut akan berbeda dengan
adanya perbedaan waktu dan tempat. Tidak hanya itu, tradisi
juga dapat dijadikan acuan dalam menerapkan suatu hukum,
bahkan yang ada nashnya sekalipun. Ambillah suatu contoh dalam
penerapan ayat yang berbunyi:

...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada ibn

dengan cara yang ma'rif... (QS Al-Baqarah [2]: 233)
Ayat ini menerangkan bahwa ayah berkewajiban memberi makan
dan pakaian kepada ibu. Tetapi, tidak ada perincian tentang
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kadarnya, sehingga yang menentukan standar atau ukuran nafkah
dan pakaian adalah tradisi. Mencermati hal semacam ini, jelas
bahwa dalam penerapan suatu hukum haruslah dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi signifikan dari suatu masyarakat yang
bersangkutan, tanpa mengorbankan nash-nash, terutama yang
mengandung nilai-nilai universal.
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Bab V

Relevansi Metode Al-Istigra’
al-Manawi dengan Perkembangan
Hukum Islam Kontemporer

A. Perkembangan Hukum Islam Kontemporer

Dalam pandangan generasi awal, hukum Islam mempunyai
watak dinamis. Pandangan semacam ini memperlihatkan suatu
kesadaran mendalam tentang eksistensi hukum Islam sebagai
aturan yang dapat menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul
dalam masyarakat. Masyarakat yang selalu berkembang dan
berubah telah mendorong para ulama untuk berusaha menggali
kandungan nash-nash hukum yang sering disebut dengan
ijtihad, sebagai implementasi dari pandangan tersebut, sehingga
melahirkan mazhab-mazhab hukum seperti yang telah menjadi
catatan penting dalam sejarah perkembangan hukum Islam (¢#2rikh
at-tasyr?). Dalam catatan Igbal, sejak kira-kira pertengahan abad
kedua hingga abad keempat hijriah, terdapat tidak kurang dari

sembilanbelas mazhab hukum. Kenyataan sejarah ini memperlihat-



kan betapa para ulama terdahulu bekerja keras untuk memenuhi
kebutuhan-kebutuhan masyarakat di bidang hukum.'

Semangat ijtihad yang berlangsung selama lebih kurang dua
setengah abad dan telah melahirkan sejumlah aliran hukum di atas
akhirnya sampai kepada kondisi vakum, akibat sebagian besar ulama
generasi berikutnya telah membatasi hak ijtihad dan menjadikan
sentral pemikiran hukum Islam yang boleh diikuti hanya terbatas
kepada empat aliran hukum saja.? Padahal keempat mazhab yang
terkenal itu —Hanéfiyah, Malikiyah, SyAfi’iyah, dan Hanbaliyah—
hanyalah beberapa aliran dalam hukum Islam dan bukanlah
hukum Sunni yang representatif.> Kelesuan semangat ijtihad para
ulama ini, dengan sedikit pengecualian, terus berlangsung hingga

- kebangkitan kaum Muslimin pada akhir abad ke-18 M., setelah
ekspansi Prancis di Mesir, yang membawa semboyan kebebasan,
persamaan, dan persaudaraan.

Kontak langsung Mesir (Islam) dan Prancis (Barat) tersebut
merupakan salah satu faktor eksternal tumbuhnya semangat
intelektual sebagian pemikir, termasuk ahli hukum Islam untuk
melakukan pembaruan-pembaruan di berbagai aspek ajaran Islam,
terutama bidang hukum. Kesadaran semacam ini tampaknya
juga sebagai akibat dari perkembangan masyarakat Muslim yang
telah mulai bersinggungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan,
teknologi, sosial, politik, dan hukum yang berasal dari dunia Barat.
Dengan demikian, telah terjadi perubahan sosial di kalangan umat
Islam.

Perubahan sosial pada dasarnya adalah suatu bentuk perubahan
yang melahirkan akibat sosial, sehingga terjadi pergeseran pola
hubungan antara individu dengan individu atau kelompok dengan

1.- Muhammad Igbal, The Reconstruction of Religius Thought in Islam, (Lahore: Kitab
Bhavan, 1960), hlm. 141.

2. Ahmad Zaki, Falsafah at-Tasyri’ al-Iilami, (Beire: Dar al-Kirab al-Lubnani, 1979),
hlm. 21. -

3. Said Ramadhén, Llamic Law: Its Scope and Equity, (Kuala Lumpur: Muslim Youth
Movement of Malaysia, 1978), him. 89.
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kelompok dalam masyarakat. Persoalan muncul akibat perubahan
sosial terlihat dari tidak adanya keserasian antara ukuran-ukuran
yang diterima dalam pergaulan masyarakat dengan kenyataan
yang ada,’ yang disebabkan beberapa faktor. Soerjono Soekanto
mengemukakan bahwa perubahan sosial adalah karena perubahan
kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk,
ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-
penemuan baru dalam masyarakat.®

Persoalan hukum, termasuk hukum Islam, merupakan bagian
dari persoalan sosial. Artinya, perubahan sosial akan memengaru-
hi perubahan hukum, sebagaimana perubahan hukum juga dapat
memengaruhi perubahan sosial. Pengaruh timbal balik antara
perubahan sosial dan perubahan hukum dapat dilihat pada
watak dan peran atau fungsi hukum dalam kehidupan sosial dan
tuntutan-tuntutan masyarakat yang dipicu oleh berbagai fakeor
yang bergerak dalam kehidupan masyarakat.® Terlepas dari fungsi
hukum sebagai sarana kontrol sosial (social control), yakni untuk
mempertahankan stabilitas sosial atau sebagai sarana mengubah
masyarakat (social engineering),” yang jelas dengan terjadinya
perubahan sosial, kebutuhan dan kepentingan masyarakat akan
semakin banyak dan meningkat. Dalam konteks hukum Islam,
kondisi semacam ini merupakan suatu tantangan bagi eksistensi
hukum Islam.

Dalam menghadapi perkembangan semacam ini, sesungguh-
nya ditemukan paling tidak tiga bentuk reaksi para ahli hukum
Islam kontemporer. Pertama, reaksi pemikir yang mengingin-

4. Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (Bandung: Alumni, 1983), hlm.
40-42.

5. Soerjono Sockanto, Sosiologi: Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2000), him. 337.

6. Sudjono Dirdjosiswono, Sesiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan
Sosial, (Jakarra: CV. Rajawali, 1983), hlm. 76.

7. Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persa-
da, 2002), hlm. 107.
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kan agar aturan-aturan kehidupan masyarakat Islam modern atau
kontemporer harus sepenuhnya berdasarkan hukum positif Barat,
dengan alasan bahwa figih tidak mempunyai kemampuan untuk
mengikuti perkembangan yang terjadi secara cepat dan kompleks.
Kedua, reaksi pemikir yang sangat keras menentang usaha melakukan
adopsi pemikiran dan ide-ide dari Barat, seraya menghimbau kaum
Muslimin untuk tetap memegangi dasar-dasar hukum Islam berupa
Al-Quran, Sunnah, fatwa-fatwa sahabat, dan yurisprudensi Islam
para ulama terdahulu. Ketiga, reaksi yang mengambil jalan tengah,
yaitu dengan memandang bahwa kembali kepada dasar-dasar Islam
merupakan suatu keniscayaan, tetapi dalam waktu yang sama tidak
menentang kemungkinan-kemungkinan untuk memasukkan ide-
ide, kebudayaan, dan peradaban asing, selama tidak bertentangan
dengan dasar syarf'ah Islam.® Dari tiga bentuk reaksi di atas, reaksi
bentuk ketigalah yang semakin berkembang hingga dewasa ini,
sekalipun reaksi bentuk pertama dan kedua masih ditemukan. Hal
ini dipahami dan cukup realistis, karena di satu sisi, hukum Islam
itu bersumber dari wahyu Tuhan yang terwujud dalam bentuk Al-
Quran dan Sunnah, dan di sisi lain, masyarakat selalu berkembang
seiring dengan perubahan yang terjadi.

Menyadari adanya tantangan di atas dan keinginan
mengembalikan fungsi hukum Islam pada periode awal Islam,
banyak ahli hukum Islam kontemporer yang berusaha merekonstruk-
si metode-metode yang sebaiknya digunakan dalam penyelesaian
berbagai masalah hukum melalui konsep ijtihad. Yusuf Qaradhawi
umpamanya, telah mengklasifikasi ijtihad kontempoer kepada dua
jenis, yaitu: Pertama, ijiihad tarjihi intigi?, yaitu upaya pengambil-
an hukum Islam yang berisi fatwa dan keputusan hukum. Kedua,
ijtihad #bd4% insy4’%, yaitu upaya pengambilan kesimpulan hukum
baru dari suatu persoalan, yang belum pernah dikemukakan oleh

8. Farouq Abll Zaid, asy-Syariah al-Islimiyah bain al-Muhifizhin wa al-Mujaddidin,
(Kairo: Dar al-Maugqif al-‘Arabi, t.¢.), hlm. 95-95.
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para ulama terdahulu.” Dengan demikian, Yusuf Qaradhawi
telah mencoba memberikan solusi metodologis dalam penyelesai-
an persoalan hukum kontemporer, sekalipun masih terkesan
melakukan pengembangan pola istinbiti dan masih sangat ketat
dalam penerapan teks-teks hukum. Namun, tawaran semacam ini
menunjukkan suatu upaya serius seorang ahli hukum dan menjadi
salah satu khazanah pemikiran hukum Islam kontemporer.
Sehubungan dengan perkembangan hukum Islam kontemporer
di negara-negara Muslim, hal yang sering mengemuka adalah
masalah formalisasi hukum Islam. Artinya, hukum Islam tersebut
haruslah diusahakan supaya menjadi aturan hukum positif yang
diundangkan oleh Pemerintah. Hal ini dipahami, karena dalam
pandangan sebagian pemikir Islam bahwa dengan cara inilah
hukum Islam dapat diterapkan dalam masyarakat Muslim. Tanpa
ini, hukum Islam selamanya tidak akan dilaksanakan secara utuh,
sekalipun keinginan untuk itu dikemukakan oleh umat Islam."
Di Indonesia, aspirasi tentang formalisasi hukum Islam
tersebut, sebagaimana kebanyakan negara-negara Muslim lain, juga
ditemukan tiga kelompok. Pertama, kelompok yang menginginkan
hukum Islam dilaksanakan secara formal, seperti hukum positif
lainnya. Kedua, kelompok yang menolak formalisasi hulum Islam.
Keriga, kelompok yang mengambil jalan tengah, yaitu mengingin-
kan formalisasi hukum Islam untuk hukum-hukum privar.
Sedangkan selain itu, seperti hukum publik, cukup dijadikan
sebagai bahan pengembangan hukum nasional.'' Kelompok ketiga
ini pun, dalam hal pelaksanaan hukum Islam, mengkristal menjadi
tiga bentuk, yaitu: (1) Penerapan hukum Islam secara formal; (2)

9. Fathurrahman Djamil, Filsafar Hukum Islam, (Jakarta: Logos, 1997), him. 166-
177.

10. Yusuf Qaradhawi, al-Madkhal fi al-Figh al-Islim#, (Mesir: Dér al-Qalam, 1997),
hlm. 307.

11. Masykuri Abdillah, Demokrasi yang Religius: Membincang Kembali Konsep Demo-
krasi di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Figh Siyasah, (Jakarta:
UIN Jakarta, 2004), hlm. 37-38.
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penerapan hukum Islam secara substantif, yakni substasinya saja
yang diterapkan sekalipun namanya tidak persis sama dengan
yang ada dalam istilah hukum Islam; (3) penerapan hukum Islam
secara esensial, sekalipun secara formal atau substansinya berbeda
dengan aturan hukum Islam. Pada kenyataannya, penerapan secara
formal telah diwujudkan dalam bidang-bidang tertentu, seperti
hukum keluarga, termasuk wakaf, zakat, dan haji. Demikian juga
penerapan secara substantif, seperti hukuman mati.’?

Ada aturan hukum yang telah menjadi undang-undang
yang formalnya persis sama dengan nama yang dikenal dalam
hukum Islam, tetapi pelaksanaannya masih dianggap belum sesuai
dengan rumusan-rumusan para fugahi’ masa lampau, umpamanya
masalah mudhirabah yang telah dimasukkan dalam Undang-
Undang Perbankan No. 7/1992 dan Peraturan Pemerintah
No. 72/1992. Demikian juga masalah wakaf yang telah diatur
dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksana-
an Wakaf. Untuk itu, dalam uraian berikut akan dikemukakan
tentang relevansi metode al-istigrd’ al-manaws dalam merespons
perkembangan hukum Islam tersebut.

B. Relevansi dan Implementasi Metode al-Istiqra’
al-Ma’nawi '

Seperti telah dikemukakan bahwa metode al-istigrd’ al-manawi
yang ditawarkan Asy-Syatibi mempunyai beberapa prinsip, yaitu:
Pertama, kolektivitas dalil dalam penetapan suatu hukum, bukan
hanya dengan satu dalil saja, baik yang sifatnya universal maupun
partikular. Kedua, prinsip memerhatikan gard’in apwal (indikasi-
indikasi keadaan tertentu), baik mangdlah, yakni yang berkaitan
dengan nash-nash secara langsung seperti teori-teori dan kaidah-

12. Ibid.
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kaidah hukum Islam, maupun ghairu manqgiilah, yakni yang tidak
berkaitan secara langsung dengan nash-nash, melainkan berhubung-
an dengan konteks masyarakat. Ini berarti perlunya merespons
kondisi signifikan suatu masyarakat untuk dipertimbangkan dalam
penetapan hukum Islam, bahkan harus benar-benar mendapat
perhatian serius. Ketiga, sebagai kelanjutan dari prinsip di atas,
penetapan suatu hukum haruslah mempertimbangkan Tuhan dalam
men-syari ah-kan hukum, sekalipun kondisi signifikan dari suatu
masyarakat harus benar-benar dicermati. Karena apa pun akibat
yang ditimbulkan oleh tindakan seorang ahli hukum tersebut, pada
prinsipnya harus diakui syara, sekalipun disimpulkan oleh akal atau
pemikiran manusia. Ini berarti merupakan suatu standar material
tentang hukum sesuatu tindakan ketika hendak diterapkan.
Keempat, sebagai implikasi dari pertimbangan garain ahwal, metode
al-istigra’ al-ma’nawi ini mempunyai prinsip keterbukaan terhadap
suatu kebenaran yang ditemukan, baik kebenaran dalil yang berbeda
dari yang dipahami selama ini maupun kebenaran dari kenyataan
empiris. Dengan prinsip-prinsip semacam ini, berbagai persoalan
hukum yang muncul dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan
tepat dan seirama dengan kemaslahatan yang diinginkan oleh
masyarakat yang berkembang di segala bidang, tanpa mengabaikan
dasar-dasar syari ah.

Berkaitan dengan penerapan hukum Islam, Asy-Syatibi
menawarkan teori nazhariyah al-ma’4l. Tuhan, menurutnya,
memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan uji
coba atau eksperimen, setelah secara teoretis, dalam pandangan
ahli hukum, aturan hukum tersebut memang dapat mendatang-
kan kemaslahatan. Teori ini didukung oleh pandangannya bahwa
tradisi-tradisi ada yang mengalami perubahan atau pergantian,
sehingga berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lain, yang
berakibat munculnya perbedaan atau perubahan nilai tradisi suatu
masyarakat dari baik kepada buruk atau sebaliknya. Manakala
seorang ahli hukum memandang bahwa akibat tindakan atau
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penerapan hukum tersebut tidak akan sesuai dengan tujuan asy-
Syéri’, maka ia hendaklah secepat mungkin melakukan pencegahan
untuk menerapkannya, sehingga tindakan itu tidak menjadi sebab
bagi mukallaf terjerumus ke dalam perbuatan yang berbahaya,
baik dari aspek hukum atau aspek sosial. Oleh karena itu, seorang
ahli hukum Islam tersebut hendaklah memilliki wawasan luas
dan memahami realitas kehidupan secara mendalam. Hal ini
dimaksudkan supaya apabila tindakan yang dilakukan itu akan
mengakibatkan bahaya bagi kondisi bersangkutan, maka ia dapat
segera melakukan pencegahan dari penerapan suatu hukum, karena
mencegah lebih mudah dari menghilangkan. Dengan demikian,
metode al-istiqra’ al-ma’nawi ini sangat responsif terhadap
perkembangan suatu masyarakat kontemporer, dengan tetap
mempertahankan kesatuan dasar-dasar syarizb.

Dengan mencermati metode al-istigrd’ al-ma’nawi dan
prinsip-prinsipnya di atas, maka penerapan hukum Islam di
Indonesia yang penduduknya memeluk agama yang berbeda, pada
dasarnya dapat dilakukan secara substantif atau esensial, sekalipun
secara formal dapat dilakukan, bila kondisi signifikan masyarakat
Indonesia memang memberikan dukungan yang utuh, bukan
semua apalagi pemaksaan, serta tidak dibedakan apakah hukum
privat atau hukum publik maupun tidak. Di sinilah letak relevansi
metode al-istiqra’ al-ma’nawi dengan masalah hukum yang muncul
dalam masyarakat kontemporer di Indonesia.

Sehubungan dengan relevansi dan implementasi metode /-
istigqrd’ al-ma’nawt ini, berikut akan diuraikan dua contoh signifikan
yang dewasa ini menjadi persoalan yang cukup serius, yaitu tentang

konsep mudhirabah dan konsep wakaf uang,

1. Konsep Mudhirabah

Di Indonesia, legalitas mudhirabab telah ditunjuk oleh
Undang-Undang No. 7/1992 tentang hukum perbankan dan
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Peraturan Pemerintah No. 72/1992 sebagai aturan pelaksananya.
Tetapi, aturan teperinci yang jelas dan dapat memenuhi kebutuhan
yang diinginkan masyarakat Islam belum ditemukan, sehingga
konsep yang dipegangi masih seperti yang dirumuskan oleh para
ulama fiqih klasik, yang justru tidak dapat diterapkan untuk
masyarakat Indonesia dewasa ini.

Seperti diketahui bahwa cara kerja bank konvensional dengan
sistem bunga dipandang sebagai hal yang tidak Islami, sehingga
perlu dicarikan solusinya yang dianggap boleh dalam hukum Islam.
Sistem mudhdrabah adalah salah satu jalan keluarnya, di samping
beberapa cara lain, seperti musydrakah dan muribahah. Sistem
mudbirabah adalah berdasarkan ekuitas dan relatif mengandung
risiko, sebab melibatkan pembagian keuntungan (ar-ribh) dan
kerugian (a/-khusr) pada akhir usaha bersama tersebut. Sedangkan
tingkat keuntungan tidak disebutkan sebelum transaksi.'” Risiko
yang mungkin dialami antara lain adalah: Pertama, nasabah
menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam
kontrak. Kedua, nasabah lalai dan melakukan kesalahan yang
disengaja. Ketiga, penyembunyian keuntungan, apabila pengelola
tidak jujur.

Dewasa ini, konsep mudhirabab yang telah dirumuskan oleh
para ahli hukum klasik masih sulit untuk diterapkan pada bank
syariah sekalipun, baik mengenai bentuk, jenis, maupun sistem
bagi hasil yang dipraktikkan, dengan alasan karena masyarakat
* pada kenyatannya belum siap untuk menerima konsep perbankan
dengan sistem mudhirabah atau profit & lost sharing, sehingga bank
syariah menerapkan cara perhitungan bagi hasil dari pendapatan
yang dikenal dengan cara revenue sharing, bukan seperti rumusan

para ahli hukum Islam klasik masa lalu.

13. M. Umer Chapra, The Future of Economics An Islamic Perspective, (Jakarta: asy-
Syaamil Press, 2001), hlm. 266-267.

14. Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praksek, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), him. 98.
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Sebelum menjawab persoalan di atas, perlu dikemukakan,
secara Sederhana, bahwa mudbiérabah adalah suatu transaksi kerja
sama antara dua pihak, pemilik modal dan pengelola, untuk
berusaha mencari keuntungan dan keuntungan itu akan dibagi
sesuai kesepakatan.'> Mencermati definisi mudbirabah yang telah
dikemukakan sebelumnya, maka secara agak teperinci dipahami
bahwa unsur-unsur mudhirabah adalah sebagai berikut: Pertama,
modal, sebagai objek mudhirabab dengan syarat: (1) modal itu
adalah dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dan
diperinci dengan uang menurut sebagian ulama fiqih, seperti
Abi Lailsd dan Al-Auzdi, (2) modal itu diketahui batasannya, (3)
modal itu hendaklah tunai, bukan dalam bentuk utang, (4) modal
tersebut hendaklah dapat diserahkan kepada pengelola. Kedua,
nisbah keuntungan, yaitu berupa imbalan yang akan diterima oleh
kedua belah pihak, atas jasa penyerahan modal bagi sé4ib al-mal
dan atas jasa kerja bagi pengelola, yang dinyatakan dalam bentuk
persentase yang disepakati oleh keduanya, dengan syarat: (1)
keuntungan itu hendaklah diketahui ukurannya, (2) keuntungan
itu merupakan bagian dari atau berasal dari modal. Ketiga, dua
pihak yang melakukan transaksi mudbirabab, yaitu pemilik modal
sebagai orang yang memberi wewenang untuk berusaha dan pekerja
sebagai pihak yang menerima wewenang. Keempat, transaksi ijab-
qabul, dengan ungkapan—ungkapan tertentu, yang mencerminkan
persetujuan antara pihak pemodal dan pekerja atau pengelola.’s

Selanjutnya, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh
$4hib al-mél, para ahli hukum Islam telah membagi jenis-jenis
mudhirabah kepada dua bagian, yaitu: Pertama, mudbirabab

15. Lihat Abdurahmian Al-Jaziri, Kitab al-Figh Alg al-Mazihib al-Arbaah, (Kairo:
Al-Istigdmah, tt), hlm. 34 dan seterusnya. Lihat juga Burhinuddin Abi Al-Hasan
‘Al ibn Abi Bakar ibn Abdul Jalil Ar-Rasydani Al-Marginani, al-Hidayah Syark
Bidayah al-Mubtad;, jilid 3, (Beirtit: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 2000), him. 225.
Lihat juga Wahbah Az-Zuhail, al-Figh al-Islimi wa Adillatub, jilid 5, (Striah:

- Damsiq, 1997), him. 3925. '
16. Ibid, hlm. 3927-3937,
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muthlagah, yaitu seorang atau pihak pemilik modal menyerahkan
modal kepada orang atau pihak lain tanpa batasan-batasan
tertentu, atau penyerahan harta oleh seseorang kepada orang
lain secara mudhéirabah tanpa menentukan jenis pekerjaan atau
usaha, tempat, masa, dan kepada siapa ia melakukan usahanya
tersebut. Ringkasnya, pemodal tidak memberikan syarat-syarat
tertentu kepada pengelola, sehingga ia bebas dalam melakukan
aktivitas usaha. Kedua, mudhirabah muqayyadab, yaitu seorang
pemilik modal menyerahkan modalnya kepada orang lain dengan
memberikan ketentuan-ketentuan tempat melakukan usaha,
barang yang akan diusahakan, waktu, atau dilakukan terhadap
orang-orang tertentu. Ringkasnya, pemilik modal memberikan
syarat-syarat tertentu kepada pengelola, sehingga ia terikat dengan
syarat-syarat tersebut dalam melakukan aktivitas usaha.'”
Mencermati uraian di atas, ada beberapa hal yang dapat kita
pahami dari konsep mudhirabah yang telah dirumuskan oleh para
ahli hukum Islam klasik, antara lain: Pertama, mudbirabab adalah
suatu transaksi kepercayaan, sehingga diperlukan kejujuran dan
keadilan antara pemilik modal dan terutama pengelola. Oleh karena
itu, menurut para ahli hukum Islam, dalam transaksi mudbidrabab
tidak ada jaminan yang dijadikan sebagai agunan, karena sifatnya,
seperti telah dikemukakan, hanya kepercayaan. Kedua, sebagaimana
terlihat dari definisi bahwa bagi hasil dalam transaksi mudbidrabab
adalah dengan cara profir sharing, bukan revenue sharing. Ketiga,
sebagai tambahan, konsep yang telah dirumuskan sifatnya masih
sangat sederhana, yakni dilakukan secara langsung antara dua pihak,
yaitu pemilik modal dan pengelola. Konsep klasik semacam inilah
yang tampaknya membuat sistem mudhbirabah sulit diterapkan
dalam perbankan syariah, yang disebabkan berbagai kendala yang
berkisar pada pengaruh perkembangan ekonomi konvensional, dan
utamanya problem kejujuran dan keadilan masyarakat Islam yang

17. Ibid., him. 3928.
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belum mendukung.

Dalam menghadapi masalah semacam ini, ada beberapa
kemungkinan yang dapat dilakukan: Perzama, tetap memberlaku-
kan apa adanya seperti sekarang dengan menunggu “kesadaran”
masyarakat yang mungkin tak akan kunjung tiba. Kedua, tetap
mengikuti konsep mudhirabah (bertaklid) seperti yang telah
dirumuskan oleh para ahli hukum figih terdahulu, dengan
berusaha “menyadarkan” masyarakat Islam supaya tunduk kepada
aturan konsep mudhirabah yang telah dianggap baku. Keriga,
melakukan rekonstruksi konsep mudhirabah, sembari menunggu
“kesadaran” masyarakat.

Bila alternatif pertama tetap dipertahankan, kajian apa pun
mengenai hal ini menjadi tidak signifikan. Bila alternatif kedua,
yakni menjadikan rumusan fiqih klasik sebagai patron yang
dipedomani dengan pembenahan masyarakat sebagai solusinya,
maka kita terjebak dengan konformitas, taklid berkepanjang-
an. Apabila patron tersebut tetap ingin dipertahankan, solusinya
adalah melakukan pembenahan terhadap masyarakat Islam di
berbagai sektor kehidupan, termasuk institusi bank. Mungkinkah
ini dilakukan? Atau pertanyaan yang lebih sederhana, mungkinkah
konsep mudhirabah klasik dapat diberlakukan di bank-bank
syari’ah? Jawabannya sangat mungkin, manakala hal-hal yang
dianggap berpengaruh dalam penerapan hukum telah dapat teratasi
dengan baik.

Melalui pendekatan sosiologi hukum, Soerjono Soekanto
telah mengidentifikasi beberapa faktor yang berpengaruh dalam
proses penegakan suatu aturan atau hukum, yang dapat direduksi
sebagai berikut, yaitu: Pertama, undang-undang atau aturan yang
jelas, yaitu peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh
penguasa pusat maupun daerah yang sah. Kedua, penegak hukum
yang mempunyai kemampuan-kemampuan khusus sesuai dengan
kebutuhan masyarakat, komunikatif, menjalankan peran yang
diterima oleh masyarakat, memahami norma-norma dan kaidah-
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kaidah hukum, dan dapat memberikan teladan yang baik sebagai
penegak hukum. Ringkasnya, ada penegak hukum yang andal,
berwibawa, jujur, dan amanat. Ketiga, sarana atau fasilitas, seperti
sumber daya manusia yang memadai, peralatan dan keuangan yang
cukup, organisasi yang baik, dan sebagainya. Keempat, masyarakat,
dalam hal ini masyarakat Islam, yang mempunyai pemahaman-
pemahaman tertentu dan kental tentang aturan hukum. Kelima,
kebudayaan yang belum terbiasa untuk tertib, disiplin, amanat,
dan jujur.’®

Apabila pandangan Soerjono Sockanto di atas diproyeksi-
kan kepada persoalan penerapan konsep mudhirabah yang telah
dirumuskan oleh para ahli hukum terdahaulu, akan banyak sekali
ditemukan ganjalan-ganjalan yang menghambatnya, seperti
problem materi hukum, problem aparat penegak hukum, problem
institusi, problem masyarakat Islam sendiri mengenai pemahaman
hukum yang secara umum masih memegangi secara kaku konsep
mudbdrabah yang telah dirumuskan oleh para ahli hukum terdahulu,
dan problem disiplin, amanat, dan jujur, dan itu semua merupakan
kendala yang besar. Dengan ungkapan lain, usaha melakukan
pergeseran dari sistem konvensional ke sistem Islam yang mampu
menerapkan prinsip-prinsipnya adalah tidak mungkin, tanpa
sejumlah reformasi sosial-ekonomi, hukum, dan kelembagaan.
Penghapusan bunga saja, umpamanya, hanya merupakan sebagian
dari keseluruhan sistem nilai Islam, dan langkah ini saja tidak dapat
diharapkan mengubah keseluruhan sistem ekonomi Islam sesuai
dengan visi Islam."” Usaha keseluruhan semacam ini tampaknya
relatif sulit untuk dilakukan, karena menyangkut berbagai bidang
atau dimensi. Sebab itu, upaya yang relatif mudah dilakukan
adalah dengan melakukan rekonstruksi konsep mudhirabah atau
memverifikasi reformulasi yang telah pernah dilakukan oleh

18. Lihat Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengarubi Penegakan Hukum,
(Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002).
19. lbid., him. 268. ‘
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pemikir hukum Islam kontemporer sebelumnya. Inilah yang akan
dilihat dalam perspektif metode al-istiqrs’ al-manawi.

Banyak dalil yang sering dikemukakan oleh para ahli hukum
Islam tentang keberadaan dan kebolehan transaksi dengan sistem
mudhérabah, yaitu (QS Al-Muzzammil [73]: 20), (QS Al-Jumu’ah
[62]: 10), (QS Al-Baqarah [2]: 198), dan beberapa fadis yang
relevan, seperti banyak ditulis dalam kitab-kitab figih. Dalam
analisis ilmu wsidl al-figh, baik secara kebahasaan maupun secara
substansial, dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh para perumus
konsep mudhirabah tersebut, bila ditinjau satu persatunya, sifatnya
zanni atau bersifat umum.?

Setelah diidentifikasi semua nash-nash hukum yang berkaitan
dengan mudhéirabah, sesuai dengan konsep dan prinsip metode
al-istiqrd’ al-ma'nawi yang ditawarkan oleh Asy-SyAtibi, maka nash-
nash Al-Quran, nash-nash Aad?s, dan pertimbangan-pertimbangan
kondisi signifikan masyarakat atau gard’in ahwail manqilah
dan ghairu manqgilah, ternyata menuju kepada suatu titik
koordinat yang sama, yakni mengakui keberadaan dan pentingnya
mudhérabah dalam peningkatan kehidupan manusia yang lebih
layak dan sejahtera.

Asy-Syitibi, seperti dikemukakan sebelumnya, telah
merumuskan konsep tabgiy al-manit dalam dua kategori, yaitu
4mm dan al-khéss. Dari konsep tahqiq al-manét al-khiss ini
dipahami bahwa dalam menentukan dan menerapkan sesuatu
hukum, peran akal atau pemikiran manusia sangat besar,
umpamanya dalam menentukan prinsip keadilan, yakni mengiringi
perintah berlaku adil yang sifatnya masih umum. Dengan
demikian, dalam penerapan suatu hukum haruslah dilakukan
dengan mempertimbangkan kondisi signifikan dari suatu
masyarakat yang bersangkutan, tanpa mengorbankan nash-nash,
terutama yang mengandung nilai-nilai universal. Dalam konteks

20. Wahbah Az-Zuhaili, 2/-Figh al-Islimi wa Adillatub, Jilid 5, hlm. 3725.
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transaksi mudhirabab ini, tingkat equitas, keadilan, dan kejujuran
seorang pekerja dapat ditentukan oleh pemilik modal, dengan
memerhatikan indikasi-indikasi tertentu atau kondisi signifikan
dan dapat menerapkan media-media tertentu dalam memelihara
eksistensi equitas tersebut. Sejauh itu, upaya tersebut adalah dalam
rangka memelihara prinsip pokok, berupa pemeliharaan harta,
yang merupakan bagian dari upaya memelihara kemaslahatan.
Konsep semacam ini, juga berlaku pada masalah mudhirabah,
sebagai bagian dari mu'imalah duniawiyah, yang tentunya ada segi-
segi kemaslahatan berupa pengembangan harta dan usaha, juga
ada kemafsadatannya berupa risiko yang akan diterima, seperti
kerugian atau terutama poblem kejujuran dan keadilan.

Atas dasar pemikiran di atas, beberapa rekonstruksi yang
telah dilakukan oleh para pemikir hukum Islam kontemporer,
dalam upaya menghindari risiko yang akan timbul dari problem
kejujuran, jelas mendapat suatu dasar pijakan yang kuar,
sepanjang metode a/-istigrd’ al-manawi. Sebab itu, dalam transaksi
mudhdrabah dapat dilakukan berbagai usaha untuk menghinda-
ri atau meminimalkan risiko tersebut. Dengan demikian, adanya
praktik perbankan menetapkan sejumlah batasan, yang disebut
dengan incentive-compatible constraints, umpamanya: menetapkan
syarat supaya porsi modal dari pihak mudharib lebih besar atau
menetapkan adanya jaminan, menetapkan syarat supaya mudhdrib
melakukan usaha yang risiko operasinya lebih rendah, menetapkan
syarat supaya mudpdrib melakukan bisnis dengan arus kas yang
transparan, menetapkan syarat supaya mudhdrib melakukan bisnis
yang biaya tidak terkontrolnya rendah,?! sepanjang metode ini
dapat dibenarkan.

Demikian juga halnya sistem bagi hasil di bank syariah yang
dilakukan dengan konsep revenue sharing, sehubungan dengan

21. Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis Figih dan Kenangan, (Jakarta: The Inter-
natinal Institute of Islamic Thought, 2003), hlm. 189.
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problem antara §44ib al-mél dan al-mudbirib, terutama tentang
siapa yang akan menanggung biaya tersebut. Dalam hal mudhdirib
telah menyampaikan berbagai kemungkinan yang muncul dari
usaha yang akan dilakukannya secara terus terang, maka tanggung
jawab sepenuhnya berada pada 4hib al-mdil, karena dengan adanya
persetujuan berarti dia telah mengetahui risiko bisnis yang akan
dialaminya. Tetapi, manakala mudhirib tidak menyampaikannya
secara terus terang, maka untuk menghindari perselisihan mengenai
siapa yang harus menanggung biaya tidak terduga itu, maka s2hib
al-mal dapat menetapkan syarat bahwa biaya-biaya tidak terduga
tersebut sepenuhnya ditanggung oleh mudhirib, dan juga seluruh
biayanya. Dengan demikian, yang dibagi hasilkan adalah revenue.?*
Jadi, tindakan ini juga dapat dibenarkan, sepanjang metode a/-
istigrd’ al-ma'naws.

Sebagai tambahan uraian, seperti telah dikemukakan, para
ahli hukum Islam klasik sudah merumuskan dua jenis mudhdrabah,
yaitu mudpirabah mutlagah dan mudhirabah muqayyadab. Tetapi,
dalam praktiknya di perbankan syariah dewasa ini, mudhirabah
mugayyadah telah dilakukan dengan dua bentuk: Pertama,
mudhérabah muqayyadah on balance sheet, yaitu sumber dana dari
satu nasabah investor untuk sejumlah pekerja usaha dalam beberapa
sektor terbatas, seperti pertanian, manufaktur, dan jasa. Nasabah
investor boleh menentukan syarat-syarat tertentu berdasarkan jenis
akad yang disepakati, seperti hanya boleh digunakan berdasarkan
akad penjualan cicilan saja, penyewaaan cicilan saja, atau kerja sama
usaha saja. Mudhirabab jenis ini disebut on balance sheet karena
dicatat dalam neraca bank.* Kedua, mudhirabah muqayyadah off
balance sheet, yaitu sumber dana berasal dari satu nasabah investor
untuk satu nasabah pembiayaan. Dalam hal ini, bank syariah hanya
bertindak sebagai perantara saja. Pencatatan transaksinya dilakukan

22. Ibid., him. 193-194.
23. Ibid, hlm. 189.
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di bank syariah dan dilakukan secara off balance sheet. Bagi hasilnya
hanya melibatkan nasabah dan investor dan pelaksana usaha saja,
sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan bank
hanya mendapatkan fee sebagai perantara. Disebut off balance sheet,
karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank, melainkan
hanya dicatat dalam rekening administratif saja.?*

Hal ini pun merupakan rekonstruksi konsep mudhirabah yang
dapat diakui sepanjang metode al-istigrd’ al-manawi. Sejauh itu,
seperti telah dikemukakan sebelumnya, sifat ajaran Islam terhadap
persoalan mu'dmalah adalah an-ndqid al-musabhih (mengoreksi
yang bertentangan dengan nash-nash, bukan mengoreksi yang
bertentangan dengan pendapat-pendapat manusia, sehingga
prinsip bidang mu'dmalah adalah al-iltifit ild al-ma'éni, seperti
yang diakui oleh Asy-Syatibi.

2. Konsep Wakaf Uang

Contoh lain yang dapat dilakukan dengan metode al-istigrd’
al-manawi adalah tentang penetapan hukum wakaf vang (cash
wagqf). Secara umum, wakaf didefinisikan sebagai “menahan harta
yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak atau menghabis-
kan zat benda itu sendiri serta digunakan untuk kebaikan.” Dari
definisi ini, terlihat bahwa benda wakaf itu tidak boleh habis,
harus tetap (baqd’ ainih). Persoalannya, bagaimana dengan uang
yang ditengarai akan habis dipakai? Bolehkah ia dijadikan sebagai
benda wakaf?

Wakaf uang yang dikenal dengan wakaf tunai yang
dimaksudkan di sini adalah wakaf yang dilakukan seseorang,
kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang

24. Ibid,

25. Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh al-Islimi wa Adillatub, hlm. 154. Libat juga Muham-
mad ibn Ism#&1l As-San'ani, Subul as-Saldm, Jilid 3, (Mesir: Muhammad ‘Ali as-
Sabih), him. 114. i
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tunai-atau surat-surat berharga yang dapat dikonversikan dengan
uang, yang nilai pokoknya tidak boleh habis, dijual, dihibahkan,
dan atau diwariskan. Majelis Ulama Indonesia, dalam fatwanya
pada tanggal 11 Mei tahun 2002, mendefinisikan wakaf uang
sebagai berikut, yaitu: Wakaf uang (cash wakaflwagf an-nuqud)
adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga,
atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Ada beberapa dalil tentang wakaf yang sering dikemukakan
oleh para ahli hukum Islam, baik dalil yang sifatnya kulliyah
(universal) maupun juz%yah (partikular), yaitu (QS Ali ‘Imrin
[3]: 92), yang menjelaskan bahwa orang tidak akan mencapai
kebaikan hingga memberikan apa yang dicintainya. Kemudian
(QS Al-Bagarah [2]: 267), yang mengandung perintah kepada
orang-orang yang beriman untuk memberikan kepada orang lain
apa yang mereka usahakan. Kemudian (QS Al-Hajj [22]: 77),
yang memerintahkan kita untuk berbuat baik supaya mendapat
kemenangan. Kemudian hadis dari Abu Hurairah yang artinya:
“Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka terputusiah
amalnya, kecuali tiga hal, yaitu: shadaqah jariyah, ilmu yang
bermanfaat, dan anak shalib yang mendoakan orangtuanya.” Para
ulama menafsirkan ‘@mal jériyah dalam hadis di atas dengan
wakaf,? atau paling tidak, wakaf termasuk salah satunya.

Selanjutnya, hadis dari Ibn ‘Umar yang artinya:

“Dari Ibn ‘Umar r.a. bahwa Umar ibn al-Khattib memperoleh
tanah (kebun) di Khaibay. Lalu, ia mendatangi Rasul untuk meminta
saran tentang tanab tersebut. la mengemukakan: Hai Rasulullah, saya
memperoleh tanah di Khaibar, yang belum pernah saya mendapatkan
harta sebaik itu, apa perintahmu kepadaku mengenai itu? Nabi
menjawab: Jika maw, engkau taban asalnya dan enghau sedekahlkan
hasilnya. Ibn “Umar berkata: Maka ‘Umar menyedekahkan hasil

tanah tersebut, dengan catatan, babwa tanab itu tidak dijual, tidak
dihibahkan, dan ridak diwariskan. la menyedekahkan hasilnya

26. Al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri, Jilid 2, (Mesir: Dar al-Fikr), hlm. 41-42. Lihat juga
As-San’ani, Subul as-Salim, Jilid 3, (Mesir: Muhammad ‘Ali as-Sabih), him. 87.
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kepada kaum fakir miskin, kerabat, hamba sabaya, sabilillah, ibn
sabil, dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengelolanya untuk
memakan dari hasil tanabh itu secara maruf (wajar) dan memberi
makan kepada orang lain, tanpa menjadikannya sebagai hak milik

sendiri” ¥

Perlu dikemukakan bahwa yang disedekahkan ‘Umar ibn al-
Khattab adalah manfaat dari harta yang diwakafkannya tersebut,
sedangkan harta asal atau pokoknya tetap. Dari hadis di atas, juga
dipahami bahwa harta wakaf itu boleh dikelola oleh seseorang atau
badan untuk mengurusnya, yang disebut nazhir, dan pengurusnya
tersebut boleh mengambil sebagian hasilnya untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya sebagai imbalan dari perawatan, pemelihara-
an, dan pengelolaan yang dilakukannya.

Selanjutnya, ada hadis riwayat ‘Usman ibn ‘Affin yang
artinya:

“Sesungguhnya Nabi relah datang ke Madinabh, di sana tidak
ditemukan air yang baik untuk diminum, kecuali sumur Rauma’
Nabi berkata: Barangsiapa yang membeli sumur dan menjadikan
timbanya bersama-sama dengam timba kaum Muslimin, maka ia

akan masuk surga. Kemudian ‘Usman ibn Affin berkata: Kemudian
saya membelinya dengan hartaku sendiri.”

Dari hadis ini, dapat dipahami bahwa ‘Usman ibn ‘Affan telah
melaksanakan anjuran Nabi, yaitu dia telah membeli sebuah sumur
bernama Rauma’ sebagai sumber mata air yang sangat diperlukan
oleh umat pada masa itu. ‘Usman sendiri memanfaatkan sumur
tersebut untuk kepentingan dirinya dan keluarganya, di samping
diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Berikutnya, sebuah hadis dari Anas yang artinya:

“Babwa Thalhah berkata kepada Nabi: Wahai Nabi, sesunggub-

nya Allah telah berfirman: Tidak akan mendapat kebaikan sehingga
kalian memberikan sebagian hartanya yang disenanginya (Ali

27. As-San’ani, Subul as-Salim, Jilid 3, (Mesir: Muhammad ‘Ali as-Sabih), him. 88.
28. Ibn Hajar Al-Asqalani, Fath al-Bari, Jilid 53, (Kairo: Dar al-Fikr), him. 264.
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Tmrin [3]: 92). Sesungguhnya harta saya yang saya senangi adalah
sebidang kebun yang ada di Bairubat. Harta itu kujadikan sedekab
untuk Allah. Tempatkaniah bai Rasulullah menurut apa yang telah
ditunjukkan Allah kepadamu. Rasulullah bersabda: Bakh! Bakh!
Itu harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar dan aku
ditunjuki untuk engkau sedekahkan harta itu kepada keluargamu
yang terdekar. Abu Thalhah berkata: Saya akan melaksanakannya,
hai Rasulullah. Kemudian Abu Thalhah membagi-bagikan hartanya
ity kepada kerabatnya dan kepada keponakan-keponakannya.”®

Dari hadis ini, dipahami bahwa seseorang boleh mewakafkan
hartanya kepada keluarga, yang dikenal dengan wakaf ahli atau
wakaf zurri. Peruntukan wakaf bukan hanya untuk kepentingan
umum, tetapi juga dibolehkan untuk keluarga dekat.

Beranjak dari definisi wakaf dan dalil-dalilnya di atas, para
ahli hukum Islam merumuskan unsur-unsur wakaf sebagai
berikut, yaitu: Pertama, wakif, yaitu orang yang mewakafkan
harta, dengan syarat cakap bertindak hukum (#hliyah al-ads) dan
pemilik sempurna dari harta yang diwakafkannya tersebut. Kedua,
peruntukan wakaf, yaitu orang-orang tertentu, seperti keluarga,
fakir-miskin, ibn sabil, dan lain-lain; untuk kepentingan umum
seperti masjid, mushalla, sekolah, panti asuhan, panti sosial, dan
sebagainya, termasuk beasiswa. Ketiga, ikrar wakaf atau sighat,
yaitu suatu pernyataan kehendak dari orang yang berwakaf untuk
mewakafkan hartanya, baik secara jelas (s2rfh) maupun kindyah.
Namun demikian, menurut fiqih, dalam kondisi tertentu, ikrar
wakaf ini boleh dilakukan melalui tulisan atau dengan isyarat.
Ketika wakaf telah dilakukan dengan ikrar wakaf, maka ucapan
penerimaan (gabul) dari pihak penerima wakaf tidak diperlukan,
cukup dengan suatu isyarat penerimaan. Keempar, harta benda
yang diwakafkan, dengan syarat kekal zatnya (bagd’ inih) atau
tahan lama, schingga ketika dimanfaatkan benda itu tidak rusak,
berkurang, atau habis, kemudian bernilai menurut syara’. Ini

29. lbid.
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berarti, benda wakaf bukan benda haram atau didapatkan melalui
cara yang tidak dibenarkan oleh syara’. Selanjutnya, menurut
figih, berdasarkan nash tentang wakaf yang dipahami secara
kebahasaan dan kemaknaan, harta benda yang boleh diwakafkan
ada dua macam, yaitu harta benda yang sifatnya tidak bergerak
(al-"agar) seperti lahan atau perkebunan dan bangunan-bangunan.
Kemudian, harta benda yang sifatnya bergerak (a/-manqiil), seperti
senjata, Al-Quran, buku-buku, dan lain-lain, termasuk uang
(nugiid) yang pada saat itu dalam bentuk dinar dan dirham.
Macam terakhir di atas, yakni wakaf uang, dalam sejarah
pemikiran hukum Islam memang tidak disepakati, yakni ada
yang tidak membolehkannya untuk dijadikan sebagai harta benda
wakaf dengan alasan ia akan habis dipakai, sedangkan wakaf harus
baq¥ ‘ainih. Namun sebagian ulama figih, seperti Hanéfiyah,
berdasarkan alur pemikiran hukumnya (kaidah-kaidah penafsiran
nash yang digunakénnya), membolehkan uang dijadikan benda
wakaf. Ulama Hanifiyah telah menguraikan tentang kebolehan
mewakafkan benda bergerak dan tidak bergerak dengan argumen
dan analisis sebagai berikut: Pertama, kebolehan wakaf benda
bergerak itu berdasarkan praktik para sahabat yang disetujui
oleh Nabi yang melakukan wakaf senjata untuk perang dalam
rangka mempertahankan agama, dan wakaf kebun kurma untuk
kebutuhan fakir-miskin. Kedua, dengan kaidah dildlah an-nash
dalam teori figihnya, mereka telah merumuskan bahwa ungkapan
nash tekstual (mangiiq) tentang wakaf benda tidak bergerak dapat
diproyeksikan kepada benda tidak bergerak, mengingat ada unsur
yang tidak dapat dipisahkan (iltizdm) dari benda tidak bergerak
tersebut. Umpamanya, kalau wakaf itu dalam bentuk lahan atau
tanah pertanian (yang tidak bergerak), maka ada benda bergerak
yang digunakan untuk mengelolanya, seperti cangkul dan binatang
ternak untuk membajaknya. Kalau tanah dapart dijadikan benda
wakaf, maka cangkul dan binatang ternak juga dapat dijadikan
herta benda wakaf. Ketiga, masih dengan kaidah yang sama,
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beranjak dari prinsip wakaf menahan harta dan memanfaatkan
hasil atau kegunaannya, maka ulama Hanifiyah membolehkan
wakaf mushaf dan kitab-kitab, karena yang diambil manfaatnya
adalah pengetahuan yang terdapat di dalamnya, yang tidak berbeda
dari mewakafkan dirham atau dinar, yang bila ia produktif, maka
keuntungannya dapat dimanfaatkan orang lain. Sebab itu, dapat
diduga bahwa ulama Hanafiyah membenarkan wakaf benda
bergerak dalam bentuk uang dinar dan dirham. Sejauh itu, Zufar
dan Ibn Syihab Az-Zuhri juga membenarkan wakaf uang dengan
mengemukakan alasan istibsdin bi al-urf* dengan pertimbangan
bahwa perbuatan tersebut telah banyak dilakukan oleh masyarakar,
dianggap bermanfaat, dan sesuai dengan jiwa syariat.

Nash-nash hukum tentang wakaf tersebut, setelah diidentifi-
kasi, ternyata bersifat £ulliyah atau umum yang menyangkut suatu
tindakan yang sifatnya perbuatan baik berkaitan dengan pemberian
sebagian harta kepada orang lain. Dalil yang sifatnya juziyah
(partikular) adalah yang berkenaan dengan tindakan ‘Umar, karena
telah secara langsung menyebut istilah wakaf. Namun, tujuan
wakaf yang dilakukan ‘Umar tersebut, selain sebagai ibadah, adalah
untuk membantu dan meningkatkan kehidupan orang-orang
miskin, baik kerabatnya maupun orang lain. Tujuan semacam ini
tampaknya sangat relevan dengan upaya-upaya yang ditempuh
oleh sebagian pemikir Indonesia untuk meningkatkan kesejahte-
raan masyarakat di bidang ekonomi, dengan mempertimbangkan
perlunya dikembangkan benda wakaf berupa uang (cash wagf),
mengingar efektivitas dan kemanfaatannya akan lebih terasa pada
masyarakat. Sejauh itu, konsep wakaf uang memang telah diidekan
dan dipraktikkan oleh sebagian ulama figih di masa lampau. Di
Indonesia, wakaf uang ini pun telah diatur dalam Undang-Undang
Tentang Wakaf No. 41 Tahun 2004, dan Peraturan Pemerintah No.

30. Muhammad Abu Su’'ud, Risalah Fi Jawaz Wagf an-Nugud, (Beirut: Dar Ibn Hazm,
1977), hlm. 18-21.
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47 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf.

Asy-Syatibi, sebagaimana yang berulang kali disebutkan, telah
merumuskan konsep tzhgiq al-manét yang di antaranya tapqgiq al-
manét al-khigs. Ini berarti pertimbangan akal dalam memahami
kondisi masyarakat memegang peran penting dalam menentukan
dan menerapkan suatu hukum, yang dalam hal ini penentuan
wakaf uang dan operasionalnya, tanpa mengorbankan nash-nash,
terutama yang mengandung nilai universal. Dengan demikian,
memerhatikan prinsip dan karakteristik metode al-istigrd’ al-
ma'nawi, baik mengenai dalil maupun qard’in ahwal, seperti yang
telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa wakaf uang dibenarkan
oleh hukum Islam, bahkan perlu dikembangkan dalam masyarakat,
dengan operasionalisasi yang dinamis, yang dapat dilakukan oleh
lembaga-lembaga bank atau lembaga keuangan syariah lainnya,
dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran hukum
Islam.

Pemikiran hukum tokoh kenamaan terutama konsepnya
tentang metode al-istiqrd’ al-manawt ini lebih lanjut direspons
dan dimanfaatkan oleh beberapa pemikir yang mengiringinya
dalam menyikapi dan menyelesaikan berbagai problem masyarakat
modern, sebagaimana dapat dilihat dalam bahasan berikutnya.

C. Respons Para Pemikir Muslim Kontemporer

Pemikiran hukum Asy-Sy4tibi secara umum telah dijadikan
rujukan oleh para pembaru hukum Islam, terutama tentang
teori maqdsid asy-syari‘abnya, dan ini telah banyak dikemukakan
oleh para peneliti hukum. Dalam kesempatan ini, hanya akan
dikemukakan pemikir-pemikir yang merespons pemikiran Asy-
Syatibi tentang al-istiqrd’ al-manawi dan menggunakannya sebagai
metode penetapan hukum atau penyelesaian berbagai persoalan
kontemporer. Hal ini tentunya perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut secara luas.
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Ada beberapa pemikir hukum Islam modern dan kontemporer
yang telah merespons dan menggunakan pemikiran Asy-Syitibi ini,
sekalipun dalam pengembangannya memperlihatkan kecenderung-
an berbeda akibat latar belakang pemikiran dan pendidikan
mereka masing-masing. Perlu dikemukakan bahwa patron yang
penulis gunakan dalam mengidentifikasi ini adalah isyarat-isyarat
berupa pengakuan-pengakuan dan kutipan-kutipan terhadap Asy-
Syatibi dalam membangun dan mengembangkan tema-tema yang
dikemukakannya, terutama dalam penetapan hukum, baik secara
langsung ataupun tidak.

Respons terhadap pemikiran Asy-Syatibi tersebut terlihat pada
Mahmtd Syaltiit (w. 1971 M.), baik dalam penafsiran Al-Quran
dengan menggunakan metode tafsir maudbi; yang digagasnya,?!
maupun ketika ia menyelesaikan berbagai kasus hukum, yang
menggunakan metode al-istigrd’ al-ma'nawi. Indikasi responsnya
terhadap metode al-istigra’ al-ma'naws Asy-Syatibi terlihat pada
metode yang digunakannya dalam menyelesaikan masalah hukum
khamar dengan menghimpun berbagai dalil berupa nash-nash Al-
Quran dan Sunnah serta qard’in apwél, baik mangilah maupun
ghairu magilah, seperti dituangkannya dalam kicab a/-Fazsws.
Ta memerhatikan aspek-aspek verbal (lafzhiyah) dan substansi-
al (manawiyah) dari nash-nash hukum yang relevan, di samping
memerhatikan aspek latar belakang historisnya (#5646 an-nuzil acau
asbidb al-wurid), termasuk rahasia penghararnannya, menyangkut
dampak negatif yang akan dialami manusia, baik individu maupun
sosial, baik menyangkut kesehatan, akal, maupun harta.??

" Berikutnya, pemikir Islam kontemporer yang merespons
dan menggunakan pemikiran Asy-Syatibi adalah Fazlur Rahman
(w. 1988 M.). Responsnya ini terlihat secara jelas dalam beberapa

31. M. Quraisy Shihab, Membumiktan Al-Quran, (Bandung: Mizan, 2002),
him.156.

32. Libat Mahmud Syaltéit, a/-Fazauwa, (Kairo: Dar al-Fikr al-"Arabi, t.t.), hlm. 362-
363. ‘
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bukunya. Dalam Islamic Methodology in History, sekalipun
secara sepintas dan terkadang bertentangan dengan pernyataan-
pernyataan di tempat lain, Fazlur Rahman memberikan respons
terhadap pemikiran Asy-Sy4tibi, terutama mengenai epistemolo-
gi pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang hukum Islam.
Kemudian dalam bukunya Islam and Modernity: Transforma-
tion of an Intellectual Tradition, secara tegas telah menggunakan
konsep al-istiqrd’ al-manawi dalam kemasan kesatuan dasar-dasar
syariah, sebagai acuan dalam menganalisis hampir setiap tema yang
dikembangkannya. Sedemikian pentingnya konsep Asy-Syatibi ini,
hampir semua teks al-muqaddimah as-sélisah dalam al-Muwdifaqir
3 usiil asy-Syari'ah, yang merupakan salah satu bagian dari bahasan
inti konsep al-istigrd’ al-manawi Asy-Syitibi, oleh Rahman dikutip
secara langsung.

Dalam karya tersebut, tampaknya Rahman secara total
telah menjadikan konsep wusi/ al-kulliyah atau prinsip-prinsip
universal Islam dan kesatuan dasar syarizh yang dirumuskan Asy-
Syatibi sebagai dasar pijakan hampir semua tema pemikiran yang
dikemukakan dan dikembangkannya. Bagian penting dari prinsip
dimaksud, dalam ungkapan Rahman, adalah: 7he proofs considered
reliable here are only those inducted from a number of conjectural
proofs which converge upon an idea in such a manner that they can
yield certainty, for a totally of proofs possesser a strength which depart
and disparate proofs do not possess.?® Pernyataan ini jelas dapat
ditelusuri dalam al-Muwdfagit karya Asy-Syatibi tersebut, sebagai
patron penguji perkiraan saya di atas. Kemudian aplikasi kesatuan
tersebut tampak terlihat dalam beberapa karyanya tentang hukum,
juga dalam karyanya, Major Themes of The Quran.

Tetapi, mungkin karena dipengaruhi latar belakang pendidikan-
nya, Rahman tampaknya hampir melupakan unsur-unsur Sunnah

33. Fazlur Rahman, Islem and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition,
(Chicago: The University of Chicago Press, 1984), hlm. 21-22.
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yang justru ditekankan oleh Asy-Syatibi dalam penggunaan
metode tersebut. Tidak ada informasi jelas, apa keterlupaan ini
disengaja akibat kurang kemampuan di bidang itu atau karena
ada pengaruh kajian para orientalis terhadap Sunnah. Hemat saya,
alasan terakhirlah yang membuatnya bersikap seperti itu. Hal ini
terlihat dari konsep “Sunnah hidup” yang ia kembangkan dalam
kajiannya tentang Sunnah. Namun demikian, di sini tampaknya
ia mencoba mereduksi pengertian Sunnah ke dalam apa yang
disebut Asy-Syatibt sebagai gardin abwil ghairu mangiilah, dengan
mengembangkan arti penting latar belakang turunnya Al-Quran
serta tradisi dan kondisi signifikan dalam memahami nash-nash
Al-Quran. Inilah tampaknya yang menjadikan Rahman dapat saya
sebut sebagai penganut dan penerap metode a/-istigrd’ al-ma'nawi
dengan memegangi prinsip kesatuan dasar syarfzh, bahkan secara
implisit diakuinya sendiri, terlihat dari pernyataannya yang
menjadikan pemikiran Asy-Syatibi sebagai acuan dalam beberapa
tulisannya.

Kendati demikian, Syaltit di satu sisi dan Fazlur Rahman di
sisi lain telah berpisah di persimpangan jalan. Syalttit masih tetap
mengapresiasi Sunnah seperti yang dipahami oleh ulama-ulama
tradisional, sementara Fazlur Rahman cenderung mereformulasi-
nya. Persimpangan ini dapat dipahami karena dipengaruhi faktor
lain, terutama latar belakang pendidikan yang mereka tempuh.
Dengan demikian, Syaltfic dapat disebut sebagai pendukung
metode al-istigrd’ al-ma'nawi Asy-Syitibi dengan pendekatan
tradisional, sedangkan Fazlur Rahman penganut metode a/-istigrd’
al-manawi dengan pendekatan rasional-liberal. Respons terhadap
pemikiran Asy-Syatibi tentang metode al-istigrd’ al-ma'nawi oleh
para pemikir hukum Islam modern dan kontemporer merupakan
indikasi signifikannya dalam penyelesaian persoalan hukum
kontemporer.

Kendati demikian, Asy-Syatibi bukan tidak mempunyai
kelemahan sama sekali dalam teori atau pemikiran hukumnya,
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termasuk yang berkaitan dengan metode al-istiqrd’ al-ma'nawi yang
telah ditawarkannya. Sejumlah pemikir hukum Islam modern dan
kontemporer telah mencoba mengungkapkannya, seperti Fazlur
Rahman dan Abdulldh Darriz, sebagaimana telah disinggung
dalam uraian yang lalu. Seiring dengan ini, kritik saya terhadap Asy-
Syétibi, antara lain: Pertama, sebagaimana kebanyakan penulis abad
pertengahan dan juga beberapa masa sebelumnya, Asy-Syatibt tidak
mengemukakan sumber-sumber yang jelas dan konkret tentang
pemikiran-pemikiran para ahli hukum yang sering dijadikannya
sebagai rujukan, sekalipun ia sering menyebutkan nama-nama
dan sesekali nama kitab yang dijadikan sumbernya. Padahal, pada
saat itu kondisi sangat memungkinkan, sebab karya-karya pemikir
hukum pendahulunya telah beredar dan telah terlihat sistematika-
nya dalam bentuk pasal-pasal atau bab-bab, bahkan halamannya.
Kedua, banyak sekali teori atau pemikiran hukum yang ditawarkan-
nya tidak disertai dengan aplikasi dan contoh yang jelas, hanya
dapat dipahami berdasarkan isyarat-isyaratnya di tempat lain,
termasuk aplikasi metode al-istiqra’ al-manawt, sehingga terkadang
agak kabur, rumit, dan terlihat kontradikeif, sehingga berakibat
kepada perbedaan pendapat dalam memahaminya di kalangan para
peneliti hukum Islam modern dan kontemporer. Ketiga, Asy-Syatibi
terkadang kurang konsisten dalam meletakkan atau menyusun
hierarki suatu konsep, umpamanya ketika menempatkan urutan
adbp-dhariiriyit al-khams, di satu tempat urutan yang dikemukakan-
nya adalah memelihara: agama, jiwa, keturunan, harta dan akal,
sedangkan di tempat lain adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan
harta,? sekalipun hal ini dapat dipahami hanya sebagai sebutan,
bukan pengakuan perbedaan hierarki.

Terlepas dari itu, dalam konteks Indonesia, signifikansi metode
al-istiqrd’ al-manawi di atas, dapat direspons dalam menanggapi

34. Abi Ishiq Ibrahim ibn Msa Asy-Syatibl, a-Muwdifagét jilid 2, him. 8. Banding-
kan dalam jilid 3, him. 33.
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kenyataan bahwa hukum Islam telah diakui sebagai salah satu
bahan baku dalam pembentukan hukum nasional, selain hukum
adat dan hukum Barat. Banyak pemikir hukum Indonesia yang
telah menyadari arti pentingnya hukum Islam dalam pembinaan
hukum Nasional. Hal ini dimaklumi, karena selain mayoritas
penduduk Indonesia adalah pemeluk agama Islam, Islam itu sendiri
mengandung aturan-aturan hukum yang dapat dipraktikkan dalam
kehidupan masyarakat yang majemuk seperti Indonesia.
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Bab VI

Purnawacana

MEeToDE al-istiqrd’ al-ma’nawi menurut Asy-Syatibi adalah
suatu metode penetapan hukum Islam yang dalam prosedurnya
memanfaatkan kolektivitas dalil dalam berbagai bentuknya,
mempertimbangkan gardin apwal baik yang berkaitan dengan nash
tersebut secara langsung (manqulah) maupun tidak berkaitan secara
langsung (ghairu manqulah), termasuk mempertimbangkan kondisi
sosial dan memerankan akal dalam merespons perkembangan atau
perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Sumber pembentukan
metode ini adalah konsep al-istigré’ dalam ilmu mantiq, al-istidlil al-
mursal dalam ilmu usitl al-figh, dan konsep mutawdtir manawi dalam
ilmu mustalah hadis. Metode yang cara kerjanya dapat dilakukan
dengan mengikuti kerangka konseptual min al-alé il al-adné atau
min al-adné il al-2l4 ini dapat menghasilkan dan memverifikasi
kaidah il kaidah figih, dan hukum spesifik (far’iyah).

Perumusan metode al-istigrd’ al-manawi di atas dilatarbela-
kangi oleh suatu kenyataan pada saat itu bahwa metode-metode
penetapan hukum Islam yang dikembangkan oleh para ahli hukum
Islam cenderung dilakukan secara parsial atau terpisah-pisah dalam
penggunaan dalil-dalil. Padahal, menurut Asy-Syatibi, kesatuan
dasar-dasar syari’ah dalam penetapan hukum Islam haruslah tetap
dipertahankan, sehingga tidak terjadi perlakuan diskriminatif
terhadap dalil-dalil tersebut.



Metode ini mempunyai perbedaan dan persamaan dengan
metode-metode lain. Metode al-qiyés umpamanya, cenderung
menganggap cukup dengan hanya satu dalil atau dua dalil saja
(dalam kasus istipsin) sebagai magqis alaih dalam perluasan hukum.
Tetapi, kedua metode itu sama-sama mempunyai prinsip perlunya
mempertahankan nash-nash dalam penetapan hukum. Namun,
dalam metode a/-giyis ada kemungkinan pengabaian nash-nash
lain yang juga relevan untuk dijadikan sebagai magqis alaibh dari
segi-segi tertentu, sementara dalam metode zzl—z'stz'qrci’ al-ma’naws
hal itu tidak dapar ditoleransi. Selanjutnya, al-giyis al-usil; hanya
menghasilkan hukum spesifik (far%yah), sementara metode 4/

istiqrd’ al-ma'nawi dapat memproduk kaidah g/, produk kaidah
figih, dan produk hukum figih spesifik. Selanjutnya, ada perbedaan
dengan metode al-istigra’ para ahli hukum Tslam lain. Umpamanya,
penyebutan al-istigrd’ al-ma'nawi hanya ditemukan dalam terma
Asy-Syatibi. Ulama kebanyakan masih mengikuti konsep ilmu
mantiq, terutama objek dan pembagiannya, sementara Asy-Syatibi
telah mengarahkannya kepada pemanfaatan nash-nash hukum
secara integral sebagai objeknya. Selanjutnya, ada persamaan
antara metode al-istiqrd’ al-ma'naw dan al-istigqrd’ al-mantig, yaitu
keduanya sama-sama melakukan penelitian terhadap juziyér untuk
diambil kesimpulan kulliyst. Namun, al-istigrd’ al-mantigi tidak
menghasilkan sesuatu yang sifatnya yakin atau pasti, yang disebut
al-burhin, sementara al-istiqrd’ al-manawi menghasilkan sesuatu
yang sifatnya yakin atau pasti. Selanjutnya, al-istigri’ al-mantiqi
jelas tidak melibatkan unsur-unsur nash hukum, melainkan hanya
realitas empirik, sementara al-istigr&’ al-ma'nawi melibatkan nash-
nash dan realitas empirik sekaligus dalam proses penarikan suatu
kesimpulan hukum.

Mencermati substansi dan karakteristik metode al-istigrd’
al-ma'nawi, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, maka
metode ini dapat dipertimbangkan sebagai metode alternarif yang
sangat relevan untuk diimplementasikan dalam proses penetapan
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hukum Islam kontemporer dewasa ini. Sebab, dengan metode
semacam ini maka hukum Islam yang dihasilkan akan tetap
mencerminkan kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang
secara dinamis, tanpa mengabaikan nash-nash hukum, terutama
yang universal, sebagai landasannya.

Metode yang berpegang kepada kolektivitas dalil (nagl?
dan %qli) dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di
atas, dengan demikian merupakan gebrakan dan babakan baru
dalam sejarah pemikiran hukum Islam abad ke-14 M. Gebrakan
pemikiran hukum Asy-Syatibi dalam bentuk metode al-istigra’
al-ma’nawi ini, dalam sejarah pemikiran hukum Islam, pernah
mengalami “nasib malang”, karena tidak mendapat respons
dari para pemikir hukum selama rentang waktu beberapa abad.
Beragam alasan yang ditawarkan tampaknya bertemu pada titik
sentral yang memang sedang menggejala, yaitu sikap konformitas
atau taklid umat Islam yang berlebihan, sehingga sebesar dan
sebaik apa pun gagasan-gagasan baru yang diperkenalkan “harus”
dianggap sebagai kesesatan atau minimal dianggap tidak signifikan
dan harus di-peties-kan.

Dengan gagasan semacam ini, Asy-Syatibi sesungguh-
nya menginginkan munculnya metode-metode baru dalam
penetapan hukum Islam yang sesuai dengan kondisi masyarakat
yang dihadapi, dengan tetap mempertahankan kesatuan dasar-
dasar syari’ah. Pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial
dalam konsep qard’in abwil, jelas mengandung makna dinamis
sehingga dapat dikembangkan. Implikasinya, para pemikir hukum
Islam Indonesia haruslah merumuskan suatu metode alternatif
dalam penelitian hukum Islam untuk menyelesaikan persoalan-
persoalan hukum kontemporer yang muncul dalam masyarakat
yang mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam.
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